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EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dibenluk atas dasar amanah 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia 

Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menegaskan setiap orang berhak 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU PPLH mengatur 
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi 
enam ruang lingkup yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.1

Ruang lingkup perencanaan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPLH 

menjelaskan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang dilakukan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, 
penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rancangan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pasal 12 UU PPLH dalam 

ruang lingkup pemanfaatan, RPPLH digunakan sebagai dasar pemanfaatan 

sumber daya alam, namunjika RPPLH belum tersusun maka pemanfaatan 

sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi 
lingkungan hidup, keberlar^utan produktivitas lingkungan hidup, dan 

keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 

PPLH diperuntukkan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup dalam rangka menjamin perlindungan memperoleh 

lingkungan hidup dan balk dan sehat yang meliputi kegiatan pencegahan, 
penanggulangan, dan pemulihan. Pasal 57 UU PPLH mengatur ruang

1 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Pasal 4.
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lingkup pemeliharaan sebagai upaya keberlar^utan fungsi Mngkungan 

hidup bag] kehidupan dengan melakukan upaya konservasi sumber daya 

alamr pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

Untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

keglatan dalam mengella Mngkungan hidup, maka UU PPLH daiam Pasal 
71 mengatur ruang iingkup pengawasan yang wajib dilakukan oleh Menteri 
KLHK, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Semua ketentuan dalam UU PPLH ini akan menjadi tidak memiliki arti 
Jika tidak diiengkapi dengan ruang lingkup penegakan hukum. Daiam 

Penjelasan UmumangkaG UU PPLH dinyatakan bahwa UU PPLH mengatur 
ancaman hukuman pidana minimum khusus disamping ancaman pidana 

maksimum khusus, periuasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran 

baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak 

pidana korporasi.

Dalam impiementasinya, terdapat permasaiahanterhadapperlindungan 

dan pengelolaan Mngkungan hidup sebagai berikut;

1. Belum ditetapkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, 
hal ini meryadi hambatan bagi pemangku kepentingan di bidang 

Mngkungan hidup daiam melaksanakan amanah UU PPLH.

2. Disharmoni UU PPLH dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU 

Pemerintahan Daerah) yang terkait kewenangan pemerintah dan 

pemerintah daerah mengenai kewenangan mengelola sumber daya 

alam di laut oleh kabupaten/kota yang semula darl 0 s/d 4 mil laut, 
saat ini telah beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dimana 

hal ini berimplikasi pada kewenangan batas wilayah pengawasan laut. 
Limbah industri yang merupakan penyebab kerusakan Mngkungan 

hidup, memerlukan pengaturan lebih latijut terhadap kriteria baku dari 
kerusakan Mngkungan.

Peraturan pelaksanaanyang sudah dan belum ditetapkan sebagai amanah 

UU PPLH agar diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya, yaitu:
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NO. MANDAT UU PPLH PELAKSANAAN DALAM 
PERATURAN PEMERINTAH

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup 
(Pasal 11)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perl indungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambui

2. Rencana Perl Indungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(Pasal 11)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perl indungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

3. Daya Dukung dan Daya Tampung 
Lingkungan Hidup 
(Pasal 12)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

4. K^'ian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS)
(Pasal 18)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
K^ian Lingkungan Hidup Strategis

5. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan 
(Pasal 21)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

6. Kriteria Baku Kerusakan Akibat 
Perubahan Iklim 
(Pasal 21)

belum ditetapkan

7. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
(Pasal 33)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan

8. Izin Lingkungan 
(Pasal 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan

9. Instrumen Ekonomi Lingkungan
Hidup
(Pasal 43)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2017 tentang Instrumen Ekonomi 
Lingkungan Hidup

10. Analisis Risiko Lingkungan Hidup 
(Pasal 47)

belum ditetapkan

11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
(Pasal 53)

belum ditetapkan

12. Tata Cara Pemulihan Fungsi 
Lingkungan Hidup 
(Pasal 54)

belum ditetapkan

13. Dana Penjaminan untuk Pemulihan 
Fungsi Lingkungan Hidup 
(Pasal 55)

belum ditetapkan
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14. Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
(Pasal 56)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

15. KonservasI Pencadangan SDA serta 
Pelestarian Fungsi Atmosfer 
(Pasal 57)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

16. Pengelotaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) dan Limbah B3 
(Pasal 58 - 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun

17. Dumping Limbah atau Bahan 
(Pasal 61)

belum ditetapkan

18.
Tata Cara Pengangkatan P^abat 
Pengawas Lingkungan Hidup dan Tata 
Cara Pelaksanaan Pengawasan 
(Pasal 75)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

19. Sanksi Administratif 
(Pasal 83)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut

20. LembagaPenyediaanJasaPenyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup 
(Pasal 86)

belum ditetapkan

3. Minimnya perlindungan negara terhadap individu atau komunitas 

yang mempeijuangkan lingkungan hidupyang baik dan sehat. Konflik 

horizontal antara masyarakat setempat dengan korporasi seringkali 
tak terhindarkan dan tak jarang jatuh korban dari plhak masyarakat. 
Data yang diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHl), setidaknya hingga tahun 2013 lalujumlah kriminalisasi 
terhadap pejuang lingkungan hidup baik secara individual maupun 

komunitas begumlah 227 kasus, bahkan di tahun 2017 terdapat 50 

kasus kriminalisasi terhadap para p^uang lingkungan hidup di seluruh 

wilayah Indonesia.2

Selama pelaksanaan semergak UU PPLH ditetapkan, UU PPLH telah 

mengalami perubahan pasal/ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

2 httD://www.vlbhi.or.id/2018/02/siaran-Ders-rakvat-tak-seharusnva-meniadi-korban-seruan-DenghentfaD;
kriminalisasi/ diakses pada tanggal 2 September 2018
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XII/2014 perihal Pengujian Pasal 59, Pasal 95 dan Pasal 102 UU PPLH 

yang pada amar-nya Mahkamah menyatakan "Mengabulkan permohonan 

pemohon untuk seluruhnya", dengan rinclan :

a) Pasal 59 ayat (4) UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak mengikat secara hukum separyang tidak dimaknai 

"Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, 

atau bupati/wallkota sesuai dengan kewenangannya dan bagi 

pengelolaan limbah B3 yang memohon perpanjangan izinnya masih 

dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin";

b) Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c) Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU 

PPLH bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mengikat 

secara hukum sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain 

yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini.";

Dengan adanya pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 95 ayat 
(1) UU PPLH selengkapnya mer^adi "dalam rangka penegakkan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana 

lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan 

penegakkan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 

kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri" serta sertifikasi 

hakim lingkungan.3

Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diamanatkan oleh UU 

PPLH berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam secara holistik. 
Adapun undang-undang yang yang terkait dengan UU PPLH, antara lain 

adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber 

Daya Alam Hayati, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

3 Ibid.,
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tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan.

B. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pasal 28H ayat(1) UUDTahun 1945hash perubahan kedua menegaskan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Pengaturan ini meryadi sesuatu hal yang baru mengingatdalam UUD 

Tahun 1945 sebelum perubahan, hak asasi khususnya mengenai lingkungan 

hidup tidak diatur dan dibahas secara tegas danjelas.4 Oleh karena itu, 
UUD Tahun 1945 hasil perubahan kedua pada prinsipnya telah melakukan 

konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi dan telah 

mengakomodir pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan dan perlindungan serta pengelolaan terhadap 

lingkungan.5

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Green Constitution (2010), 
bahwa norma hukum lingkungan secara konstitusional tercermin dalam 

gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi 
ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 

ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945. Setidaknya terdapat dua alasan 

utama pentingnya konsepsi Green Constitution dan Ecocracy untuk 

dipahami oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu:

a. Terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini sangat 
memprihatinkan, sudah seharusnya kita meletakkan dan menguatkan 

kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup 

dan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

* Manik Sukoco, Januari 2017, Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan. dan Pembentukan 
Masyarakat Ekologisebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup, Prodi PPKn Program Pascasarjana UNY, 
dalam httDs://www.researchgate.net/Dublication/312091571 Penerapan Konstitusi Hiiau Penesakan
Hukum Lingkungan dan Pembentukan Masvarakat Ekoloei sebaeai Uoava Pelestarian Lingkungan
Hidup. diakses pada tanggal A September 2018.

5 Jimlyschool.com, Green Constitution, dalam httDs://iimlyschool.com/diklat/Qreen-constitution/. diakses 
pada tanggal 4 September 2018.

VI KAJIAN, ANALISIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl

TAHUN 2018

http://www.researchgate.net/Dublication/312091571


b. UUD Tahun 1945 sebagai the supreme taw of the land pada dasarnya 

telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan iingkungan dan 

ekokrasi yang dapat disetarakan nilai>nilainya dengan konsep demokrasi 

dan nomokrasi. Sehingga secara tegas norma-norma hukum Iingkungan 

hidup yang ada di dalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh 

peraturan perundang-undangan dan kebyakan di berbagai sektor 

pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya. Tetapi, hingga kini 

belum banyak yang mampu menegemahkan maksud dan nilai-nilai 

Iingkungan hidup dalam UUD Tahun 1945.6

Sebagaimana telah disebutkan diatas, UUD Tahun 1945 telah 

memberikan dua bentuk pengakuan terhadap konstitusionalisasi norma 

hukum Iingkungan. Pertama, mengakui sut^ectiverightsdh\axw pengelolaan 

Iingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 

Tahun 1945 dan Kedua, pengakuan bahwa elemen berwawasan Iingkungan 

merupakan elemen penting dalam perkonomian nasional sebagaimana 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945. Dengan 

demikian, norma perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup di 

Indonesia sebetulnya kini memiliki pijakan yang semakin kuat.7 UUD 

Tahun 1945 yang telah secara tegas danjelas mengatur norma Iingkungan 

hidup s^atinya menjadi dasar dalam terciptanya sistem hukum nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 melalui suatu peraturan 

perundang-undangan.

Berikut adalah ketentuan dalam UUD Tahun 1945 yang meryadi 

tandasan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup 

di Indonesia:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum secara 

konstitusional dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 hasil 

perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum". Bahwa dalam suatu negara hukum, maka segala bentuk 

penyelenggaraan kekuasaan negara wajib dilakukan berdasarkan atau

6 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1945. Jakarta : Rajawali Pars, 2010. him. x.

1 Ibid.,
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dibatasi oleh hukum (everything must be done according to the taw) 
dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. 
Prinsip negara hukum tersebutjuga berlaku bagi pengaturan mengenai 
hukum lingkungan, dimana penyelenggaraan perlindungan dan 

pengelolaan I Ingkunganhidupdalam rangka pembangunanberkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma 

hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan 

perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional 
yang berkaitan dengan lingkungan hidup. UU PPLH sebagai hukum 

positif dibentuk karena meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai 
kepastian dan perlindungan hukum, serta adanya tuntutan akan 

pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum lingkungan, sehingga menuntut penyempurnaan Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU Lingkungan Hidup 1997) yang dipandang sudah tidak sesuai 
iagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UU 

PPLH mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai prinsip-prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada 

tata kelola pemerintahan yang baik

Penetapan UU PPLH sebagai pembaruanterhadap UU Lingkungan 

Hidup 1997 merupakansuatu instrumenuntuk lebihmenjamin kepastian 

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem8 yang merupakan 

hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Pasal 18 UUD Tahun 1945

UUD Tahun 1945 hasil perubahan telah menjelaskan bahwa 

dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 

terdapat sebuah konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada

8 Lihat Konsideran menimbang huruf f UU PPLH
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pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan.9

Bahwa UU PPLH juga mer^adlkan asas dan semangat otonomi 

daerah sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU 

Lingkungan Hidup 1997 tidak terdapat pengaturan mengenai aspek 

otonomi daerah. Politikhukum UU PPLH dalam konsideran Menimbang 

huruf c menyatakan dengan tegas

"bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Negara Kesatuan RepubUk Indonesia telah membawa 

perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah 

dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup ".

Kemudian pada Pasal 2 huruf n UU PPLH, dari empat betas asas 

pelaksanaan perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup, asas 

otonomi daerah10 menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu hubungan antara Pasal 18 UUD Tahun 1945 khususnya 

mengenai otonomi daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sangatmemiliki keterkaitan dengan seluruh ketentuan 

dalam UU PPLH, serta memiliki keterkaitan dengan Pasal 12 ayat 
(2) huruf e UU Pemerintahan Daerah yang menempatkan lingkungan 

hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yaltu urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.11

3. Pasal 28A UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya. **)

9 Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945
10 Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RepubUk 
Indonesia. Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf n UU Pemerintahan Daerah.

11 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup diatur dalam Lampiran I huruf K UU 
Pemerintahan Daerah.
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4. Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945

Set zap orangberhakmengembangkan diri me!a lui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

5. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggai, 

dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. **)

6. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran ra kyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

C. Permasalahan Substansi Hukum dalam UU PPLH

Uraian permasalahan pelaksanaan substansi/norma UU PPLH 

dilakukan berdasarkan analtsis dan evaluasi terhadap efektivitas norma 

yang berpotensi menghambat pelaksanaan UU PPLH serta dengan melihat 

kesesuaian norma dengan asas dan tujuan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 

yang dilakukan dengan melihat substansi/norma dalam setiap ruang lingkup 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam 

UU PPLH sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

c UU PPLH merupakan salah satu tahapan perencanaan perlindungan
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dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan selain 

inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion. 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 10 ayat (1) UU 

PPLH, RPPLH terdiri atas tiga tingkatan yaitu nasional, provinsi 
dan kabupaten/kota yang disusun oleh menteri, gubernur atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan inventarisasi 
lingkungan hidup sesuai dengan tingkatannya. Kemudian Pasal 10 

ayat (3) huruf a UU PPLH memberikan mandat kepada Pemerintah 

c.q Menteri KLHK untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

RPPLH nasional yang akan menjadi dasar hukum bagi penyusunan 

RPPLH provinsi/kabupaten/kota.

Salah satu implikasi belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

tentang RPPLH nasional adalah belum dapatdilaksanakannya ketentuan 

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PPLH, yang berimplikasi pada belum 

dapat diaturnya RPPLH provinsi yang kemudian diturunkan dalam 

RPPLH kabupaten/kota, serta belum dapatdilaksanakannya pengaturan 

RPPLH provinsi dan kabupaten/kota melalui peraturan daerah 

berdasarkan amanat Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c UU PPLH. 
Padahal UU Pemerintah Daerah Juga telah menegaskan wewenang 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan 

RPPLH.12

2. Pemanfaatan

UU PPLH telah mengatur secara tegas bahwa sebagai wujud 

integrasi aspek perencanaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan, maka RPPLH merupakan produk dari tahap perencanaan 

yang harus dyadikan dasar atau rujukan dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam. Pasal 12 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa pemanfaatan 

sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH memiliki keterkaitan 

dan kesesualan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU PPLH 

yang menyatakan bahwa salah satu rencana yang harus dimuat dalam 

RPPLH adalah tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber 
daya alam. Pengaturan ini secara implisit memiliki makna perlunya

12 Lihat Lampiran huruf K tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada Sub 
Bidang No. 1 yaitu Perencanaan Lingkungan Hidup dalam UU Pemerintahan Daerah
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penyesuaian perencanaan sektoral yang berdasarkan perundang- 
undangan menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan 

kewenangannya.

Belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang RPPLH 

sebagaimana uraian diatas, menjadikan pemanfaatan sumber daya alam 

yang selama ini dilakukan balk oleh pemerintah maupun pemerintah 

daerah belum berdasarkan pada RPPLH. Meskipun ketentuan 

pemanfaatan sumber daya alam tidak mengatur mengenai ancaman 

sanksi pidana apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan 

berdasarkan RPPLH atau bahkan bertentangan dengan RPPLH, tetapi 
ketentuan tersebut merijadi suatu keharusan untuk dllaksanakan oleh 

pemerintah, mengingat pentingnya pengaturan mengenai RPPLH 

ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan pemanfaatan dan 

penggunaan sumber daya alam yang bijak adil dan dilandasi oleh tiga 

pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi 
(economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan 

ramah lingkungan (environmentally sound).

XII

3. Pengendalian

a. Perizinan

Kedudukan izin lingkungan sangat mempengaruhi izin usaha 

dan/atau kegiatan, begitupun dengan amdal dan UKL-UPL yang 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. 
Oleh karena itu ha I tersebut merupakan satu kesatuan dengan proses 

permohonan dan penerbitkan izin lingkungan.

Ketentuan mengenai perizinan dalam UU PPLH telah 

direduksi oleh lahirnya Permen LHK No. P.102/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah 

Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki 
Dokumen Lingkungan Hidup yang menyederhakan proses 

permohonan izin. Kemudian ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terlntegrasi Secara Elektronik (PP OSS) menghambat keberadaan
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ketentuan mengenai izin lingkungan dalam UU PPLH karena PP 

OSS membolehkan pelaku usaha melengkapi persyaratan setelah 

izin lingkungan yang menjadl syarat izin usaha diterbitkan, dimana 

hal tersebut bertentangan dengan UU PPLH. Oleh karena itu masih 

banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin usaha dan/ 
atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

b. Audit lingkungan

Audit lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 

huruf I UU PPLH. Berdasarkan Pasal 48 UU PPLH, Pemerintah 

mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan 

kineija lingkungan hidup. Berdasarkan Naskah Akademik UU 

PPLH, salah satu penyebab lemahnya penerapan sanksi adminisrasi 
adalah kurang tegasnya Pemerintah dalam memberikan sanksi audit 
lingkungan.13

4. Pengawasan dan Sanksi Administratif

a. Pemberian kewenangan berlapis dalam pengawasan dan sanksi 
administratif dari Pemerintah terhadap pemerintah daerah

Kewenangan berlapis (second line) dalam pelaksanaan 

pengawasan dan sanksi administratif yang hanya dapat diberikan 

oleh Pemerintah c.q Menteri KLHK kepada pemerintah daerah 

dalam Pasal 77 UU PPLH dianggap belum cukup memberikan 

efekjera kepada pelaku usaha sehingga perlu dilakukan evaluasi 
dengan memberikan wewenang second line kepada gubernur 
untuk memberikan/menerapkan sanksi administratif terhadap 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanjika pemerintah provinsi 
menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota secara seng^a tidak 

menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal 
tersebut perlu dilakukan mengingat gubernur memiliki perangkat

13 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademik Perubahan UU PPLH (Versi tanggal 31 Juli 
2008), him. 9-10., dalam him. 157
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XIV

pengawasan yang dekat dan cukup efektif dengan kabupaten/kota 

serta pelanggaran lingkungan hidup lebih banyak tegadi di tingkat 
kabupaten/kota.

b. Paksaan Pemerintah

Pengaturan denda diarahkan untuk memberlkan kepastian 

bahwa penanggungjawab usaha dan/atau keglatan yang melanggar 
hukum dalam hal ini tidak melaksanakan paksaan pemerintah 

membayar denda, sehingga terjadi pengenaan sanksi administrasi 
yang bersifat kumulatif dengan menggabungkan antara sanksi 
paksaan pemerintah dengan sanksi denda. Pengenaan denda 

dalam Pasal 81 UU PPLH bukan merupakan sanksi uang paksa 

(dwangsom) yang tentunya tidak dapat dikumulasikan dengan 

paksaan pemerintah (bestuursdwang). Oleh karena Itu, untuk 

memperkuat paksaan pemerintah agar penanggung jawab usaha 

dan/atau keglatan tidak dapat melepaskan tanggungjawab atau 

kewajiban hukumnya, maka perlu menetapkan uang paksa 

(dwangsom) terhadap setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi 
paksaan pemerintah.

5. Penegakan Hukum

Substansi penegakan hukum dalam UU PPLH telah mengalami 
penguatan dibandingkan dalam UU Lingkungan Hidup 1997 dimana 

pembentuk undang-undang memandang k^'ahatan lingkungan 

bukanlah k^ahatan biasa, melainkan k^ahatan yang terorganisir dan 

berdampak luar biasa. Oleh karena itu, UU PPLH mengatur keterkaitan 

yang lebih Jelas antara penegakan hukum administrasi, perdata dan 

pidana, meskipun pada beberapa hal penegakan hukum pidana tidak 

memerlukan upaya penegakan hukum administrasi ataupun perdata 

terlebih dahulu, misalnya untuk tindakan yang mengakibatkan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu tertampauinya baku 

mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup. Namun masih adanya 

ketidalgelasan norma ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH khususnya 

mengenai koordinasi penegakkan hukum terpadu menyebabkan 

lemahnya penegakkan UU PPLH.

KAJIAN. ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIANDPR Rl

TAHUN 2018



6. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3r dan 

Kewajiban izin dalam pengelolaan Limbah B3

Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang 

mengatur pengelolaan limbah B3 w^lb mendapat izin karena adanya 

kew^iban setiap orang yang menghasllkan limbah untuk melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang dihasiikannya berdasarkan Pasal 59 

ayat (1) UU PPLH, namun belum adanya kejelasan atau kepastian 

hukum terhadap pengelolaan limbah B3 yang izinnya sedang dalam 

proses perpanjangan dalam Pasal 59 ayat (4) UU PPLH. Hal ini 
yang mer^adi salah satu materi yang dikabulkan oleh Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 yang 

memperbolehkan tetap melakukan pengelolaan limbah B3selama masa 

perpanjangan izin pengelolaan.

Salah satu pertimbangan hukum MK yang sangat substantif 
mengenai perlunya pengaturan tambahan mengenai kepastian hukum 

perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 adalah karena keadaan 

tersebut adalah keadaan transisional. Selama izin yang baru belum 

terbit dan izin yang lama secara formal telah tidak berlaku adalah 

suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan ot^ek hukum dalam 

permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak 

buruk dan mengancam kelestarian Mngkungan hidup, kesehatan, dan 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

7. Hakr Kewajiban, dan Larangan

a. Hak setiap orang yang mempeijuangkan Mngkungan hidup

Ketentuan Pasal 66 U U PPLH yang mengatur khusus mengenai 
perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat merupakan 

salah satu bentuk perlindungan terhadap amanat Pasal 65 dan 

Pasal 70 UU PPLH yang dirumuskan untuk mellndungi peran 

serta masyarakat dalam menjaga Mngkungan hidup. Namun pada 

praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menimbulkan 

multitafsir yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna 

"setiap orang" dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya
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dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang 

menempuh cara hukum".

Dengan dibatasinya makna setiap orang dalam Peryeiasan 

Pasal 66 UU PPLH, maka hal tersebut dapat menyempitkan 

makna peran serta masyarakat dan perllndungan hukum atas hak- 
hak lingkungan hidup. Apabila keberlakuan pasal tersebut hanya 

dipahami jika korban dan/atau pelapor sudah menempuh jalur 

hukum, maka hal tersebut merupakan suatu ketldakadllan karena 

tindakan mempeijuangkan hak lingkungan hidup dapat terjadi 
baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh 

Jalur hukum. Perbedaan tafsir "perlindungan" antara komponen 

peradilanjuga membuat Pasal 66 UU PPLH tidak dapat diterapkan 

secara maksimal.

XVI

8. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU PPLH, masyarakatdiberikan 

hak (adanya kata "dapat") untuk membentuk iembaga penyedia 

Jasa penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak, 
namun efektivitas ketentuan tersebut tidak didayagunakan dengan 

baik atau belum efektif berlaku. Sebagai contoh, masyarakat 
beberapa kali meng^ukan permohonan pembentukan Iembaga 

tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan 

HAM, tetapi permohonan dari masyarakat selalu ditolak dengan 

alasan adanya ketidalgelasan kedudukan Iembaga tersebut. Artinya, 
Pasal 86 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan "Pemerintah dan 

pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Iembaga 

penyedia Jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ” Juga 

belum efektif dan belum serius diberdayakan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah.

Tidak efektifnya ketentuan mengenai Iembaga penyedia Jasa 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin lengkap ketika 

amanat Pasal 86 ayat (3) UU PPLH untuk mengatur ketentuan lebih 

lanjut mengenai Iembaga penyedia Jasa penyelesaian sengketa
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lingkungan hidupdalam Peraturan Pemerlntahjugatldakdltetapkan 

dan dinisiasi oleh pemerintah.

b. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Ketentuan ini secara normatif memiliki tujuan yang sangat 

baik dalam rangka perllndungan lingkungan hidup, namun pada 

praktiknya instansi pemerintah dan pemerintah daerah tidak selalu 

menggunakan hak gugat yang dimilikinya berdasarkan UU PPLH 

kepada pelaku pencemar/perusak lingkungan meskipun diketahui 

siapa pelaku dari pencemaran atau perusakan tersebut. Setidaknya 

terdapat dua faktor belum efektifnya Pasal 90 UU PPLH yaitu:

1) Kata "dan" berdasarkan Keputusan MA No. 36/KMA/SK/ 

11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara 

Lingkungan Hidup dibaca sebagai alternatif.

2) Kata "berwenang" belum dimaknai sebagai suatu kewajiban dan 

keharusan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu muncul alternatif usulan untuk mengubah hak 

gugat merijadi kew^iban gugat untuk menegaskan prinsip polluter 

paysdan/atau menambahkan ketentuan kew^iban gugat setelah hak 

gugat. Hal tersebut penting dilakukan khususnya terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup 

yaang sudah dilakukan pemulihan baik oleh pemerintah melalui 

APBN maupun oleh pemerintah daerah melalui APBD.

D. Permasalahan Struktur Hukum dalam UU PPLH

1. Kelembagaan Perllndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU PPLH memberikan tugasdan wewenang kepada pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan perllndungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 63 UU PPLH. Pelaksanaan tugas perllndungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus dilakukan sesuai dengan 

asas perllndungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam
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Pasal 2 UU PPLH, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang diatur dalam Pasal 3 UU PPLH dan harus sesuai dengan 

ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

Pasal 4 UU PPLH.

Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan dari pemerintah daerah 

sebagal dampak dari adanya disharmoni undang-undang yang 

menghambat penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dl 
ProvinsI Riau, termasuk rendahnya kepatuhan dari pemerintah 

daerah terhadap KLHK apabila dibandingkan dengan kepatuhan dari 
pemerintah daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri.

Perbedaan tingkat kepatuhan dari pemerintah daerah tersebut 
disebabkan oleh adanya kesenjangan kewibawaan institusi antara 

KLHK dengan Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya Kementerian 

Dalam Negeri dapat dllibatkan secara lebih dalam lagi guna mendorong 

partisipasi dari pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan 

lingkungan hidup di wilayahnya.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi terdapat 
beberapa kementerian/lembagayangerat kaitannya dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Instansi tersebut, yaitu:

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

disebutkan bahwa KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara.

Penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kementerian Kehutanan yang teijadi seperti saat ini dinilai 
tidak dapat menuntaskan akar permasalahan dari perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut PSLH 

Universitas Riau, khususnya di Provinsi Riau bahwa permasalahan
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perlindungan Ungkungan hidup bersifat multi-sektor (kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan Iain-lain), sehingga dibutuhkan 

pendekatan yang sifatnya integratif danjuga holistik, sedangkan 

penggabungan keduanya menyebabkan penyelesaian permasalahan 

Ungkungan hidup hanya menitikberatkan pada area kehutanan 

saja.

Lebihjauh, terdapat permasalahan dalam Pasal 77 UU PPLH 

yaitu Menteri KLHK dapat menerapkan sanksi administratif 
terhadap penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan Jika 

pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak 

menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius 

di bidang perlindungan dan pengelolaan Ungkungan hidup. Apabila 

kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dirinci lebih 

lanjut, maka Menteri KLHK tidak hanya menerapkan sanksi Jika 

pemerintah daerah tidak memberikan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran yang serius di bidang dan pengelolaan Ungkungan 

hidup secara sengaja, tetapi Juga memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran untuk kawasan-kawasan strategis atau kawasan pada 

lintas provinsi.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 

2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan 

bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 

perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Terdapat permasalahan dalam Pasal 87 UU 

PPLH yaitu belum ada metode valuasi ekonomi (penentuan nilai 
ekonomi) akibat pencemaran Ungkungan dan pengendalian sampah 

yang masuk ke laut. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
tidakadanya metode valuasi ekonomi akibat pencemaran Ungkungan 

dan pengendalian sampah yang masuk ke laut untuk menentukan 

kew^iban ganti rugi pemulihan fungsi Ungkungan hidup.
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c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Sebagalmana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun

2016 disebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Minerai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang disebutkan 

bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ 

pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara.

e. K^aksaan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

(V "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam 

Undang-Undang ini disebut kejaksaan adaiah iembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- 

undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adaiah satu 

dan tidak terpisahkan "

f. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)
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disebutkan bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeHharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. "

Ketentuan dalam Pasal 4 UU Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Hubungan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Hubungan koordinasi antar kelembagaan antara pusat dan daerah 

maupun antar daerah belum sepenuhnya dapat beijalan linier karena 

pada beberapa daerah masih ada ego sektoral instansi teknis. Menurut 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kewenangan yang dilakukan 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan pengawasan 

terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya dirinci lebih 

laryut mana yang menjadi kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/ 

walikota. Klasifikasi kewenangan secara lebih rinci dapat berdasarkan 

fungsi dari kawasan tersebut, secara sektoral, atau kepemilikan lahan.

Contoh dari ketidakharmonisan ini misalnya koordinasi antara 

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau serta institusi penegak hukum lainnya 

dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang berada 

di wilayah pesisir atau laut masih belum teijalin dengan baik. Menurut 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dalam melaksanakan 

tugas pengawasan lingkungan hidup dilakukan secara mandiri tanpa 

melibatkan unsur-unsur lain, adapun pelibatan Kepolisian dan TNI 

AL dilakukan hanya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana 

perikanan yang melakukan lUU Fishing, namun untuk penegakan
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hukum belum pernah dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga 

diperlukan instrumen hukum sebagai dasar untuk koordinasi secara 

kelembagaan dalam pengawasan secara terpadu.

Terdapat permasalahan dalam Pasal 74 ayat (2) UU PPLH yaitu 

terdapat banyak P^abat Pengawas Lingkungan Hidup yang tidak mau 

melaporkan langsung indikasi adanya tindak pidana kepada PPNS atau 

Penyidik Polri. Hal ini tentunya tidak s^alan dengan amanah Pasal 
74 ayat (2) UU PPLH, sehingga yang teijadi adalah penerbitan sanksi 
adminlstrasi yang dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup daerah 

yang tidak menimbulkan efekjera. Oleh karena itu, pelanggaran terus 

tetjadi yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

terus berlanjut. Atas dasar itu maka pasal dimaksud perlu untuk 

diperkuat.

Menurut KLHK, koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri 
belum optimal dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 94 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU PPLH 

sehingga menghambat pemberlan efekjera kepada pelaku pelanggaran. 
Diharapkan agar segera mengesahkan Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu untuk 

menguatkan koordinasi antara PPNS, Kepollsian, dan K^aksaan.

Lebihjauh, terdapat permasalahan dalam Pasal 95 UU PPLH yaitu 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidupdapat 
dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepollsian, dan 

Kejaksaan dibawah koordinasi Menteri KLHK. Menurut Polri, hingga 

saat ini belum ada badan/lembagayang dibentuk oleh pemerintah dalam 

bentuk penegakan hukum terpadu penanganan kasus lingkungan hidup. 
Koordinasi antara penegak hukum di bidang lingkungan hidup Juga 

belum terjalin, baik permintaan tenaga ahli maupun dalam koordinasi 
dengan K^aksaan dan Pengadilan.

4. Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam merijalankan kewajiban dan kewenangan yang diberikan 

oleh UU PPLH kepada para pemangku kepentingan, diperlukan sebuah
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sistem pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi dalam 

sebuah undang-undang.

Pengawasan sebagai baglan dari fungsi dasar manajemen 

diperlukan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(goodgovernance) agar dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan 

efisien. UU PPLH memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri 

LHK, gubernur, atau bupatl/walikota sesuai dengan kewenangannya 

untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana 

ketentuan Pasal 71 UU PPLH, yaitu:

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "

Kewenangan pengawasan yang diberikan oleh UU PPLH 

merupakan jenis pengawasan melekat pada p^abat untuk mengawasi 
ketaatan/kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. 

DalamPasal 63 UU PPLH, pemerintah diberikan kewenangan melakukan 

pembinaan dan pengawasan ketaatan atas izin yang dikeluarkan sesuai 

dengan derajat kewenangannya.

Menurut DLHK Provinsi Riau, terkait pengawasan melekat ini 

sebaiknya lebih diperluas tidak hanya sebatas pada izin lingkungan 

yang dikeluarkan sesuai derajat kewenangannya s^a. DLHK Provinsi 
Riau yang membawahl dinas-dinas lingkungan hidup di kabupaten/ 

kota, tidak mengetahui adanya Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota akibat kurangnya koordinasi antara dinas tingkat 

provinsi dengan dinas tingkat kabupaten/kota.

Pengawasan yang demikian seharusnya termasuk dalam kategori 

pengawasan melekat meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU 

PPLH. Pasal 91 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:
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(1) "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah 

kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/ 

kota;

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang 

ada di wilayahnya;

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di 

wilayahnya;

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/ 

Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, 

pajak daerah, dan retribusi daerah;

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengah ketentuan peraturan 

perundang-undangan. "

Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, norma terkait 

pengawasan melekat yang dimiliki oleh gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat dilaksanakan dengan melakukan monitoring, 

evaluasi. dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Lingkungan hidup merupakan 

urusan pemerintah wajib dalam pembagian urusan pemerintahan 

yang konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e 

UU Pemerintahan Daerah, sehingga secara substansi norma tidak 

terdapat permasaiahan disharmoni. Namun demikian, akibat kurangnya 

koordinasi antar kementerian/lembaga terkait urusan lingkungan
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hidup, maka norma pengawasan melekat tersebut menjadi sulit untuk 

dilaksanakan. UU PPLHjuga tidak menegaskan bahwa dalam Bab 

XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, dlperlukan adanya 

pengawasan terhadap instansi di bawah koordinasinya melainkan 

sebatas hanya pengawasan sesuai derajat kewenangannya saja. Hal 
ini menyebabkan adanya bias kewajiban bag! dinas lingkungan hidup 

di tingkat kabupaten/kota untuk melaporkan kepada dinas lingkungan 

hidup di tingkat provinsi atas izin lingkungan yang dikeluarkan.

Pasal 71 UU PPLH memerlukan peryelasan mengenai Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup. dimana ketentuan mengenai P^abat 
Pengawas Lingkungan Hidup diatur sebagai Jabatan fungsional diatur 
melaluiPermenpanRBNomor39Tahun2011 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup (Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2011). 
Jumtah sumber daya manusia p^abat pengawas lingkungan hidupjuga 

tidak memadai mengingat banyaknya jumlah kasus lingkungan hidup. 
Selain itu, kekurangan Jumlah p^abat pengawas lingkungan hidup 

menyebabkan pelaksanaan sanksi administratif menjadi kurang efektif, 
danjuga minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan sehingga kegiatan/usaha yang ada kurang diawasi dengan 

baik.

5. Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. terdapat 
beberapa permasalahan yaitu:

a. Ketidakpahaman Penegak Hukum Atas UU PPLH

Ketidakpahaman sumber daya manusia penegak hukum 

atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

menjadi salah satu penyebab sulitnya pelaksanaan penegakan 

hukum. Poiri mengatakan bahwa belum semua Penyidik Polri 
memiliki kemampuan menyidik tindak pidana lingkungan hidup 

dan kemampuan untuk mengambil samplekasus lingkungan hidup. 
Sehingga yang perlu dlperlukan adalahdilakukannya sosialisasi UU
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PPLH dan pelatihan terhadap penegak hukum di bidang lingkungan 

hidup.

b. Jumlah PPNS Tidak Memadai

Penegak hukum dalam UU PPLH terdirl atas Penyidik 

Polrj dan PPNS yang bertanggung jawab dl bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dan diberi wewenang untuk 

meiakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai 
Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 UU 

PPLH.

DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala tugas dengan 

kurangnyajumlah PPNS, karena seluruh PPNS di DLHK Provinsi 
Jawa Tengah seluruhnya telah pension dan belum ada PPNS 

pengganti meskipun sudah dilakukan permintaan kepada KLHK. 
Ketiadaan PPNS dl DLHK Provinsi Jawa Tengah menyebabkan 

kendala bagi proses penegakan hukum lingkungan di Jawa 

Tengah.

c. Fungsl Penyidikan PPNS Tidak Sepenuhnya Efektif

PPNSdalam meiakukan penyidikan berdasarkanpada ketentuan 

Pasal 94 UU PPLH. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa PPNS 

diharuskan berkoordinasi dengan Penyidik Poiri dalam meiakukan 

penangkapan dan penahanan, memberitahukan kepada Penyidik 

Poiri dan Penuntut Umum terkait adanya penyidikan yang sedang 

dilakukan oleh PPNS. Namun pada Pasal 94 ayat (6) UU PPLH 

dinyatakan bahwa PPNS dapat menyampaikan hasll penyelidikan 

secara langsung kepada penuntut umum, tanpa harus berkoordinasi 
terlebih dahulu dengan Penyidik Poiri.

K^aksaan Tinggi Provinsi Riau menyatakan bahwa selama 

UU PPLH diberlakukan s^ak 2009, hingga kini belum pernah ada 

pelimpahan berkas perkara lingkungan hidup langsung dari PPNS 

kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mengenai adanya hasil 
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Pelimpahan berkas ke 

Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mengenai tindak pidana lingkungan

xxvj KAJIAN. ANALISIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl

TAHUN 2018



hidup selama ini hanya dilakukan oieh Penyidik Polri.

d. Penegakan Hukum Satu Atap Tidak Efektif

Dalam UU PPLH, alur mekanisme penegakan hukum satu atap 

merupakan satu-satunya mekanisme penegakan hukum lingkungan 

hidup pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XI1/2014. Putusan MK 

tersebut menyatakan batal dan tidak memiiiki kekuatan hukum 

mengikat atas frasa "dapat" dan inkonstitusional bersyarat atas 

frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU 

PPLH. Pasal 95 ayat (1) UU PPLH pasca Putusan MK selengkapnya 

menjadi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang 

bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan 

penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 

kepolisian, dan ke/aksaan di bawah koordinasi Menteri

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya 

frasa "dapat" maka koordinasi penegakan hukum lingkungan 

hidup mer^adi suatu kebjakan pilihan, yang dalam praktiknya 

masing-masing penegak hukum berjalan sendiri-sendiri. Dengan 

adanya kewajiban untuk berkoordinasi dalam satu atap, diharapkan 

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan 

bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. 

Sehingga dengan awalnya terdapat dua mekanisme penegakan 

hukum yaitu secara masing-masing instansi dan koordinasi dalam 

satu atap, sekarang hanya terdapat satu mekanisme saja yaitu 

penegakan hukum satu atap di bawah koordinasi Menteri LHK.

e. Putusan Pengadilan Diabaikan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terkesan tidak sesuai dalam menjalankan 

putusan pengadilan terkait gugatan administratif terhadap izin 
lingkungan (atau izin PPLH), sebagai contoh adalah kasus gugatan 

izin pembuangan limbah cair di Cikicing (anak sungai Citarum) 

yang digugat oleh WALHl karena dianggap kurang memperhatikan
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aspek lingkungan, dan gugalan tersebut dimenangkan WALHI 
sehingga izin lingkungan Tergugat dibalalkan. Namun, kemudian 

keluar izin lingkungan baru yang secara substantif tidak berbeda 

dari izin yang dibatalkan sebelumnya, dan izin baru tersebut sudah 

dianggap sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan.

E. Permasalahan Sarana dan Prasarana dalam UU PPLH

Secara kualitas dan kuantitas, ketersediaan sumber daya alam di 
Indonesia tidak merata, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan 

sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan 

mengandung risiko teijadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ilmu 

pengetahuan dan teknologitelah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah 

gaya hidup manusla. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan 

produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Begitupula industrialisasi, 
selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, juga 

menimbulkan dampak antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya 

dan beracun yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat 
mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia 

serta makhluk lain. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan daya 

dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun.

Secara ekologis, lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas 

untuk menerima perubahan. Batas-batas kemampuan lingkungan untuk 

menerima perubahan secara teknis disebut nilai ambang batas, yang pada 

prinsipnya merupakan ukuran untuk menetukan s^auh mana lingkungan 

masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya atau berfungsi menunjang 

pembangunan berkelanjutan. Jadi, nilai ambang batas merupakan tolak 

ukur secara teknis ilmiah untuk menentukan s^auh mana lingkungan baik 

atau tidak baik. rusak atau tidak, dan tercemar atau tidak. Ukuran atau 

batas yang dibakukan secara yuridis inilah yang dikenal sebagai baku mutu 

lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Baku mutu lingkungan terkait dengan ukuran batas atau kadar makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

ke dalam lingkungan, sedangkan kriteria baku kerusakan berkaitan dengan
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batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. 
Apabila baku mutu terlampaui maka terjadilah pencemaran, dan bila 

kriteria baku kerusakan terlampaui maka teijadilah kerusakan lingkungan. 
Jadi, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan mer^adi tolak ukur 
yuridis untuk menentukan telah teijadinya pencemaran atau kerusakan 

lingkungan.

Dalam rangka untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, khususnya agar suatu lingkungan atau wilayah 

tetap sesuai parameter baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, 
maka perlu dilakukan pengujian dan analisis terhadap lingkungan yang 

bersangkutan. Data yang akurat, ud//d, dan re//ab/e,tidakterbantahkanserta 

dapatdipertanggungjawabkansecara ilmiah maupunhukumdapatdiperoieh 

apabila pengujian dan analisis dilakukan dalam suatu laboratorium. Disini 
peran dan fungsi laboratorium sangat vital dalam mendukung perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menyediakan data 

kualitas lingkungan yang akurat dan valid baik untuk mengetahui atau 

memonitor ada tidaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan di suatu 

wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

Data pengi^ian kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh laboratorium 

lingkungan yang kompeten memiliki akuntabilitas secara hukum dan 

ilmiah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan berkaitan dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimanadiamanahkan 

UU PPLH.

Adanya laboratorium lingkungan merupakan tugas dan wewenang 

dari pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (1) 
huruf X UU PPLH yang menentukan bahwa:

"Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 

bertugas dan berwenang :

X. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan 

hidup. "

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan belum ada ketentuan lebih 

laryut mengenai laboratorium lingkungan yang mendasarkan pada UU
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PPLH. Namun telah ada Peraturan Menterl Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorlum Lingkungan (Permen LH 

Nomor 6 Tahun 2009) yang dalam konsideran Mengingat, undang-undang 

yang meryadi dasar pembentukannya adalah UU Lingkungan Hidup 1997, 
yang mana telah dicabut oleh UU PPLH.

Keberadaan laboratorium pengujian lingkungan yang ada di Indonesia 

saat ini belum merata, terlebih yang memenuhi akreditasi sebagai 
laboratorium pengi^i parameter kualitas lingkungan sebagai mana dimaksud 

dalam Permen LH Nomor 6 Tahun 2009. Hal ini berdampak kurang efektif 
dan efisiennya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya 

dalam hal penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik 

yang dipergunakan untuk memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan 

maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

F. Permasalahan Pendanaan dalam UU PPLH

Aspek pendanaan dalam UU PPLH mencakuptiga hal, yaitu Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup (lELH) dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU 

PPLH, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dalam Pasal 45 UU PPLH 

dan Dana Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46jo. Pasal 90. Pasal 
43 UU PPLH yang mengamanatkan pengaturan lebih laryut mengenai 
lELH dalam PP lELH yangjuga melaksanakan amanah dari Pasal 55 ayat 
(4) UU PPLH mengenai danajaminan.

1. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup diatur lebih laryut dalam 

PP lELH yang meliputi tiga aspek, yaitu Perencanaan Pembangunan 

dan Kegiatan Ekonomi, Pendanaan Lingkungan Hidup, dan Insentif 
dan/atau Disinsentif. Ketiga cakupan yang terdapat dalam instrumen 

aspek Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi membutuhkan 

koordinasi antar-organ negara. Sebagai contoh iaiah penyajian neraca 

sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam satuan mata uang 

setelah adanya koordinasi antara minimal tiga kementerian/lembaga, 
yaitu Kementerlan Keuangan (Pasal 7 ayat (3) PP lELH), Badan Pusat 
Statistik sebagai penyusun, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan sebagai penyedia data dan informasi (Pasal 6 ayat (4) PP 

lELH). Berikutnya kompensasi/imbatjasa lingkungan hidup diberikan 

oleh pemanfaatjasa lingkungan hidup kepada penyediajasa lingkungan 

hidup, yang dapat berupa pemerintah, pemerintah daerah, maupun 

orang (Pasal 10 ayat (3) PP lELH). Oleh karena itu diperlukan adanya 

koordinasi yang optimal antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 

kementerian/lembaga negara.

Dalam forum diskusi dengan Andri G. Wibisana pada tanggal 
30 Juli 2018, bahwa perumusan aspek pendanaan lingkungan hidup 

khususnya untuk dana pemulihan lingkungan atau dana kompensasi 
harus sangat hati-hati dan harus memegang erat prinsip konstribusi 
proposional. Pendanaan pemulihan lingkungan tidakboleh bertentangan 

dengan "prinsip pencemar membayar" (Polluter Pays Principle) 
yang merupakan salah satu prinsip substansi lingkungan hidup. Cara 

untuk mengimplementasi prinsip tersebut dengan menekankan bahwa 

kompensasi harus ada hanya pada peningkatan resiko pencemaran 

(pelaku pencemaran) dan besaran kompensasi harus proposional 
dengan konstribusinya dalam pencemaran, sehingga semakin banyak 

andil si pencemar dalam pencemaran lingkungan maka semakin besar 
konstribusi dana kompensasi yang harus diberikan kepadanya.

Andri G. Wibisana berpendapat bahwa sebaiknya danajaminan 

akan dikembalikan pada akhir kegiatan apabila pelaku kegiatan/usaha 

dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu terkait perlindungan/ 
pengeiolaan lingkungan hidup.14 Namun ketentuan mengenai dana 

jaminan, baikdi DU PPLH maupun PP IELH,tidak menyebutkan secara 

tegas mengenai pengembalian danajaminan. Peluang untuk mengatur 
hal tersebut terbuka melalui ketentuan Pasal 22 ayat (4) PP lELH yang 

mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme.tata cara 

perhitungan, dan penetapan besarnya danajaminan oleh menteri yang 

membidangi masing-masing usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan 

kewenangannya, seperti yang terlaksana di bidang pertambangan 

melalui UU Pertambangan Minerba yang mengenai adanya Dana 

Jaminan Reklamasi dan bidang migas yang menyebutkan adanya dana
14 Andri G. Wibisana, Penataan Hukum Lingkungan: Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Penataan 

Sukarela, him. 13
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ASR (Abandonment and Site Restoration) dalam Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Keglatan Pasca Operas! pada Keglatan Usaha Hulu Migas.

Instrumen-instrumen dalam aspek insentif dan/atau Disinsentif 
merupakan suatu terobosan yang menarik bagi pelaku usaha untuk 

tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 
Contohnya iaiah instrumen perdagangan Izin pembuangan limbah 

dan/atau yang memungkinkan antar-pelaku usaha untuk melakukan 

Jual bell kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang 

ke media lingkungan hidup. Dengan kata lain, jika seorang pengusaha 

berhasil mengurangi limbah yang dihasilkan maka iaakan mendapatkan 

keuntungan dengan menjual kuota izin pembuangan limbah yang 

tersisa kepada pengusaha lainnya. Contoh lainnya iaiah pengenaan 

pajak lingkungan kepada produk yang tidak mendapatkan label ramah 

lingkungan oleh Pemerintah akan menjadikan harga produk tersebut 
naik. Dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan beralih kepada 

barang substitusi Qika ada)15 berlabel ramah lingkungan yang lebih 

murah dan pada akhirnya akan mendorong produsen untuk berlomba 

menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Secara umum, instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup 

adalah berbagai upaya untuk memasukkan biaya-biaya pencemaran atau 

kerusakan lingkungan yang dihasilkan sebagai akibat dari kegiatannya 

di mana pencemar harus membayar biaya tersebut. Instrumen- 
instrumen ekonomi tersebut sangat dibutuhkan mengingat banyak 

kegiatan perekonomian yang bersumber dari alam. Sebagaimana di 
daerah Provinsi Riau yang perekonomiannya ditopang oleh pengelolaan 

sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa 

sawit, dan perkebunan serat. Jika pemerintah tidak menerapkan 

kebyakan dengan hati-hati, maka dapat mempengaruhi kesejahteraan 

masyakarat dan pendapatan daerah. lELH seolah mer^adi jawaban 

atas permasalahan yang disampaikan oleh PSLH Universitas Riau

15 Lihat Andri G. Wibisana, ibid., him. 12 yang menyebutkan bahwa terdapal beberapa hat yang perlu 
diperhatikan dalam penerapan pajak lingkungan, salah satunya iaiah ketersediaan barang substitusi. Jika tidak 
ada barang substitusi yang tidak dikenai p^ak, maka kurva permintaan menjadi tidak elastis dan penerapan 
pajak lingkungan tidak akan memiliki dampak yang signifikan.
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bahwa perlu adanya penyeimbang antara kepentingan tingkungan dan 

kepentingan perekonomlan.

ironinya, peraturan peiaksanaanterkait lELH sebagaimanaamanat 

Pasal 42 UU PPLH bam ditetapkan tujuh tahun setelah UU PPLH 

berlaku, padahal Pasal 126 UU PPLH memberikan batasan paling 

lambat satu tahun setelahnya. Dengan umur PP lELH yang belum 

genap setahun, wajar dikatakan bila sosialiasi terhadap instrumen- 

instrumen ekonomi lingkungan hidup belum optimal. Sebagaimana 

disampaikan oleh DLHK ProvinsI Jawa Tengah bahwa pelaku usaha 

masih belum dapat membedakan antara danajaminan dengan dana 

CSR (Corporate Social ResponbiUty) akibat belum adanya sosialiasi 

mengenai PP lELH oleh KLHK. Hal tersebut Juga menyebabkan 

terbentuknya pola pikir pemerintah daerah bahwa pendanaan urusan 

lingkungan hidup bukan merupakan prioritas karena mengeluarkan 

biaya yang besar dan berbanding terbalik dengan pemberdayaan 

ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagaimana 

disampaikan oleh KLHK. Oleh karena Itu diperlukan sosialiasi secara 

menyeluruh tentang instrumen-instrumen tersebut, tidak hanya kepada 

pelaku usaha namunjuga kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat 

dan juga pemerintah-pemerintah daerah, terutama terkait koordinasi 

antar-instansi.

2. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

WALHl dan DKP Provinsi Riau berpendapat bahwa anggaran 

berbasis lingkungan hidup masih belum terlaksana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 45 UU PPLH, baik dalam kebijakan anggaran pemerintah 

maupun pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin alokasi anggaran 

belanja fungsi perlindungan hidup sebesar Rp 15,7 Milyar dari 

keseluruhan anggaran belarija pemerintah sebesar Rp 1,5 Triliun, atau 

hanya sebesar 1,1% (satu koma satu persen)16 dan anggaran belarya 

KLHK tidak menempati sepuluh besar anggaran belanja kementerian/ 

lembaga terbanyak.

16 Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018
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Hal yang samajuga tecermin dl daerah Provinsi Riau dan Provinsl 
Jawa Tengah, anggaran belanja pada APBD Provinsi Riau untuk tahun 

anggaran 2018 berjumlah Rp 10,091 Triliun dengan pagu untuk DLHK 

Provi nsi Riau sebesar Rp 166 M i lyar atau setara 1,6% (satu koma enam 

persen).17 Sedangkan anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup 

di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 218 Milyar 

dari total belanja daerah sebesar Rp 24 Triliun, atau sebesar 0,9% (nol 
koma sembilan persen).18

Menurut WALHI, anggaran yang belum berbasiskan lingkungan 

hidup sebagaimana amanat dari Pasal 45 UU PPLH disebabkan karena 

perencanaan lingkungan hidup yang tidakjelas dan adanya benturan 

kepentingan antar-lembaga dan instansi pemerintahan yang tiap daerah 

masih memprioritaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing 

sehinggaalokasi anggaran lingkunganhidupkurangdiperhatikan.Selain 

itu DLHK Provinsi DKI Jakarta mengemukakan bahwa belum adanya 

pengaturan dari Pemerintah Pusat terkait pengalokasian penganggaran 

untuk lingkungan hidup menimbulkan kesulitan bagi Pemda untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 45 UU PPLH.

3. Dana Pemulihan Lingkungan Hidup

Ketentuan Pasal 46 UU PPLH mew^ibkan pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pemulihan 

kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami 
pencemaran dan/atau kerusakan. Menurut Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, pasal tersebut tidak memberikan secara rinci besaran 

anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pemulihan lingkungan 

hidup yang rusak atau tercemar sehingga pada penerapannya hanya 

berupa anggaran darurat yang bersifat kasuistis.

Jika kemudian tegadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah melakukan pemulihan dengan menggunakan dana

17 Lihat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 teniang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018

18 Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 lentang Anggaran Pendapatan dan 
Belai^a Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

XXXiV KAJ'AN- ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl

TAHUN 2018



yang telah dianggarkan sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, pemerintah dan/atau pemerlntah daerah 

berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu untuk 

mengganti dana APBN dan/atau APBD. Kewenangan ini sebagai wujud 

dari "prinsip pencemar membayar" di mana pemulihan lingkungan 

tidak dibiayai oleh korban atau masyarakat pada umumnya sebagai 
pembayar pajak.

Berdasarkan "prinsip pencemar membayar" tersebut, Andri G. 
Wibisana memberikanrekomendasi untuk mengubahfrasa "berwenang" 

menjadi "wajib" dalam kententuan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH agar 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendapatkan penggantian 

dana APBN dan/atau APBD yang telah dikeluarkan. Jika masih 

menggunakan frasa "berwenang" maka pelaku usaha pencemaran dan/ 
atau pengrusakan lingkungan ada di posisi yang diuntungkan karena 

tidak pernah digugat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, 
seperti yang tegadi untuk kasus Lumpur Lapindo dan pencemaran 

Sungai Citarum.

Pada umumnya, U U PPLH tidak memil iki permasalahan perumusan 

norma yang berarti terkait ketentuan tentang aspek pendanaan dalam 

pengelolaan dan perlindungan hidup. Berdasarkan data dan informasi 
yang diperoleh, terdapat permasalahan di tataran implementasi dengan 

kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai aspek- 
aspek pendanaan dalam UU PPLH. Oleh karena itu diperlukan sosialiasi 
yang lebih intensif terutama terkait dengan instrumen-instrumen 

ekonomi lingkungan hidup, baik di kalangan kementerian/lembaga di 
tingkat pusat, pemerintahan daerah, para pelaku usaha, maupun setiap 

orang yang menggunakan produk dan/atau Jasa lingkungan hidup. 
Dengan terbukanya forum diskusi dan meningkatnya intensitas diskusi 
antara pemangku kepentingan, maka diharapkan koordinasi di antara 

mereka semakin optimal dan pelaksanaan dari ketentuan UU PPLH 

sesuai dengan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.
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G. Permasalahan Budaya Hukum Dalam UU PPLH

K^atl Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa partisipatif 
masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dalam aspek penegakan hukum 

dlrasa kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari sedikitnya perkara 

tindak pidana terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang diperiksa oleh pengadilan menandakan bahwa partipasi masyarakat 
untuk melaporkan adanya tindak pidana lingkungan hidup sangat kecil. 
Pada aspek pemeliharaan lingkungan hidup, Dinas Keiautan dan Perikanan 

Provinsi Riau masih menemukan banyak nelayan yang menggunakan alat 
tangkap ikan tidak ramah lingkungan. Rendahnya partlsipasi masyarakat 
ini dapat disebabkan oleh beberapa hal.

Penyebab pertama iaiah lemahnya mental masyarakat itu sendiri. 
WALHI berpendapatbahwa masyarakatcenderung untuk menikmati haknya 

saja untuk menikmati lingkungan, tetapi tidak peduli dengan kewajibannya 

untuk merijaga dan melestarikan lingkungan. Dibutuhkan revolusi mental 
untuk menguatkan kesadaran masyarakat mengenal pentingnya met^aga 

fungsi lingkungan hidup.

Penyebab lainnya dapat berasal dari faktor eksternal dimana masih 

kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Jargon 

"Jangan Membuah Sampah Sembarangan" atau pemasangan papan 

informasi mengenai sanksi membuang sampah sembarangan tidak lagi 
member! kan rasa takut kepada masyarakat untuk patuh terhadap 1 ingkungan. 
Permasalahan ini membutuhkan keterlibatan peran pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kew^iban untuk 

mendorong partlsipasi masyarakat (Pasal 354 ayat (1) UU Pemerintahan 

Daerah) dan melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam 

pembangunan daerah (Pasal 278 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). 
Namun di sisi lain masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang 

memiliki kepeduiian terhadap lingkungan hidup, seperti di Provinsi Jawa 

Tengah dimana peran serta masyarakat mulai tumbuh dengan inisiatif- 

inisiatif lokal seperti Bank Sampah, Komunitas Sungai, Sekoiah Sungai, 
dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Inisiatif-inisiatif 
lokal tersebut perlu difasilitasi dan diintegrasikan dalam perencanaan 

pemerintah kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah.
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Permasalahan terkalt implementasi ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 

PPLH yang mengakomodir keblasaan masyarakat adat iaiah terdapat 
beberapa kasus pelanggaran pembakaran lahan yang tidak mengikuti 
teknik pembakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor lOTahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau 

Lahan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/3/2016tentang Pengendalian Kebakaran Hutandan Lahan. 
Ketentuan tersebutjuga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuka 

lahan dengan tidak memperhatikan syarat-syarat yang diberikan, balk oleh 

UU PPLH maupun Peraturan Menteri tersebut dengan mengatasnamakan 

masyarakat adat, sebagalmana yang tegadi di ProvinsI Riau. Oleh karena 

itu perlu adanya sosialiasi kepada masyarakat adat yang tinggal di sekitar 
kawasan mengenai syarat dan teknik pembakaran untuk pembukaan lahan 

sebagaimana diaturoleh pemerintah.

Peran serta masyarakatjuga diberikan secara tegas oleh Pasal 86 UU 

PPLH untuk membentuk lembaga penyediajasa penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup. Pengaturan lebih laryut mengenai hal tersebut terdapat 
di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia 

Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 
Pengadilan yang merupakan amanat dari UU Lingkungan Hidup 1997 dan 

masih berlaku hingga saat ini.

KLHK merijelaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan 

pembentukan lembaga sesuai dengan ketentuan tersebut Jlka ada 

permintaan langsung dari masyarakat, namun hingga saat ini belum 

pernah ada permintaan dari masyarakat. KLHK meyakini bahwa ketiadaan 

permintaan tersebut disebabkan oleh adanya syarat pembentukan lembaga 

yang sulit dipenuhi oleh masyarakat, terutama mengenai pendanaan. Agar 
dapat mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan perubahan 

atas peraturan pelaksana dari Pasal 86 UU PPLH tersebut. Selain itu perlu 

adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait adanya fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk membentuk 

lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
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Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih tergolong rendah. 
Oteh karena itu diperlukan berbagai upaya dari pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah untuk dapat mendorong peran serta masyarakat, misalnya 

dengan mengintegrasikan program-program keiompok swadaya masyarakat 
ke rencana pembangunan daerah dan memberikan apresiasi kepada 

masyarakat yang telah berpartisipasi. Selain itu diperlukan sosialisi yang 

lebih intensif terutama terkait ketentuan-ketentuan mengenai pembukaan 

lahan dengan cara membakar dan pembentukan lembaga penyediajasa 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

H. Analisis Kebijakan

UUD Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap orang mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memberikan jaminan 

perlindungan di bidang lingkungan hidup yang diamanatkan UUD Tahun 

1945, ditetapkan UU PPLH yang memandang perlu dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu 

sistem yang terpadu19 yaitu suatu kebjjakan nasional perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas 

dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

UU PPLH memberikan kewenanganyang luas20kepada Menteri KLHK 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Atas dasar Jaminan 

perlindungan lingkungan hidup olehkonstitusi, pembangunan berkelarijutan 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi adalah 

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, dan kualitas 

generasi saat ini dan masa depan.

19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenlang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian 
Perjjelasan.

20 Ibid.
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Kem^uan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan 

implikasi pada pemakaian produk yang mengandung bahan kimia dan telah 

meningkatkan produksi iimbah yang berbahaya bagi kehidupan makhluk. 
Limbahjuga dthasilkan dari sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi. 
Mengingat dampak negatif yang timbul menuntut pengendalian dampak 

secara dini melaiui analtsis mengenai dampak lingkungan (Amdal)> Amdal 
mer^adi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan 

yang harus dimiliki sebeium diperoleh izin usaha.

Aspek pengendalian yang merupakan bagian dari ruang lingkup 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan 

pengawasan. Pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dllakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU PPLH. Kewenangan pengawasan 

dimaksudkan untuk mengawasi ketaatan/kepatuhan penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan menteri diberikan UU 

PPLH secara luas dalam implementasinya menerbitkan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan 

Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki izin Usaha dan/ 
atau Kegitan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dimana 

peraturan tersebut menyederhanakan proses permohonan izin lingkungan. 
Begttu pula dengan diterbitkannya PP OSS yang membolehkan pelaku 

usaha melengkapi persyaratan setelah izin lingkungan yang menjadi syarat 
izin usaha dikeluarkan. Materi perizinan pada kedua peraturan tersebut 
bertentangan dengan prinsip pendayagunaan perizinan sebagai instrumen 

pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga 

peraturan tersebut disharmoni dengan UU PPLH.

1. Deskripsi Masalah Pemantauan

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan belum komprehensif, menjadi hambatan 

daiam mekanisme pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.
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Terkait perizinan, Pasal 63 UU PPLH memberikan tugas dan 

kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

menerbitkan izin iingkungan sesuai dengan der^at kewenangan 

Pemerintah, pemerintah provlnsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 
Sementara UU PPLH tidak tegas, dengan adanya pengaturan yang 

disharmoni Pasal 73 dan Pasal 77 tentang pemberlan kewenangan 

berlapisdalam pengawasan dan sanksi administratif dari pemerinah 

kepada pemerintah daerah berpotensi disharmoni dengan asas 

otonomi daerah sesuai Pasal 2 huruf n UU PPLH. Dalam ha! 
ini, Menteri KLHK dapat melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin 

lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerahjika pemerintah 

menganggap tegadi pelanggaranyangseriusdi bidang perlindungan 

dan pengelolaan Iingkungan hidup. Begitu pula menteri dapat 
menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatanjika pemerintah menganggap pemerintah daerah 

secara seng^a tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan 

Iingkungan hidup.

Aspek pengawasan dalam Pasal 91 UU Pemerintahan 

Daerah menegaskan tugas gubernur untuk melakukan monitoring, 
evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya adalah pada 

prinsipnya merupakan pengawasan melekat. UU PPLH dalam Bab 

Pengawasan dan Sanksi Administratif tidak menegaskan perlu ada 

pengawasan terhadap instansi di bawah koordinasinya melainkan 

sebatas pengawasan sesuai der^at kewenangan. Akibatnya muncul 
ketidakpastian kewajiban bagi dinas Iingkungan hidup di tingkat 
kabupaten/kota untuk meiaporkan izin iingkungan yang dikeluarkan 

kepada dinas Iingkungan hidup di tingkat provinsi. Pengawasan oleh 

pemerintah daerah dilakukan Juga terhadap pengelolaan sumber 
daya aiam dimana sumber daya alam merupakan unsur Iingkungan 

hidup. Pasal 27 ayat (3) UU Pemerintaha Daerah menjadi dasar 
kewenangan daerah provinsi dalam mengelola sumber daya alam 

dl laut palingjauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
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lepasdan/atau kearah peralran kepulauan, sehingga menghilangkan 

kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya 

aiam di laut semula dari 0 sampai dengan 4 mil laut.

b. Belum optimalnya pengawasan menyebabkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup

Pasal 72 UU PPLH dengan tegas memberlkan kewajiban 

kepada Menteri KLHK, gubernur, bupati/wallkota sesual dengan 

kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggung 
Jawab dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Sedangkan 

dalam pelaksanaan pengawasan menteri, gubernur, bupati/ 

watikota mendelegasikan kepada pejabat pengawas lingkungan 

hidup. Pengawas lingkungan hidup merupakanjabatan fungsional 

yang menurut Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka 

Kreditnya, mempunyai unsur-unsur kegiatan. Pada Pasal 6 ayat 
(2) Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2011 mengatur mengenai 

rincian unsur dan sub unsur pengawasan lingkungan yaitu: a. 

pengawasan langsung meliputi perslapan pengawasan lingkungan 

hidup, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, tindak lanjut 

pengawasan lingkungan hidup; b. pengawasan tidak langsung 

meliputi pengolahan data, evaluasi laporan rutin, rekomendasi 
hasit evaluasi. Terdapat dua dasar hukum pengaturan unsur 

kegiatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup yaitu UU 

PPLH yang diperoleh dari pendelegasian wewenang kepala daerah 

dan Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2011 yang khusus mengatur 
Jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup. Butir kegiatan 

pengawasan lingkungan hidup dalam Permenpan RB Nomor 39 

Tahun 2011 lebih rinci dibandingkan butir kewenangan pengawasan 

dalam UU PPLH.

Berkaitan dengan isu pencemaran yang tegadi saat ini dapat 
dilihat melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH 

diadopsi dari Environmental Performance Index (EPI) adalah 

meliputi Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. IKLH Jawa 

Tengah pada tahun 2016 menunjukkan angka 57,33 yang merupakan
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rata-rata dari indeks kualltas udara 77,30, indeks kualitas air 46,15, 
dan indeks tutupan lahan 48,54. Angka rata-rata tersebut berada 

dibawah nasional yang menunjukkan angka 63,4721. Di Provinsi 
Riau isu pencemaran disebabkan oleh pabrik kelapa sawit yang 

membuang limbah ke perairan sehingga menyebabkan Ikan mati.

2. Faktor Penyebab Menurunnya Pengawasan Lingkungan Hidup

a. Peraturan pelaksanaan UU PPLH belum seluruhnya ditetapkan

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggung 

Jawab dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Izin lingkungan 

berkaitan dengan kegiatan pengendalian yang salah satunya 

dilakukan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. Sedangkan beberapa instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan belum diterbitkan peraturan 

perundang-undangan terkait sebagai iandasan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari 20 peraturan pelaksanaan UU PPLH, masih terdapattujuh 

amanah pasal dari UU PPLH yang belum ditindaklarijuti dengan 

peraturan pelaksanaan yaitu:

1) Pasal 21 mengenai kriteria baku mutu kerusakan akibat 
perubahan ikiim;

2) Pasal 47 mengenai analisis resiko lingkungan hidup;

3) Pasal 53 mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup;

4) Pasal 54 mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan 

hidup;

5) Pasal 55 mengenai dana perijaminan untuk fungsi lingkungan 

hidup;

6) Pasal 61 mengenai dumping limbah atau bahan;

7) Pasal 86 mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup.
21 Agenda Lingkungan Gubernur Terpilih, dalam httDs://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/92374/ 

agenda-linekungan-gubernur-terpilih. diakses pada tanggal 11 September 2018.
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b. Hubungan kementerian/tembaga dalam menangani iingkungan 

hidup masih bersifat parsial.

Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam melindungi dan mengelola Iingkungan hidup dilakukan 

sesuai dengan derajat kewenangannya. Pada Pasal 63 ayat (1) UU 

PPLH diatur rincian tugas pemerintah dalam perlindungan dan 

pengelolaan Iingkungan hidup, Pasal 63 ayat (2) UU PPLH diatur 

rincian tugas pemerintah provinsi, Pasal 63 ayat (3) UU PPLH 

diatur rincian tugas pemerintah kabupaten/kota. Sehingga Pasal 
63 UU PPLH mengatur pembagian tugas dan kewenangan masing- 
masing pemangku kepentingan. Selanjutnya tugas dan wewenang 

pemerintah dllaksanakan oleh menterl sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 64 UU PPLH.

Dalam implementasi UU PPLH di daerah, pemerintah daerah 

lebih tunduk kepada Kementerian Dalam Negerl dibandingkan 

kepada KLHK. Atas dasar kepatuhan/ketaatan lembaga tersebut, 
tercermln adanya hubungan koordinasi antar kementerian/lembaga 

yang tidak optimal.

c. Masyarakatbelum banyak yang aktif dalam memberikan pengaduan 

atas kejadian pencemaran dan/atau kerusakan Iingkungan hidup

Pengawasan lingkungn hidup dapat dilakukan melalui dua 

cara, yatu dengan cara monitoring langsung maupun dari pengaduan 

masyarakat atas pencemaran atau kerusakan Iingkungan. Peran 

serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat dibutuhkan 

mengingat banyak Iingkungan hidup yang sudah tercemar dan 

rusak sementara pengawasan oleh pemangku kepentingan belum 

optimal.

3. Kesimpulan

Pemerintah dan pemerintah daerah belum optimal melakukan 

pengendalian dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan 

Iingkungan hidup. Penerbitan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai 
tindak lar^ut pengaturan perizinan Iingkungan hidup menimbulkan
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disharmoni dengan UU PPLH. Disamping ituterdapatketidakrelevanan 

UU PPLH dengan UU Pemerintahan Daerahterkaltdengan kewenangan 

pemerintah dan pemerintah daerah di pembagian urusan bidang 

kelautan dan perikanan. Dampak dari lemahnya pengendalian dan 

pengawasan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

membahayakan bagi lingkungan yang balk dan sehat.

Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang 

disharmoni antara satu dengan yang lain telah menyebabkan kontra 

produktlf dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, maka sebelum pemerintah memberlakukan kebljakan seharusnya 

pemerintah sudah dapat melakukan forescasting atau memprediksi 
hal-hal yang dapat teijadi pada saat pembuatan perencanaan kebljakan 

(policy planning) SQxX.3 melakukan soslallsasi dan pemenuhan fasllltas 

segera setelah kebgakan dipubllkasikan.

4. Rekomendasi

a. Jangka pendek

Mengingat masih terdapat amanah pasal UU PPLH yang belum 

ditindaklanjuti, direkomendasikan kepada pemerintah dalam 

Jangka pendek untuk:

1) menerbitkan peraturan pelaksanaan UU PPLH.

2) melakukan soslallsasi peraturan terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat pada 

umumnya dalam bentuk workshop, seminar, website, dll.

b. Jangka parjang

UU PPLH dibentuk pada tahun 2009 yang dalam perkembangannya 

sudah tidak releven lag! dengan UU Pemerintah Daerah yang 

diterbitkan pada tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 
direkomendasikan dalam Jangka panjang pembentuk undang- 
undang melakukan perubahan UU PPLH Pasal 73 dan Pasal 77 

tentang pemberlan kewenangan berlapis dalam pengawasan dan 

sanksi admlnistratlf dari pemerintah kepada pemerintah daerah, 
dan Pasal 63 UU PPLH mengenai pembagian urusan pengelolaan
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sumber daya alam di laut yang menjadi tugas dan wewenang 

pemerintah dan pemerintah daerah.

1. Kesimpulan

1. Substansi Hukum

Berdasarkan uraian analisis dan evaluasi aspek substansi, terdapat 
pemetaan masalah substansi/norma dalam UU PPLH berdasarkan 

indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan 

dan inkonsistensi serta berdasarkan aspek ruang lingkup UU PPLH 

seperti diurai sebagai berikut:

INDIKATOR ASPEK/RUANG
LINGKUP PASAL UU PPLH

Pengendaiian Pasal 48 tentang Audit Lingkungan
Hidup

Berpotensi disharmoni dengan "'Asas 
otonomi daerah" berdasarkan Pasal 2 
huruf n UU PPLH

Pengawasan dan Sanksi 
Administratif

Pasal 73 dan Pasal 77 tentang 
pemberian kewenangan berlapis dalam 
pengawasan dan sanksi administratif 
dari pemerintah terhadap pemerintah 
daerah

Berpotensi disharmoni dengan ‘Msaj 
otonomi daerah" berdasarkan Pasal 2 
huruf nUU PPLH

Pasal 81 tentang Paksaan Pemerintah

Berpotensi disharmoni dengan u.,4ias 
pencemar herbayar" berdasarkan Pasal
2 huruf j UU PPLH

Hak, Kewajiban dan 
Larangan

Pasal 66 tentang hak setiap orang yang 
memperjuangkan lingkungan hidup

Berpotensi disharmoni dengan "Asas 
partisipatif berdasarkan Pasal 2 huruf 
k UU PPLH

Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan

Pasal 90 tentang Hak Gugat Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah

Berpotensi disharmoni dengan "Asas 
partisipatif' berdasarkan Pasal 2 huruf 
k UU PPLH

Ketidakjelasan
Rumusan
Berpotensi 
disharmoni 
dengan “Asas 
Kejelasan rumusan” 
berdasarkan Pasal 5 
huruffUU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan
Perundang-undangan
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INDIKATOR ASPEK/RUANG
LINGKUP PASAL UU PPLH

Perencanaan Pasal 10 ayat (3) huruf a

Berpotensi disharmoni dengan "'Asas 
keserasian dan keseimbangan" dan 
'"Asas manfaat" berdasarkan Pasal 2 
huruf c dan huruf e UU PPLH

Pemanfaatan Pasal 12 ayat (1)

Berpotensi disharmoni dengan "‘Asas 
keserasian dan keseimbangan ", “Asas 
keterpaduan ” dan “Asas kehati-hatian" 
berdasarkan Pasal 2 huruf c, huruf d 
dan huruf f UU PPLH

Pengendalian Pasal 36 s.d Pasal 41 tentang Perizinan

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
keserasian dan keseimbangan " dan 
“Asas keterpaduan" berdasarkan Pasal
2 huruf c dan huruf d UU PPLH

Penyidikan, Pembuktian 
dan Ketentuan Pidana

Pasal 95 tentang penegakan hukum 
terpadu

Berpotensi disharmoni dengan 
kejelasan tujuan “Asas keterpaduan ” 
dan “Asas tata kelola pemerintahan 
yang baik" berdasarkan Pasal 2 huruf a, 
huruf d dan huruf m UU PPLH

Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan

Pasal 86 tentang Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup di Luar

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
partisipatif' berdasarkan Pasal 2 huruf 
k UU PPLH

Tidak Operasional

Berpotensi 
disharmoni dengan 
Asas Pembentukan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan yang 
baik berdasarkan 
Pasal 5 UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan, yaitu:
1. Asas kejelasan 

tujuan (hiiruf a)
2. Asas kesesuaian 

antara jenis, 
hierarki, dan 
materi muatan 
(huruf c)

3. Asas dapat 
dilaksanakan 
(huruf d)

4. Asas 
kedayagunaan 
dan
kehasilgunaan 
(huruf e)

2. Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

1) Terdapat tumpang tindih kewenangan, karena cakupan dari 
lingkungan hidup yang sangat luas sehingga banyak pemangku 

kepentingan yang memiliki kepentingan berkaitan dengan 

lingkungan hidup itu sendiri.
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2) Permasaiahan kewenangan yang berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu 

menciptakan perbedaan tingkat kepatuhan dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah sehingga hal ini menghambat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. Hubungan Kelembagaan/Tata Keija Perlindungan dan Pengelolaan
Hidup

1) Hubungan koordinasi antar kelembagaan antara pusat dan 

daerah maupun antar daerah belum sepenuhnya dapat beijalan 

linier karena pada beberapa daerah masih ada ego sektoral 
instansi teknis.

2) Koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Poiri yang belum 

optimal dalam meiakukan penegakan hukum sebagaimana 

diamanatkanoleh Pasal 94ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Hal ini 
menghambat pemberian efek jera kepada pelaku pelanggaran.

c. Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

1) Kewenangan pengawasan yang diberikan oleh UU PPLH 

merupakan Jenis pengawasan melekat pada p^abat untuk 

mengawasi ketaatan/kepatuhan penanggungjawab usaha dan/ 
atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan sesuai derajat kewenangannya. 
Namun demikian, akibat kurangnya koordinasi antar 
kementerian/lembaga terkalt urusan lingkungan hidup, maka 

norma pengawasan melekat tersebut menjadi sullt untuk 

dilaksanakan. Hal ini menyebabkan adanya bias kewajiban 

bagi dinas iingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota untuk 

melaporkan kepada dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi 
atas izin lingkunganyangdikeluarkan. Selain itu.jumlah pejabat 
pengawas tidak memadaijika dibandingkan banyaknya kasus 

lingkungan hidup, sehingga fungsi pengawasan lingkungan 

hidup menjadi kurang efektif.

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN x|vjj 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR R!
TAHUN 2018



d. Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengeloiaan Hidup

Daiam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat
beberapa permasalahan yaitu:

1) Ketidakpahaman Penegak Hukum Atas UU PPLH 

Ketidakpahaman sumber daya manusia penegak hukum atas 

ketentuan perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup 

merijadi salah satu penyebab sulitnya pelaksanaan penegakan 

hukum. Sehinggadiperlukansosialisasi UU PPLH dan pelatihan 

terhadap penegak hukum di bidang lingkungan hidup.

2) Jumlah PPNS Tidak Memadai

DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala daiam 

kurangnya jumlah PPNS, dan menyebabkan kendala bag! 
proses penegakan hukum lingkungan di Jawa Tengah. Selain 

Itu, ketladaan PPNS tersebut menjadikan seluruh penyidikan 

lingkungan hidup dilakukan oleh Penyidik pada Polda Jawa 

Tengah.

3) Fungsi Penyidikan PPNS Tidak Sepenuhnya Efektif

Pasal 94 ayat (6) UU PPLH menyatakan bahwa PPNS dapat 
menyampaikan hasil penyelidikan secara langsung kepada 

penuntut umum, tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan Penyidik Polri. Namun demikian, hingga kini belum 

pernah ada pelimpahan berkas perkara lingkungan hidup 

langsung dari PPNS kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau 

mengenai adanya hasil penyidikan tindak pidana lingkungan 

hidup.

4) Penegakan Hukum Satu Atap Tidak Efektif

Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XI1/2014 hanya terdapat 
satu mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup yaitu 

melalui penegakan hukum satu atap yang merupakan gabungan 

atas PPNS, Penyidik Polri dan Jaksa. Namun demikian, 
terdapat kendala rancangan peraturan presiden yang mengatur 
mekanisme koordinasi penegakan hukum satu atap tersebut 
belum ditetapkan hingga saat ini.
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5) Putusan Pengadilan Diabaikan oleh Pemerintah Daerah

Izin lingkungan yang telah dibatalkan oleh pengadilan, 
seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah dengan munculnya 

izin lingkungan baru yang secara substansi tidak berbeda 

dengan izin lingkungan yang lama.

3. Sarana dan Prasarana

Bahwa keberadaan laboratorium pengijian lingkungan yang 

ada di Indonesia saat ini belum merata, terlebih yang memenuhi 
akreditasi sebagai laboratorium pengiji parameter kualitas lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Permen LH Nomor 6 Tahun 2009. 
Hal ini berdampak kurang efektif dan efisiennya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal penyediaan data 

kualitas lingkungan yang akurat dan valid, balk yang dipergunakan 

untuk memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan maupun sebagai 
alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

4. Pendanaan

UU PPLH tidak memiliki permasalahan yang berarti terkait 
perumusan normatif ketentuan-ketentuan mengenai aspek pendanaan 

dalam pengelolaan dan perlindungan hidup. Berdasarkan data dan 

informasi yang di peroleh, terdapat permasalahan di tataran implementasi 
dengan kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai 
aspek-aspek pendanaan dalam UU PPLH.

5. Budaya Hukum

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh, dapatdisimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih tergolong 

rendah. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kesadaran dari 
masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam dengan pola-pola yang 

ramah lingkungan
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J. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dengan ini Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl memberikan 

rekomendasi jangka pendek untuk menerbitkan berbagai peraturan 

pelaksana dari DU PPLH yang belum diterbitkan dan rekomendasi Jangka 

panjang untuk melakukan perubahan UU PPLH.
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SAMBUTAN

Fuji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga 

kami menyambut baik dan mengapresiasi kepada 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI 
di bawah Badan Keahlian DPR RI yang telah 

menyelesaikan Kajian, Analisis, dan Evaluasi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku yang kami beri judul “Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh 

Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awa! 
bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fimgsi 
pengawasan yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui Badan 

Legislasi dan Komisi-Komisi dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan 

mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014 
tentang Tata Tertib.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran 

dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian 

sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih 
baik di masa depan.

Jakarta, September 2018 
Kepala Badan Keahlian DPR RI

K. Johnson Raiagusuk. S.H.. M.Hum.
NIP. 19^811081983031006
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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum 
atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup di Indonesia, sehingga efektivitas 
pelaksanaan dari undang-undang tersebut perlu 
dipantau. Selama pelaksanaan undang-undang

__________tersebut, ditemukan banyak permasalahan terkait
materi substansi, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan 
pendanaan, baik yang memiliki disharmoni dengan peraturan perundang- undangan lain, ataupun permasalahan implementasi yang dihadapi oleh para 
pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada tahun 2018, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan 
Keahlian DPR RI telah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di dua provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provmsi Jawa Tengah. Selain itu, kami mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan, akademisi, LSM dan profesional untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kami menyadari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi ini belum sempurna, namun kami harapkan kajian pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat 
memberikan masukan untuk penyusunan Prolegnas Tahun 2019.

Jakarta, September 2018
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Riidi Rocfeansvah. S.H.. M.IL
NIP. 196902131993021001

TAHUN 2018
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GLOSARIUM

A. Peraturan Perundangan-Undangan

1. UUD Tahun 1945

2. UUPA

3. UU Konservasi SDAHayati

4.

5.

UU Lingkungan Hidup 1997 

UU Lingkungan Hidup 1982

6. UU Kehutanan

7. UU Minyak dan Gas Bumi

8. UU Poiri

9. UU K^aksaan

10. UU Perikanan

11. UU Penanggulangan Bencana

12. UU Penataan Ruang

13. UUPWP3K

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Ketentuan Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4Tahun 1982tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepoiisian Negara Republik 
Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang K^aksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) merupakan 

refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah 

menggariskan beberapa prinsip dasar. Saiah satu prinsip dasar yang 

mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD Tahun 1945 (perubahan 

keempat) adalah prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang 

didalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

"Negara Indonesia adalah negara hukum". Menurut Jimmly Asshiddiqie 

bahwa gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat 
hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungslonal dan berkeadilan, 
dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan 

politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan 

membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.22

Perkembangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 

di Indonesia sejatinya telah dimulal sejak tahun 1978, yang ditandai 
dengan didirikannya Kementerlan Negara Pengawasan Pembangunan 

dan Lingkungan Hidup. Empat tahun kemudian, regulasi pertama yang 

mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup akhirnya diundangkan, 
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup 1982). UU 

Lingkungan Hidup1982dikenal luassebagaitonggak pertama pengembangan 

hukum lingkungan di Indonesia yang didasari pada prinsip-prinsip hukum 

lingkungan modern. Sejak diterbitkannya UU Lingkungan Hidup 1982 

hingga hari ini setidaknya telahdilakukandua kali penyempurnaan terhadap 

pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, tepatnya melalui 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU Lingkungan Hidup 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

22 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Majalah Hukum Indonesia., him. 1*2
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PPLH) yang berlaku dalam memberikan perlindungan normatif terhadap 

lingkungan hidup di Indonesia hingga hari ini.

Kerusakan lingkungan hidup dan menurunnya kualitas lingkungan 

hidup seringkali dihubungkan dengan adanya tata kelola lingkungan hidup 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU PPLH yang berbunyi:

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. "

Adapun penyimpangan ini ditandai dengan lemahnya penegakan 

hukum, budaya kolusi, korupsi dan nepotisme pada aparatur birokrasi, 

dan kurang maksimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Pada baglan Penjelasan Umum UU PPLH dinyatakan bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehal merupakan hak asasi dan hak 

konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, 

negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban 

untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia 

dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia 

serta makhluk hidup lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PPLH 

yang berbunyi:

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 

berdasarkan asas:

1) tanggungJa wab negara;

2) kelestarian dan keberlanjutan;

3) keserasian dan keseimbangan;

4) keterpaduan;

5) manfaat;

6) kehati-hatian;

1) keadilan;

8) ekoregion;

9) keanekaragaman hayati;
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10) pencemar membayar;
11) partisipatif;
12) kearifan lokal;
13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14) otonomi daerah. "

Negara Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis 

Juga menghasilkan kondisi alam yang sangat strategis. Hai ini karena 

Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera yang beriklim 

tropis dengan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi tersebut. 
Kondisi ini memberikan Indonesia anugerah kekayaan keanekaragaman 

hayati dan sumber daya alam. Kekayaan tersebut haruslah dilindungi dan 

dikelola daiam suatu sistem perlindungan dan pengeiolaan iingkungan 

hidup yang terpadu dan terintegrasi antara iingkungan iaut, darat dan 

udara berdasarkan Wawasan Nusantara. Pengeiolaan Iingkungan hidup 

harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang 

dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi Iingkungan, 
desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal 
dan kearifan Iingkungan. Perlindungan dan pengeiolaan iingkungan hidup 

menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu 

kebijakan nasionai yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsisten 

dari pusat sampai di daerah.23

Kebutuhan akan tatanan hukum Iingkungan yang fleksibel sangat 
dituntut selrama dengan perkembangan permasalahan yang muncul di 
lapangan. Organisasi/lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati 
Iingkungan yang merupakan wakil dari masyarakat, secara keseluruhan 

telah menuntut terciptanya Iingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini 
membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap permasalahan 

Iingkungan hidup semakin tinggi. Oleh karena itu konsep-konsep 

dasar hukum Iingkungan harus diarahkan kepada kebyaksanaan yang 

berwawasan Iingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan yang bebas 

dari pencemaran Iingkungan. Program pembinaan hukum Iingkungan

n Sutri^o, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 
Juli 2011 (Surakarta, Universitas NahdIatuI Ulama Surakarta/IAIN Surakarta, 2011), him. 446 daiam htto:// 
iournal.uii.ac.id/IUSTUM/arti'cle/view/4232. diakses pada tanggal 4 Juii 2018.
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secara terpadu memang merupakan keharusan mengingat luasnya cakupan 

sektor pembangunan yang harus dikelola secara simultan. Hal ini menuntut 

kalangan hukum untuk melakukan pendekatan interdisipliner dan lintas 

sektoral sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU PPLH yang mengatur:

n Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

dan

Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang mengatur:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

Ungkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara 

penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah 

koordinasi Menteri. "

Pada konteks kelembagaan, perkembangan perlindungan lingkungan 

hidup dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 

memasuki babak baru dimana untuk pertama kalinya urusan lingkungan 

hidup dan kehutanan digabung menjadi satu di dalam Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK24 merumuskan tujuan 

pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan 

berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan 

sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel 

meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan 

bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran 
utama KLHK tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga 

kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendaiian 

pencemaran, pengeiolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragaman 

hayati serta pengendaiian perubahan Ikllm; (2) Menjaga luasan dan fungsl 

hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan 

sosial, ekonomi rakyat, dan mer^agajumlah danjenis flora dan fauna serta 

hewan langka; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, meryaga hutan, 

dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Hambatan di tingkat norma yang menyebabkan UU PPLH perlu 

untuk dilakukan pemantauan terhadap efektivitasnya untuk mewujudkan

2A Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah masih banyak isu kunci 
di dalam UU PPLH yang seharusnya diatur secara rinci dalam Peraturan 

Pemerlntah dan ketiadaan Peraturan Pemerintah ini tentunya mempunyai 
dampak negatif yang tidak kecil bagi pelaksanaan perlindungan lingkungan 

hidup, mengingat bahwa hal ini menyebabkan para pemangku kepenlingan 

di bidang lingkungan hidup tidak mempunyai panduan dalam menjalankan 

norma yang sudah dimuat dalam UU PPLH tersebut. Selain itu dapat 
pula menimbulkan disharmoni antara UU PPLH dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan 

Daerah) dalam konteks pengaturan kewenangan dari Pemerintah kepada 

pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Kondisi disharmoni antara UU PPLH dengan UU Pemerintahan 

Daerah tersebut menyebabkan tegadinya sejumlah masalah dalam teknis 

pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup di beberapa daerah dan UU 

Pemerintahan Daerah berimplikasi hukum terhadap pengaturan pada 

undang-undang lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir oleh 

karena itu kewenangan kabupaten/kota yang semula dari 0 s/d 4 mil 
laut sudah dialihkan kewenangannya ke tingkat provinsi, yang hal ini 
menimbulkan beberapa permasalahan contohnya yang tegadi di beberapa 

daerah terkait ketidaktahuan wewenang kabupaten/kota yang sudah di 
serahkan ke tingkat provinsi dalam urusan batas wilayah pengawasan 

laut25

Hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia diharapkan mampu 

menjelaskan kriteriabakudari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan 

oleh limbah industri dikarenakan keterbatasan pemahaman penegak hukum 

terhadap kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, agar dapat 
diantisipasi dengan balk oleh ketentuan dalam UU PPLH beserta peraturan 

pelaksanaannya. UU PPLH memiliki s^umlah peraturan pelaksanaan yang 

sudah ditetapkan dan belum ditetapkan dengan isu kunci sebagaimana 

dimandatkan oleh UU PPLH untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pelaksanaannya, yaitu:

25 Op cit,. him. 445
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Tabel 1. Peraturan Pelaksana dalam UU PPLH

NO. MANDAT UU PPLH
PELAKSANAAN DALAM 

PERATURAN PEMERINTAH

1. Inventarisasi Linakungan Hidup 
(Pasal 11)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(Pasal 11)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

3. Daya Dukung dan Daya Tampung 
Lingkungan Hidup 
(Pasal 12)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS)
(Pasa! 18)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

5. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan 
(Pasal 21)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

6. Kriteria Baku Kerusakan Akibat
Perubahan Iklim 
(Pasal 21)

belum ditetapkan

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Pasal 33)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan

8. Izin Lingkungan 
(Pasal 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan

9. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 
(Pasal 43)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup

10. Analisis Risiko Lingkungan Hidup 
(Pasal 47)

belum ditetapkan

11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
(Pasa! 53)

belum ditetapkan

12. Tata Cara Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup 
(Pasal 54)

belum ditetapkan

13. Dana Penjaminan untuk Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup

belum ditetapkan
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14. Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
(Pasal 56)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

15. Konservasi Pencadangan SDA serta 
Pelestarian Fungsi Atmosfer 
(Pasal 57)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

16. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah B3 
(Pasal 58- 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun

17. Dumping Limbah atau Bahan 
(Pasal 61)

belum ditetapkan

18. Tata Cara Pengangkatan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup dan Tata
Cara Pelaksanaan Pengawasan 
(Pasal 75)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

19. Sanksi Administratif 
(Pasal 83)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut

20. Lembaga Penyediaan Jasa Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup 
(Pasal 86)

belum ditetapkan

Permasalahan lain yang timbul adalah masih minimnya perlindungan 

negara terhadap Individu atau komunitasyang mempeQuangkan lingkungan 

hidup yang balk dan sehat. Sebagaimana dipahami dalam permasalahan 

perlindungan lingkungan hidup, konfllk horizontal antara masyarakat 
setempat dengan korporasi seringkali tak terhindarkan dan takjarangjatuh 

korbandari pihak masyarakat. PadaPasal 66UU PPLHtelahmengamanatkan 

perlindungan terhadap individu ataupun komunitas yang mempeguangkan 

haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, kenyataannya 

memang hingga hari Ini masihjauh panggang dari api. Data yang diperoleh 

dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHl), setidaknya hingga 

tahun 2013 laiurJumlah kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup 

baik secara individual maupun komunitas begumlah 227 kasus bahkan 

di tahun 2017 terdapat 50 kasus kriminalisasi terhadap para pejuang 

lingkungan hidup di seturuh wilayah Indonesia.26

26 Artikel Siaran Pers YLBHI, "Rakyat Tak Seharusnya Menjadi Korban Seruan Penghenlian Kriminalisasi", 
dalam httD://www.vlbhi.or.id/2018/02/siaran-Ders-rakvat-tak-seharusnva-meniadi-korban»seruan-Dengh-
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UU PPLH mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 59, Pasal 
95 dan Pasal 102 UU PPLH yang pada amar-nya Mahkamah Konstitusi 
menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya", 
dengan rincian :

a) Pasal 59 ayat (4) UU PPLH bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

tidak mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan 

limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah 

B3 yang memohon perpanjangan Izinnya masih dalam proses harus 

dianggap telah memperoleh izin";

b) Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c) Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU 

PPLH bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mengikat 
secara hukum sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain 

yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini.";

Pasal 95 ayat (1) UU PPLH selengkapnya menjadi "dalam rangka 

penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, 
termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang- 
undang ini, dilakukan penegakkan hukum terpadu antara penyidik pegawai 
negerl sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri" serta 

sertifikasi hakim lingkungan.27

Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diamanatkan 

oleh UU PPLH di tingkatan normatif tentunya berkaitan erat dengan 

pengelolaan sumber daya alam secara holistik. Sehingga, seluruh undang- 
undang yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sumber daya 

alam serta hak asasi manusia dapat dipastikan mempunyai keterkaitan 

dengannya. Adapun undang-undang yang yang terkait dengan UU PPLH, 
antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
PokokAgraria (UUPA)

entian-kriminaIisasi/. diakses pada tanggal 2 September 2018.
27 Ibid..
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDA Hayati);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 

Kehutanan);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(UU Minyak dan Gas Bumi)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (UU SPPN)

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU 

Perikanan);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (UU Penanggulangan Bencana);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 

Penataan Ruang);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi)

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(UU Pengelolaan Sampah);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara 

(UU Mineral dan Batubara)

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Perusakan Hutan)

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemerintahan Daerah);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 

Kelautan);

16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konversi Tanah dan 

Air (UU Konversi Tanah dan Air)

17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 

Perkebunan).
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Salah satu fungsl konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR Rl) berdasarkan Pasal 20Aayat (1) DUD Tahun 1945 iaiah 

fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsl pengawasan DPR 

Rl lebih lanjut dratur dalam Pasal 69 ayat (l)jo. Pasal 70 ayat (3) Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2018 (DU MD3), dan Pasal 4 ayat (1)jo. Pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Tata Tertib DPR Rl Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR Rl Nomor 3 

Tahun 2016 (Tata Tertib DPR Rl) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi 
pengawasan DPR Rl dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang. Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, UU PPLH 

termasuk dalam undang-undang yang akan dilakukan perubahan. Oleh 

karena Itu dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR Rl tersebut, 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl 
sebagal bagian dari sistem pendukung (supporting system) DPR Rl telah 

melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU 

PPLH ke dua provinsi yaitu ProvinsI Riau dan Provinsi Jawa Tengah yang 

dilaksanakan oleh Tim Pemantau yang terdiri atas P^abat, Staf dan Analis 

Hukum di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR Rl.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut, Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl menemukan 

permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU PPLH 

antara lain:

1. Dalam aspek perencanaan, yaitu belum ditetapkannya Rencana 

Perl indungandanPengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) sebagaimana 

yang telah diamanatkan dalam UU PPLH kepada Pemerintah dan 

pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan penerbitan izin usaha 

bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, dimana 

persyaratan untuk dikeluarkan izin meliputi dokumen lingkungan 

berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UKL-UPL). Serta keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan
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dalam periindungan dan pengetolaan lingkungan hidup.

2. Dalam aspek pemanfaatan, tercermin Jelas atau tidaknya prinsip 

kemanfaatan yang ada di dalam rumusan ketentuan U U PPLH bergantung 

kepada degree of perception (tergantung pada sudut pandangnya), 
seperti belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang 

diamanatan oleh pasal 12 ayat 4 UU PPLH terkait dengan tata cara 

penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Dalam aspek pengendalian, yang berkaltan dengan dokumen lingkungan 

seperti Amdal dan UKL-UPL yang dibuat dan dilaporkan secara 

berkala sebagai persyaratan untuk izin lingkungan dan izin-izin usaha 

lainnya.

4. Dalam aspek pemeliharaan lingkungan, yaitu kesadaran masyarakat 
dan seluruh pihak terkait dalam upaya yang dilakukan untuk menjaga 

pelestarianfungsi lingkungan hidup dan mencegahte^adinya penurunan 

atau kerusakan lingkungan hidup.

5. Dalam aspek pengawasan terkait dengan pelaksanaan koordinasi 
kewenangan dan pengawasan antara Pemerintah dan pemerintah 

daerah.

6. Dalam aspek penegakan hukum, yaitu berkaltan dengan sistem 

penegakan hukum terpadu dan disertai dengan prosedur penegakan 

hukum yang berimplikasi pada minimnya kepercayaan masyarakat 
terhadap penegakan hukum yang berkaltan dengan sanksi pidana dan 

administratif sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang- 
undangan

7. Dalam aspek lainnya, yang berkaltan dengan adanya disharmoni dan 

tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan terkait dan 

terdapat s^umlah peraturan perundang-undangan yang tidak begalan 

di tingkat daerah.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl memberikan
perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektifitas UU PPLH
dan mengetahui gambaran umum serta pengembangan yang teijadi dalam
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masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para plhak 

pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai 
upaya penguatan regulasi dan menciptakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang balk di seiuruh wilayah Indonesia.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, 
permasalahan yang akan dik^i dalam pemantauan pelaksanaan UU PPLH 

adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan UU PPLH oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, 
dan pemangku kepentingan lainnya?

2. Bagaimana efektifitas UU PPLH dalam upaya pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup di Indonesia?

3. Bagaimana keterkaltan dan potensi tumpang tindih UU PPLH dengan 

undang-undang lainnya?

4. Apakah UU PPLH perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan/ 
atau penggantian?

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan

Kegiatan ini bertu^uan untuk mengumpulkan data dan informasi
mengenai pelaksanaan UU PPLH, yaitu:

a. Untuk memperoleh dan Informasi secara normatif dan empirik 

mengenai pelaksanaan UU PPLH dan permasalahan yang dihadapi 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan 

lainnya;

b. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan 

empirik mengenai efektifitas pelaksanaan UU PPLH serta kendala- 
kendalanya;

c. Untuk memperoleh data dan informasi peraturan pelaksanaan yang 

diamanatkan oleh UU PPLH;
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d. Untukmemperoleh data dan informasi mengenai potensidisharmoni 
UU PPLH dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

e. Untuk memastikan UU PPLH dan peraturan pelaksanaannya sudah 

tersosialisasikan dengan baik.

2. Kegunaan

Hasil pemantauan pelaksanaan UU PPLH diharapkan berguna
untuk:

a. Memberikan dukungan keahlian kepada Dewan datam pelaksanaan 

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;

b. Sebagai bahan masukan bagi Dewan untuk meningkatkan dukungan 

terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kepada 

Pemerintah; dan

c. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik 

Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU PPLH.

D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan undang-undang ini dilakukan dengan 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif 
dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindlh/ 
disharmoni. inkonsistensi atau menimbuikan multitafsir, sedangkan yuridis 

empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan dl daerah 

dengan maksud danti^uan untuk menemukanfakta (fact-finding), kemudian 

diteruskan pada Identifikasi masalah (problem identification), dan yang 

terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (problem solution),

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai 
dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan 

informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data 

kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis 

untuk mengk^i dan membahas permasalahan-permasalahanyang diperoleh 

sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan 

norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Pada
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proses pengumpulan data dan informasi akan diiakukan pendalaman melalui 
dengar pendapat (public hearing) dan diskusi kelompok terarah (Forum 

Group Discussion/FGD) dengan mengundang kementerlan/lembaga yang 

terkait, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan memantau ke 

pemerintah provinsi. Data dan Informasi yang diperoleh dari FGD maupun 

dari pemerintah provinsi, selanjutnya akan diiakukan k^lan, analisis dan 

evaiuasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan 

fungsi legislasi dan fungsi pengawasaan.

E. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

1. Ktmenterian/ Lambaga

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU PPLH terlebih dahulu 

diiakukan di tataran pemerintahan pusat yang dilaksanakan pada 

tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2018. Adapun kementerian/ 
lembaga terkait yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kepolisian Republik 

Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup DKi Jakarta, Indonesian Center 
for Environmental Law, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

serta Dr. Muhamad Ramdan AndrI Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. 
dari Akademisi.

2. Pemerintahan Daerah

Pemantauan pelaksanaan UU PPLH di tataran pemerintahan 

daerah dilaksanakan di dua provinsi sebagai berikut:

1) Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi pemantauan UU PPLH karena 

merupakan daerah provinsi yang seringkali tetjadi kebakaran 

hutan yang dapat merusak lingkungan hidup. Kegiatan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang di provinsi ini telah dilaksanakan 

pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2018 melalui 
diskusi pendalaman materi bersama dengan berbagai pemangku 

kepentingan antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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ProvinsI Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsl Riau, 

Kepollsian Daerah Riau, K^aksaan Tinggi Riau, dan Pusat Studi 

Lingkungan Hidup LPPM Universitas Riau.

2) Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi pemantauan DU 

PPLH karena merupakan daerah provinsi yang kasus pencemaran 

lingkungannya semakin meluas. Kegiatan pemantauan petaksanaan 

undang-undangdi provinsi inidiiaksanakan padatanggal 20Agustus 

sampai dengan 24 Agustus 2018 melalui diskusi pendalaman materi 

bersama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah, K^aksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Pusat Penelitian 

Lingkungan Hidup LPPM Universitas Diponegoro.

F. Tim Pemantauan

1. Pelaksana Pemantauan

Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang- Undang Badan Keahlian DPR Rl.

2. Tugas Tim

Adapun dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap

pelaksanaan UU PPLH, dibentuk tim keija pemantauan dengan tugas

sebagai berikut;

a. Melaksanakan pemantauan secara umum dan menyeluruh terhadap 

pelaksanaan UU PPLH;

b. Melaksanakan pengumpulan data baik kepustakaan, data dari para 

narasumber, maupun hasit pengumpulan data dan informasi di 

daerah;

c. Melaksanakan diskusi dengan narasumber dalam rangka 

memperoleh data dan informasi dari para pemangku kepentingan 

dan akademisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup; dan
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d. Menyusun laporan kajian, analisis dan evaluasi hasM pemantauan 

UU PPLH.

Hasil kajian, analisis dan evaluasi hasii pemantauan pelaksanaan 

UU PPLH dilaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang dan selarjutnya akan diteruskan kepada Kepala 

Badan Keahlian DPR R1 untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR 

Rl, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR Rl, serta Pimpinan Badan 

Legislasi DPR Rl.
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BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERKAIT 

DENGAN UU PPLH

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki 
Potensi Disharmoni

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah

UU Pemerintahan Daerah secara jelas mengatur pembagian 

kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu 

urusan pemerintahan konkuren, meliputi:

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No. SUB URUSAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan 

Lingkungan Hidup 
Kajian

Rencana 
perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
(RPPLH) nasional.

RPPLH provinsi. RPPLH kabupaten/ 
kota.

2 Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS)

KLHS untuk 
kebijakan, rencana 
dan/atau program 
(KRP) nasional.

KLHS untuk KRP 
provinsi.

KLHS untuk KRP 
kabupaten/kota.

3 Pengendalian 
Pencemaran dan/ 
atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup

Pencegahan. 
penanggulangan 
dan pemulihan 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup lintas daerah 
provinsi dan/atau 
lintas batas negara.

Pencegahan, 
penanggulangan dan 
pemulihan pencemaran 
dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup lintas 
Daerah kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) daerah 
provinsi.

Pencegahan, 
penanggulangan 
dan pemulihan 
pencemaran dan/ 
atau kerusakan 
lingkungan hidup 
dalam daerah 
kabupaten/kota

4 Keanekaragaman 
Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati 
nasional.

Pengelolaan Kehati 
provinsi.

Pengelolaan Kehati 
kabupaten/kota.
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Bahan Berbahaya 
dan Beracun 
(B3), dan Limbah 
Bahan Berbahaya 
dan Beracun 
(Limbah B3)

a. Pengelolaan B3. 
b. Pengelolaan 

limbah B3.

Pengumpulan limbah 
B3 lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 
(satu) Daerah provinsi.

a. Penyimpanan 
sementara 
limbah B3.

b. Pengumpulan 
limbah B3 dalam 
1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota.

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap izin 
lingkungan dan 
izin perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
(PPLH)

Pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
usaha dan/atau 
kegiatan yang izin 
lingkungan dan izin 
PPLH diterbitkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.

Pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
usaha dan/atau 
kegiatan yang izin 
lingkungan dan izin 
PPLH diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
provinsi.

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap usaha dan/ 
atau kegiatan yang 
izin lingkungan 
dan izin PPLH 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota.

Pengakuan 
keberadaan 
masyarakat hukum 
adat(MHA), 
kearifan lokal dan 
hak MHA yang 
terkait dengan 
PPLH

a. Penetapan 
pengakuan MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak MHA terkait 
dengan PPLH 
yang berada di 2 
(dua) atau lebih 
Daerah provinsi.

b. Peningkatan 
kapasitas MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak MHA terkait 
dengan PPLH 
yang berada di 2 
(dua) atau lebih 
Daerah provinsi.

a. Penetapan 
pengakuan MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan hak 
MHA terkait dengan 
PPLH yang berada 
di dua atau lebih 
Daerah kabupaten/ 
kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi.

b. Peningkatan 
kapasitas MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan hak 
MHA terkait dengan 
PPLH yang berada 
di dua atau lebih 
Daerah kabupaten/ 
kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi.

a. Penetapan 
pengakuan MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional
dan hak MHA 
terkait dengan 
PPLH yang 
berada di Daerah 
kabupaten/kota.

b. Peningkatan 
kapasitas MHA, 
kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional dan 
hak kearifan lokal 
atau pengetahuan 
tradisional
dan hak MHA 
terkait dengan 
PPLH yang 
berada di Daerah 
kabupaten/kota.
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Pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 
Untuk Masyarakal

Penyelenggaraan 
pendidikan, pelatihan, 
dan penyuluhan 
lingkungan hidup 
untuk lembaga 
kemasyarakatan 
tingkat nasional.

Penyelenggaraan 
pendidikan, pelatihan, 
dan penyuluhan 
lingkungan hidup 
untuk lembaga 
kemasyarakatan tingkat 
Daerah provinsi.

Penyelenggaraan 
pendidikan, 
pelatihan, dan 
penyuluhan 
lingkungan hidup 
untuk lembaga 
kemasyarakatan 
tingkat Daerah 
kabupaten/kota.

Penghargaan 
Lingkungan Hidup 
Untuk Masyarakal

Pemberian 
penghargaan 
lingkungan hidup 
tingkat nasional.

Pemberian penghargaan 
lingkungan hidup 
tingkat Daerah provinsi.

Pemberian 
penghargaan 
lingkungan hidup 
tingkat Daerah 
kabupaten/kota.

10 Pengaduan 
Lingkungan Hidup

Penyelesaian 
pengaduan 
masyarakal di bidang 
PPLH terhadap:
a. usaha dan/atau 

kegiatan yang izin 
lingkungan dan/ 
atau izin PPLH 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat.

b. usaha dan/atau 
kegiatan yang 
lokasi dan/atau 
dampaknya lintas 
Daerah provinsi.

Penyelesaian 
pengaduan masyarakal 
di bidang PPLH 
terhadap:
a. usaha dan/atau 

kegiatan yang izin 
lingkungan dan/ 
atau izin PPLH 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
provinsi.

b. usaha dan/atau 
kegiatan yang lokasi 
dan/atau dampaknya 
lintas Daerah 
kabupaten/kota.

Penyelesaian 
pengaduan 
masyarakal di 
bidang PPLH 
terhadap;
a. usaha dan/atau 

kegiatan yang 
izin lingkungan 
dan/atau izin 
PPLH diterbitkan 
oleh Pemerintah 
Daerah
kabupaten/kota.

b. usaha dan/atau 
kegiatan yang 
lokasi dan/atau 
dampaknya
di Daerah 
kabupaten/kota.

11 Persampahan a. Penerbitan izin 
insenerator 
pengolahsampah 
menjadi energi 
listrik.

b. Penerbitan izin 
pemanfaatan gas 
metana (landfill 
gas) untuk energi 
listrik di tempat

Penanganan sampah di 
TPA/TPST regional.

a. Pengelolaan 
sampah.

b. Penerbitan izin 
pendaurulangan 
sampah/ 
pengolahan 
sampah, 
pengangkutan 
sampah dan 
pemrosesan akhir
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pemrosesan akhir 
TPA) regional oleh 
pihak swasta.

c. Pembinaan dan 
pengawasan 
penanganan 
sampah di TPA/ 
tempat pengolahan 
sampah terpadu 
(TPST) regional 
oleh pihak swasta.

d. Penetapan dan 
pengawasan 
tanggungjawab 
produsen dalam 
pengurangan 
sampah.

e. Pembinaan dan 
pengawasan 
tanggungjawab 
produsen dalam 
pengurangan 
sampah.

sampah yang 
diselenggarakan 
oleh swasta.

c. Pembinaan dan 
pengawasan 
pengelolaan 
sampah yang 
diselenggarakan 
oleh pihak 
swasta.

Berdasarkan pembagian kewenangan Pemerintah, pemerlntah 

daerah provinsi dan pemerlntah daerah kabupaten/kota yang diatur 

dalam UU Pemerintahan Daerah sebagaimana uralan tabel diatas, 

maka dipandang perlu melihat kesesuaian dengan wewenang 

Pemerintah dan pemerlntah daerah yang diatur dalan UU PPLH agar 

tidak menimbulkan perbedaan pengaturan yang berdampak pada tidak 

efisiennya pelaksanaan UU PPLH. Apablla melihat ketentuan Pasal 

63 UU PPLH yang mengatur tentang wewenang, maka ditemukan dua 

pengaturan yang memiliki potensi disharmoni antara UU PPLH dengan 

UU Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang untuk mengembangkan dan melaksanakan kebyakan 

pengelolaan pengaduan masyarakat dalam UU PPLH hanya 

diatur sebagai kewenangan Pemerintah, sedangkan dalam UU 

Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan penyelesaian terhadap
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pengaduan masyarakat baik yang kewenangannya dibagi antara 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan pembagian ruang lingkup yangjelas.

2. Terkait dengan pengakuan masyarakat adat, meskipun UU PPLH 

telah mengatur dengan baik adanya pembagian kewenangan 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota, namun UU Pemerintahan Daerah mengatur 

secara lebih detail dan luas mengenai pembinaan dalam rangka 

pengembangan kapasitas masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, 

ketentuan dalam Pasal 63 UU PPLH seharusnyadisesuaikan dengan 

memperhatikan pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keterkaitan antara UU Kehutanan dengan UU PPLH adalah 

mengenai kebakaran hutan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU 

Kehutanan dinyatakansetiaporangdilarangmembakarhutan, kemudian 

dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Rada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, Pembakaran hutan 
secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau 
kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian 
kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta 
pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pem­
bakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat 

yang berwenang. "

Sedangkan, Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH mengatur sebagai 

berikut:

"(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah 

masing-masing.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH tersebutmenjelaskan 

bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah,

"melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 

hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanamanJenis varietas
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lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah pen/alaran 

api ke wHayah sekelilingnya. "

Apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d 

UU Kehutanan dengan Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH di atas, 

terdapat potensi disharmoni antara kedua pengaturan tersebut karena 
pembakaran hutan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan 

hanya dilakukan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat 

dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian 

hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, 
sedangkan pada Perijelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dimungkinkan 

dilakukan oleh masyarakat karena kearifan lokal maksimal 2 hektar. 

Pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH tidak ditentukan secara 

tegasapakah lahanyangdimaksud adalahtermasukataubukantermasuk 

hutan. Oleh karena itu, antara Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan 

dengan Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH terdapat potensi multitafsir 

yang berdampak pada disharmoni pengaturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan

Masih belum terintegrasinya seluruh perizinan di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup ke dalam 1 dokumen yaitu izin 

lingkungan, membuat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) bertentangan dengan 

Pasal 123 UU PPLH yang mengamanatkan bahwa:

"Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah 
dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin 

lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

ditetapkan. "

Belum terintegrasinya seluruh perizinan di bidang lingkungan 

hidup tersebut tercerm in dari bunyi Pasal 48 ayat (2) PP Izin Lingkungan 

yang mengamanatkan:

"Dalam ha! Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan 

Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencantumkan Jumlah dan Jem's izin periindungan dan 

pengeioiaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan."

Keberadaan frasa "wajib memiliki izin periindungan dan 

pengeioiaan lingkungan hidup" mempunyai makna bahwa terdapat 

dokumen lain yang w^ib dimiliki oleh pemrakarsa usaha dan/atau 

kegiatan selatn daripada Izin Lingkungan yang muatannya diatur dalam 

Pasal 48 ayat (1) PP Izin Lingkungan. Keberadaan izin-izin Iain selain 

Izin Lingkungan yang dimaksud tersebut dipeijelas dalam Penjelasan 

dari Pasal 48 ayat (2) PP Izin Lingkungan yang berbunyi:

"izin periindungan dan pengeioiaan lingkungan hidup antara lain 
izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air iimbah untuk 
apiikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara iimbah bahan 
berbahaya dan beracun, izin pengumpulan iimbah bahan berbahaya 
dan beracun, izin pengangkutan iimbah bahan berbahaya dan 
beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin 
pengolahan iimbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan 
iimbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air iimbah 
ke iaut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin 
venting "

Kewajibanuntukmencantumkanjumlahdanjenis izin periindungan 

dan pengeioiaan lingkungan hidup dalam Izin Lingkungan itu sendtri 

menandakan bahwa terdapat izin lain yang tidak terintegrasi yaitu "izin 

periindungan dan pengeioiaan lingkungan hidup" ke dalam dokumen 

Izin Lingkungan. Sehingga, berdasarkan petijelasan ini dapat kita 

simpulkan bersama bahwa perizinan di bidang pengeioiaan lingkungan 

hidup yang diatur dalam PP Izin Lingkungan belum sesuai dengan 

amanat dari Pasal 123 UU PPLH itu sendiri karena masih adanya izin 

lain yang berdiri sendiri di luar Izin Lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP
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OSS) bertentangan dengan konsep izin dalam DU PPLH, karena PP 

OSS memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin sebelum seluruh 

dokumen kelengkapannya memenuhi syarat yang ditentukan atau hanya 

berdasarkan komitmen untuk menyelesaikan dokumen kelengkapan 

izin. Sedangkan dalam DU PPLH, izin baru dapat diberikan setelah 

seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam UU PPLH terpenuhi. Oleh 

karena itu adanya kekhawatiran bahwa Amdal dan UKL-UPL tidak 

dapat dipertanggungjawabkan.

PP OSS juga menjadikan adanya dualisme pengaturan izin yaitu 

dengan PP Izin Lingkungan yang berpotensi adanya tumpang tindih 

pengaturan. PP OSS hanya mengatur 20 sektor yang perizinannya 

dilakukan melalui mekanisme Online Single Submission (OSS). PP 

OSS menyatakan bahwa jika tidak masuk dalam 20 sektor tersebut, 
maka pemberian izin dilakukan secara offline (tidak menggunakan 

skema OSS). Jika offline, maka rezim izin yang berlaku adalah PP Izin 

Lingkungan yang merupakan turunan langsung dari UU PPLH. PP OSS 

Juga berpotensi disharmoni dengan Pasal 38 UU PPLH, karena masih 

adanya ketidakpastian terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS apakah merupakan produk tata usaha negara atau bukan, 
mengingat tidak diperlukan adanya tanda tangan p^abat yang bewenang 

melainkan tanda tangan elektronik yang berfungsi untuk verifikasi. 
Kemudian yang terakhir, Pasal 70 PP OSS yang menyatakan bahwa 

nomenklatur "pemrakarsa" yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU 

PPLH dan PP OSS harus dimaknai sebagai pelaku usaha berpotensi 
disharmoni karena semua pelaku usaha sudah masuk permrakarsa, 
tetapi semua pemrakarsa belum tentu merjadi pelaku usaha. Dalam 

hal ini Pemerintah/pemerintah daerah tidak bisa dimasukan kategori 

pelaku usaha.
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B. InventarisPeraturanPerundang-UndanganyangMemilikiKeterkaitan 

dengan UU PPLH

Tabel 3. Keterkaitan UU PPLH dengan Peraturan PerUUan lain

UNDANG-UNDANG

No Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan 
Dalam UU 

PPLH
Perihal

1. UU Konservasi
Pasal 5 Pasal 57 

ayat (.2)
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
konservasi sumber daya alam hayati

SDA Hayali Pasal 34 
ayat (3)

Pasal 23 ayat 
(1) huruf e

Kriteria usaha dan/atau kegiatan dalam 
kawasan konservasi

2.

Pasal 2 Pasal 2 ayat 
(2) huruf a

Asas tanggung jawab negara

UUPA Pasal 14 
ayat {1)

Pasal 4 UU Perencanaan tata ruang

Pasal 50 
ayat(3) 
huruf d UU 
Kehutanan

Pasal 69 ayat 
(2) huruf h
UU PPLH

Pembakaran hutan (lahan)

3. UU Kehulanan Pasal 68 Pasal 65 Hak setiap orang alas lingkungan hidup 
(termasuk hutan) yang baik dan sehat

Pasal 91 Pasal 91 masyarakat berhak mengajukan 
gugatan perwakilan ke pengadilan dan 
atau melaporkan ke penegak hukum 
terhadap kerusakan lingkungan (hutan).

4. UU Penanggu- 
langan Bencana

Pasal 1 
angka 15

Pasal 13 ayat
(2) huruf c; 
Pasal 54 ayat 
(l)ayat (2), 
dan ayat (3); 
Pasal 55 ayat 
(1) dan ayat
(3)

Pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 ayat
1 huruf g; 
Pasal 31 
huruf b

Pasal 2 huruf 
b; Pasal3 
huruf c dan d; 
Pasal 19 ayat 
(1); Pasal 67

Kelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 27 
huruf a

Pasal 3 
huruf e

Memelihara keseimbangan, keserasian, 
keselarasan, dan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup.
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Pasal 38 
huruf d

Pasal 19 
ayat (1) dan 
ayat (2)

Penataan ruang dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Pasai 71 ayal 
(2) huruf g

Pasal 1 angka 
12; Pasal 2; 
Pasal 3; dan 
Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 
angka2I

Pasal 23 ayat 
(1) huruf e

Kawasan lindung lingkungan hidup.

5.

Pasal 6 ayat 
(l)hunifb

Pasal 19 ayat
(1) dan ayat
(2)

Potensi sumber daya alam, sumber 
daya manusia, dan sumber daya 
buatan; kondisi ekonomi, sosial, 
budaya, politik, hukum, pertahanan 
keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai satu 
kesatuan.

Ruang Pasal 19 
huruf e;
Pasal 22 ayat 
(2) (wiiayah 
Provinsi); 
Pasal 25 ayat 
(2) huruf 
d (wiiayah 
Kabupaten)

Pasal 1 angka
6; Pasal 1 
angka 7; Pasal
1 angka 8

Penantaan Ruang yang hams 
memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup.

6. UU PWP3K

Pasal 23 
ayat 3

Pasal 43 
ayat 3 huruf h

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 60 ayat
2 huruf c

Pasal 13 Pengendalian dan Pencemaran 
Lingkungan Hidup

Pasal 278 
ayat 1 Pasal 
354 ayat (1)

Pasal 2 
huruf K

Peran Serta Masyarakat

7. UU Pemermtahan 
Daerah

Pasal 261 
ayat(l),
Pasal 274

Pasal 1 angka 
33, Pasal 3 
huruf d dan I, 
Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal
9, Pasal 14

Pembangunan Daerah yang
Berwawasan Lingkungan

8.

Pasal 
ayat 11

Pasal 20 Kriterian Baku mutu lingkungan hidup

Pasal 50 Pasal 63 
ayat 1 
huruf 1

Perlindungan Lingkungan Laut
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Pasa! 12,
Pasal 100

Pasal 70 Peran Masyarakat

9. UU Perkebunan

Pasal 42,
Pasal 45,
Pasal 47,
Pasal 48

Pasal 36,
Pasal 37,
Pasal 38,
Pasal 39,
Pasal 40

Izin Usaha

Pasal 56 Pasal 69,
Pasal 108

Pembukaan lahan dengan cara 
membakar

Pasal 67,
Pasal 68

Pasal 2, Pasal 
22, Pasal 67

Pemeliharaan fiingsi lingkungan hidup 
dan Amdal

10. UU Perikanan

Pasal 6,
Pasal 7

Pasal 2, Pasal
3, Pasal 70

Manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan, Kelestarian, dan Peran 
serta masyarakat

Pasal 8, Pasal 
12, Pasal 23

Pasal 69 Larangan merusak lingkungan hidup

11. UUSPPN

Pasal 2 
ayat 1

Pasal 1 ayat
3, 10, Pasal 3 
huruf i,
Pasal 15 
ayat 1

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 3 
ayat 3

Pasal 15 ayat
2 huruf a

Ruang Lingkup KLHS

12. UU Pengelolaan
Pasal 2 
ayat 5

Pasal 59 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan 
Beracun

Sampah Pasal 29 Pasal 58 Limbah Berbahaya dan Beracun

13. UU Perusakan
Hutan

Pasal 5 Pasal 14 Pencegahan Kerusakan Hutan

Pasal 29 Pasal 94 Penyidikan

Pasal 58 Pasal 70 Peran Masyarakat
Pasal 8 Pasal 5 Perencanaan

14. UU Konversi Tanah Pasal 46 Pasal 70 Peran Serta Masyarakat
dan Air Pasal 50, 

51,52,53
Pasl 85,90, 
91,92

Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa

15. UU Minyak dan
Gas Bumi

Pasal 2,
Pasal 3

Pasal 1 angka
2 dan Pasal
1 angka 18 
dan Pasal 2 , 
Pasal 3

Asas dan tujuan penyelenggaraan
Migas

Pasal 11 
ayat (3)

Pasal 12 RPPLH
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Pasal 39 ayat 
(l)hurufb, 
Pasal 40 
ayat (2) dan 
ayat (3),
Pasal 42 
hurufg

Pasal 4 dan 
Pasal 63,
Pasal 71
Pasal 76,
Pasal 77,
Pasal 78,
Pasal 79,
Pasal 80,
Pasal 81,
Pasal 82, dan 
Pasal 83

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 6,
Pasal 7, dan 
Pasal 8

Pasal 63 Kewenangan Pemerintah, pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

16. UU Mineral dan 
Batubara

Pasal 65 
ayat(l)

Pasal 14,
Pasal 36

Tentang persyaratan perizinan usaha 
pertambangan

Pasal 141 
ayat (1)

Pasal 71 tentang pengawasan

Pasal 8 
ayat (1)

Pasal 23 
ayat (1)

tentang pemanfaatan teknologi

17. UU Energi
Pasal 13 Pasal 5,

Pasal 6,
Pasal 7,
Pasal 8,
Pasal 9 dan 
Pasal 10

tentang keanggotaan pakar lingkungan 
hidup sebagai Dewan Energi Nasional

Pasal 21 
ayat(1) 
huruf b

Pasal 12 tentang pertimbangan pemanfaatan 
energi

UNDANG-UNDANG

No Peraturan Perundang-undangan
Ketentiian 
Dalam UU 

PPLH
Perihal

PPNomor71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut sebagaimana 
telah diubah dengan PP Nomor 57 
Tahun 2016

Pasal 5 PP Pasal 6 
ayat (2)

Terkait tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem 
Gambut

Pasal 30 
ayat (I)

Pasal 54
Terkait tentang asas 
si pencemar yang 
bertanggungjawab

2.

PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaran Kajian 
Lingkungan Hidup Stategis

Pasal 2 ayat 
(1) dan (2)

Pasal 18
KLHS
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3. PP Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan

Pasal 2 Pasal 36 Izin Lingkungan Amdal 
dan UKL-UPL

Pasal 3,
Pasal 4,
Pasal 5,

Pasal 22,
Pasal 23,
Pasal 24,
Pasal 25,
Pasal 26,
Pasal 28,
Pasal 34

Penyusunan Dokumen 
Amdal dan UKL-UPL

4. PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang 
Istrumen Ekonomi Lingkungan 
Hidup.

Pasal 1 
sampai dgn 
Pasal 51

Pasal 43 ayat 
(4) dan Pasal
55 ayat (4)

Instrumen Lingkungan 
Hidup

5.
PPNomor 101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59 ayat 
(7) dan Pasal 
61 ayat (3)

Pasal 59 dan 
Pasal 61

Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan 
Beracun dan Dumping

6. PPNomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rum ah 
Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga.

Pasal 11 
ayat 3

Pasal 13,
Pasal 14

Pengendalian 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup

Pasal 13,
Pasal 14,
Pasal 15

Pasal 20,
Pasal 21

Kriteria Baku Mutu 
Lingkungan

7. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan Pasal 2 Pasal 2 Asas dan prinsip

PERATURAN MENTERI

No Peraturan Perundang-undangan
Ketcntuan 
Dalam UU

PPLH
Perihal

1.

Perraendagri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan 
dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penvusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah

Pasal 23 Pasal 15
Kajian Lingkimgan
Hidup Strategis

2.

Permendagri Nomor 67
Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Stategis Dalam
Penyusunan Atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 
angka 2, 
angka 3, 
angka 4;
Pasal 24 
ayat (2);
Pasal 29;
Pasal 30;
Pasal 52 
ayat (1);
Pasal 55

Pasal 15;
Pasal 17;
Pasal 18

Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) 
dalam pembangunan 
daerah.
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3.

Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Jenis Rencana Usaha 
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib 
Memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 1 
ayat 2,
Pasal 3 
ayat 1

pasal 23 
ayat (2)

Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang 
Wajib Memiliki Analisis 
Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup

4.

Permen LHK Nomor P.65/ 
MENLHK/SETJEN/ 
KUM.I/7/2016tentang Standar 
dan Sertifikasi Kompetensi 
Penyusun Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 1 
angka 6, 
angka 7, 
dan angka
10; Pasal
7; Pasal 11; 
Pasal 12 ayat 
(1); Pasal 13 
ayat (3)

Pasal 28 Sertifikat Penyusun
Amdal.

5. Permen LH Nomor 15 Tahun
2010 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Lisensi Komisi Penilai 
Analisis Megenai Dampak 
Lingkungan Hidup.

Pasal 2;
Pasal 3;
Pasal
4; Pasal
5; Pasal
6; Pasal
7; Pasal
8; Pasal 9; 
Pasal 10;
Pasal 11;
Pasal 12

Pasal 29 
ayat (2) dan 
ayat (3)

Tata cara lisensi komisi 
Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

6.

Permen LH Nomor 13 Tahun
2010 tentang Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pemyataan 
Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 
angka 2;
Pasal 2 
ayat (2);
Pasal 3 
ayat (1);
Pasal 4 
ayat (2),
Pasal 5;
Pasal 6;
Pasal 7;
Pasal 9

Pasal 35 UKL-UPL dan surat 
pemyataan kesanggupan 
pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan 
hidup.

7.
Permen LH Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Audit Lingkungan Hidup.

Pasal 1 
angka 1

Pasal 1 
angka 28

Audit lingkungan hidup

Pasal 7 Pasal 51 Auditor lingkungan 
hidup

8.

Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Kerugian Lingkungan 
Hidup Akibat Pencemaran dan/ 
atau Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 1 
angka 1,3,4,
5 dan 9

Pasal 1 angka 
1,13,14,17, 
39,

Lingkungan hidup, 
Pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 
hidup, baku mutu dan 
menteri

Pasal 3 Pasal 20 Baku mutu lingkungan 
hidup
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Pasal 4,
Pasal 5,
Pasal 6,
Pasal 7 dan 
Pasal8

Pasal 87 dan 
Pasal 90

Ganti kerugian 
dan pemulihan 
lingkungan dan hak 
gugat Pemerintah dan 
pemerintah daerah

9.

Permen LH Nomor 10 Tahun
2010 tentang Mekanisme 
Pencegahan Pencemaran dan/ 
atau Kerusakan Lingkungan
Hidup yang Berkaitan Dengan 
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal1 
angka 5, 6

Pasal 1 angka 
17,14

Pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 
hidup

Pasal4

Pasal 69 
ayat (2), 
Per^elasan
Pasal 69 
ayat (2)

Pembakaran lahan 
dengan memperhatikan 
kearifan lokal

10.

Permen LH Nomor 19 Tahun
2010 tentang Baku Mutu Air 
Limbah Bagi Usaha Dan/Atau 
Kegiatan Minyak Dan Gas Serta 
Panas Bumi.

Pasal 1, Pasal 
2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 
5. Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9, 
Pasal 10, dan 
Pasal 11

Pasal 20

Baku Mutu Air Limbah 
Bagi Usaha Dan/Atau 
Kegiatan Minyak Dan
Gas Serta Panas Bumi.

11.

Permen LH Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Baku Mutu Air Limbah 
Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan 
Ekspforasi Dan Eksploitasi Gas 
Metana Batubara.

Pasal 1, Pasal 
2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 
5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9, 
Pasal 10,
Pasal11 dan 
Pasal 12

Pasal 20 
ayat(5)

Baku Mutu Air Limbah 
Bagi Usaha dan/atau 
Kegiatan Eksplorasi dan 
Eksploitasi Gas Metana 
Batubara

12.

Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum K^'ian 
Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal1;
Pasal 2;
Pasal 3;
Pasal4

Pasal 63 
ayat (1)

Pedoman umum kajian 
lingkungan hidup 
strategis.

13.

Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Kerugian Lingkungan 
Hidup Akibat Pencemaran Dan/ 
Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 1 angka 
3, angka 4; 
Pasal 2; Pasal 
3; Pasal 8; 
Pasal9

Pasal 90 
ayat(2)

Kerugian akibat 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup.

14.

Permen LH Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.

Pasal2 
ayat (2),
Pasal3 
ayat (1)

Pasal 22,
Pasal 34

Amdal dan UKL-UPL

15.
Permen LH Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penerapan
Sanksi Administratif Di Bidang

Pasal3
Pasal 71,
Pasal 72,
Pasal 74,

Pengawasan dan
Pemberian sanksi 
administratif
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Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

Pasal 76.
Pasal 78,
Pasal 79.
Pasal 80

Pasal6 Pasal 81
Denda atas setiap 
keterlambatan 
pelaksanaan sanksi 
paksaan pemerintah

Pasal8 Pasal 71,
Pasal 76

Kewenangan menteri, 
gubernur, atau bupati/ 
walikota

Pasal4
Pasal 65,
Pasal 67,
Pasal 70

Hak setiap orang 
melakukan pengaduan 
akibat adanya dugaan 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
hidup

16 Penmen LH Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup.

Pasal5 Pasal 85
Hasil kesepakatan 
melalui penyelesaian 
sengketa lingkungan 
hidup

Pasal6 Pasat 71

Kewenangan yang 
dimiliki menteri, 
gubernur, atau bupati/ 
walikota

Pasal 8 Pasal 85 
ayat(3)

Jasa mediator dalam 
penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup

Pasal 14 
ayat(4)

Pasal 84
Pilihan penyelesaian 
sengketa lingkungan 
hidup

17
Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor Per. 12/ 
MEN/2007 tentang Perizinan 
Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 14 
huruf h

Pasal 36 Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

Kepmen LH Nomor 128 Tahun 
2003 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Teknis Pengolahan 
Limbah Minyak Bumi dan Tanah 
Terkontaminasi oleh Minyak 
Bumi Secara Biologis

Pasal 2
Pasal 59 
ayat (1)

Kewajiban mengelola 
limbah yang dihasiikan

18 Pasal3
Pasal 59 
ayat(4)

Izin pengelolaan limbah 
dan tanah terkontaminasi 
oleh minyak bumi

19

Surat Edaran Menteri Energi dan 
Sumber Daya Minerai Nomor 
01 E/30/DJB/2013 Tentang
Kewajiban Pemegang lUP

Poin angka 1 Pasal 34
Dokumen lingkungan 
hidup (UKL-UPLatau 
SPPL)
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EksplorasI Untuk Menyusunn 
Dokumen Lingkungan Hidup 
dan Rencana Reklamasi Tahap 
Ekspooras! Serta Penempatan 
Jaminan Reklamasi Tahap 
Eksplorasi

Poin angka 2 Pasal 54 
ayat(2)

Rencana reklamasi untuk 
pemulihan eksplorasi 
tambang

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI1/2014 

Perihal Pengujian Konstituslonalitas Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 
ayat (1) UU PPLH

1. Terhadap Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib 

mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang 
permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus 

dianggap telah memperoleh izin

Analisis

1) Terhadap Izin baru pengelolaan limbah B3, setlap orang/penghasil 

limbah B3 sebelum melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 
"w^ib" untuk mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/ 

walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila pengelolaan 

limbah B3 dilakukan tanpa memiliki izin atau prosespengurusan 

memperoleh izin sedang berlangsung, maka ha I tersebut secara 

hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan UU 
PPLH karena tidak ada kegiatan apapun terhadap olyek hukum 

lingkungan yang lepas dari perizinan.

2) Terhadap perpanjangan izin pengelolaan limbah B3, setlap 

orang/penghasil limbah B3 yang sebelumnya telah memiliki izin 

pengelolaan limbah B3 namun masa berlaku izinnya telah berakhir/ 
habis, maka setlap orang/penghasil limbah B3 tersebut tetap 

dapat melakukan pengelolaan limbah B3 sepanjang permohonan 
perpanjangan izinnya secara bersamaan sedang dalam proses dan 

tidak melepaskan kewajibannya. Setlap orang/penghasil limbah B3 

tersebut dianggap telah mendapatkan izin dan tidak dapat dipidana 

berdasarkan ketentuan UU PPLH.
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2. Terhadapkata"dapat"dalamPasal 95ayat (1) UU PPLHyangdinyatakan 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.

Analisis

Penghapusan kata “dapat" menjadikan koordinasi dalam penegakan 

hukum bukan merupakansuatu kebgakan pilihan yang dalam praktiknya 

berjalansendiri-sendiri, tetapi koordinasi mer^adl suatu kebijakanyang 

wajibdilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum lingkunganyang 

optimal. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan yaitu penyidik pegawal negeri sipil, kepolisian, kejaksaan 

dan Menterl LHK serta dengan mendayagunakan berbagai ketentuan 

hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum 

pidana dalam rangka memastikan kategori/jenis suatu pelanggaran 

hukum lingkungan dan memnlmalisir terjadinya ketidakpastian hukum 

dan ketidakadilan.

3. Terhadap frasa "tindakpidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat 

(1) UU PPLH yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang 

tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari 
pelanggaran undang-undang ini".

Analisis

Perluasan makna "tindak pidana lingkungan hidup" dengan merijadikan 

seluruh tindak pidana yang bersumber dari UU PPLH sebagai ruang 

lingkup penegakan hukum lingkungan hiudp semakin menegaskan 

bahwa upaya dan strategi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 

Penegasan bahwa tindak pidana lain, misalnya korupsi, merupakan 

instrumen atau cara yang dapat menimbulkan ketakutan atau efekjera 

serta meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang 

betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Ketentuan tersebut Juga merupakan saiah satu upaya represif dalam 

menciptakan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten 

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah 

tegadi.
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BAB III
HASIL PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UU PPLH

A. Deskripsi dan Kondisi Umum Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang di 
antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta 

musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping 

itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 

jumlah penduduk yang besar. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 

km2 dan luas perairanya 3.257.483 km2.28 Wilayah Indonesia memiliki 
keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan 

itu perlu dilindungi dan dikelola daiam suatu sistem perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara 

lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak 

perubahan ikiim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, 
terganggunya ketersediaan air, tersebamya hama dan penyakit tanaman 

serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau- 

pulau kecii, dan punahnya keanekaragaman hayati.29

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan grafik peristiwa lingkungan 

hidup yang terjadi di Indonesia yang telah disampaikan oleh WALHI 
seperti berikut ini:

2* Artikel “Indonesia” daiam httDs://id.wikiDedia.org/wiki/lndonesia. diakses pada tanggal 5 September 
2018.

29 Penjelasan Umum UU PPLH him. 1
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Peristiwa Lingkungan Hidup Dan Agraria
Tahun 201730
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Berdasarkan grafik di atas, WALHI mencatat sebagai berikut:

1. Terdapat 302 kasus lingkungan hidup-agraria di 2017;

2. Terdapat 163 orang dikriminalisasi;
3. Olahan data bersumber dari 13 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, 

Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Kalimanatan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua; 
dan

4. Kasus ditangani WALHI secara langsung 182 kasus.

Pada tahun 2008, Guinness World Records pemah mencatat rekor 

Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya 

di dunia. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8 juta hektar. 
Kerusakan yang terjadi di daerah hulu (hutan) juga turut merusak kawasan

30 Presentasi WALHI di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BKD DPR R1 pada tangga! 16 Juli 
2018.
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di daerah hilir (pesisir).31 Selain banyak terjadinya peristiwa lingkungan 

hidup dan agraria tersebut, tidak dipungkiri pula bahwa ketersediaan 

sumber daya alam secara kuantitas ataupun kual itas tidak merata, sedangkan 

kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin 

meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan 

daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun 

yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 

dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung Jawab negara, asas 

keberlarjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 

hidup harus dapat memberikan kemanfaatn ekonomi, sosial, dan budaya 

yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, 
desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal 
dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut 
dikembangkannya suatusistemyangterpaduberupasuatu kebijakannasional 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan 

secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup yang Jelas, tegas, dan menyeluruh 

guna menjamin kepastlan hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan 

pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.32

Perkembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

di Indonesia sejatinya tetah dimulai sejak tahun 1978, yang ditandai 
dengan didirikannya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup. Empattahun kemudian, regulasi pertamayang mengatur 
mengenai perlindungan lingkungan hidup akhirnya diundangkan, yaitu UU 

Lingkungan Hidup 1982.

UU Lingkungan Hidup 1982 dikenal luas sebagai tonggak pertama 

pengembangan hukum lingkungan di Indonesia yang didasari pada 

prinsip-prinsip hukum lingkungan modern. Sejak diterbitkannya UU
31 Sulung Prasetyo, EkologI Indonesia Masuki Masa Genting, Paragraf 1. Stnar Harapan Online dalam http:// 

www.sinarharapan.co.id/berita/0712/29/kesra01.html. diakses pada 5 September 2018.
32 Op. Cit, Perjjeiasan Umum UU PPLH him. 4
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Lingkungan Hidup 1982 hingga hari ini setidaknya teiah dilakukan dua 

kali penyempurnaan terhadap pengaturan perlindungan lingkungan hidup 

di Indonesia, tepatnya melalui UU Lingkungan Hidup 1997 dan DU PPLH 

yang berlaku sebagai leading regulation 6a\^vc\ perlindungan lingkungan 

hidup di Indonesia hari ini.

Pada konteks kelembagaan, perkembangan perlindungan lingkungan 

hidup dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo s^ak tahun 2014 

memasuki babak baru dimana untuk pertama kalinya urusan lingkungan 

hidup dan kehutanan digabung mer^adi satu di dalam KLHK. Dimana hal 
ini tentunya patut menjadi bahan anallsis dan evaluasi bagi para pemangku 

kepentingan di bldang lingkungan hidup, apakah berdampak positif bagi 
perkembangan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia atau tidak.

B. Catalan dan Masukan Narasumber Pusat

Diskusi pemantauan pelaksanaan UU PPLH dengan narasumber pusat 
dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2018. Diskusi 
dilakukan dengan narasumber dari WALHI, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK), 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Naslonal (Kemen 

ATR/BPN), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta (DLH Provinsi DKI Jakarta), Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (Kemen ESDM), Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri), Akademisi yaitu Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, 
dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Diskusi dengan WALHI dihadiri oleh Nur Hidayatl sebagai 
Direktur Eksekutif Naslonal, dan Bo^erlven Sembiring dari Bagian 

Hukum, pada tanggal 16 Juli 2018.
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Gambar 2. Diskusi dengan WALHI11^

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Kondisi umum pelaksanaannya belum terlalu efektif, dan masih 

bisa didayagunakan lebih lanjut. Terdapat beberapa persoalan 

mendasar, antara lain:

1) Politik hukum yang belum berpihak pada lingkungan hidup, 
sehingga betapa bagusnya substansi Undang-Undang tentang 

lingkungan hidup, akan dikompromikan untuk pembangunan.

2) Ada beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Menteri (Permen) yang belum diterbitkan
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b.

c.

d.

hingga saat ini, seperti belum diterbitkannya tujuh Peraturan 

Pemerintah untuk perlindungan dan pengeloalan ekosistem 

unik dan penting.

3) Secara kelembagaan, pemahaman birokrasi pemerintahan scrta 

aparat dalam rantai penegakan hukum masih sangat lemah. 
Sebaiknya Badan Penyidik dan Penuntut bisa mereplikasi 
kebijakan Mahkamah Agung dengan melakukan sistem 

sertifikasi, sehingga pemahaman komponen peradilan terhadap 

substansi berikut jaringan kerjanya bisa lebih maksimal.

4) Infrastruktur pendukung pemantauan dan penegakan hukum 

lingkungan tidak memadai, contohnya dalam hal jumiah 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibandingan dengan 

jumiah izin yang ada.

5) Kurangnya keterbukaan informasi lingkungan hidup 

menyebabkan terbatasnya partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat yang luas dalam implementasi, misalnya informasi 
tentang izin dan konsesi industri.

Belum terintegrasinya sistem penegakan hukum dengan baik. 
Penegakan hukum lingkungan, sebaiknya didorong terbentuknya 

peradilan khusus lingkungan hidup, yang menaungi beberapa 

kompelensi ketentuan pidana dan sengketa lingkungan yang dimuat 
dalam beberapa undang-undang lainnya.

Legitimasi perusakan lingkungan melalui kebijakan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan perizinan dapat dilihat dari 
deregulasi kebijakan yang mempermudah izin, bahkan hal tersebut 
seringkali bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Secara substansi 
penerbitan izin sering abai terhadap ketentuan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan 

(Amdal) dan secara statistik terdapat kecenderungan peningkatan 

penerbitan izin di tahun politik.

KLHK diharapkan bisa mengimplementasikan UU PPLH secara 

lebihefektifdanberdampak. Misalnya sajaterkait dengan penegakan
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e.

f.

g-

hukum satu atap, dimana KLHK memiliki kewenangan yang cukup 

besar dalam Undang-Undang ini untuk mengoordinasikan upaya- 

upaya penegakan hukum yang bersifat lintas kementerian/lembaga, 
dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang lebih langsung 

seperti pemberian sanksi pencabutan izin dan pengunaan asas strict 
liability terhadap entitas yang melakukan pelanggaran lingkungan 

hidup dan menimbulkan kerugian.

Perbedaan antara UU Lingkungan Hidup 1997 dengan UU PPLH 

adalah terdapat instrumen perencanaan lingkungan hidup yang 

didasarkan pada KLHS yang kemudian menjadi basis bagi proses 

perencanaan tata ruang wilayah. Instrumen ini sebenamya adalah 

mekanisme perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi, sehingga 

perencanaan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif 

penting di masa yang akan datang. Untuk pelaksanaan perencanaan 

ini, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang cukup jelas di 
dalam UU PPLH baik di level nasional, provinsi dan daerah. Jika 

RPPLH terlaksana dengan baik, diharapkan terjadi pembangunan 

yang lebih memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup, serta memperkecil potensi terjadinya bencana 

lingkungan hidup.

Anggaran lingkungan hidup belum tercermin dalam kebijakan 

anggaran pemerintahan. Hal ini terkait perencanaan lingkungan 

hidup yang tidak jelas, sehingga tidak jelas pula bagaimana 

penganggarannya. Dinas lingkungan hidup berada dibawah naungan 

pemerintahan daerah yang tidak ada kaitan dengan KLHK, dan 

diantara keduanya sering terjadi conflict of interest karena ingin 

mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerahnya masing- 

masing.

Rumusan Pasal 66 UU PPLH memberikan proteksi khusus bagi 
pejuang lingkungan hidup. Sayangnya, pada Penjelasan Pasal 66 

UU PPLH, penafsiran Pasal ini direduksi dengan menentukan 

bahwa i,‘Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/ 
atau pelapor yang menempuh car a hukum akibat pencemaran dan/ 
atau perusakan lingkungan hidup/' Perbedaan tafsir perlindungan
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antara komponen peradilan juga membuat pasal ini tidak dapat 
diterapkan secara maksimal.

h. Hampir semua provinsi sudah membentuk Badan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup yang berada di bawah dinas terkait, 
hanya saja dalam penyelesaian sengketa sering kali hanya masuk 

dalam skema administrasi tanpa penyelesaian yang konkrit. 
Hambatan utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

adalah keterbatasan masalah yang bisa ditangani dan bentuk 

penyelesaian sengketa tidak jelas, sehingga sengketa sering 

berujung pada mekanisme gugatan. Keterbatasan anggaran untuk 

menunjang sarana dan prasarana pemantauan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup merupakan masalah utama. Selain itu, 
keterbatasan petugas juga menjadi kendala dalam memaksimalkan 

pemantauan. Keterbatasan petugas juga bukan hanya secara 

kuantitatif, namun secara kompetensi dan alat penunjang.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Diskusi dengan KKP yang diwakili oleh Kepala Bagian Perundang- 

Undangan IT Biro Hukum dan Organisasi KKP, Rusmana, S.H., M.H., 
yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018.

Gambar 3. Diskusi dengan KKP
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Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Kondisi umum pengimplementasian UU PPLH di Bidang Kelautan 

dan Perikanan dapat ditinjau dari dua permasalahan yaitu:

1) Sumber Daya Ikan (SDI) meliputi permasalahan: kebutuhan 

dan reguiasi {capacity control), dukungan data sumber daya, 
teknologi, alat dan metode yang tidak ramah lingkungan.

Adapun terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur 

tentang Competent Authority dalam SDI yaitu:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 yang mengatur 

competent authority SDI adalah KLHK.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 yang mengatur 

competent authority SDI adalah KKR

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku sehingga 

membuat ketidakpastian hukum di masyarakat.

2) Kerusakan habitat meliputi permasalahan: kebutuhan dan 

reguiasi kurang sinergis, land-bases dan waterbased pollution 

terus meningkat, invasive species, perubahan iklim.

b. KKP tidak memakai UU PPLH sebagai dasar hukum utama dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian. KKP
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memakai UU Perikanan dan UU PWP3K dalam melaksanakan 

tupoksi kementerian.

c. Masalah lingkungan hidup dan upaya yang dilakukan oleh KKP 

antara lain yaitu:

1) Belum ada metode valuasi ekonomi (penentuan nilai ekonomi) 

akibat pencemaran lingkungan dan pengendalian sampah yang 

masuk ke laut.

2) Degradasi SDI: Ancaman terhadap keanekaragaman hayati; 
akibat dari overfishing, over capacity, destructive fishing', 
kebijakan pelarangan kapal asing; pelarangan ekspor kepiting 

dan rajungan. Hal ini juga disebabkan oleh instnimen 

capacity control SDI masih lemah dimana akses SDI masih 

bersifat open access sebagaimana amanah Pasal 33 UUD 

Tahun 1945 dan dalam regulasi masih memperbolehkan 

semua pendaftaran kapal, sehingga untuk capacity control 
SDI masih lemah ditambah lagi dengan teknologi, alat dan 

metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. 
Pemerintah telah melarang penangkapan ikan menggunakan 

cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 

No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Penangkapan Ikan Pukat Hela {Trawls) dan Pukat Tarik {Seine 

Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan 

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 71/PERMEN- 

KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan Di Wilyah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia, yang mana penggunaan cantrang dapat 
mengakibatkan menurunnya SDI dan mengancam kelestarian 

lingkungan SDI.

3) Pemetaan ruang laut yang belum selesai dimana hal ini 
mendorong penyelesaian regulasi terkait tata ruang laut dan 

belum masuknya kawasan konservasi dalam peta laut (Kasus 

Raja Ampat).
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4) Terkait Pasal 19 UU PPLH, pelaksanaan pemetaan tata ruang 

lautyang belum selesal menyebabkan belum masuknya kawasan 

konservasi dalam peta laut, misalkan dalam Kasus Raja Ampat. 
Hal ini menyebabkan Rancangan Peraturan Presiden yang sudah 

ada belum dapat diselesaikan karena permasalahan ruang laut 

yang akan ditata sudah ada pemiliknya.

d. UU Konservasi SDA Hayati berbenturan kewenangan dengan UU 

PPLH. UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati bermuatan materi 

yang berbenturan kewenangan dengan UU PPLH. UU Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati perlu diperbaiki untuk menata benturan 

kewenangan dengan UU PPLH.

e. Koordinasi Kelembagaan:

1) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup beijalan 

sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga namun 

sering tumpang tindih;

2) Kendala koordinasi antara lain yaitu:

a) Penanganan pencemaran minyak di laut, misalkan kasus 

Montara;

b) Koordinasi penegakan hukum lintas kementerian/ 

iembaga;

c) Perencanaan yang belum terintegrasi.

3) UU PPLH sudah baik tap! Jarang dipakai oleh kementerian/ 

Iembaga yang lain karena adanya ego sektoral masing-masing 

kementerian/lembaga tersebut.

f. Inti dari konsep strict liability iaiah bahwa dalam hal seseorang 

menjalankan Jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai 

extrahazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous, la 

diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun 

ia telah bertindak sangat hati-hati (utmost care) untuk mencegah 

segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian 

itu timbul tanpa adanya kesengajaan. Pasal 88 UU PPLH tidak 

memberikan parameter yangjelas terkait frasa "ancaman serius"
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dimana Prinsip Strict Liability hanya diterapkan kepada yang 

menimbulkan ancaman serlus, namun parameter ancaman serius 

tidak djjelaskan lebih lanjut.

g. Penerapan sanksi administratif, besaran pidana dan penerapan 

Prinsip Strict Liability.

1) UU Perikanan: Sanksi administratif diatur dalam peraturan 

pelaksanaannya dan ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 86 

ayat (1) UU Perikanan. Adapun untuk Prinsip Strict Liability 

belum diatur;

2) UU PWP3K: Pemberian izin lokasi wajib mempertimbangkan 

kelestarianekosistempesisirdanpulau-pulaukecil, masyarakat, 
nelayan tradlsional, kepentingan nasional dan hak lintas damal 
bagi kapal asing (Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU PWP3K). 
Adapun sanksi administratif sebagalmana dimaksud pada Pasal 
71 UU PWP3K dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian 

sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin.

3) UU PPLH; Sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 ayat 
(1) dan ayat (2) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 
98 ayat (1) UU PPLH dan untuk Prinsip Strict Liability 6\dX\\v 

dalam Pasal 88 UU PPLH. Pada Pasal 76 UU PPLH tidak 

jelas siapa leading sector dalam koordinasi penegakan hukum 

lintas kementerian/lembaga karena menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota masing-masing dapat menerapkan sanksi 
administratif.

4) Adapun Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yang mengatur tumpang 

tindih dengan Pasal 86 UU Perikanan.

h. Pemidanaan terhadap korporasi/badan hukum ini kurang 

memberikan efekjera sehingga sebaiknya jumlah besaran pidana 

dapat diperberat.

i. Pasal 46 UU PPLH tidak memberikan secara rinci besaran anggaran 

pemerintah yang dialokasikan untuk pemulihan lingkungan hidup 

yang rusak atau tercemar. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
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mengalokasikan anggaran untuk pemullhan namun tidak ditentukan 

besarnyadanayangdianggarkandanpada penerapannyadi lapangan 

hanya berupa anggaran darurat yang bersifat kasuistis.

j. Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dilakukan oleh KKP 

dengan:

1) Mempersiapkan sekitar 2.300 orang pengolah data yang terdiri 

dari penyuluh perikanan bantu, Pegawai Negerl Sipil (PNS) 

KKPyang beradadi UnitPelaksanaTeknis (UPT) Lingkup KKP, 

tenaga kontrak yang berada di lingkup KKP, serta penyuluh 

perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

2) Pembangunan sistem Satu Data KKP meliputi: Data Luasan 

Kawasan Konservasi; Biodiversity di Kawasan Konservasi; 

StokSDI; Data Kapal; Data Nelayan; Data Kepelabuhanan.

k. DU PPLH dan Implementasi lingkup kelautan dan perikanan dapat 

diuraikan pada tabei berikut;

Tabel 4. Tabei Implementasi dari KKP35

No. UU PPLH dan 
Peraturan Turunannya Implementasi Lingkup Kelautan dan Perikanan

1. Pasal 3

Perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup di Wilayah 
Perairan

Pelaksanaan pelindungan lingkungan laut 
sesuai dengan Pasal 50 UU Kelautan melalui; 
Konservasi Laut; Pengendalian Pencemaran 
Laut; Penanggulangan Bencana Kelautan; dan 
Pencegahan Dan Penanggulangan Kerusakan, dan 
Bencana.
Contoh:penyusunan RPPRTRL, RZ Kawasan Laut. 
dan RZWP3K, penetapan Kawasan Konservasi, 
penanggulangan tumpahan minyak dan/atau limbah 
di laut.

2. Pasal 7

Penetapan Ekoregion 
Laut {Marine
Ecoregiori)

a. Pelaksanaan program Cora! Triangle Initiative 
sebagai bentuk pengelolaan Western and Eastern 
Cora! Triangle marine ecoregion.

b. Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah dengan 
pendekatan deliniasi wilayah perencanaan yang 
mengandung unsur kombinasi antara penamaan 
laut secara geografis oleh International

Ibid.
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Hydrographic Office dengan pendekatan ekologi 
laut berbasis pembagian ekoregion laut.

3. Pasal 14

Pelaksanaan sebagian 
Instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup yaitu:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu 

lingkungan hidup;
d. kriteria baku 

kerusakan 
lingkungan hidup;

e. Amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi 

lingkungan hidup

Peraturan turunan 
UU PPLH: Peraturan 
Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan 
KLHS, Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi 
Lingkungan Hidup, 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 
2012 tentang Izin 
Lingkungan

a. Implementasi penyusunan KLHS dalam setiap 
proses penyusunan RZWP3K (kerja sama 
dengan KLHK sewaktu asistensi penyusunan 
KLHS dan RZWP3K)

b. Penggunaan standar baku mutu lingkungan 
hidup untuk keglatan pengolahan sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil dalam keglatan 
pembudidayaan, pengolahan, dsb (misal 
implementasi baku mutu pengolahan rumput 
laut, baku mutu air limbah usah pengolahan 
perikanan),

c. Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional 
Tertentu (KSNT) yang mempertimbangkan 
aspek kelestarian lingkungan hidup; mengingat 
morfogenesis pulau kecil yang rawan kerusakan 
lingkungan;

d. Pengenaan kewajiban izin lingkungan sebagal 
persyaratan pemenuhan komitmen bagi pelaku 
usaha yang akan mengurus izin pelaksanaan 
reklamasi.

e. Pengurusan izin lingkungan untuk setiap 
pendirian bangunan dan/atau instaiasi di laut

f. Pelibatan KKPdalam tim Amdal.
g. Implementasi ketentuan mengenai insentif dan 

disinsentif sesuai PP Nomor 46 Tahun 2017 
dalam penyusunan RZ Kawasan Laut. •

4. Pasal 54
Pemulihan fungsi 
lingkungan hidup.

Pelaksanaan rehabilitasi sumberdaya pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan, 
sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 121 Tahun 
2012 tentang Rehabilitasi

5. Pasal 57
a. Konservasi sumber 

daya alam

a. Pelaksanaan konservasi Jenis ikan dan dan 
konservasi kawasan

b. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak
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b. Pelestarian fungsi 
atmosfer

perubahan iklim sesuai dengan PP Nomor 64 
Tahun 2010.
Contoh: pembangunan struktur penahan 
gelombang (sabuk pantai), penanaman 
mangrove, dan sebagainya.

6. Pasal 59
Pengelolaan limbah B3

a. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 akibat 
pengolahan ikan, pembudidayaan ikan.

b. Dumping limbah B3 dan penentuan lokasi 
dumping limbah B3 dalam RZWP3K

1. Implementasi UU PPLH dalam penanganan insiden kapal kandas 

MV. Caledonia adalah sebagai berikut:

1) Pertimbangan penyelesaian kasus adalah:

a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan antara lain: 
Pasal 40 ayat (3) UU PPLH, Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 

Perikanan, Pasal 35 UU PWP3K, KKPD Selat Dampier 

(Kepmen KP Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang 

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja 

Ampat) yaitu Zona Pemanfaatan Terbatas (ketahanan 

pangan dan pariwisata).

b) Pelanggaran tersebut mengancara fungsi kawasan sebagai: 
Global Epicentrum of Marine Biodiversity, Tourism 

Destination, Special Characteristic dan keunikan, nilai 
index penting Biodiversity.

2) Penyelesaian kasus:

a) Perhitungan kompensasi kerugian:
> Kompensasi standar kerugian USD 200-400/m2 x 13533 

m2 = USD 2,706,600 - 5,413,200 = Rp. 35,160 miliar 

- 70,371 miliar.

b) Hasil mediasi: perusahaan membayar langsung kompensasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Pengadilan/penegakan hukum: terjadi kelalaian yang 

menyebabkan kerusakan sumber daya terumbu karang.
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3) Tindak lanjut kasus:

a) Membentuk tim penegakan hukum dan teknis yang 

dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim;

b) Menghitung secara lebih detail nilai kerusakan terumbu 

karang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

c) Valuasi nilai ekonomi sumber daya yang hilang sebagai 
dasar pengajuan kompensasi kerugian;

Peninjauanaspekhukumberdasarkan peraturan danperundang- 

undangan terkait UU PPLH, UU PWP3K, UU Perikanan dan lain- 

lain.

3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Diskusi dilakukan dengan Kemen ESDM yang dihadiri oleh Tim 

Kementerian ESDM beserta jajarannya, dilakukan pada tanggal 18 Juli
2018.

Gambar 4. Diskusi dengan Kemen ESDM
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Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Ada kewajiban ke sektor ESDM terkait dengan UU PPLH, yaitu 

di Sektor Migas, Sektor Minerba, dan Sektor Ketenagalistrikan. 
Tim Auditor di Kemen ESDM baik di internal audit dan Badan 

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) cukup lengkap, 
ada beberapa tindak lanjut basil dari pemeriksaan;

b. Baik di Kemen ESDM dan KLHK ada beberapa kewajiban, begitu 

pula di daerah, yaitu memonitoring isu-isu dari setiap sektor. 
Kemen ESDM mengatur sumber daya alam dan masing-masing 

memiliki undang-undang yaitu UU Mineral dan Batu Bara, UU 

Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan, dan untuk Energi Baru Terbarukan dan 

Konservasi Energi (EBTKE) sedang disiapkan (apakah perlu atau 

tidak, karena substansinya sudah ada di dalam UU Energi);

c. Di sektor Migas, disisipkan dana ASR {Abandonment and Site 

Restoration) untuk dikembalikan. Contoh case operasi dari ESDM 

adalah Chevron^ dimana dulu tidak ada aturan mengenai tanah 

terkontaminasi, lalu ditetapkan peraturan yang mengatumya pada 

tahun 1960, dan dihitung cost and benefit dan bekerjasama dengan 

KLHK untuk mencari Jalan keluamya, serta diwajibkan untuk
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memiliki Amdal (PP Izin Lingkungan).

d. Ada beberapa permasalahan, diantaranya :
1) belum adanya aturan mengenai pemanfaalan kelistrikan, 

pemanfaatan Limbah B3;
2) belum ada aturan mengenai baku mutu limbah cair beberapa 

komoditas raisalnya batuan, timah;
3) alur penegakan hukum bagi pelaku usaha yang meninggalkan 

kegiatan tanpa melakukan pengelolaan lingkungan hidup 

misalnya jaminan pasca tambang bodong;

4) integrasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
adanya pengaturan instrumen ekonomi lingkungan hidup harusjelas, 
dicari cost and benefit mana yang memberikan manfaat termasuk 

perlindungan lingkungan hidupnya (biaya yang diperlukan dan apa 

yang dihasilkan untuk melindungi lingkungan).

e. Di sektor EBTKE terdapat permasalahan terkait Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) 

dimana sektor pertambangan berpotensi disharmoni dengan UU 

PPLH (tidak boleh ada penambangan di hutan konservasi) dan telah 

direvisi bahwa wajib Amdal menggunakan wilayah kerja lebih dari 
200 hektar (Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2012) dan 

area terbukanya lebih dari 50 hektar, dan untuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) diatas 55 Mb.

f. Kemen ESDM meminta adanya perbaikan regulasi terkait dengan 

aturan-aturan (limbah B3, baku mutu limbah cair) dan alur 

penegakan hukum dan integrasi izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dan pengaturan instrumen ekonomi lingkungan 

hidup harusjelas.

4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta

Diskusi yang telah dilaksanakan dengan DLH Provinsi DKI Jakarta, 
yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengawas Penegakan Hukum yaitu Ir.
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Mudarisin, M.T, Arif Udin Nur selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum 

beserta jajaran yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018.

Gambar 5. Diskusi dengan DLH Provinsi DKI Jakarta

m

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di DKI Jakarta adalah 

terkait kualitas air, yakni kualitas air sungai dan air tanah. Banyak
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pabrik yang dinyatakan telah mengelola dan mengolah limbahnya 

dengan baik, namun kenyataannya masih banyak limbah yang 

dibuang ke sungai dan mencemari sungai.

b. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI 
Jakarta terhadap permasalahan lingkungan hidup dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, dengan pertama-tama 

dengan menyusun perencanaan pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan. Penyusunan perancanaan lingkungan hidup dan RPPLH 

sebagaimana diatur melalui peraturan daerah, namun saat ini masih 

belum disahkan oleh Pemerintah Daerah dan masih ada di DPRJD 

Provinsi DKI Jakarta. Meski belum disahkan, DLH Provinsi DKI 
Jakarta telah melaksanakan perencanaan yang telah disusun.

c. Pasal 63 dan Pasal 64 UU PPLH mengatur tentang kewenangan 

yang dalam pelaksanaarmya tersebar dalam beberapa lembaga 

atau Organ Perangkat Daerah (OPD) lain yang tidak hanya dinas 

lingkungan hidup, seperti Dinas Pekerj aan Umum dan Dinas Sumber 

Daya Air yang bertugas mengelola limbah-limbah yang berpotensi 
mencemari lingkungan. Dalam penanganan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara koordinasi 
dengan dinas-dinas terkait.

d. Pasal 71 hingga Pasal 83 UU PPLH telah dilaksanakan dengan baik di 
lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan 

pengawasan lingkungan khususnya dalam pengawasan Amdal untuk 

industri di wilayah DKI Jakarta terkendala keterbatasan jumlah 

sumber daya manusia yang saat ini hanya ada 6 (enam) pengawas 

di Dinas Lingkungan Hidup dari total 52 pengawas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah ini dirasa masih sangat 
kurang untuk melaksanakan pengawasan lingkungan hidup. Selain 

itu, pelaksanaan sanksi administratif juga kurang efektif dengan 

kurangnya jumlah pengawas dan juga sarana prasarana dalam 

pelaksanaan pengawasan sehingga kegiatan/usaha yang ada kurang 

termonitor dengan baik. Sejauh ini, belum ada perusahaan yang 

mendapatkan sanksi karena tidak memiliki dokumen lingkungan 

sehingga KLHK terus memberikan edaran kepada Gubemur
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e.

f.

g-

h.

1.

untuk memberikan sanksi berupa denda bagi pelanggar ketentuan 

kelengkapan dokumen lingkungan dan meminta perusahaan untuk 

melengkapi dokumen-dokumen lingkungan tersebut.

Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pengawasan, 
penerapan sanksi dan penerapan denda juga belum ada dalam 

rangka menegakan hukum dalam UU PPLH.

Konversi barang bukti pengawas menjadi barang bukti penyidik 

masih sulit diiakukan. Hasil laboratorium pemeriksaan baru keluar 

satu bulan setelah sample diserahkan sedangkan berkas harus 

masuk ke Kejaksaan (ranah penyidikan) dalam satu minggu. Maka 

hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam penegakan ketentuan 

lingkungan hidup.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jabatan PPNS 

terdiri atas PPNS Peraturan Daerah (PPNS Perda) dan PPNS 

Undang-Undang (PPNS UU), yang membedakan antara keduanya 

adalah untuk PPNS Perda diberikan pendidikan dan pelatihan 

di Biro Hukum internal, sementara untuk PPNS UU diberikan 

pendidikan dan pelatihan di KLHK.

Belum adanya pengaturan dari Pemerintah terkait pengalokasian 

penganggaran untuk lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 45 

UU PPLH, menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut.

Pengumuman rencana pembangunan telah diiakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diketahui oleh masyarakat 
dan kemudian diiakukan public hearing, lalu kegiatan-kegiatan 

lain yang dapat diikuti melalui website Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional

Diskusi diiakukan dengan Kemen ATR/BPN, yang dihadiri oleh 

Aria Indra Pumama, S.T., M.U.M., selaku Direktur Perencanaan Tata 

Ruang Ditjen Tata Ruang Kemen ATR/BPN, dan Budi Santosa S.T.,
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MT., selaku Kepala Subdit Penataan Kawasan Baru Kemen ATR7BPN 

pada tanggal 20 Juli 2018.

Gambar 6. Diskusi dengan Kemen ATR/BPN

Gambar 7. Bagan Konsep UU PPLH
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Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), juga menyertakan 

penyusunan KLHS dan Amdal. Keterkaltan kedua dokumen 

ini dengan RTR adalah bahwa keduanya dapat memberikan self 
assestment alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ 
atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif 
terhadap lingkungan.

b. Dari sisi tata ruang, permasalahan lingkungan hidup secara garis 

besar dibagi atas duajenis, yaitu masalah yang sudah terindikasi saat 
penyusunan atau peninjauan kembali RTR dan masalah yang baru 

dapat terdeteksi pada saat monitoring dan evaluasi RTR. Masalah 

yang dapat terindikasi saat penyusunan RTR sudah diantisipasi 
dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota, yaitu dengan memasukkan parameter seperti peta 

kawasan rawan bencana, analisis daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup, maupun penggunaan lahan eksisting. Saat 
penyusunan RTR, masalah yang dapat terindikasi adalah alih fungsi 
lahan dari kawasan lindung mer^adi kawasan budi daya, terutama 

kawasan hutan, pencemaran lingkungan akibat kegiatan budi daya 

yang tidak terkontrol dengan balk (contohnya pertambangan dan 

industri), permasalahan sedimentasi dari erosi tanah, permasalahan 

pengelolaan Daerah Alirasn Sungai (DAS) dari hulu sampai hilir, 
dan kenaikan air laut pada pulau-pulau kecil.

c. Pertimbangan lingkungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) mutlak diperhatikan karena jika aspek lingkungan 

tidak diintegrasikan akan berdampak sangat besar terutama bagi 
kehidupan masyarakat di kemudian hari, sebab pada dasarnya 

lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung, 
yang apabila terlampaui sudah dapat dipastikan kelestarian fungsi 
lingkungan akan terganggu.

d. Pembangunan yang tidak berwawasan I ingkungan akan berdampak 

pada pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan degradasi
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lingkungan hidup dan kemudian mendorong tefjadinya bencana 

alamseperti tanah longsor, banjir(dansebagalnya. Salahsatucontoh 

pelanggaran tata ruang yaitu aktivitas illegal logging di kawasan 

hutan I indung yang kemudian berdampak pada pencemaran di hulu 

DAS.

e. Permasalahan alih fungsi atau konversi lahan di kawasan lindung 

(yang berfungsi sebagai daerah resapan air), sempadan pantai, 
sempadan sungai, maupun di lahan pertanian. Penggunaan lahan 

diatas daya dukungnya tanpa diimbangi dengan upaya konservasi 
dan perbaikan kondisi lahan akan dapat menyebabkan degradasi 
lahan, misalnya lahan di daerah hulu dengan lereng curam yang 

hanya sesuai dengan hutan, apabila mengalami alih fungsi menjadi 
lahan pertanian tanaman semusim akan rentan terhadap bencana 

erosi dan atau tanah longsor.

f. Pada tujuan berkelanjutan, aspek lingkungan hidup merijadl 
pertimbangan dalam menentukan konsep RTR. Sesuai DU PPLH, 
setiap kebgakan, rencana, dan program yang disusun harus melalui 
proses KLHS, maka untuk setiap level RTR disusun KLHS. KLHS 

merupakan proses mengintegrasi pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan 

terhadap RTR, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif 
dalam penyusunan RTR terhadap lingkungan hidup dan evaluasi 
sejauhmana rencana yang akanditerbitkan berpotensi;meningkatkan 

risiko perubahan ikiim; meningkatkan kerusakan, kemerosotan 

atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas 

bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan 

dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis; 
mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan 

hutan. Dokumen KLHS yang sudah divalidasi merupakan dokumen 

yang wajib disertakan dalam proses pemberian persetujuan 

substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang RTRW 

provinsi dan RTR kabupaten/kota.

g. Kemen ATR/BPN memiliki kebyakan khusus terkait sinkronisasi 
antara RTR dengan aspek perlindungan dan pengeiolaan lingkungan
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hidup di tingkat pusat ataupun daerah, sebagai berikut:

1) Mewujudkan RTR yang memperhatikan aspek daya dukung 

dan daya tampung lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari teijadinya kerusakan lingkungan akibat dari 
aktivitas manusia terkait dengan pemanfaatan ruang. RTRjuga 

memuat pola pemanfaatan ruang untuk kawasan-kawasan yang 

memiliki fungsi I indung untuk kepentingan pelestarian flora dan 

fauna, warisan budaya, dan pengembangan ilmu pengetahuan 

sehingga keberadaannya akan tetap teijaga.

2) Kebijakanmenyusun KLHSwajibdilaksanakanolehpemerintah 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang saat ini sedang 

menyusun RTRW.

3) Dokumen KLHS yang sudah divalidasi wajib disertakan dalam 

proses pemberian persetujuansubstansi dalam rangka penetapan 

peraturan daerah tentang RTR provinsi dan RTR kabupaten/ 
kota, sesual dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam 

Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata 

Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

h. Penyusunan KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 

yang diamanatkan oleh DU PPLH dan Peraturan Peraturan 

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (PPTata Cara Penyelenggaraan KLHS) 

antara lain pengkajian pengaruh RTRterhadap kondisi lingkungan 

hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan RTR; 
dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan dalam 

RTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelaryutan. 
Namun dalam penyusunannya terkadang terdapat beberapa kendala 

antara lain :

1) Data yang diperoleh kurang detail dan kurang akurat.

2) Apabila menyusun KLHS untuk rencana yang sudah ada (sudah 

ditetapkan), rekomendasinya hanya akan dapat dilakukan 

apabila rencana ditinjau kembali.
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Bagi wilayah yang telah menyusun RTRW masih dapat melakukan 

penyempurnaan dengan mengintegrasikan ke dalam RTRW 

yang telah disusun tersebut, sementara bagi wilayah yang belum 

menyusun RTRW, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat 
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RTRW tersebut.

Terkait hubungan koordinasi antar kelembagaan di tingkat pusat 
bisa dikatakan sudah bersinergi satu dengan yang lain. Sementara 

hubungan koordinasi antar kelembagaan antara pusat dan daerah 

maupun antar daerah belum sepenuhnya dapat bega Ian linier karena 

pada beberapa daerah masih ada ego sektoral instansi teknis.

Kemen ATR/BPN berpendapat bahwa :

1) Berkaltan dengan Pasal 71 ayat (3) UU PPLH, p^abat pengawas 

lingkungan hidup sebaiknya terdiri atas lintas sektoral dan 

lintas stakeholder, sehingga Kemen ATR/BPN dapat merijadi 
bagian dari p^abat pengawas lingkungan hidup untuk menilai 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang telah 

sesuai dengan kebjjakan RTRW.

2) Pasal 73 UU PPLH perlu ditiryau ulang, apabila kewenangan 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota dirinci lebih lanjut, 
maka menteri tidak hanya melakukan pengawasan Jika 

Pemerintah menganggap tegadi pelanggaran.

3) Sanksi dalam undang-undang tidak mengikat sehingga 

masih ada kemungkinan tidak dipatuhi. Tidak seperti Amdal 
yang disertai sanksi berat pelanggarannya. UU PPLH tidak 

mencantumkan sanksi bagi Pemerintah atau pemerintah 

daerah yang melakukan pelanggaran. Tidak ada pasal yang 

menjelaskan tentang kesalahan pelaku pencemaran dan sanksi 
terhadap pelaku pencemaran.

4) Pasal 77 UU PPLH perlu ditinjau ulang, apabila kewenangan 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota dirinci lebih lanjut, 
maka menteri tidak hanya menerapkan sanksijika pemerintah 

daerah tidak memberikan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran yang serius di bidang dan pengelolaan lingkungan
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hidup secara sengaja, tetapi Juga memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran untuk kawasan-kawasan strategis atau kawasan 

pada lintas provinsi.

5) Pasal 80 UU PPLH tentang paksaan pemerintah Ini lebih melihat 
bahwa otyek hukumnya adalah perusahaan/badan usaha, perlu 

adanya paksaan terhadap pelanggaran jlka yang melakukan 

adalah individu atau sekelompok masyarakat tentunya dengan 

cara-cara persuasif.

k. Hambatan penegakan hukum lingkungan dikaitkan dengan penataan 

ruang ;

1) Penentuan dalam pemanfaatan ruang yang tertuang dalam 

pola ruang terkadang berbenturan dengan keb[jakan dari lintas 

sektor.

2) Penegakan pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan 

berbenturan dengan penggunaan lahan eksisting, dimana 

penggunaan lahan tersebuttelah berlangsung lama danterkadang 

memiliki kekuatan hukum, padahal apabila ditinjau lebih latijut, 
penggunaan lahan tersebut dapat merusak lingkungan.

3) Penegakan pemanfaatan ruang juga sering kali berbenturan 

dengan penggunaan lahan yang masif dan telah berlangsung 

lama, contohnya adalah permukiman di sempadan sungal 
yang apabila ditinjau dapat merusak lingkungan, yang karena 

tumbuhnya permukiman tersebut sudah sangat masif dan 

berlangsung lama, sehingga apabila dilakukan penegakan 

dengan melakukan relokasi akan timbul konflik sosial.

l. AlokasI anggaran perlu dibahas dengan menteri, gubernur, dan 

bupati/walikota, sehingga tidak terdapat anggaran yang tumpang 

tindih dengan penganggaran di tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Penganggaran harus disesuaikan dengan program 

dan outputdiharapkan.

m. Pasal 45 dan Pasal 46 UU PPLH perlu ditindaklanjuti dengan 

penjabaran program dan output sesuai alokasi dana. Supaya tidak 

terjadi kesenjangan wilayah dalam pendistribusian pendanaan,
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maka perlu kriteria-kriteria untuk menilai wilayah-wilayah yang 

diprioritaskan mendapatkan anggaran. Alokasi pendanaan perlu 

ditambahkan untuk item pendanaan daruratjika terjadi kebencanaan 

alam maupun kegagalan teknologi yang mengakibatkan kerusakan 

lingkungan, pencemaran dan/atau kerusakan yang sangat signifikan 

dan harus segera dikonservasi/dipulihkan kondisinya.

n. Kendala yang dihadapi Kemen ATR/BPN terkait implementasi 
Pasal 22 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 19 UU Penataan Ruang 

adalah masih lemahnya kedudukan tata ruang terhadap posisi 
Amdal. Seharusnya k^lan Amdal mempertimbangkan pola ruang 

dalam RTRW, sehingga lokasi kegiatan tidak berada pada kawasan 

lindung ataupun terdapat syarat-syarat tertentu dalam bentuk 

pengendaiian untuk membatasi pemanfaatan ruangnya. Selain itur 
dalam penyusunan penataan ruang telah terdapat KLHS, sehingga 

dalam RTRW telah mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 
Dengan begitu seharusnya Amdal mengacu pada RTRW, bukan 

seballknya RTRW yang mengikuti hash Amdal. Perlu ada 

kesepakatan dalam penyusunan Amdal jika RTRW dalam masa 

revisi/peninjauan kembali.

0. Dalam melakukan daya dukung dan daya tampung, Kemen ATR/ 
BPN memerlukan dukungan dari instansi lain sebagai wall data 

yang menyediakan data-data dasar dalam analisis daya dukung dan 

daya tampung.

p. Kebljakan/peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

dan perlindungan hidup sudah lengkap, namun demikian untuk 

dapatoperasional bagi penyusunan RTR, masihdiperlukan Petunjuk 

Teknis yang spesifik untuk Tata Ruang. Diperlukan IntegrasI 
kebyakan yang dihasilkan lintas sektoral dan lintas pemangku 

kepentingan. Salah satunya pada Pasal 14 UU PPLH bahwa 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup termasuk KLHS dan tata ruang. Norma tersebut belum secara 

jelas menyebutkan keterkaitan yang bersifat sekuensial dengan UU 

Penataan Ruang. Apabila UU PPLH tersebut Ingin menjadi acuan 

dalam skala RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota maka
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perlu ada pendetailan dalam batang tubuh UU PPLH hingga bisa 

dituangkan dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

q. Guna mewujudkan keselarasan perundang-undangan terhadap 

kebijakan-kebijakan lainnya dari level pusat hingga daerah, 
mekanisme KLHS, Amdal, hingga upaya pengelolaan lingkungan 

hidup dan upaya pemanlauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dapat 
menjadisaturangkaiandalamkegiatanperencanaandanpemanfaatan 

ruang termasuk dalam rangkaian perizinan pemanfaatan ruang 

dalam semangat meringkas tahapan perizinan.

r. Perlu adanya penegasan apakah penyusunan KLHS mengacu pada 

RTRW, karena di dalamnya ada analisis daya dukung dan daya 

tampung atau penyususnan RTRW yang mengacu pada KLHS. 
Disamping itu, berkenaan dengan masa periode untuk KLHS 

maupun RTRW tidak boleh melebihi masa berlaku, sehingga perlu 

adanya penegasan terhadap kedudukan RTRW dan KLHK dan 

masa berlakunya. Penambahan muatan mitigasi dan adaptasi untuk 

mereduksi risiko bencana terutama pada saat melakukan KLHS. 
Dengan begitu, dalam KLHS terdapat integrasi antara mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim dan juga mitigasi dan adaptasi untuk 

mereduksi risiko bencana.

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Diskusi dilakukan dengan KLHK yang dihadiri oleh Ir. Kemal 
Amas M.Sc., dari Sekditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Drs. Sayid Muhadhar, S.Si, sebagai Direktur Verifikasi 
Pengelolaan Limbah B3 danNon-B3 KLHK, dan Jasmin Ragil Utomo, 
S.H., sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK pada tanggal 19 

Juli 2018.
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Gambar 8. Diskusi dengan KLHK

Q
9

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Keberadaan UU PPLH menurut KLHK masih relevan dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 
Norma yang diatur dalam UU PPLH tersebut sejatinya mempunyai 
kekuatan yang cukup besar dalam melestarikan lingkungan 

hidup di Indonesia, namun permasalahannya terletak pada
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pengimplementasiannya;

b. Terdapat dua karakteristik masalah (ingkungan hidup, antara lain:

1) Perusakan/penyusutan/penipisan sumber daya manusla dan 

keanekaragaman hayati (green issues)', dan

2) Pencemaran I ingkungan akibal masuknya makhluk hidup, zat, 
energi, komponen lingkungan hidup lainnya (brown issues).

c. Terkait pengawasan dan penegakan hukum, dalam UU PPLH 

pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi administratif diatur 
dari Pasal 71-Pasal 83 UU PPLH. Pengawasan yang dilakukan 

oleh KLHK berkaitan dengan izin lingkungan dan pengawasan 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Permasalahan yang teijadi di daerah umumnya hanya menerapkan 

sanksi administrasi pada pelaku-peiaku usaha yang meiakukan 

pencemaran. Sanksi administrasi yang diterapkan hanya berupa 

teguran tertulis dan tidak pernah dikenakan sanksi pidana. Sebagai 
akibatnya sanksi tersebut tidak menimbulkan efekjera kepada pelaku 

pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan dan 

pencemaran yangjauh lebih besar. Terhadap persoalan-persoalan 

tersebut, KLHK menerapkan "second line inspection dan second 

line enforcement". Sebagai contoh kebarakan hutan yang terjadi 
sekitar tahun 2015, KLHK langsung meiakukan pengawasan dan 

penindakan di lapangan karena pemerintah daerah yang tidak dapat 
meiakukan penindakan secara tegas.

d. Terkait evaluasi pelaksanaan UU PPLH, terdapat beberapa catatan 

antara lain:

1) Terhadap ketentuan Pasal 66 UU PPLH, saat ini KLHK tengah 

menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tentang 

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti 
SLAPP) dan meiakukan perlindungan hukum kepada ahli, 
saksi dan korban.

2) Terhadap ketentuan Pasal 86 UU PPLH, KLHK akan 

melaksanakan pembentukan sesuai dengan ketentuan tersebut, 
Jika ada permintaan langsung dari masyarakat. Namun, seiama
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ini belum ada permintaan tersebut dari masyarakat. Menurut 
KLHK, telah ada Rancangan Peraturan Pemerintah dan draft- 

nya telah disampaikan ke Kemenkumham, namun c/rafftersebut 
belum bisa ditetapkan. Rancangan Peraturan Pemerintah ini 
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang 

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesalan Sengketa 

Lingkungan Hidup di Luar Pengadllan yang merupakan amanat 
darl UU Lingkungan Hidup 1997 dan masih berlaku hingga 

saat ini. Pasal 86 UU PPLH menjadi tidak implementatif 
karena terkait syarat pendirian lembaga yang suiit dipenuhi 
oleh masyarakat, terutama mengenai pendanaan.

3) Terkait dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, bahwa 

ketentuan larangan dalam Pasal 69 ayat (1) UU PPLH harus 

memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. 
Dalam hal masyarakat hukum adat melakukan pembakaran 

lahan untuk membuka lahan dengan luas maksimum 2 hektar/ 
kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal, teknik 

pembakarannya diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan 

dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Permen LH tentang 

Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan 

dan/atau Lahan). Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, 
KLHK dan Penyidik Poiri melakukan penegakan hukum pidana 

dengan memakai Pasal 108 UU PPLH dengan ancaman pidana 

kurungan 3-10 tahun dan denda Rp. 3-10 Miliar. Sebanyak 22 

kasus kebakaran hutan dan lahan terkait dengan pelanggaran 

Pasal 69ayat(1) hurufh UU PPLHdifasilitasi.berupamelakukan 

pembukaan lahan dengan cara membakar tidak mengikuti teknik 

pembakaran sesuai Permen LH tentang Mekanisme Pencegahan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 

Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Sejauh 

ini tidak terdapat pertentangan antara norma pengaturan dalam 

UU PPLH dengan nilai-nilai yang menjadi kearifan lokal
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masyarakat di Indonesia dalam pembukaan lahan dengan cara 

membakar (Pasal 69 ayat (2) UU PPLH). Selain itu, terdapat 

Permen LHK Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 

tentang Pengendallan Kebakaran Hutan dan Lahan dan 

Permen LH tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ 

atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan 

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, agar lebih disosialisasikan 

ke masyarakat agar ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH tidak 

multitafsir di lapangan.

4) KLHK telah melakukan tindak lanjut ketentuan Pasal 95 ayat (1) 

UU PPLH yang telah dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dengan menginisiasi 

penyusnan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penegakan 

Hukum Pidana Lingkungan HidupTerpadu. Rancangan Perpres 

dimaksud telah tercantum di dalam Keppres Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 

2018. Diharapkan Rancangan Perpres ini ditetapkan menjadi 

peraturan presiden pada bulan Desember tahun 2018. Evaluasi 

terhadap pelaksanaan koordinasi setelah penggabungan, sejauh 

Ini penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan beijalan 

lebih balk. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain: 

adanya penguatan kelembagaan penegakan hukum lingkungan 

hidup dan kehutanan hingga ke daerah, adanya perluasan 

dan penguatan ruang tingkup mandat tujuh undang-undang, 

dan adanya penguatan kapasitas danjejaring eksternal dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan berbasis 

ilmiah.

5) Apabila dalam melakukan tugas pengawasan terhadap suatu 

kegiatan/usaha, P^abat Pengawas Lingkungan Hidup yang 

menemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, 

maka P^abat Pengawas Lingkungan Hidup melaporkan indikasi 

tersebut kepada PPNS dalam bentuk Laporan K^adian (LK). 

Berdasarkan LK dari P^abat Pengawas Lingkungan Hidup, 

PPNS kemudian melakukan proses penegakan hukum pidana.
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Namun, pada kenyataannya masih banyak P^’abat Pengawas 

Lingkungan Hidup yang tidak mau melaporkan langsung 

indikasi adanya tindak pidana kepada PPNS atau Penyidik 

Poiri, hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat Pasal 74 ayat 
(2) UU PPLH, sehingga yang teijadi adalah penerbitan sanksi 
administrasi yang dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup 

daerah tidak menimbulkan efek Jera sehingga pelanggaran 

tersebut terus terjadi yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan terus berlanjut.

6) Terkait pengawasan, permasalahan yang teijadi seringkali 
bukan pada kualitas sumber daya manusia melainkan jumlah 

sumberdaya manusia. Sebagai contoh Jumlah Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup masih sangat terbatas, hal ini berbanding 

terbalik dengan Jumlah perusahaan. Hal itu mengakibatkan 

pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut Juga 

menjadi terbatas.

7) Terkait dengan Pasal 14 UU PPLH, instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum 

maksimal, terautama berkaitan dengan Amdal, KLHS dan izin 

lingkungan.

8) Terkait dengan statement Menteri LHK yang menyatakan 

untuk "mendorong revisi Pasal 69 UU PPLH", menurut KLHK 

arahnya bukan untuk menghapus ketentuan Pasal 69 ayat (2) 
UU PPLH, namun agar lebih diperinci lag! agar masyarakat 
tidak multitafsir dalam mengartikannya.

e. KLHK menilai UU PPLH dinilai masih relevan dalam konteks 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, 
sehingga tidak adasaran untuk merevisi UUtersebut. Namun KLHK 

menilai hal yang perlu dilakukan adalah untuk lebih memperkuat 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

f. Adanya PP OSS menyebabkan perlu adanya penyesuaian ketentuan- 
ketentuan terkait izin lingkungan.

g. Permasalahan yang saat ini teijadi salah satunya lalah terkait
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pembagian wewenang dengan pemerintah daerah terkait Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup, PPNS, dan mediator penyelesaian 

sengketa perkara lingkungan di luar pengadilan. Selain itu pada 

aspek kelembagaan masih terdapat dinas lingkungan hidup 

yang bergabung dengan urusan Iain sehingga dinas tidak fokus 

menangani urusan lingkungan hidup. Kemudian pendanaan urusan 

lingkungan hidup bukan merupakan prioritas karena mengeluarkan 

biaya yang besar dan berbanding terbalik dengan pemberdayaan 

ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diskusi dilakukan dengan Polri dihadiri oleh Kasubdit II/Dil 
Tipidter Bareskrim Polri dengan Kombes Pol Drs. Sulistiono beserta 

jajarannya, dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018.

Gambar 9. Diskusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Kendala dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup antara 
lain:
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1) Dalam penerapan tindak pidana lingkungan hidup khususnya UU 

PPLH belum semua peraturan pelaksanaannya diterbitkan.

2) Belum semua laboratorium untuk penunjukan pembuktian 

terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

3) Dukungan keterangan ahli dalam penyidikan memerlukan 

waktu, dikarenakan melalui beberapa birokrasi (terhambat 
dalam pengadaan ahli).

4) Belum semua anggota Polri punya kemampuan menyidik tindak 

pidana lingkungan hidup dan kemampuan untuk mengambil 
sample lingkungan hidup.

5) Tidak adanya hubungan birokrasi langsung dengan KLHK 

sehingga menyulitkan koordinasi khususnya dalam penegakan 

hukum.
6) Koordinasi dengan pihak Kejaksaan yang sulit sehingga proses 

pemberkasan P21 membutuhkan waktu yang lama.
7) Biaya penanganan yang cukup besar sehingga penanganan 

kasus tindak pidana lingkungan hidup membutuhkan waktu 

yang lama dari level penyelidikan ke penyidikan.

8) Pendanaan untuk penyelidikan dan penyidikan yang 

membutuhkan biaya banyak (biaya laboratorium, ambil sampel, 
ahli).

9) Masih banyak penegak hukum yang tidak memahami UU 

PPLH

b. Keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber day a manusia, sarana 

dan peralatan kegiatan, anggaran menghambat kerja dan kinerja 

penyidikan oleh Polri.

c. Tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan proses 

penyelesaian perkara lingkungan hidup antara perkara perdata, 
pidana, administrasi negara maupun sengketa lingkungan hidup.

d. Secara substansi hukum, UU PPLH telah cukup memadai untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi secara struktur 

hukum, masih menimbulkan diferensiasi penanganan kasus, dan
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e.

f.

g-

h.

tidak diikuti dengan sistem dan metode koordinasi dan pengawasan 

yang integral dan harmonis secarategas. Selain itu UU PPLH belum 

terakumulasi dengan undang-undang terkait kejahatan fmansial 
seperti Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), 
Kej ahatan Perbankan dan sebagainya, sehingga penanganan perkara 

masih menggunakan metode konvensional yang berorientasi pada 

pembuktian materiil predicat crime, dan belum berorientasi pada 

restorasi kerugian ekonomi lingkungan.

Asas ultimum remidium, karena banyak hakim yang dalam 

putusannya memutus hukuman percobaan, padahal dalam 

melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Polri sudah berusaha 

penuh dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, namun dalam 

hal ini hakim menjatuhkan putusan kurang raemuaskan. Sehingga 

diperlukan penyempurnaan terhadap Pasal 100 ayat (2) UU PPLH 

yang sebaiknya tidak lagi mengedepankan sanksi administrasi 
{ultimum remidium)!eiSdiS subsidaritas, akan tetapi diberikan saja 

langsung sanksi pidana {premium remidium).

Hingga saat ini belum ada kementerian/lembaga yang dibentuk oleh 

Pemerintah dalam bentuk penegakan hukum terpadu penanganan 

kasus lingkungan hidup. Koordinasi antara penegak hukum di bidang 

lingkungan hidup juga belum terjalin, baik permintaan tenaga ahli 
maupun dalam koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Selain 

itu juga masih adanya tumpang tindih kewenangan dan lingkup 

kerja antara Polri, PPNS, dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan tidak 

adanya MoU yang menjelaskan kewenangan di lapangan antara 

Polri, PPNS, dan Kejaksaan.

Keterbatasan tenaga ahli di bidang kerusakan akibat kebakaran hutan 

dan belum adanya laboratorium yang terakreditasi menyebabkan 

sulitnya pembuktian pelanggaran baku mutu udara ambien.

Polri memberikan saran bahwa terhadap perlunya dilakukan 

perubahan UU PPLH untuk penyempurnaan, antara lain:

1) Ketentuan pidana terhadap institusi pengawas (Pasal 116 UU 

PPLH) yaitu ditambahkan pengawasan terhadap tindakan yang
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berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan.

2) Memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan 

tracing asset dan penyitaan berdasarkan perintah pengadilan 

dalam vonis perkara untuk memenuhi denda dan ganti rugi atas 

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

3) Memasukkan konsep multidoor dalam proses penanganan 

tindak pidana lingkungan hidup untuk menyinkronkan dan 

mengharmonisasi semua peraturan perundang-udangan 

terkait.

4) Menyederhanakan metode dan konsep pembuktian terutama 

terkait dengan uji laboratorium.

8. Akademisi (Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana)

Diskusi dilakukan dengan Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan 

Wibisana selaku akademisi pada tanggal 30 Juli 2018.

Gambar 10. Diskusi dengan Dr. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
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a

b.

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat
pokok pikiran sebagai berikut:

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan UU PPLH terletak pada 

implementasinya yaitu masih banyak peraturan pelaksanaan yang 

belum terwujud, contohnya Peraturan Pemerintah yang mengatur 
tentang RPPLH Nasional.

Pengawasan dan penegakan hukum di daerah belum terlaksana 

dengan baik, seperti adanya beberapa pemerintah daerah yang 

bahkan seperti mengabaikan putusan pengadilan terkait gugatan 

administratif terhadap izin lingkungan (atau izin lingkungan 
hidup).

c. Belum ada kejelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana 

jaminan di dalam UU PPLH, yaitu sebagai dana jaminan sebagai 
financial guarantee, dana performance bond atau sistem dana 

kompensasi yang didanai oleh pencemar dan calon pencemar.

d. Tidak ada anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup dalam 
APBN atau APBD.

e. Terkait dengan kelembagaan, unsur-unsur penilai Amdal diatur 

lebih lanjut di dalam PP Izin Lingkungan, khususnya Pasal 56- 

Pasal 58. Pasal 56 PP Izin Lingkungan mengakui keenam unsur
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penilai Amdal sebagai anggota dari Tim Penilai Amdal baik di 
pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Khusus untuk pelibatan 

masyarakat dalam penyusunan Amdal, Menteri KLHK menerbitkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis 

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Permen LH 

Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan).

f. Untuk evaluasi Amdal cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah 

atau peraturan dibawahnya, tidak perlu setingkat undang-undang.

g. Secara legal formal, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup secara luas juga sudah diatur di 
dalam berbagai peraturan, termasuk PP Izin Lingkungan, maupun 

Permen LH Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Dalam 

praktiknya, masyarakat juga terlibat dalam banyak pelaporan, 
advokasi kebijakan, sampai dengan gugatan hukum (misalnya 

melalui citizen lawsuits atau hak gugat LSM). Di Indonesia hak 

gugat telah diakui, namun yang belum diatur dalam UU PPLH 

adalah hak gugat citizen lawsuits namun dalam praktiknya telah 

ada di Indonesia.

h. Hal-hal yang sebaiknya diubah pada UU PPLH:

1) Istilah denda dalam Pasal 81 UU PPLH diubah menjadi “uahg 

paksa” (dwangsom). Ditambahkannya satu ketentuan lagi 
tentang Denda Administratif, yang dijatuhkan karena adanya 

pelanggaran, tanpa melihat apakah pelanggaran tersebut akan 

dihentikan/dipulihkan atau tidak.
2) Kejelasan dari Pasal 100 UU PPLH dan seterusnya, bahwa 

ketiadaan mens rea dalam ketentuan-ketentuan ini memang 

dimaksudkan agar ketentuan tersebut tidak lagi mensyaratkan 

adanya mens rea (atau dengan kata lain bahwa ketentuan 

tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan strict criminal 
liability).
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3) Penjelasan dalam Pasal 118 UU PPLH perlu dihapuskan. Pada 

rumusan norma ini dalam UU PPLH membuka penafsiran 

pertanggungjawaban dari korporasi ke pengurus, oleh karenanya 

perlu diaturmengenai pemisahan pertanggungjawaban tersebut, 
karena ada contoh kasus dimana yang menjadi terdakwa 

adalah korporasinya namun kemudian yang dihukum adalah 

perwakilan pengurus korporasinya dimana pengurus tersebut 
tidak pernah dijadikan terdakwa dan hanya menjadi perwakilan 

korporasi dalam pengadilan.
4) Pasal 90 UU PPLH tentang hak gugat pemerintah, dapat 

ditambahkan adanya kewajiban kepada Pemerintah untuk 

mengajukan gugatan, apabila Pemerintah telah mengeluarkan 

dana untuk penanggulangan atau pemulihan, terlebih lagi 
apabila Pemerintah mengetahui pelaku dari pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup.

i. Perlunya organisasi penegakan perkara lingkungan untuk melihat 
seberapa penting perkara pidana dalam perspektif lingkungan. 
Penyelesaian perkara lingkungan hidup secara perdata dan 

administrasi akan lebih efektif karena akan lebih besar berdampak 

bagi pelaku usaha atau pencemar apabila izin usahanya dicabut 
atau dibekukan serta dari sisi ganti rugi akan lebih besar dapat 
menuntut nilai ganti ruginya dari sisi perdata.

j. Sejauh ini penegakan hukum lingkungan cukup mengalami 
perbaikan dengan adanya hakim-hakim bersertifikasi lingkungan 

yang akan mengadili perkara-perkara lingkungan hidup.

9, Indonesian Center for Enviromental Law

Diskusi dilakukan dengan Indonesian Center for Environmental 
Laws (ICEL), yang diwakili oleh Hendri Subagiyo sebagai Direktur 

Eksekutif ICEL pada tanggal 30 Juli 2018.
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Gambar 11. Diskusi dengan ICEL

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat 
pokok pikiran sebagai berikut:

a. Hingga saat ini sejumlah 700 hakim yang bersertifikasi pelatihan 

yang diselenggarakan oleh kerjasama antara ICEL dan Mahkamah 

Agung.

b. Dalam pelaksanaan UU PPLH masih banyak peraturan pelaksanaan 

yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah.
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c. Salah satu keiebihan UU PPLH bahwa pengarusutamaan 

perencanaan pembangunan (inventarisasi, wilayah ecoregion, 
RPPLH, dst), serta memperkuat Instrumen pencegahan tingkat 
pengendalian, seperti KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan 

hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL- 

UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan 

perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran 

berbasis lingkungan hidup, kebutuhan dan/atau perkembangan 

iimu pengetahuan.

d. Masih banyak program prioritas nasional yang belum memiliki 
KLHS, seperti contohnya reklamasi Teluk Jakarta, dan juga untuk 

penambangan semen di Kendeng Rembang yang belum memiliki 
KLHS.

e. Pengaturan di dalam PP OSS disharmoni dengan UU PPLH yaitu 

Izin diberikan terlebih dahulu baru menyusun persyaratan Amdal.

f. Terdapat upaya sinkronisasi perencanaan Pemerintah dengan 

perllndungan lingkungan hidup, seperti RPJMN/RPJMDyang harus 

mendasarkan pada KLHS dan RPPLH, RTRW, dan anggaran yang 

belum mendasarkan pada aspek internalisasi biaya lingkungan hidup, 
sehingga sangat tergantung dengan seberapa kuat pengarusutamaan 

lingkungan hidup melalui instrumen lingkungan hidup.

g. Terdapat beberapa catatan untuk penegakan hukum lingkungan;

1) Kelembagaan penegakan hukum terpadu belum terbentuk 

(wajib berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusI Nomor 18/ 
PUU-XII/2014 dan Pasal 95 UU PPLH).

2) Peran penegakan hukum oleh pemerintah daerah tidak 

begalan.

3) Kelembagaan Superfund untuk lingkungan hidup hingga saat 
ini belum terbentuk padahal ada mandat dana pemulihan dalam 

UU PPLH (instrumen pendanaan lingkungan hidup)

4) PPNS Lingkungan Hidup telah berwenang menyidik TPPU.

h. Terdapat Audit Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa
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Lingkungan Hidup dimana yang pernah ditemukan adalah adanya 

ruang partisipasl masyarakat sangat kecil, misalnya yang dalam 

meng^ukan permohonan audit hanyalah pemerintah daerah (bupatl 
atau gubernur) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 
Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Audit Lingkungan 

Hidup bersifat sukarela dan tidak untuk semua perusahaan hanya 

diw^ibkan untuk perusahaan yang mempunyai resiko terhadap 

lingkungan hidup.

Penegakan hukum oleh pemerintah daerah tidak beijalan dengan 

baik karena adanya conflict of interestsQ^evW izin yang diterbitkan 

oleh pemerintah daerah harus diawasijuga oleh pemerintah daerah 

sehingga sulit dilakukan penegakan hukum.

C. Pemantauan di Pemerintahan Daerah

1. Provinsi Riau

78

Pemantauan pelaksanaan UU PPLH dl Provinsi Riau dilaksanakan 

pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2018. Adapun 

pemangku kepentingan yang menjadi narasumber pada pemantauan 

pelaksanaan UU PPLH ini adalah Pusat Studi Lingkungan Hidup 

Lembaga Penelitlan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau 

(PSLH LPPM Unri), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 
Riau (DLHK Provinsi Riau), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Riau (DKP Provinsi Riau), Kepolisian Daerah Provinsi Riau (Polda 

Riau), dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau (Kejati Provinsi Riau). 
Hasil yang diperoleh darl kegiatan pengumpulan data dan informasi di 
Provinsi Riau adalah sebagai berlkut;

a. Pusat Studi Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Riau

Diskusi dilakukan dengan PSLH LPPM Unri, yang dihadiri 
oleh Suwondo selaku Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup 

Unri beserta jajarannya pada Senin, 20 Agustus 2018, di Ruangan 

PSLH LPPM Unri, Kampus Bina Widya.
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Gambar 12. Diskusi dengan PSLH LPPM Unri

4

Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Sejak disahkannya UU PPLH di Provinsi Riau masih belum 

terdapat RPPLH, menurut PSLH LPPM Unri ketiadaan dari 
dokumen RPPLH tersebut berimbas negatif pada pelaksanaan 

aspek perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dari upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi 
Riau;

2) Terdapat disharmoni antara UU PPLH dengan UU Pemerintahan
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Daerah dalam konteks pengaturan kewenangan dari pemerintah 

daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
hal ini menyebabkan terjadinya sejumlah masalah dalam 

teknis pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi 
Riau, termasuk rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah 

terhadap KLHK apabila dibandingkan dengan kepatuhan 

dari pemerintah daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri, 
seharusnya Kementerian Dalam Negeri dilibatkan secara 

lebih dalam lagi guna mendorong partisipasi dari pemerintah 

daerah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di 
wilayahnya;

3) Secara kelembagaan, penggabungan antara Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang 

terjadi seperti saat ini dinilai tidak dapat menuntaskan akar 

permasalahan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup di Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Hal ini mengingat 
bahwa permasalahan perlindungan lingkungan hidup bersifat 
multi sektor (kehutanan, pertambangan, kelautan, dan lain- 

lain), sehingga dibutuhkan pendekatan yang sifatnya integratif 

dan juga holistik, sedangkan penggabungan keduanya 

menyebabkan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup 

hanya menitikberatkan pada area kehutanan saja;

4) Untuk mengakomodir sifat perlindungan lingkungan hidup yang 

multi sektor, baiknya urusan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup tersebut diurus oleh menteri yang setingkat 
dengan Menteri Koordinator, sehingga, dapat menjawab 

kebutuhan akan pendekatan yang holistik dan integratif 

tersebut;

5) Peraturan pelaksana yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah 

tak jarang bertabrakan antara satu dengan yang lain sehingga 

menjadi kontra produktif dalam konteks perlindungan 

lingkungan hidup. Sebagai contoh, di tahun 2016 ditetapkan 

PP Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang berperspektif 

perlindungan lingkungan hidup, dan kemudian di tahun 2018
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lahir pula PP OSS yang berperspektif pembangunan dan 

cenderung menyederhanakan mekanisme perizinan di bidang 

perlindungan lingkungan hidup yang tentunya membahayakan 

upaya perlindungan lingkungan hidup itu sendiri;

6) Tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Riau cukup linggi 
dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, ditandai dengan 

tingginya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi 
lingkungan hidup lokal terhadap masyarakat lokal, sehingga, 
kesadaran masyarakat lokal akan hak konstitusionalnya dalam 

memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
cukuplah tinggi.

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Diskusi dilakukan dengan DLHK Provinsi Riau, yang dihadiri 
oleh Ir. H. Erwin Rizaldi, M.H. selaku Kepala DLHK Provinsi Riau 

dan Dra. Hj. Amelia Poppy selaku Kepala Bidang Perubahan Iklam, 
Pengelolaan Limbah Padal Domestik, dan Peningkatan Kapasitas 

DLHK Provinsi Riau beserta jajarannya pada Selasa, 21 Agustus 

2018, di Kantor DLHK Provinsi Riau.

Gambar 13. Diskusi dengan DLHK Provinsi Riau

r
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Sejak Dinas Kehutanan bergabung dengan Dinas Lingkungan 

Hidup pada tanggal 1 Januari 2017, kewenangan kabupaten/ 
kota dalam urusan kehutanan menjadi hilang karena dialihkan 

menjadi kewenangan provinsi. Di sisi lain, anggaran DLHK 

Provinsi Riau sebesar Rp 2.488.244.898,- yang tertuang 

dalam beberapa program dan kegiatan dirasa sangat minim 

untuk menyelesaikan semua permasalahan kehutanan yang 

merupakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan UU 

Pemerintahan Daerah;

2) Pada tahun ini DLHK Provinsi Riau merencanakan penyusunan 

RPPLH dengan menganggarkan penyusunan naskah akademis 

yang dibantu oleh ahli kebijakan publik, ahli perencanaan 

wilayah, dan ahli lingkungan. Proses penyusunan RPPLH 

berada pada tahap pembuatan Surat Keputusan Gubernur (SK 

Gubemur) untuk Tim Penyusunan RPPLH Provinsi Riau. 
RPPLH kabupaten/kota belum ditetapkan karena pada dasarnya 

RPPLH merupakan kesepakatan antara kabupaten/kota dengan 

provinsi untuk menggali potensi daerah dengan bersumber 

pada RPPLH provinsi;
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3) Penentuan rencana tata ruang di Provinsi Riau termasuk 

terlambat dilakukan, sehingga menimbulkan besarnya potensi 
tetjadinya kebakaran lahan;

4) Pemulihan iingkungan hidup tidak dilakukan oleh Pemerintah 

jika kerusakan teijadi di lahan milik masyarakat. Pemerintah 

memulihkan lahan-iahan kritis yang sudah dipetakan oleh 

bidang kehutanan. Sebagai contoh, terhadap kerusakan di lahan 

gambut yang tidak memiliki izin akibat kebakaran, Pemerintah 

dan Badan Restorasi Gambut tidak langsung melakukan 

pemulihan karena harus ada verifikasi terlebih dahulu dari 
ahli;

5) Pemerintah Provinsi Riau tidak mengetahul adanya izin yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota akibat kurangnya 
koordinasi di antara keduanya. PP OSS tidak sesuai dengan 

UUPPLH karena izin Iingkungan sudah dapat dikeluarkan 
dengan cukup membuat surat komitmen. Padahal menurut 
DU PPLH, izin Iingkungan tidak dapat keluar tanpa adanya 

dokumen Amdal dan ada ketentuan pidana terhadap p^abat 
yang mengeluarkan izin Iingkungan tersebut. Terkait dengan 

pelaksanaan OSS, DLHK Provinsi Riau hanya memeriksa 
dokumen teknis perizinan dan memberikan rekomendasi s^a. 
Proses selaryutnyaa ada di DPTSP (Dinas Perizinan Terpadu 

Satu Pintu) yang terhubung online dengan Lembaga OSS di 
pusat;

6) Selama ini sudah teijalin koordinasi yang baik antara polisi 
hutan dan PPNS yang kemudian membuat tim koordinasi 
bersama TNI/Polri. Permasalahan yang sering terjadi karena 

adanya bentrok dengan masyarakat;

7) Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU PPLH, P^abat Pengawas 

Lingkungan Hidup merupakan pejabat fungsional sehingga 

beberapa pegawai di DLHK Provinsi Riau harus melewati 
perubahan status menjadi pejabat fungsional. Tanpa perubahan 

tersebut, DLHK Provinsi Riau tidak dapat melakukan 

pengawasan melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

karena hanya P^abat Pengawas Lingkungan Hidup yang
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dapat membuat Berlta Acara Pengawasan. Selama ini DLHK 

ProvinsI Riau masih meminta bantuan kepada Pemerintah 

untuk mengawasi dan mer^atuhkan sanksi administrasi;

8) Pasal 74 ayat (2) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

dapat melakukan koordinasi dengan PPNS. Frasa "dapat" 

menyebabkan tidak adanya kewajiban untuk melakukan 

koordinasi antara P^abat Pengawas Lingkungan Hidup dan 

PPNS;

9) Jika terjadi pengaduan atas adanya pencemaran atau perusakan 
lingkungan hidup, idealnya dilaporkan terlebih dahulu kepada 

DLHK Provinsi Riau karena pada kasus lingkungan hidup 

yang lebih diutamakan iaiah pembinaan untuk menyelesaikan 

urusan administrasi dibandingkan sanksi pidana. Namunjika 

terdapat korbanjiwa akibat dari pencemaran atau perusakan 

lingkungan hidup, maka perkara langsung ditangani oieh 
kepolisian. Selarijutnya pada proses pemeriksaan, Polda Riau 

dapat meminta keterangan ahli dari DLHK Provinsi Riau;

10) Pada kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Chevron 

Pacific Indonesia (PT. CPI), peran DLHK Provinsi Riau 

bersama dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai 
mediator di luar pengadllan antara PT. CPI dan masyarakat. 
PT. CPI kemudlan melakukan pemulihan dengan membuat 
proposal RPLT (Rencana Pemulihan Lahan Terkontaminasi). 
Pemerintah melakukan peninjauan luas lahan terkontaminasi 
untuk dipulihkan dan mengesahkan RPLT dan PT. CPI mulal 
melakukan kegiatan pemulihan;

11) Pasal 77 UU PPLH dianggap sulit untuk dilakukan mengingat 
urusan Menterl yang cukup banyak sehingga ada pelanggaran- 
pelanggaran yang tidak ditindak. Sebagai contoh kasus di 
Kabupaten Indragiri Hulu dimana ada pelaku usaha yang 

melakukan pencemaran berulang-ulang namun tidak dikenakan 

sanksi. DLHK Provinsi Riau mengusulkan agar pemerintah 
provinsi diberikan kewenangan tersebut agar pelanggaran 

dapat ditindak;
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12) Terkait dengan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, biasanya 

masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar mengatasnamakan masyarakat adat tetapi tidak dapat 
menunjukkan legitimasinya secara hukum sebagai masyarakat 
hukum adat. Selain itu, para pelaku tidak memenuhi mekanisme 

pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 Permen LH tentang Mekanisme Pencegahan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 

Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

13) Saat ini telah dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

Kelas A yang masih kekurangan sarana dan prasarana. Untuk 

melakukan pengujian dalam pemantauan kualitas lingkungan, 
DLHK Provinsi Riau menggunakan laboratorium miiik Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau yang belum terakreditasi, Dinas PUPR 

Provinsi Riau, Laboratorium Pusat Pengendalian Pembangunan 

Ekoregion Sumatera (P3ES), dan laboratorium swasta yang 

terakreditasi.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Diskusi dilakukan dengan DKJP Provinsi Riau, yang dihadiri 
oleh Ir. Herman, M. Si. selaku Kepala DKP Provinsi Riau beserta 

jajarannya pada Selasa, 21 Agustus 2018, di Kantor DKP Provinsi 
Riau.

Gambar 14. Diskusi dengan DKP Provinsi Riau
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Permasalahan yang paling menonjol dalam upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau antara lain 

sebagai berikut:

a) Isu Pencemaran Perairan (limbah)
Melalui personil Pengawas Perikanan perusahaan- 

perusahaan seperti pabrik kelapa sawit kerap membuang 

limbah ke perairan sehingga menyebabkan kasus kematian 

masal untuk jenis ikan di perairan sekitamya. Laporan 

masyarakat ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, 
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Dumai. Untuk 

pembuktiannya sendiri terdapat kesulitan memastikan 

dugaan penyebab kematian ikan diperlukan analisis 

buangan limbah, sehingga diperlukan pengertian yang jelas 

mengenai deflnisi limbah dan pencemarannya;

b) Isu Eksploitasi Hutan Mangrove di Kabupaten Kepulauan 

Meranti
Di Kabupaten Kepulauan Meranti pemah terjadi penebangan 

dan pengeksploitasian hutan mangrove untuk dijadikan
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kayu arang ekspor. Dari hasil studijuga ditemukan bahwa 

tingkat abrasi cukup tinggi. Apabila eksploitasi hutan 

Mangrove Ini tidak dilakukan kontrol dan pengawasan 

terpadu tentu saja masa depan keberlangsungan hidup 

hutan Mangrove akan semakin terancam.

2) Menurut DKP Provinsi Riau, UU Pemerintahan Daerah 

berimplikasi hukum terhadap pengaturan pada undang-undang 

lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir karena 

kewenangan pemerintahan kabupaten/kota yang semula dari 0 

s/d 4 mil laut sudah dialihkan kewenangannya ke pemerintahan 

provinsi;

3) UU PPLH harusnya dapat bersinergi dengan beberapa ketentuan 

dalam undang-undang lain, seperti UU Penataan Ruang yaitu 

dalam pembuatan rencana zonasi harusjuga meiaksanakan 

KLHS seperti pada Pasal 15 ayat 2 huruf a UU PPLH, karena 

menurut DKP Provinsi Riau rencana zonasi merupakan bagian 

dari RTRW. Terhadap Pasal 15 ayat 2 huruf a UU PPLH harusdi 
tinjau untuk memasukan rencana zonasi atau kegiatan-kegiatan 

lain yang berkaitan dengan ruang harus meiaksanakan KLHS, 
karena mengatur keseluruhan pemanfaatan lingkungan hidup;

4) Pengimplementasian dari Pasal 12 ayat 1 UU PPLH di Provinsi 
Riau, DKP Provinsi Riau sejauh ini belum pernah ikut serta 

dan teriibat secara aktif dalam konsep RPPLH;

5) Penerapan Pasal 66 UU PPLH dirasa masih kurang dapat 
diimplementasikan, saat ini terdapat beberapa LSM yang kerap 

membuat isu karena tidak puas dengan pemerintahan yang 

ada, yang awalnya LSM ini tampak bagus karena concern 

terhadap lingkungan hidup, ternyata terdapat maksud lain 

sehingga bagaimana kedepannya pembuktian untuk LSM yang 

melakukan hal demiklan;

6) Koordinasi antara dengan DLHK Provinsi Riau serta institusi 
penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak 

pidana lingkungan hidup yang berada di wilayah pesisir atau
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laut belum terjalin dengan baik. Sehingga diperlukan instrumen 

hukum sebagai dasar untuk koordinasi secara kelembagaan 

dalam pengawasan secara terpadu;

7) Pelaksanan penyediaan sarana prasarana darl sistem informasi 
sesuai Pasal 62 ayat (1) UU PPLH sesuai tupoksi DKP Provinsi 
Riau dengan papan himbauan dan larangan seperti suaka 

perikanan terubuk di Kabupaten Bengkalls, Kabupaten Siak, 
dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Papan Informasi juga 

ditampllkan di beberapa wilayah kawasan Mangrove seperti 
di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Untuk peralran darat seperti waduk, danau, 
dan sungai Juga ditampllkan papan himbauan apablla ada zona 

larangannya sehingga menjaga lingkungan sumber daya alam;

8) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup masih tergolong rendah yang terlihat darl 
budaya membuang sampah secara sembarangan, dan masih 

banyaknya ditemukan nelayan yang menggunakan alattangkap 

ikan tldak ramah lingkungan.

d. Kepolisian Daerah Riau

Diskusi dilakukan dengan Polda Riau, yang dihadiri oleh 

Kombes Pol. Gideon Arif Setiawan, S. IK. selaku Direktur Reserse 

Krimlnal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau beserta penyidik 

kriminal khusus pada Kamis, 23 Agustus 2018, di Kantor Reserse 

Kriminal Khusus Polda Riau.
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Gambar 15. Diskusi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus

[f

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Tidak terdapat perbedaan cara penanganan perkara tindak 

pidana lingkungan hidup dengan tindak pidana lainnya di 
Provinsi Riau, karena dalam penanganan perkara tindak pidana 

lingkungan hidup terdapat ketidakjelasan leading sector dan 

entry point-nya.. Oleh karena itu, Polda Riau tetap berpedoman 

pada KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 
dan Peraturan Kabareskrim;

2) Tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme khusus dalam 

pelaksanaan koordinasi penegakan hukum terpadu antara PPNS
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dengan Penyidik Polri dan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 
95 ay at (1) UU PPLH;

3) Prosedur pembagian penanganan perkara lingkungan hidup 

yang dilakukan oleh Polda Riau dan PPNS Lingkungan 

Hidup adalah apabila Polda Riau terlebih dahulu menemukan 

pelanggaran dan/atau peristiwa tersebut dibutuhkan atensi 
yang besar, maka penanganan perkara akan dilakukan oleh 

Polda Riau, sedangkan apabila pelanggaran tersebut terlebih 

dahulu diteniukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan/atau 

peristiwa tersebut tidak membutuhkan atensi yang besar, maka 

penanganan perkara dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup 

dengan memberikan surat pemberitahuan ke Polda Riau terkait 
proses penyidikan yang dilakukannya;

4) Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH menggunakan asas 

ultimum remedium (obat/upaya terakhir) apabila penegakan 

hukum administrasi masih dirasa kurang efektif, namun 

penggunaan asas ultimum remedium tersebut hanya berlaku 

pada tindak pidana formil tertentu yaitu terhadap pelanggaran 

baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan;

5) Terdapat potensi disharmoni antara Permen LHK Nomor 

P/102/MENLHK/SETJEN/KUM. 1 /12/2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Lingkimgan Hidup Bagi Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan 

Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dengan 

Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH, karena 

peraturanmenteri tersebut tidak mengatur mengenai batas waktu 

penerapan peraturan menteri tersebut, sehingga berpengaruh 

pada ketaatan pelaku usaha dalam melengkapi izin lingkungan, 
amdal, dan/atau UKL-UPL;

6) Polda Riau bersinergi dengan LSM di Provinsi Riau perihal 
dukungan terhadap terlaksananya Pasal 66 UU PPLH yang 

memberikan perlindungan pada korban dan/atau pelapor 

pencemaran lingkungan;
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7) Pada umumnya pemberian sanksi tindak pidana lingkungan 

hidup dijatuhkan secara berlapis dengan undang-undang 

lainnya, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan dan Iain 

sebagainya;

8) Pasal 102 dan Pasal 103 UU PPLH tidak mengatur perihal batas 

minimum limbah B3 sebagai objek perkara dalam penyidikan 

tindak pidana lingkungan hidup; dan

9) PoldaRiau belum memiliki informasi perihal lokasi laboratorium 

yang memenuhi ketentuan untuk melakukan penelitian limbah 

dan Polda Riau hingga saat ini belum memiliki petugas 

laboratorium forensik, sehingga masih membutuhkan bantuan 

dari pihak lain, yang berimbas lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk menghadirkan tenaga ahli, sedangkan pencemaran 

lingkungan hidup dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena 

itu, Polda Riau mengharapkan adanya program pendidikan/ 
sertifikasi bagi para Penyidik Polda Riau untuk memiliki 
kemampuan pengambilan sample limbah tersebut.

e. Kejaksaan Tinggi Riau

Diskusi dilakukan dengan Kejati Riau, yang dihadiri oleh Dr.
Mia Amiati, S.H., M.H. selaku Wakil Kepala Kejati Riau beserta
jajarannya pada Kamis, 23 Agustus 2018, di Kantor Kejati Riau.

Gambar 16. Diskusi dengan Kejati Riau

mmins
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang
memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Kondisi umum pelaksanaan UU PPLH perlu disempurnakan 
antara lain:
a) Penafsiran Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 69 ayat 

(2) UU PPLH harus diperjelas dasar ketentuan peraturan 
pelaksanaan dibawahnya apakah peraturan gubemur serta 
apakah juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG), Badan Lingkungan Hidup, dan 
lain-lain;

b) Pasal 102 UU PPLH tidak membuat batasan minimum 
limbah B3 yang dapat dikenakan pemidanaan;

2) Permasalahan lingkungan hidup yang menonjol di Provinsi 
Riau antara lain sebagai berikut:

a) Perihal pembuktian dalam penegakan hukum lingkungan sangat 
tergantung pada pendapat ahli, sedangkan yang dihadirkan 
oleh penyidik adalah ahli dari perguruan tinggi terkemuka 
di luar Provinsi Riau, padahal ahli tersebut bisa didapatkan 
dari perguruan tinggi di Provinsi Riau (hal ini mungkin 
dalam dikarenakan adanya ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Permen 
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan
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"AhU tersebut harus ditunjuk oleh pejabat setingkat Eselon 

0":
b) Adanya perbedaan pendapat ahli penuntut umum dengan ahli 

yang diajukan oleh pihak penasehat hukum terdakwa;

c) Penanganan perkara yang merupakan delik materill yang 

membutuhkan penghitungan akurat perihal batas ambang 

baku mutur sedangkan laboratorlum yang digunakan dalam 

penanganan perkara tersebut merupakan laboratorlum yang 

belum memiliki akreditasi;

d) Kurangnya pengawasan DLHK Provinsi Riau serta dinas 

lainnya yang berkaitan perihal kelengkapan dan standardisasi 
terhadap kepemilikan serta penggunaan sarana dan prasarana 

perusahaan yang sering menjadi penyebab kebakaran hutan 

dan lahan konsesi perusahaan.

3) Penegakan hukum dalam pelanggaran lingkungan hidup, belum 

fokus kepada pengembalian aset (assef recover^ lingkungan 

hidup, hanya kepada pengusutan pelaku pelanggaran saja;

4) Urgensi dibutuhkannya perlindungan bagi korban dan/atau 

pelapor pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah 

sebagal bentuk adanya kepastian hukum yang diberikan oleh 

UU PPLH. LSM di Provinsi Riau selama ini sudah aktif 
melaporkan peristiwa pelanggaran lingkungan hidup kepada 

penyidik, sehingga penyidik senantiasa melakukan pengawasan 

dan koordinasi dengan penuntut umum dijajaran K^ati Riau. 
Namun perihal tersebut, hingga saat ini di Provinsi Riau belum 

pernah ada tuntutan pidana maupun gugatan perdata pada 

sut^ek hukum tersebut;

5) Provinsi Riau belum memiliki peraturan daerah perihal dapat 
dilakukannya pembukaan lahan dengan cara pembakaran 

lahan dalam konteks kearifan lokal, sedangkan hal tersebut 
seharusnya diatur dengan peraturan daerah dengan melibatkan 

lembaga terkalt, mengingat rawan teijadinya kebakaran lahan 

yang sering teijadi di Provinsi Riau;
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6) Penegakan hukum terpadu dalam penanganan perkara 

lingkungan hidup di Provinsi Riau dirasa sudah begalan 

efektif antara PPNS, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan. 
Penegakan hukum terpadu tersebut dimulai sejak dikirimnya 

surat pemberltahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada 

penuntut umum yang dilarjutkan dengan koordinasi dan upaya 

pengumpulan barang dan/atau alat buktl perkara. Koordinasi 
Juga dilakukan dalam hal pendampingan ahli lingkungan di 
lapangan untuk melakukan konsultasi dan tanyajawab antara 

penyidik, penuntut umum dan ahli guna memahami faktor- 
faktor penyebab teijadinya tindak pidana dan akibat yang 

ditimbulkan. Namun, hingga saat ini belum pernah terdapat 
pelimpahan berkas langsung dari PPNS kepada Kejati Riau 

perihal teijadinya tindak pidana lingkungan hidup:

7) Koordinasi antara K^atl Riau dengan Polda Riau dan dinas 

terkait dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan 

hidup dilakukan dengan cara melakukan dinamika keiompok 

penyidik dan penuntut umum. Keglatan ini dirasa efektif 
dilakukan untuk kesempurnaan dan kelengkapan berkas 

perkara. Di luar itu, belum pernah ada koordinasi antara PPNS 

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penyidik Polda di 
Provinsi Riau;

8) Pemerintah daerah sudah mengembangkan SILH untuk 

mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebjakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti 
pantauan titik hotspotxx\e\^\u\ keijasama BMKG dengan satelit 
NASA dan NOAH sehingga diketahui keadaan dan tingkat 
kerawanan lingkungan pada masing-masing daerah di Provinsi 
Riau. Di samping Itu pada tiap-tiap daerah sudah dipasang 

Infomasi pada indeks standar pencemar udara (ISPU). Program 

tersebut turut mempermudah pembuktian dalam penegakan 

hukum lingkungan;

9) Masyarakat Provinsi Riau sudah berperan aktif dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti
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terbentuknyadesamasyarakatpeduli api yang melakukandeteksi 
dini terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat 
peduli api ini dengan swadayanya teiah melengkapi dirinya 

dengan sarana prasarana yang memadai dalam kegiatannya itu 

serta melatih diri juga untuk kesiagaannya melalui koordinasi 
dengan Manggala Agni (petugas pelatihan dan antisipasi api) 

yang juga difasilitasi oleh pelaku usaha setempat;

10) UU PPLH perlu dilakukan penyempuraaan berupa pengaturan 

mengenai kewaj iban sertifikasi dan pelatihan hukum lingkungan 

bagi aparat penegak hukum yang melakukan penanganan 

perkara lingkungan hidup;

11) Kejati Riau memberikan saran, antara Iain:

a) Diperlukan pengaturan yang lebih jelas perihal penegakan 

hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan 

hidup (dapat mengambil contoh dalam penanganan tindak 

pidana pemilu dalam UU Pemilu);
b) Penanganan tindak pidana lingkungan yang harus dikaitkan 

dengan UU PPLH terkait seperti UU Kehutanan dan lain- 

lain;

c) Diperlukan pengaturan yang lebih Jelas terhadap Pasal 119 

UU PPLH untuk mengatur pidana tambahan atau tindakan 

tata tertib terhadap badan usaha; dan

d) Perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam penentuan 

kriteria “kearifan lokal”.

5. Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan pelaksanaan UU PPLH di Provinsi Jawa Tengah 

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 24 Agustus 

2018. Adapun pemangku kepentingan yang menjadi narasumber 

pada pemantauan pelaksanaan UU PPLH ini adalah Pusat Penelitian 

Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Diponegoro (PPLH LPPM Undip), Dinas Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (DLHK Provinsi Jawa 

Tengah), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (DKP 

Provinsi Jawa Tengah), Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jawa 

Tengah), dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jawa Tengah). 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data dan informasi di 
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro

Diskusi dengan PPLH LPPM Undip dilaksanakan pada tanggal 
20 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat LPPM PPLH Undip. 
Diskusi dibuka oleh Drs. Dwi Purwantoro Sasongko, M.Si. selaku 

Ketua PPLH LPPM Undip, dan dihadiri oleh Prof. Dr. Sudharto 

P. Hadi selaku Wakil Ketua Dewan Riset Nasional dan Guru Besar 

Management Lingkungan Undip, serta Prof. Dr. FX Adji Samekto 

selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Lingkungan Undip.

Gambar 17. Diskusi dengan PPLH LPPM Undip
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang
memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) UU PPLH disusun sebagai respon dari UU Lingkungan Hidup 

1997 yang tidak lagi memadai karena secara struktural sudah 

berubah dengan adanya otonomi daerah, dan secara kultural 

karena adanya perubahan reformasi terkait keterbukaan 

informasi. UU PPLH dipandang lebih progresif (ketentuan 

tentang pidana dan partisipasi publik) dan visioner (dengan 

memasukkan aspek sumber daya alam, RPPLH, prinsip 

ekoregion dan KLHS). Namun demikian, instrumen yang baik 

ini belum didayagunakan secara optimal untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan.

2) Pasal 1 angka 14 UU PPLH terkait definisi pencemaran tidak 

mengenal motif dan kriteria melampaui baku mutu lingkungan. 

Hal ini dapat mengesampingkan kebenaran materiil yang pada 

realitanya sudah menimbulkan kerugian. Sebagai solusi, baku 

mutu lingkungan harus dibuat seketat mungkin yang ambang 

batasnya dinaikkan melalui peraturan pelaksana.

3) RPPLH Jawa Tengah belum pemah disusun untuk pemanfaatan 

sumber daya alam sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (1) UU 

PPLH, karena RPPLH Nasional belum disusun sebagaimana

KAJIAN. ANALISIS. DAN EVALUASl UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERI.INTDUN'GAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI 
TAHUN 2018

97



ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPLH. Prinsip/konsep daya 

dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan masih sebatas 

digunakan untuk penyusunan RTRW dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Dan Menengah Daerah (RPJPMD). Namun 

dalam banyak kasus, KLHS barn disusulkan setelah RTRW dan 

RPJMD telah selesai disusun.

4) Dalam penerapan Pasal 66 UU PPLH, salah seorang aktivis 

pemah dikriminalisasi dalam memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan gerakan 

masyarakat Pegunungan Kendeng Utara. Meskipun Presiden 

Joko Widodo pada pertemuan Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng (JMPPK) langgal 2 Agustus 2016 telah 

memerintahkan semua kegiatan penambangan dihentikan 

selama KLHS berlangsung untuk ekosistem Pegunungan 

Kendeng yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, 
Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora di Jawa Tengah 

dan Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten 

Bojonegoro di Jawa Timur, namun hal tersebut tidak juga 

dipatuhi.

5) Norma dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH masih relevan karena 

pembukaan lahan dengan metode pembakaran yang dilakukan 

masyarakat berdasarkan kearifan lokal dapat mengisolasi lahan 

yang dibakar dan luasnya relatif kecil. Pengakuan kearifan 

lokal sejalan dengan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
Metode tersebut relevan untuk kasus-kasus pembukaan lahan 

di Kalimantan dan Sumatera. Namun demikian, ketentuan pasal 
ini pemah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh 

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan 

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasa 

hukumnya Refly Hamn.

6) Ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU PPLH sudah ada sejak UU 

Lingkungan Hidup 1997 sebagai bentuk fasilitasi penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau Alternative
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D/sp£yfe/?eso/i/r/on(ADR).ADRmerupakanbentukpenyelesaian 

yang mendasarkan pada Joint problem solving (pemecahan 

masalah bersama) berbasis interest (kepentingan bersama) 
sehingga memiliki potensi win-win solution dan menjaga 

hubungan baik pihak yang bersengketa sebagaimana ciri 
masyarakat madani. PPLH LPPM Undip pernah mempelopori 
pelatihan ADR tahun 1997-1998 bekeijasama dengan ICEL 

untuk mediator dari badan/dinas lingkungan hidup kabupaten/ 
kota di Jawa Tengah. Namun demiklan, hingga kini belum ada 

lembaga penyediajasa dimaksud.

7) Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung menyukai 
penggunaan ADR sebagai sarana penyelesalan konflik, 
sedangkan pihak yang kuat seperti pengusaha lebih menyukai 
media pengadilan karena pengusaha memiIiki banyakresources. 
Padahal penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya 

lama, biayanya mahal, dan menghasilkan keputusan yang 

win-lose serta mengancam hubungan balk para pihak yang 

bersengketa.

8) Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU PPLH tidak begalan 

efektif. Sebagai contoh, kegiatan penambangan Galian C di 
berbagal kabupaten/kota Jawa Tengah tidak dilakukanreklamasi 
dan dibiarkan lubang-iubang menganga yang menimbulkan 

kerusakan lingkungan. Seharusnya reklamasi bagian dari 
Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RKL/RPL) yang harus dllaksanakan pemrakarsa kegiatan. 
Namun demikian, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan yang memungut dana reboisasi 
dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukung lainnya dari 
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hash Hutan dari hutan 

alam yang berupa kayu.

9) Konsep pelaksanaan penegakan hukum di Jawa Tengah sudah 

menggunakan sinergi antara aparat penegak hukum dan PPNS, 
sehingga tidak ada permasalahan dalam Pasal 95 ayat (1) UU
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demikian Pemerintah bukanlah pelaku usaha berdasarkan PP 

OSS.

17) UU PPLH belum perlu dilakukan penggantian, tetapi perlu 

penegakan (enforcement) dan pemantauan implementasinya 

dalam hal:

a) Pasal 9 UU PPLH terkait kewajiban Pemerintah untuk 

menyusun RPPLH
b) Pasal 45 dan Pasal 46 UU PPLH terkait penyediaan 

anggaran berbasis lingkungan
c) Pasal 48 UU PPLH terkait audit lingkungan hidup

d) Pasal 112 UU PPLH terkait pej abat yang tidak melaksanakan 

pengawasan ketaatan lingkungan hidup.
e) Pasal 26 ayat (2) UU PPLH terkait pelibatan masyarakat 

harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi 
yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum 

kegiatan dilaksanakan. Pasal ini tidak diikuti dengan 

mekanisme dan sanksi.
f) Sanksi jika tidak melaksanakan KLHS

g) Pasal 46 UU PPLH terkait kewajiban Pemerintah dan 

pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk 

pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan ini merugikan 

karena pelaku pencemar tidak diungkit, dan pencemaran 

yang disebabkan oleh industri menjadi beban Pemerintah. 
Konflik pengelolaan kayu di perbatasan Semarang-Kendal 
yang dapat menyebabkan abrasi pantai, dalam kasus ini 
perusahaan memberi ganti rugi tapi Pemerintah yang 

menanggung kerusakan.
h) Pasal 108 UU PPLH terkait pembakaran hutan dikenakan 

denda Rp. 10 Milyar sementara denda pelanggaran limbah 

B3 hanya Rp. 3 Milyar.

18) Banyak hal barn dalam UU PPLH tetapi tidak dibarengi dengan 

institusi yang memadai.
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19) UUPPLHmengamatkan ISPeraturanPemerintahyangmenjadi 
peraturan pelaksana, namun hanya baru beberapa saja yang 

diterbitkan.

b. KepoHsian Daerah Jawa Tengah

Diskusi dengan Polda Jawa Tengah dilaksanakan pada hari 
selasa, tanggal 21 Agustus 2018, yang dihadiri oleh AKBP Haryo 

Sugiharto selaku Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus dan AKBP Leganek Mawardi, S.H, S.IK, M.SI selaku 

kasubdit IV/Tipiter Polda Jawa Tengah.

Gambar 18. Diskusi dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Data laporan Polisi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang 

ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk 3 tahun 

terakhir yaitu:

Tabel 5. Data Laporan Tindak Pidana LH Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Tahun LP Saikara P21 
dan Tahap 11 Proses

2016 1 1 -
2017 4 2 2
2018 1 - 1

2) Secara umum upaya periindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum di 

bidang Lingkungan hidup di wilayah hukum Polda Jawa Tengah 

sebagaimana yang diamanahkan DU PPLH telah terlaksana 

dengan baik dan lancar, hal tersebut dibuktikan dengan data 

penyelesaian perkara yang rata-rata tuntas sampai tahap 

pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

3) Namun dari proses penyelidikan hingga ke tahap penyidikan 

terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi antara 

lain:

a) Penanganan barang bukti hasll sitaan yang termasuk 

dalam kategori limbah B3 perlu perlakuan khusus, karena 

belum tersedia tempat khusus sesuai ketentuan yang dapat 

dyadikan tempat penyimpanan sementara limbah B3.

b) Hasil koordinasi dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah 

bahwa belumadaketentuanyangdibuatbaiktingkat provinsi 

maupun tingkat kabupaten/kota terkait dengan ketetapan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf 

c dan huruf d yang berpotensi terjadi di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah, yang mellputi :
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(1) Kriteria Baku kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa.

(2) Kriteria Baku kerusakan terumbu karang.

(3) Kriteria Baku kerusakan lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan

(4) Kriteria baku kerusakan Mangrove.

4) Terkait Pasal 66 UU PPLH, aturan yang dimaksud dalam 

penjelasannya sudah baik, dengan syarat dalam menyampaikan 

pendapat atau pelaporan mengikuti ketentuan maupun norma 

yang ada, apabila penyampaian dilakukan secara anarkis maka 

perbuatan anarkis tersebut yang perlu dilakukan tindakan 

hukum sesuai ketentuan yang berlaku

5) Pasal 69 ayat (2) UU PPLH perlu ditinjau kembali, karena 

dampak yang ditimbulkan akibat dari proses pembakaran 

lahan yang dimungkinkan penjalaran api tak terkendali 
sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang meluas, 
pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara yang sulit 
teratasi, sehingga berakibat terganggunya beberapa sektor 
antara lain terancamnya habitat flora dan fauna, terancamnya 

keanekaragamanhayati, terganggunya keselmbanganekosistem, 
mengganggu stabilitas nasional maupun internasional, karena 

dampak pencemaran dapat merambah ke negara tetangga.

6) Menurut Polda Jawa Tengah khususnya Penyidik Ditreskrimsus 

yang membidangi penegakan hukum lingkungan, mereka telah 

melaksanakan amanah Pasal 95 ayat (1) UU PPLH setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X1I/2014 yang 

mewajibkan adanya penegakan hukum terpadu. Koordinasi 
antara Penyidik Poiri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beijalan 

efektif dan efisien sesuai Standard Operational Procedur 
(SOP) yang ada sehingga penanganan perkara sebagian besar 
tuntas sampai dengan penyerahan tersangka dan barang 

bukti ke K^aksaan. Sebagai contoh, bahwa mulai dari tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, penyidik telah
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bersinergi melakukan koordlnasl dengan DLHK Provinsl Jawa 

Tengah, bahkan apablla diperlukan melakukan koordinasi 
dengan Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten maupun 

kota, begitujuga dalam menguatkan pembuktian tindak pidana 

yang sedang ditangani meminta keterangan ahli darl DLHK 

Provinsi Jawa Tengah.

7) Pengembangan SILH sebagalmana Pasal 62 ayat (1) UU 

PPLH memuat keragaman kualitas karakter ekologis, sebaran 

penduduk, sebaran potensi sumberdaya alamdan kearifan lokal 
berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang berada 

di DLHK Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kondisi Jawa 

Tengah yang meliputi antara lain Kualitas Lingkungan Hidup 

Jawa Tengah, kualitas air sungai, udara ambien, saat ini baru 

tahap koordlnasl, belum terlaksana dalam pelaksanaan upaya 

penegakan hukum lingkungan hidup.

8) Pasal 63 ayat (1) huruf x UU PPLH mengatur tentang salah 

satu tugas dan kewenangan darl Pemerintah adalah untuk 

mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan 

hidup. Sarana laboratorium yang berada di wilayah hukum 

Provinsi Jawa Tengah, yang selama ini digunakan untuk 

melakukan uji laboratorium untuk pembuktian dalam menangani 
tindak pidana lingkungan adalah Laboratorium yang telah 

terakreditasi, yaitu Balai Besar Teknologi dan Pencemaran 

Industri di Kota Semarang, pada DLHK Provinsi Jawa 

Tengah telah terdapat laboratorium yang terakreditasi danjuga 

Laboratorium Forensik Poiri hanya s^a belum tersedia fasilitas 

untuk lakukan uji berkaitan dengan limbah B3 (uji TCLP).

9) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam bentuk kegiatan:

a) Beberapa lembaga peduli lingkungan maupun masyarakat 
perorangan yang berperan dengan memberikan informasi 
kepada penyidik apabila menemukan adanya dugaan 

pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak taat ketentuan
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berkaitan dengan tata kelola lingkungan hidup. Contohnya 

tidak melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan, 
tidak mengendalikan dampak udara yang dihasilkan dari 
giat prosuksinya, dsb.

b) Upaya dari kalangan masyarakat yang terorganisir dalam 

wadah Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan mengadakan 

sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada 

pelaku usaha dan atau kegiatan untuk taat terhadap 

ketentuan khususnya dalam upaya pengelolaan lingkungan 

hidup sebagaimana UU PPLH, yang melibatkan pembicara/ 
narasumber DLHK Provlnsi Jawa Tengah sebagai Pembina 

dan Pengawas Lingkungan Hidup dan Ditreskrimsus Polda 

Jawa Tengah sebagai penegak hukum lingkungan hidup.

10) Beberapa masukan Polda Jawa Tengah sebagai berikut:

a) Substansi UU PPLH sudah baik untuk diimplementasikan 

oleh para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum 

lingkungan, namun perlu ditindak latijuti ketetapan tentang 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 

Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang 

berpotensi teijadi di Jawa Tengah.

b) Belum ada cara penghitungan terhadap kerugian negara 

secara materil berkaitan dengan pelaku usaha dan atau 

kegiatan yang belum taat terhadap ketentuan perizinan 

atau tata kelola lingkungan hidup yang mengakibatkan 

kerusakan terhadap media lingkungan hidup yang tercemar 
akibat dampak dari pengelolaan limbah yang dihasilkan 

tanpa izin, maupun menghasilkan limbah B3 tidak 

melakukan pengelolaan dan dumping limbah B3 tanpa izin 

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59, 
Pasal 60 dan ketentuan pidana dalam Pasal 102, Pasal 103 

dan Pasal 104 UU PPLH.
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c. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Diskusi dengan Kejati Jawa Tengah dilaksanakan pada hari 
Selasa tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kejati 
Jawa Tengah. Diskusi dibuka oleh Asisten Bidang Tindak Pidana 

Umum Kejati Jawa Tengah Mamik Suligiono, S.H., M.H. beserta 

jajaran.

Gambar 19. Diskusi dengan Kejati Jawa Tengah

li
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Dalam diskusi diperoieh data dan informasi yang memuat
pokok pikiran sebagai berikut:

1) Secara umum pelaksanaan UU PPLH sudah baik. Setiap proses 
perumusan dan penerapan instruraen pencegahan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan 
dan penegakan hukum, mewajibkan pengintegrasian aspek 
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2) Jarang terdapat kasus pidana lingkungan hidup di Jawa 
Tengah. Pada tahun 2017, Kejati JawaTengah hanya menerima 
satu kasus pidana lingkungan hidup, dan penanganannya pun 
dilakukan seperti penanganan kasus pidana pada umumnya.

3) Kejati Jawa Tengah sependapat dengan ketentuan Pasal 66 UU
PPLHkarenaketentuantersebutdimaksudkanuntukmemberikan
perlindungan hukum kepada korban yang menempuh Jalur 
hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegahtindakan 
balasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan 
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

4) Kejati Jawa Tengah juga tidak menemukan pertentangan norma 
pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH terkait pembukaan 
lahan dengan cara membakar namun terdapat ketentuan 
pengecualian terhadap kearifan lokal, karena ketentuan tersebut 
sudah terdapat syarat-syarat teknis sebagaimana diatur dalam 
Permen LH tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ 
atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan 
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

5) Mengenai ketentuan Pasal 95 ayat (I) UU PPLH, Kejati Jawa 
Tengah menerangkan bahwa belum pernah ada koordinasi 
penegakan hukum terpadu {integrated criminal justice system) 
di bawah koordinasi KLHK yang dilakukan di Provinsi Jawa 
Tengah. Namun, koordinasi antara Kejati Jawa Tengah dengan 
pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jawa Tengah dalam 
bidang penegakan hukum pidana berjalan baik.
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6) Kejati Jawa Tengah menerangkan bahwa SILH khususnya 

penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah saat ini 
belum pernah disampaikan pada Kejati Jawa Tengah, sehingga 

mengenai hal tersebut Kejati Jawa Tengah tidak dapat menilai 
apakah sistem tersebut sudah berjalan baik atau belum.

7) Kejati Jawa Tengah menerangkan bahwa keberhasilan 

penegakan hukum, tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum 

(legal structure)^ substansi hukum (legal substance), tetapi 
ditentukan juga oleh budaya hukum (legal culture). Budaya 

hukum tersebut tidak hanya menyangkut persepsi masyarakat 
terhadap hukum dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, 
tetapi yang lebih penting adalah perilaku masyarakat itu sendiri 
terhadap lingkungannya. Kejati Jawa Tengah beranggapan 

bahwa peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah belum 

maksimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya perkara tindak pidana 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

naik sampai ke tahap persidangan.

d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah

Diskusi dilaksanakan pada Kamis, 23 Agustus 2018, di Ruang 

Rapat DLHK Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Widi 
Hartanto selaku Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak 

dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Adrianus Pandi 
selaku Kepala Seksi Penataan, Dito Supropo selaku Kepala Seksi 
Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dan Slamet Widodo selaku 

Kepala Seksi Pengendalian Mutu Balai Pengujian dan Laboratorium 

Lingkungan Hidup beserta jajarannya.
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Gambar 20. Diskusi dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah

Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Secara umum dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di 
Provinsi Jawa Tengah, UU PPLH sudah berjalan dengan baik, 
namun masih memiliki beberapa permasalahan terkait dengan 

implementasi yang disebabkan oieh belum ditetapkannya 

amanat peraturan perlaksanaan UU PPLH yang menghambat 
tugas dan fungsi pemerintah daerah.
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2) Sampai harl Ini, RPPLH tingkat Provinsi Jawa Tengah belum 

disusun karena RPPLH tingkat nasional juga belum ditetapkan. 
Namun secara substansi sudah dilakukan pengk^ian terhadap 

RPPLH, tetapi terkait dengan penetapan melalui peraturan 

daerah masih terkendala dengan belum adanya Peraturan 

Pemerintah tentang RPPLH.

3) Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) Juncto PP 

Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Provinsi Jawa tengah telah 

melakukan kegiatan sebagai berikut;

• Tahun 2011 dalam rangka penyusunan evaluasi RPJMD, 
sudah diakukan KLHS;

• Tahun 2012 dilakukan KLHS untuk rencana tata ruang 

kawasan strategis;

• Tahun 2013, penyusunan RPJMD dan penyusunan evaluasi 
RPJMD tahun 2013-2018 sudah dilaksanakan KLHS. 
Sedang dipersiapkan KLHS untuk penyusunan RPJMD 

2018-2023;

• Penyusunan revisi RTRWtahun 2009-2029 sudah dilakukan 

KLHS dan divalidasi oleh KLHK;

• Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil (RZWP3K) sudah dilakukan KLHS dan sudah 

divalidasi oleh KLHK.

Penyusunan dan Evaluasi dalam Pasal 15 ayat (2) DU PPLH 

adalah terhadap RTRW dan RPJMD, bukan terhadap aspek 

pencegahan, pengendalian dan pemulihan

4) Terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 
inventarisasi lingkungan hidup, tata ruang dan KLHS, 
kesemuanya adalah saling terkait dan melengkapi, karena 

penyusunan RTRW harus dilengkapi dengan KLHS. Proses 

penyusunan KLHS dilakukan melalui pengkajian bagaimana 

Kebyakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dalam posisi 
daya dukung dan daya tampung. Kemudian dalam penyusunan 

kebjjakan RPJMD dan RTRW otomatis sudah memperhatikan
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dan mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan serta 

aspek lainnya seperti kajian pengaruh dan efisiensi sumber 
daya alam. Daiam UU Penataan Ruang, proses penyusunan tata 

ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tamping 

lingkungan hidup. Kelemahan proses penyusunan RTRW yang 

tidak memperhatikan daya dukung dan daya tamping akan 

kellhatan daiam proses penyusunan KLHS.

5) Provlnsi Jawa Tengah telah memiliki perangkat hukum 

yang lengkap mengenai baku mutu, sanksi administratif dan 

penerapan hukum adat yang sudah difasilitasi melalui 30 desa 

(daiam bentuk Peraturan Desa). Provinsi Jawa Tengah telah 

menetapkan peraturan daerah tentang baku mutu air limbah, 
udara ambien dan emisi, kemudian menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang SOP Pengenaan Sanksi Administratif dan SK 

Gubernur tentang Penanganan Pengaduan.

6) Terkait dengan pelaksanaan Pasal 66 UU PPLH, ketentuan 

tersebut masih relevan karena bel um ada yang murni melakukan 

pendampingan kasus lingkungan hidup, tetapi cenderung 

dilakukan diluar konteks perlindungan lingkungan.

7) Terkait dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup (lELH), 
Provinsi Jawa Tengah masih memiliki permasalahan mengenai 
pemahaman karena belum adanya sosialisasi yg massif dari 
KLHK. Perusahaan juga masih beranggapan bahwa adanya 

Corporate Social Responsibility (CSR) sudah mewakili lELH 

dan belum bisa membedakan danajaminan dengan CSR.

8) Terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, 
belum ada lembaga/jasa yang dibentuk secara mandiri oleh 

masyarakat, tetapi terdapat Sistem Pengawasan Masyarakat 
(Siswamas) yang dibentuk dan difungsikan oleh DLHK 

Provinsi Jawa Tengah.

9) P^abat yang menangai penegakan hukum daiam hal ini 
PPNS DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 seluruhnya 

telah memasuki usia pension (6 bulan lalu) dan belum
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ada penggantinya. Hal tersebut merupakan kendala dalam 

melaksanakan fungsi penegakan hukum lingkungan di Jawa 

Tengah meskipun sudah dilakukan permintaan kepada KLHK. 
Fungsi penegakan hukum efektif dilakukan pada kurun waktu 

tahun 2007-2012, dimana PPNS DLHK Provinsi Jawa Tengah 

masih bekerja melakukan proses penyidikan dan berkoordinasi 
dengan Polda Jawa Tengah. Namun saat ini, tidak ada aksi 
penyidikan oleh PPNS DLHK Provinsi Jawa Tengah karena 

tidak adanya sumber daya manusia PPNS, sehingga yang 

melaksanakan penyidikan adalah Polda Jawa Tengah balk atas 

laporan/informasi dari DLHK Provinsi Jawa Tengah maupun 

berdasarkan temuan dari Polda Jawa Tengah.

10) Proses penegakan hukum sesungguhnya tidak hanya dilakukan 

di tingkat provinsi, tetapi lebih banyak dilakukan di kabupaten/ 
kota. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, kewenangan 

pemerintah provinsi hanya bersfiat koordinasi dan hanya terkalt 
dengan pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan 

oleh bubernur atau kasus yang dampaknya lintas kabupaten/ 
kota. Keterbatasanjangkauan kewenangan DLHK Provinsi Jawa 

Tengah mempengaruhl. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/ 
kota mestinya aktif dalam proses penegakan hukum.

11) Terkalt dengan efektivitas penegakan hukum di Jawa Tengah, 
proses pemblnaan dan penegakan hukum yang dilakukan 

kepada perusahaan dengan adanya sanksi administratif berupa 

paksaan pemerintah sampai saat ini masih efektif.

12) Terkait dengan pengawasan, jumlah Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup di DLHK Provinsi Jawa Tengah yang 

ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah adalah sejumlah delapan 

orang. DLHK Provinsi Jawa Tengah mer^alankan pengawasan 

baik terhadap proper maupun pengawasan rutin berdasarkan 

pengaduan. Setiap tahun DLHK Provinsi Jawa Tengah juga 

menerbitkan sanksi administrasi kepada perusahaan, contohnya 

pada tahun 2016 sebanyak 20 sanksi administrasi diberikan, 
baik berupa sanksi teguran sampai dengan sanksi paksaan
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pemerintah (belum sampai pencabutan izin). Tetapi di Provinsi 
Jawa Tengah sangatjarang teijadi kasus lingkungan hidup yang 

sampai pada tahap penyidikan.

13) Terkait dengan izin lingkungan, pengelolaan lingkungan 

merupakan kewajiban Pemerintah, pemerintah daerah dan 

pelaku usaha, sehingga izin lingkungan harus ditaati oleh 

pemrakarsa/pelaku usaha dalam rangka apabila teijadi 
pencemaran atau kerusakan lingkungan maka otomatls pelaku 

usaha dapat dianggap tidak mentaati aturan pengelolaan 

lingkungan. Kemudian permasalahan izin lingkungan pasca 

ditetapkannya PP OSS membuat mekanisme perubahan izin 

lingkungan yang dulu perizinannya tidak melalui OSS tetapi 
saat ini harus melalui OSS menjadi tidak Jelas bagaimana 

proses perubahannya.

14) Instrumen izin lingkungan balk Amdal atau UKL-UPL sampai 
dengan penerbitan izin lingkungan tidak ada kendala, karena 

seluruhnya sudah ada Norma Prosedur Standar dan Kriteria 

(NPSK)yangdislapkanoleh KLHK. Faktorlama-nya penerbitan 

izin lingkungan disebabkan oleh faktor lokasi yang belum 

sesuai dengan rencana tata ruang atau belum ada persetujuan 

prinsip serta faktor eksternal yaitu pemrakara merubah deskripsi 
kegiatan antara kerangka acuan dengan Amdal dan UKL*UPL. 
Berdasarkan pemantauan dan pengawasan, seringkali izin 

lingkungan dianggap sebagai formalitas oleh pemrakarsa, tidak 

disadari sebagai dasar acuan sebagai pengelolaan lingkungan.

15) Pencemaran lingkungan di Jawa Tengah tidak selalu 

disebabkan oleh limbah industri (pelaku usaha), tetapi lebih 

banyak disebabkan oleh limbah domestik karena aktifitas atau 

permukiman padat yang masuk ke sungai yang menimbulkan 

ketidakmampuan daya tampung.

16) SILH Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah cukup aktif yang 

memuat data-data lingkungan yang dapat langsung diaksesoleh 

Pusdatin KLHK. Saat ini SILH Daerah berubah nama metijadi
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Indeks Kinerja Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Daerah 

(IKPLHD) dimana tugasnya menjadi lebih komprehensif yaitu 

hams adanya analisis terhadap isu strategis apa saja yang terjadi 
serta apa upaya/inovasi yang dilakukan.

17) Terkait dengan anggaran, Provinsi Jawa Tengah cukup memadai 
dalam mengalokasikan anggaran lingkungan hidup. Tahun 

2015-2016 misalnya, belanja tidak langsung sejumlah Rp. 9 

Milyardanbelanjalangsungsejumlah Rp. 36Milyar. Sedangkan 

tahun 2018, hanya sejumlah Rp. 19 Milyar mengingat fiingsi 
yang dimiliki hanya bersfial koordinatif.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Diskusi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Ir. 
Sakinah Rosellasari, M.Si., M.Sc., selaku Kepala Bidang Perikanan 

Tangkap DKP Provinsi Jawa Tengah beserta JaJaran staf DKP 

Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 21. Diskusi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah

agi
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Dalam diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang 

memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU PWP3K, maka 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Perda RZWP3K) yang 

mengatur tentang ruang lingkup rencana zonasi wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil provinsi meliputi kewenangan laut 
sejauh 12 mil dari garis pantai. Dengan diundangkannya UU 

Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Perda RZWP3K 

tersebut harus diganti, sehingga sesuai amanat UU Pemerintahan 

Daerah, Jawa Tengah sudah disusun Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Provinsi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 untuk menggantikan 

Perda RZWP3K.

2) Dalam RZWP3K Tahun 2017-2037 telah disusun beberapa 

alokasi ruang laut yang diantaranya adalah :

a) kawasan pemanfaatan umum yang terdiri dari zona 

pariwisata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona 

hutan Mangrove, zona perikanan tangkap, zona perikanan
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budidaya, zona industri, dan zona fasilitas umum. Dalam 

hal ini untuk mengakomodir proyek strategis nasional 
dalam rangka mengembangkan tol laut dan to! Semarang 

- Demak.

b) kawasan konservasi yang terdiri dari kawasan konservasi 
perairan dan konservasi lingkungan lainnya berupa kawasan 

konservasi taman Karimun Jawa.

c) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdiri dari, yaitu 

KSN Nusa Kambangan dan KSN untuk pertahanan dan 

keamanan negara, dalam hal ini untuk pelabuhan daerah 

mi I iter.

d) alur laut yang terdiri dari alur perairan dan perlintasan 

kapal, dan alur pipa kabel bawah laut, dan alur migrasi 
biota laut.

3) Disamping ruang laut seperti tersebut di atas, Juga 

mengalokasikan ruang daerah dalam wilayah perairan laut 
sampai dengan 2 mil digunakan untuk kawasan konservasi 
budidaya Ikan kecit, petambak kerang kecM, wisata bahari 
berkelar^utan dan infrastruktur publik.

4) Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya laut 
semuia adaiah 4 mil-12 mil, dengan adanya Pasal 27 ayat (3) 
UU Pemerintahan Daerah kewenangan tersebut bertambah 

yaitu 0-12 mil laut.

5) Saat ini Raperda telah melalui proses yang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Wilayah Peslsir dan Puiau-Pulau 

Kecil sehingga hasilnya proses Raperda di Jawa Tengah telah 

sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Juga diterbitkan 

Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.905/BZPRI/ 
PRI/120/XI11/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang menyatakan 

bahwa seluruh tahapan penyusunan RZWP3K telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
23 Tahun 2016 dan telah memenuhi prinsip pembangunan
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yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan PP Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS.

6) Saat Ini proses Raperda telah melalui proses yang par^ang 

mulai darl K^ian Wilayah Pesisir pada tahun 2016 dan 

sekarang sedang dibahas di Panitia Khusus DPRD Provinsi 
Jawa Tengah.

7) SalahsatutupoksI DKPProvinsiJawaTengahadalahpengelolaan 

sumberdaya Ikan. DKPProvinsi Jawa Tengah telah meng^ukan 

usulan dan sudah terbit berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, 
Kepiting dan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena 

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tiga besar produsen 

dan pengekspor ke luar negeri, dimana Amerika Serikat sebagai 
pengimpor nomor satu, dan oleh karenanya DKP Provinsi Jawa 

Tengah mengajukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan beiiau 

mengapresiasi dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 33 Tahun 2017.

8) Di Provinsi Jawa Tengah terdapat wilayah yang direncanakan 

sebagai wilayah pengelolaan rajungan, yaitu di Betahwalang 

Demak dimana produktivltasnya cukup tinggi. Dikhawatirkan 

jika tidak ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 

Tahun 2017, sumber daya tersebut akan menurun atau punah. 
DKP Provinsi Jawa Tengah menginginkan wilayah tersebut 
menjadi percontohan, tidak hanya karena produktivltasnya 

yang tinggi tetapi Juga karena kesadaran dari nelayan lokal 
dalam melaksanakan kearifan lokalnya (local wisdom). Di sana 

ada tradisi dimana waktu-waktu tertentu tidak diperbolehkan 

untuk menangkap rajungan, seperti saat bulan purnama, pada 

hari Jumat, atau hari syawal dan menerapkan sistem one day 

fishing, sehari melaut, sehari tidak. Peraturan Gubernur No. 
33 Tahun 2017 ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah No. 523/93/2017 tentang Tim Fasilitasi Dan Tim 

Pengelolaan Konservasi Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di 
Provinsi Jawa Tengah 2017-2022. Tim ini melibatkan Gubernur,
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Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepaia Biro, dan Juga 

ada fasiiitasi dari Serikat Komisi Nasional Sumber Daya 

Ikan, Asosiasi Rajungan Indonesia dan DPT baik UPT pusat 
maupun UPT provinsi. Nelayan membutuhkan pendampingan 

guna menumbuhkan kesadaran untuk melakukan konservasi, 
dlantaranya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2006 tentang Larangan 

Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (PanuHrus spp.), 
Kepiting (ScuHa spp), dan Rajungan (Portunus spp.) Dari 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daiam hal ini, 
Asosiasi Rajungan menerapkan ukuaD>>D%fDV'9uahoDVDVo>a'>eean 



dibantu oleh Pokmaswas. Dalam ha! ini Pokmaswas menjadi 

ujung tombak DKP Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan 

pengawasan.

11) Ada daerah Mangrove yang mengalami degradasi, sehingga 

fungsi sebagai tempat perlindungan bagi ikanjuga berkurang. 

Oleh karenanya, dllakukan penanaman Mangrove di beberapa 

lokasi. Demikian pula dengan terumbu karang yang digunakan 

untuk perlindungan, dibuatkan terumbu karang buatan agar 

dapat memberikan ruang bagi ikan berkembang biak sehingga 

ketersediaan sumber daya ikan dapat bertahan dan memberikan 

kes^ahteraan bagi masyarakat.

12) Budidaya di laut Provinsi Jawa Tengah tersentral di Kepulauan 

Karimun Jawa, dimana terdapat 27 pulau yang ada peruntukan 

budidaya. Dalam hal ini DKP Provinsi Jawa Tengah bekeijasama 

dengan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro 

dalam mensosialisasikan kegiatan Integrated Multi-Trophic 

Aquaculture (IMTA) dan juga masyarakat Karimun Jawa, 

sehingga diharapkan ke depan budidaya laut khususnya di 

Karimun Jawa akan berorientasi pada lingkungan. Karimun 

Jawa juga ditentukan sebagai lokasi KJA offshore untuk 

budidaya ikan kakap putih, dan DKP Provinsi Jawa Tengah 

ikut mengawal terkalt UKL-UPLnya.

13) Terkait lingkungan hidup, ada dua sisi yaitu pengendalian 

dan untuk menumbuhkan ekonomi. Di satu sisi didorong 

investasi supaya tumbuh ekonomi, di sisi lain dikendalikan 

melalui perizinan. Di bidang budidaya sebenarnya ada tahapan 

ketika usaha budidaya ini akan dilakukan, yaitu pertama izin 

lokasi, terkait kewenangan seperti kewenangan budidaya di 

Karimunjawa, maka izin tokasinya dilakukan melalui Balai 

Taman LautNaslonal Karimunjawa. Kemudian izin lingkungan, 

Jlka skalanya kecil berupa Surat Pernyataan Pengelolaan 

Limbah (SPPL), ketika skalanya sedang maka berupa UKL- 

UPL atau Amdal. Setelah itu, muncul Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SlUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsl 
Jawa Tengah. DPMPTSP dapat mengeluarkan SlUP jlka ada 

rekomendasi dari Dinas Teknis, dalam hal ini DKP Provinsi 
Jawa Tengah. Artinya ada beberapa sektor yang berkolaborasl 
terkait pengendalian kaitannya dengan pengelolaan lingkungan 

hidup, yaitu Balai Tambang Laut, DLHK Provinsi Jawa Tengah, 
Dinas Teknis dan DPMPTS.

14) Berkenaan dengan perizinan DKP Provinsi Jawa Tengah masih 

mempel^arinya setelah terbit PP OSS. Perizinan yang dahulu 

dipandang menghambat, nampaknya dengan OSS prosesnya 

akan lebih dipercepat. Sebenarnya, DKP Provinsi Jawa Tengah 

memandang proses perizinan ini sebagai tataran pengendalian, 
dalam hal ini somber daya ikan. Artinya ketika ekploitasi harus 

dikendalikan tentunya dengan perizinan.

15) PP OSS tersebut bila dicermati tidak ada sanksinya bagi 
pemohon. Sanksi pada Pasal 100 PP OSS hanya dikenakan 

kepadayang member! pelayanan, yaitu Pemerintah. Selanjutnya 

jika sanksi yang diatur dalam Pasal 83 UU PPLH dikatakan 

sebagai sanksi, yaitu dengan mencabut izin, sebenarnya itu 

tidak ada artinya karena tidak menimbulkan efekjera.

16) Berkenaan dengan perizinan kapal perikanan, ternyata sampai 
hari ini perizinan yang dikeiuarkan berupa Nomor Induk 

Berusaha (NIB), Izinusahadan Izin komersial, akantetapi kapal 
tetap tidak bisa melaut, karena di dalam NIB, Izin Usaha dan 

Izin Komersial tidak ada data teknis, seperti ukuran kapal,Jenis 

alat tangkapnya, maupun pelabuhan pangkalannya. Disediakan 

kolom barcode, tetapi Oarcoc/e tersebut masih kosong sehingga 

petugas dari pelabuhan dan perikanan yang merupakan Satuan 

Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak 

bisa mengeluarkan Surat Laik Operasional (SLO). Tidak hanya 

itu saja yang tidak bisa keluar, tetapi Juga Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB). Data teknis untuk mengeluarkan SLO dan 

SPB ada pada Grosse Akta tersebut yang memuat diantaranya 

ukuran kapal, alat tangkapnya dan pelabuhan pangkalannya.
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Untuk masalah ini akan dikeluarkan NSPK dari kementerian 

terkait, dalam hal ini KKP.

17) Berkaitan dengan perizinan dan RZWP3K di Jawa Tengahjuga 

telah ada ketentuan berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Mekanisme 

Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang Provinsi 
JawaTengah.yangdidalamnyadiantaranya mengaturpemberian 

insentif dan disinsentif terkait pelaksanaan perizinan.

18) Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dilakukan dengan 

melakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
Jadi ada alat tangkap yang diperbolehkan dan ada alat tangkap 

yang dilarang.

19) Pasal 10 UU PPLH tentang Pencadangan Sumber Daya Alam, 
di Provinsi Jawa Tengah ada taman pesisir yang ditetapkan 

sebagai pecadangan konservasi meialui Surat Keputusan 

Bupati, diantaranya di Kabupaten Tegal. Namun karena efek 

dari UU Pemerintahan Daerah, kawasan ini merijadi dikeiola 

oleh provinsi, sehingga akan ditindakiar^uti dengan SK 

Gubernur.

20) UU PPLH sangat perlu sekali untuk disempurnakan, karena 

menurut DKP Provinsi Jawa Tengah ketentuan yang mengatur 
mengenai pencemaran yang ada di laut sangat sedikit, mungkin 

kurang dari sepuiuh. Kebanyakan pengelolaan lingkungan hidup 

yang diatur adaiah mengenai iingkungan hidup di darat. DKP 

Provinsi Jawa Tengah berharap ada keterpaduan pengelolaan 

sumber daya air, sehingga air yang masuk ke laut bisa lebih 

bersih sehingga bisa lebih bersih, DKP Provinsi Jawa Tengah 

berharap sampah mulai sampah padat yang ada di darat apapun 

bentuknya terutama piastik tidak sampai ke laut.

21) Untuk komitmen bagaimana pencemaran itu dapat ditekan,
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sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 72/ 
PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, maka setiap 

unit pengolahan ikan itu w^ib memiliki Sertifikat Kelayakan 

Pengelolaan (SKP), tentunya disana diatur sampai masalah 

sanitasinya, tetapi Itu baru hanya sebatas prasarananya ada atau 

tidak. Selanjutnya memang dievaluasi oleh lingkungan hidup. 
Ini kalau dari hubungan tata kerja memang belum cukupjelas.

22) Dalam DU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya seringkall dijadikan dasar Badan Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah. BKSDA merupakan DPT dari KLHKyang memberikan 

izin pengambitan terumbu karang di laut. Sementara dalam 

DU Perikanan telah disebutkan bahwa terumbu karang adalah 

salah satu yang dillindungi. Hal ini terkait pula dengan Pasal 
21 ayat (3) DU PPLH dimana mengatur mengenai kriteria 

baku kerusakan ekosistem terumbu karang. Yang hendak 

disampaikan DKP Provinsi Jawa Tengah mengenai hal ini 
adalah bahwa masih ada pro kontra yang didasari atas aturan 

yang dipegang masing-masing kementerian/lembaga, di satu 

sisi DKP Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada ketentuan 

yang diatur dalam DU Perikanan, sedangkan BKSDA pada 

UU Konservasi SDA Hayati. DKP Provinsi Jawa Tengah 

memohon agar UU PPLH ini bisa memberikan ketegasan dan 

menjembatani terkait terumbu karang, karena dalam RZWP3K 

ditentukan bahwa perairan yang terdapat terumbu karangnya 

dijadikan sebagai kawasan konservasi.
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BAB IV
KAJIAN, AIMALISIS, DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN UU PPLH

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Un$ur>Un$ur Lingkungan Hidup

Membedah kondisi dari regutasi perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup tentunya harus diawali dengan terlebih dahulu 

memahami apa yang dimaksud sebagai lingkungan hidup itu sendiri. 
Pemahaman mengenai pengertian dari lingkungan hidup ini menjadi 
begitu penting mengingat bahwa lingkungan hidup merupakan ol^ek 

yang menjadi pembahasanutamadi dalam UU PPLH. Mengingat urgensi 
tersebut, maka pada paragraf-paragraf selanjutnya akan diuraikan 

s^umlah pengertian mengenai lingkungan hidup atau lingkungan yang 

diungkapkan oleh sejumlah ahli untuk memberikan gambaran umum 

tentang lingkungan hidup itu sendiri.

Menurut Agoes Soegianto, lingkungan adalah seluruh faktor luar 
yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa 

organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup 

(abiotic factor). Dari hal inilah kemudian terdapatdua komponen utama 

lingkungan, yaitu biotik yang terdiri atas makhluk (organisme) hidup 

dan abiotik yang terdiri atas energi, bahan kimia, dan lain-lain.34

Kemudian, menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau 

lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk 

di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam 

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup 

serta kesejahteraan manusia danjasad-jasad hidup lainnya. Selain itu, 
terdapatjuga pendapat dari N.H.T. Siahaan, Beliau menyatakan bahwa 

lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumberdaya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta 

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan,
34 Agoes Soegianto, Itmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelaiyutan, Surabaya: Airlangga 

University Press, 2010, him. 1
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dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan 

bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Menurut UU PPLH, tepatnya pada Pasal 1 angka 1, lingkungan 

hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari berbagai pengertian mengenai lingkungan hidup itu dapat 
kita uraikan unsur-unsur dari lingkungan hidup itu sendiri. Setidak- 
tidaknya terdapat 2 unsur besar yang menyusun suatu lingkungan 

hidup, yaitu:

a. Unsur biotik

Unsur biotik merupakan makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan 

manusia), baik yang mikro maupun yang makro serta prosesnya.

b. Unsur abiotik

Unsur abiotik merupakan unsur-unsur yang tidak memiliki ciri 
hidup atau benda tidak hidup, misalnya batu-batuan dan Juga 

tanah.

Melihat begitu besarnya cakupan dari unsur-unsur lingkungan 

hidup yang meliputi seluruh bagian dari planet bumi itu sendiri 
mengindikasikan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan 

permasalahan yang bersifat lintas sektoral. Pengetahuan akan hal ini 
menjadi begitu fundamental dalam memahami apa s^a kebutuhan yang 

diperlukan dalam melindungi lingkungan hidup dan siapa saja institusi 
yang seharusnya diberi wewenang untuk mengurusnya.

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Dampaknya

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya takjarang berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan 

hidup itu sendiri. Dampak negatif tersebut s^atinya dapat kita lihat 
dan rasakan dalam keseharian kita, seperti rasa sesak yang kita rasakan 

apabila berkendara menggunakan sepeda motor tanpa masker atau
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aroma tidak sedap yang mungkin timbul dari air yang kita gunakan 

untuk kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari.

G^ala-gejala sebagaimana disebut dalam paragraf sebelumnya 

tersebut, umumnya kita bahasakan sebagai sebuah bentuk pencemaran. 
Namun, apakah sejatinya pencemaran lingkungan hidup tersebut? Pada 

beberapa paragraf selanjutnya akan diuraikan s^umlah definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi dari definisi pencemaran 

lingkungan hidup.

Menurut Kemp, pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi 
komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian 

rupa dimana proses lingkungan terganggu. Selain itu, pencemaran 

lingkungan hidupjuga diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, menurut Darmono, pencemaran adalah segala 

bentuk perubahan alam dan ikiim yang ada di bumi akibat kegiatan 

manusia yang tidak dikehendaki oleh alam. Kemudian, menurut Palar, 
pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara 

fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan 

manusia karena dinilai dapat merusak sumberdaya alam yang ada di 
burn!, bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana alam.

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH, pencemaran lingkungan 

hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan.

Dampak dari pencemaran lingkungan hidup itu sendirl bergantung 

pada matra yang tercemar, apakah darat, air, atau udara. Pencemaran 

daratan misainya, dapat berupa limbah padat baik organik maupun 

anorganik dan dampak dari pencemaran tersebut dapat dibedakan 

merjadi dampak langsung dan tidak langsung, dampak secara langsung 

adalah adanya bau yang tidak sedap dari sampah organik karena adanya
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proses penguraian oleh mikro-organisme. Selain Itu, secara langsung 

dampak pencemaran daratan adalah adanya pemandangan yang kotor 
dan kumuh akibat tumpukan sampah dalamjumlah yang besar.

Kemudian, bila pencemaran teijadi di lingkungan perairan 

maka dapat memperburuk kondisi air yang biasa dipergunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan 

pertanlan. Ha! ini mengingat bahwa air yang tercemar seringkali 
mengandung s^umlah bakteri dan virus yang membahayakan 

kesehatan manusia dan juga hewan. Resiko penyakit yang muncui dari 
konsumsi air tercemar antara lain Hepatitis, Kolera, Typhus, dan Iain- 
lain, selain itu resiko keracunan air raksa danjuga insektisida tak kalah 

membahayakannya.

Terakhir, pencemaran udara, di antara pencemaran yang lain 

mungkin pencemaran udara yang paling akrab dengan keseharian kita 

terutama bagi mereka yang hidup di kota-kota besar atau berada di 
lingkungan pabrik mengingat tingginya polutan udara yang dihasilkan. 
Dampak dari tingginya tingkat polutan tersebut seringkali berujung 

pada penurunan kualitas hidup dari makhluk hidup yang ada di wilayah 

tersebut. Bagi manusia yang menghirupnya dalam jangka parijang 

tentu dapat berdampak langsung pada memburuknya kondisi saluran 

pernafasan lalu bagi tumbuhan akan mengalami kerusakan jaringan 

dan gangguan fotosintesis yang tentunya akan mengganggu performa 

dari tumbuhan untuk menyediakan oksigen.

Selanjutnya akan dibahas mengenai kerusakan lingkungan yang 

juga merupakan bagian dari ancaman terhadap kualitas lingkungan 

hidup kita. Kerusakan lingkungan atau environmental degradation 

merupakan salah satu dari sepuluh ancaman teratas yang secara resmi 
diperingatkan oleh High Level Panels on Threats, Challenges, and 

Change dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

The United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

mengartikan kerusakan lingkungan sebagai sebuah reduksi atas 

kapasitas dari lingkungan hidup untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan 

sosial serta ekologisnya. Meskipun nampak serupa, pencemaran
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lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup merupakan dua 

hal yang berbeda. Pencemaran lingkungan hidup dapat berujung 

pada kerusakan lingkungan hidup, namun tidak semua penyebab dari 

kerusakan lingkungan hidup adalah pencemaran.

Contoh dari kerusakan lingkungan hidup misalnya adalah 

bagaimana lubang-lubang galian bekas pertambangan yang kemudian 

tidak ditutup kembali lantas menyebabkan bencana bagi hewan dan 

manusia yang hidup di wilayah tersebut. Jika berbicara di Indonesia, 

kerusakan lingkungan hidup yang cukup populer mungkin adalah 

kebakaran hutan dan lahan dimana dampak dari peristiwa tersebut telah 

mengurangi kualitas kehidupan dari wilayah yang pernah menderita 

kebakaran hutan dan lahan tersebut

3. Perkembangan Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Dampak dari pencemaran lingkungan hidup yang seringkali 

tidak dapat dikembalikan kepada kondisi semula atau irreversible, 

tentu langkah-langkah preventif harus dilakukan guna mencegah atau 

setidak-tidaknya meminimalisir dampak negatifnya. Menanggapi 

hal tersebut, s^umlah inisiatif mulai dilakukan oleh elit politik dari 

s^umlah negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) untuk merancang langkah strategis dalam melindungi nasib 

habitat manusia ke depannya.

Pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 5-16 Juni, diadakan 

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm, 

Swedia. Pelaksanaan konferensi tersebut terutama sekali diadakan 

untuk membahas dan menyetujui suatu rencana keija bagi kegiatan 

internasional untuk melindungi habitat manusia.

Konferensi yang begalan di Stockholm tersebut menghasilkan 

Declaration on the Human Environment yang berisikan 26 asas atau 

prinsip. Dimana prinsip-prinsip tersebut berisikan common principles 

to inspire and guide the peopies of the world in the preservation and 

enhancement of the human environment.
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Selain menghasilkan sebuah DeklarasI, Konferensi Stockholm 

juga menetapkan 109 resolusi yang cukup ambisius dalam konteks 

perlindunganlingkunganhidup.35 Konferensi Stockhoimjuga menyetujui 

106 rekomendasi yang termuat dalam Action Plan International, yang 

terdiri atastiga baglan kerangka, yaitu Global Assessment Programme, 

Environmental Management Activities, dan Supporting Measures: 

Education and Training, Public Information, and Organizational and 

Financing Arrangement.

Setelah pelaksanaan Konferensi Stockholm tersebut, Pemerintah 

Indonesia melakukan langkah awal untuk melakukan pengaturan 

terhadap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1972 tentang 

Pembentukan Panitia Perumus Rencana Kerja bagi Pemerintah di 

Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup pada tanggal 17 Oktober 

1972, yang tugasnya menyusun inventarisasi dan rencana keija bagi 

Pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Hasil keija darl Panitia tersebut kemudian dituangkan ke dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV 

Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

terutama dalam Bab III Bagian B ayat 10. Kemudian, sebagai bentuk 

pelaksanaan darl TAP MPR tersebut, ditetapkanlah Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 

(REPELITA) II, yakni dalam Bab 4 Pengelolaan Sumber-Sumber Alam 

dan Lingkungan Hidup.

Selaryutnya, pada tahun 1978, berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 28 Tahun 1978 Juncto Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 

1978, untukpertama kalinya, dalam Kabinet Pembangunan 111 diangkat 

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 

Menteri ini mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pengelolaan 

lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya 

untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek 

pembangunan.36
35 Louis B. Hon, "The Stockholm Declaration on The Human Environment", Harvard International Law 

Journal, vol. 14, No. 3, (1973), him. 423.
36 Kementerian Lingkungan Hidup, "Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup" dalam httD://www,menlh.
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Tugas pertama dari Menterl Negara Pengawasan Pembangunan 

dan Lingkungan Hidup tersebut adalah mempersiapkan perumusan 

kebyakan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan 

dan pengeiolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Kemudian, 

sebagai upaya untuk memantapkan koordinasi pengeiolaan lingkungan 

di daerah, Menteri Datam Negeri menindaklanjuti dengan menetapkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang 

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I 

dan Sekretariat DPRD Tingkat lf yang di dalamnya terdapat Biro 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Di tahun 1982, lahirlah salah satu produk hukumyang mempunyai 

nilai cukup penting dalam sejarah perlindungan dan pengeiolaan 

lingkungan hidup di Indonesia yaitu DU Lingkungan Hidup 1982. 

Undang-Undang ini yang pertama kali merijadi landasan bag! berbagai 

ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengeiolaan lingkungan 

hidup, seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, 

baku mutu lingkungan, dan lain-lain.

Pasca perubahan UUD Tahun 1945, landasan mengenai 

perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 

Tahun 1945 yang berbunyi:

"setiap orang berhak hidup sejahtera fahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh peiayanan kesehatan. "

Konstitusionalisasi norma tersebut memperkuat landasan 

pengeiolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang mana sebelumnya 

pada tahun 1997 telah diterbitkan UU Lingkungan Hidup 1997 yang 

menggantikan UU Lingkungan Hidup 1982.

Terakhir, pada tahun 2009, diterbitkanlah UU PPLH yang 

mencabut dan menggantikan UU Lingkungan Hidup 1997. Penggunaan 

kata "Perlindungan" padajudul UU PPLH merupakan bentuk pembeda 

yang mendasar dengan undang-undang pendahulunya dan tentunya

eo.id/seiarah-kementerian-lingkungan-hidup/. diakses pada tanggal 15 September 2018.
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berimplikasi positif terhadap upaya perlindungan lingkungan hidupdi 

Indonesia hingga hari ini.

4. Performa Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di 
Indonesia serta Kaitannya dengan Pelaksanaan UU PPLH

Indeks Performa Lingkungan Hidup atau Environmental 

Performance Index (EPI) yang dikemukakan dalam World Economic 

ForumJ7 merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. EPI tersebut ditentukan berdasarkan dua capaian, yaitu:

a. Environmental health

1) Air quality, dengan indikator:

a) PM exceedance

b) PM exposure

c) household solid fuels

2) Water quality, dengan indikator:

a) sanitation

b) drinking water

3) Heavy metals, dengan indokator: lead exposure

b. Ecosystem vitality

1) Biodiversity and habitat, dengan indikator:

a) Marine protected areas

b) Biome protection-global

c) Biome protection-national

d) Species protection index

e) Representativeness index

f) Species habitat index

2) Forests, dengan indikator: Tree cover loss

3) Fisheries, dengan indokator:

a) Fish stock status

b) Regional marine trophic index

37 ZacharyA. Wendling, "2018 Environmental Performance Index FindsAir Quality as the Leading Environment 
Threat to Public Health," dalam httDs://envirocenter.vale.edu/sites/default/files/files/EPI2018 PR v07.pdf, 
diakses pada tanggal 15 September 2018.
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4) Climate and energy, dengan Indikator:

a) C(y emissions-tota!

b) CO2 emissions-power

c) Methane emissions

d) N20 emissions

e) Black carbon emissions

5) Air pollution, dengan indokator:

a) SO2 emissions

b) NO2 emissions

6) Water resources, dengan indikator: Wastewater treatment

7) Agriculture, dengan indikator: Sustainable nitrogen

management

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan EPI tersebut, 

Indonesia berada pada posisi yang cukup rendah, yaitu peringkat 133 

darl 180 negara. Rendahnya performa dari Indonesia dalam menjaga 

kualitas dari iingkungan hidup yang ada di dalam wiiayahnya ini 

menur^ukkan masth lemahnya upaya perlindungan Iingkungan hidup 

di Indonesia, terutama dari segi penegakan hukum. Maraknya aktivitas 

///e^aZ/o^r^m^danJugapembakaranhutandan lahandi berbagai wilayah 

di Indonesia setidaknya dapat menjadi indikasi akan hal tersebut.

Performa yang ditampilkan tersebut s^atinya memang terkait 

erat dengan upaya perlindungan dan pengetolaan Iingkungan hidup 

yang dilakukan oleh Pemerintah serta pemerintah daerah. Mengingat 

bahwa kewenangan untuk mengelola dan melakukan perlindungan 

sebagian besar berada di tangan Pemerintah, terutama berkaitan 

dengan pengaturan pengelolaan Iingkungan hidup untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat.

UU PPLH sebagai Instrumen hukum utama yang memayungi 

segala aktivitas perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidupJuga 

tentunya mempunyai andil besar dalam menentukan baikatau buruknya 

performa Iingkungan hidup di Indonesia. Tanpa adanya payung hukum 

yang balk, wewenang untuk mengurus perlindungan dan pengelolaan 

Iingkungan hidup yang dijalankan oleh Pemerintah tidak akan
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begalan secara efisien dan efektif. Ha! ini tentunya dikarenakan UU 

PPLH tersebut yang kemudian mengatur siapa berwenang mengurus 

apa dan bagaimana pelaksanaannya dimana dalam konteks birokrasi 
pemerintahan sangatlah penting.

5. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Upaya 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan hams dipahami sebagai sesuatu yang lahir dari 
apa yang disebut sebagai wewenang. Menurut pendapat dari Prajudi, 
wewenang adalah kekuasaan untuk sesuatu tindak hukum publik, 
misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat Izin 

dari seorang p^abat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap 

berada di tangan menteri (delegasi wewenang).38

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa wewenang adalah suatu 

kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan 

memberikan kepada pegawai negeri bawahan hak-hak atau kewajiban- 
kew^iban yang dapat dan boleh mereka pegang sesuai dengan 

hukum.39 Selanjutnya, Ridwan H.R.f berdasarkan kutipan dari H.D. 
Stout, menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal 
dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat djjelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaanwewenangpemerintahanolehsut^ekhukumpublikdi dalam 

hubungan hukum publik. Lebih lar^ut disebutkan bahwa wewenang 

adalah keseluruhan hak dan kew^’iban yang secara eksplisit diberikan 

oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.40

Pada Undang-Undang Nomor SOTahun 2014tentang Administrasi 
Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), wewenang diartikan 

sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan 

atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ 
atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

30 S. Prajudi Almosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, cel. 10, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, him. 78
39 Philipus M. Hadjon, et. Al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian 

Administrative Law. cet. 10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, him. 39
40 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011, him. 98
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Berbagai definisi mengenai wewenang sudah diurai, namun dari 

s^umlah definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa wewenang 

selalu terkait erat dengan kuasa dari Pemerintah untuk bertindak dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pada peraturan perundang- 

undangan di Indonesia, salah satu undang-undang yang mengatur 

mengenai apa itu urusan pemerintahan dan bagaimana pembagiannya 

adalah UU Pemerintahan Daerah.

Lingkungan hidup tentunya merupakan salah satu bagian dari 

urusan pemerintahan yangjuga diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. 
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah, 

lingkungan hidup masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang 

meryadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan peiayanan dasar. Sebagai bagian dari urusan pemerintahan 

konkuren, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan 

urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan pemerintah 

daerah. Selain itu, pada UU PPLH juga diatur mengenai kewenangan 

dari Pemerintah dan pemerintah daerah, baik pada level provinsi 

maupun kabupaten atau kota.

B. Substansi Hukum Lingkungan Hidup

1. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsitusi menempati posisi yang sangatstrategis dalam kehidupan 

ketatanegaraan suatu negara, khususnya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui konstitusinya yaitu UUD Tahun 1945. Harus diakui 

bahwa negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain. Menurut Hamid S Attamimi,41 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah pemberi pegangan dan 

batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus djjalankan. 

Konstitusi hadir sebagai barometer kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang sarat dengan bukti sejarah peguangan sekaligus ide-ide dasar 

yang digariskan oleh the founding fathers.

41 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm.215
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Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara, UUD Tahun 

1945 muncul sebagai aturan main yang diwujudkan melalul seperangkat 

kaidah hukum yang dt dalamnya mengandung prinsip-prinsip Negara 

hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan hak asasi 

manusia.42 UUD Tahun 1945 mempunyai fungsi yang khusus dan 

merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang memiliki daya ikat 

bukan s^a bag! rakyat/warga negara, tetapi harus ditaatijuga oieh 

Pemerintah/pemerintah daerah.43 Bahwa dalam pembukaan allnea ke-4 

UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuandibentuknya Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia adalah untuk:

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keaditan 

sosial"

Untuk mer^amin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dan 

sebagai salah satu ciri negara modern, maka pernyataan secara 

tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi khususnya 

menempatkan pengaturan hak asasi lingkungan hidup dalam konstitusi 

perlu dilakukan sebagai salah satu komitmen dan usaha preventif 

sekaligus represif negara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk mencegah teijadinya pelanggaran hukum 

lingkungan.

Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 hasil perubahan kedua 

menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan 

hidup yang balk dan sehat. Pengaturan Ini menjadi sesuatu hal yang 

baru mengingat dalam UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, hak asasi 

khususnya mengenai lingkungan hidup tidak diatur dan dibahas secara 

tegas dan jelas.44 Oleh karena Itu, UUD Tahun 1945 hasil perubahan

42 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta; 
Liberty, 1993, hlm.17

43 Miriam Budiaijo, Dasar-dasar llmu Politik. Jakarta: Gramedia. 1991, him.101
44 Manik Sukoco, Januari 2017, Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan 

Masyarakat Ekologi sebagai Upaya Peiesiarian Lingkungan Hidup, Prodi PPKn Program Pascasarjana UNY, 
dalam httos://www.re5earchgate.net/Dubhcation/312091571 Penerapan Konstitusi Hiiau Penegakan
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kedua pada prtnsipnyateiahmelakukan konstitusionalisasi norma hukum 

Mngkungan kedalam konstitusi dan telah mengakomodir pentingnya 

prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Mngkungan dan 

perMndungan serta pengelolaan terhadap Mngkungan.45

Dalam konteks Indonesia, dengan mengambil istllah Green 

Constitution dan Ecocracy darl Prof. Jimly Asshiddiqie dalam 

bukunya Green Constitution (2010), norma hukum Mngkungan secara 

konstitusional tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak 

asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 

Tahun 1945. Setidaknya terdapatdua alasan utama pentingnya konsepsi 

Green Constitution dan Ecocracy untuk dipahami oleh segenap bangsa 

Indonesia, yaitu:

a. Terhadap kondisi kelestarian Mngkungan hidup yang kini 

sangat memprihatinkan, sudah seharusnya kita meletakkan dan 

menguatkan kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan 

Mngkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan 

Mngkungan.

b. UUD Tahun 1945 sebagai the supreme law of the land pada 

dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan 

Mngkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan nilai*nilainya 

dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Sehingga secara tegas 

norma-norma hukum Mngkungan hidup yang ada di dalamnya, 

secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang- 

undangan dan kebyakan di berbagai sektor pembangunan untuk 

patuh dan tunduk kepadanya. Tetapi, hingga kini belum banyak 

yang mampu meneijemahkan maksud dan nilai-nilai Mngkungan 

hidup dalam UUD Tahun 1945.46

Sebagaimana telah disebutkan diatas, UUD Tahun 1945 telah 

memberikan dua bentuk pengakuan terhadap konstitusionalisasi
Hukum Linekungan dan Pembentukan Masvarakat Ekoloei sebaeai Uoava Pelestarian Linekunean
Hidup. diakses pada tanggal 4 September 2018

45 Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution dalam https://iimlvschool.com/diklat/green-constitution/. diakses 
pada tanggal 4 September 2018

46 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution. Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1945. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). him. x.

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI 
TAHUN 2018

137

https://iimlvschool.com/diklat/green-constitution/


norma hukum lingkungan. Pertama, mengakui sutyactive rights 6di\am 

pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
28H ayat (1) UUD Tahun 1945; dan kedua, pengakuan bahwa elemen 

berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perkonomian 

nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 
(4) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, norma perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini memillki 
pjakan yang semakin kuat.47 UUD Tahun 1945 yang telah secara tegas 

danjelas mengatur norma lingkungan hidup sejatinya menjadi dasar 
dalam terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD Tahun 1945 melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah ketentuan dalam UUD Tahun 1945 yang menjadi 
landasan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup di Indonesia:

a. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum secara 

konstitusional dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 

1945 hasll perubahan ketiga yang berbunyl "Negara Indonesia 

adalah negara Hukum". Bahwa dalam suatu negara hukum, maka 

segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara w^ib dilakukan 

berdasarkan atau dibatasi oleh hukum (everything must be done 

according to the law) dalam rangka menciptakan ketertiban dan 

keadilan di masyarakat. Prinsip negara hukum tersebut Juga 

berlaku bagi pengaturan mengenai hukum lingkungan, dimana 

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan 

memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan 

lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup. UU PPLH sebagai hukum 

positif dibentuk karena meningkatnya tuntutan masyarakat 
mengenai kepastian dan perlindungan hukum, serta adanya tuntutan 

akan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-

tbid.
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prinsip hukum lingkungan, sehingga menuntut penyempurnaan 

UU Lingkungan Hidup 1997 yang dipandang sudah tidak sesuai 
lag! dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. 
UU PPLH in casu UU PPLH memiliki perbedaan mendasar 
dengan UU Lingkungan Hidup 1997, dimana adanya penguatan 

yang terdapat dalam UU PPLH telah mengakomodasi berbagai 
ketentuan mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan 

yang baik

Lahirnya UU PPLH sebagal pembaruan terhadap UU 

Lingkungan Hidup 1997 merupakan suatu instrumen untuk 

lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan 

terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

keseluruhan ekosistem48 yang merupakan hak asasi setiap warga 

negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 
(1) UUD Tahun 1945.

b. Pasal 18 UUD Tahun 1945

UUD Tahun 1945 hasil perubahan telah menjelaskan bahwa 

dalam sebuah NKRI yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 terdapat 
sebuah konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada 

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan.49

Bahwa UU PPLH juga metijadikan asas dan semangat 
otonomi daerah sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup berdasarkan UU Pemerintahan Daerah 2004 

(saat ini UU Pemerintahan Daerah), dimana dalam UU PPLH 

sebelumnya, yaitu UU Lingkungan Hidup 1997, tidak terdapat 
pengaturan mengenai aspek otonomi daerah. Politik hukum UU

48 Lihatkonsideran Menimbang huruf f
49 Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945.
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PPLH dalam konsideran Menimbang huruf c menyatakan dengan 

tegas,

"bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara 

Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang 

pertindungan dan pengelo/aan lingkungan hidup

Kemudian pada Pasal 2 huruf n UU PPLH, dari 14 (empat 

belas) asas pelaksanaan PPLH, asas otonomi daerah50 menjadi 

salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dilaksanakan daiam 

perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu 

hubungan antara Pasal 18 UUD Tahun 1945 khususnya mengenai 

otonomi daerah dalam bidang perlindungan dan pengeiolaan 

lingkungan hidup sangat memiliki keterkaitan dengan seluruh 

ketentuan daiam UU PPLH serta memiliki keterkaitan dengan Pasal 

12 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah yang menempatkan 

lingkungan hidup sebagal salah satu urusan pemerintahan konkuren 

yaitu urusan pemerintahan w^ib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar.51

c. Pasal 28A UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. " **)

d. Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoteh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. " * *)

50 Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf n U U Pemerintahan Daerah.

51 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup diatur dalam Lampiran I huruf K UU 
Pemerintahan Daerah
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e. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. " **)

f. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945

(3) "Bumi dan air dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. " ****)

2. Permasalahan Normatif Pelaksanaan UU PPLH

Uralan permasalahan pelaksanaan substansi/norma UU PPLH 

dilakukan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas norma 

yang berpotensi menghambat pelaksanaan UU PPLH, serta dengan 

melihat kesesuaian norma dengan asas dan tujuan pelaksanaan PPLH 

berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH yang dilakukan dengan 

melihat substansi/norma dalam setiap ruang lingkup PPLH dan aspek 

lainnya dalam UU PPLH sebagal berikut:

a. Analisis Dan Evaluasi Berdasarkan Ruang Lingkup UU PPLH

1) Perencanaan

Bahwa penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf c UU PPLH merupakan salah satu tahapan 

perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang harus dilaksanakan, selain dari inventarisasi lingkungan 

hidup dan penetapan wilayah ekoregion. Berdasarkan Pasal 
9 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 10 ayat (1) UU PPLH, 

RPPLH terdiri atas tiga tingkatan yaltu nasional, provinsi
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dan kabupaten/kota yang disusun oleh menteri, gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan der^at kewenangannya dan 

berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup sesuai dengan 

tingkatannya. Kemudian Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PPLH 

memberikan mandat kepada Pemerintah c.q Menteri KLHK 

untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH 

nasional yang akan menjadi dasar hukum bagi penyusunan 

RPPLH provinsi/kabupaten/kota.

Semangat dan tujuan diaturnya ketentuan mengenai 

RPPLH Nasional sebagai sebuah peraturan perundang- 

undangan c.q Peraturan Pemerintah sejatinya bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban hukum melalui penyusunan peraturan 

perundang-undangan di semua sektor dan di tingkat daerah. 

Namun hingga tulisan ini dibuat atau setelah sembilan tahun 

berlakunya UU PPLH, amanat Pasal 10 ayat (3) huruf a UU 

PPLH untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH 

nasional belumjuga dilaksanakan oleh Pemerintah, dimana hai 

tersebut bertentangan dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 

126 UU PPLH yang menyatakan "Peraturan pelaksanaan 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan 
paling lama 7 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

diberlakukan

Belum dilaksanakannya amanat Pasal 10 ayat (3) huruf 

a UU PPLH untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

RPPLH nasional tidak sesuai dengan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan UU 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UU PPP) dan asas perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH 

sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 6. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas UU PPLH

Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Asas PPLH

Pasal 5
UU PPP Keterangan Pasal 2

UU PPLH Keterangan

dapat
dilaksanakan 
(huruf d)

belum
memperhitungkan 
efektivitas UU
PPLH di dalam 
masyarakat

Asas
keserasian dan 
keseimbangan 
(huruf c)

Belum ditetapkannya
PP RPPLH menjadikan 
upaya PPLH berpotensi 
tidak memperhatikan 
aspek atau kepentingan 
ekonomi, sosial, budaya 
dan perlindungan serta 
pelestarian ekosistem.

kedayagunaan & 
kehasilgunaan 
(huruf e)

Pelaksanaan
Pasal 10 ayat (3) 
huruf a mengenai 
pembentukan 
Peraturan
Pemerintah tentang 
RPPLH nasional 
memang benar- 
benar dibutuhkan 
dan bermanfaat 
dalam mengatur 
PPLH.

Asas manfaat 
(hurufe}

Belum ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah 
tentang RPPLH 
menjadikan segala 
usaha dan/atau kegiatan 
pembangunan yang 
dilaksanakan berpotensi 
belum disesuaikan 
dengan potensi sumber 
daya alam dan 
lingkungan hidup

Salah satu implikasi belum ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah tentang RPPLH nasional adalah belum dapat 
dilaksanakannya ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU 

PPLH yang mengatur RPPLH provinsi disusun berdasarkan 

pada RPPLH nasional dan RPPLH kabupaten/kota disusun 

berdasarkan pada RPPLH provinsi, serta belum dapat 
dilaksanakannya pengaturan RPPLH provinsi dan kabupaten/ 
kota melalui peraturan daerah berdasarkan amanat Pasal 10 ayat 
(3) huruf b dan huruf c UU PPLH. Padahal UU Pemerintahan 

Daerah juga telah menegaskan wewenang untuk menyusun dan 

menetapkan RPPLH.52

Bahwa meskipun KLHK dalam rangka menyikapi belum 

adanya Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional telah
SJ Lihai Lampiran huruf K tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada Sub 

Bidang Nomor I yaitu Perencanaan Lingkungan Hidup dalam UU Pemerintahan Daerah
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mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/ 
PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan 

Kabupaten/Kota tanggal 11 November 2016, namun hal tersebut 
tetap merupakan suatu langkah yang tidak sesuai dengan amanat 
UU PPLH mengingat ketentuan Pasal 9 ay at (3) dan (4) UU 

PPLH secara tegas telah menyatakan bahwa RPPLH tingkat 
daerah harus disusun berdasarkan RPPLH nasional, sehingga 

hams menunggu RPPLH nasional ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.

Salah satu contoh permasalahan belum ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional adalah belum 

disusunnya RPPLH di seluruh daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota seperti di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 
Riau yang menjadi daerah pemantauan pelaksanaan UU PPLH. 
Meskipun secara substansi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 
Riau telah melakukan pengkajian terhadap proses penyusunan 

RPPLH, bahkan sampai dengan tahap pembuatan SK Gubernur 

untuk Tim Penyusunan RPPLH, namun RPPLH belum dapat 
ditetapkan melalui peraturan daerah karena belum adanya 

Peraturan Pemerintah tentang RPPLH sebagai dasar hukum 

yang kuat/mendukung. Apabila dipaksakan untuk menetapkan 

RPPLH tingkat daerah dengan mendasarkan pada SE Menteri 
LHK, maka akan terdapat potensi disharmoni apabila peraturan 

daerah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

tentang RPPLH. PPLH LPPM Undip dan PSLH Unri 
berpandangan bahwa ketiadaan Peraturan Pemerintah tentang 

RPPLH berimplikasi kepada tidak optimalnya pelaksanaan 

aspek perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dari upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masing- 

masing daerah serta pemanfaatan sumber daya alam mengacu 

kepada daya dukung dan daya tampung daerah.

2) Pemanfaatan

UU PPLH telah mengatur secara tegas bahwa sebagai
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wujud integrasi aspek perencanaan lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan pembangunan, maka RPPLH merupakan produk 

dari tahap perencanaan yang hams dijadikan dasar atau 

rujukan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 12 ayat 
(1) UU PPLH yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber 

daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH memiliki kctcrkaitan 

dan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a 

UU PPLH yang menyatakan bahwa salah satu rencana yang 

harus dimuat dalam RPPLH adalah lentang pemanfaatan dan/ 
atau pencadangan sumber daya alam. Pengaturan ini secara 

implisit memiliki makna perlunya penyesuaian perencanaan 

sektoral yang berdasarkan perundang-undangan menjadi dasar 

pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kewenangannya. 
Namun, belum ditelapkannya Peraturan Pemerintah tentang 

RPPLH nasional sebagaimana uraian pada Bagian 1) diatas, 
menjadikan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini 
dilakukan baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah 

belum berdasarkan pada RPPLH.

Hal tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan UU 

PPP dan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan UU PPLH sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas UU PPLH

Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Asas PPLH

Pasal 5
UU PPP Keterangan Pasal 2

UU PPLH Keterangan

Asas dapat 
dilaksanakan 
(huruf d)

belum
memperhitungkan
efektivitas
pengaturan
RPPLH terhadap 
pemanfaatan 
sumber daya alam

Asas
keserasian dan 
keseimbangan 
(huruf c)

Pemanfaatan sumber daya 
alam sebagai bagian dari 
lingkungan hidup belum 
memperhatikan aspek atau 
kepentingan perlindungan 
serta pelestarian 
ekosistem.

Asas
kedayagunaan

dibentuknya
Peraturan

Asas
keterpaduan

Pemanfaatan sumber 
daya alam sebagai bagian
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dan
kehasilgunaan 
(huruf e)

Pemerintah tentang 
RPPLH Nasional 
memang benar- 
benar dibutuhkan 
dan bermanfaat 
dalam pemanfaatan 
sumber daya alam

(huruf d) dari perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup belum dilakukan 
secara terpadu/sinergis 
dengan unsur atau 
komponen terkait lainnya.

Asas kehati- 
hatian (huruf d)

Pemanfaatan sumber 
daya alam yang belum 
berdasarkan pada RPPLH 
berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian mengenai 
dampak suatu usaha dan/ 
atau kegiatan.

Meskipun ketentuan pemanfaatan sumber daya alam tidak 

mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat diberikan apabila 

pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan berdasarkan 

RPPLH atau bahkan bertentangan dengan RPPLH, tetapi 
ketentuan tersebut menj adi suatu keharusan untuk dilaksanakan 

oleh Pemerintah, mengingat pentingnya pengaturan mengenai 
RPPLH ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan 

pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang bijak 

adil dan dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, 
yaitu mengimtungkan secara ekonomi {economically viable), 
diterima secara sosial {socially acceptable), dan ramah 

lingkungan {environmentally sound).

Bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) UU PPLH telah 

memberikan peluang atau altematif pemanfaatan sumber daya 

alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dalam hal RPPLH belum tersusun, namun 

ketentuan tersebut tidak serta merta dapat terus dilakukan.

3) Pengendalian (Pasal 13-56 UU PPLH) 

a) Perizinan

Perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan
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Pasal 14 huruf 1 juncto Pasal 36-PasaI 41 UU PPLH. 
Tujuan diatumya perizinan lingkungan antara lain untuk 

memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya 

pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak 

negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan 

prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam 

penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan 

dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau 

kegiatan.53

UU PPLH telah mengatur hubungan dan kedudukan 

antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan 

sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (2)
Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha 

dibatalkan

Pasal 40 ayat (1)
Izin lingkungan mempakan persyaratan untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36 ayat (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib mcmiliki amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

Bagan diatas menunjukkan bahwa kedudukan izin 

lingkungan sangat mempengaruhi izin usaha dan/atau 

kegiatan, begitupun dengan Amdal dan UKL-UPL yang 

mempakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin 

lingkungan.

Oleh karena itu hal tersebut mempakan satu kesatuan 

denganprosespermohonan dan penerbitkan izin lingkungan. 
Namun, ketentuan mengenai perizinan dalam UU PPLH 

yang secara normatif sudah sangat baik telah direduksi
53 Lihat Penjelasan Umum PP Izin Lingkungan
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oleh lahimya Permen LHK NO.P/102/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang 

Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum 

memiliki dokumen lingkungan hidup yang menyederhakan 

proses permohonan izin. Kemudian ditetapkannya PP OSS 

juga mengancam keberadaan ketentuan mengenai izin 

lingkungan dalam UU PPLH, karena PP OSS membolehkan 

pelaku usahamelengkapi persyaratan setelah izin lingkungan 

yang menjadi syarat izin usaha diterbitkan dimana hal 
tersebut bertentangan dengan UU PPLH. Akhirnya masih 

banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 

usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen 

lingkungan hidup.

Munculnya peraturan perundang-undangan lain 

yang menghambat upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup khususnya dalam aspek perizinan 

bertentangan dengan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik berdasarkan UU PPP dan 

asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan UU PPLH sebagaimana label berikut ini:

Tabel 8. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas UU PPLH

Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Asas PPLH

Pasal 5 
UUPPP Keterangan Pasal 2

UU PPLH Keterangan

Asas kejelasan 
tujuan (huruf a)

Dibentuknya
Permen LWCNo.
102 Tahun 2016 
dan PP OSS tidak 
sesuai dengan 
tujuan UU PPLH 
mengenai perizinan 
lingkungan yang 
hendak dicapai.

Asas
keserasian dan 
keseimbangan 
(huruf c)

Pengaturan mengenai 
perizinan daam Permen 
LHK No. 102 Tahun
2016 dan PP OSS 
meskipun menitikberalkan 
pada aspek ekonomi 
(investasi). tetapi tidak 
memperhatikan aspek atau 
kepentingan perlindungan 
serta pelestarian 
ekosistem.
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Asas kesesuaian Permen LHK Asas Pengaturan mengenai
antarajenis, No. 102 Tahun keterpaduan perizinan di berbagai
hierarki, dan 2016 dan PPOSS (huruf d) regulasi sebagai bagian
materi muatan tidak benar-benar dari upaya perlindungan

memperhatikan dan pengelolaan
materi muatan lingkungan hidup belum
tentang perizinan dilakukan secara harmonis
yang tepat sesuai 
dengan UU PPLH.

dan terpadu.

b) Audit lingkungan

Audit lingkungan merupakan salah satu instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

berdasarkan Pasal 14 huruf I UU PPLH. Berdasarkan Pasal 
48 UU PPLH, Pemerintah mendorong penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan 

hidup dalam rangka meningkatkan kinega lingkungan 

hidup. Berdasarkan naskah akademik UU PPLH, salah satu 

penyebab lemahnya penerapan sanksi administrasi adalah 

kurangnya Pemerintah dalam memberikan sanksi audit 
lingkungan.54 Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya 

Pemerintah yang mendorong penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan, tetapi pemerintah daerahjuga diberikan 

wewenang tersebut. Penambahan wewenang pemerintah 

daerah dalam Pasal 48 UU PPLH untuk mendorong 

penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan audit lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 

mendasarkan pada asas dan wewenang yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dalam tiga ketentuan sebagai berikut:

54 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademik Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Pen- 
gelolaan Lingkungan Hidup (versi tanggal 31 Juli 2008), him. 9*10., dalam him. 157
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label 9. Asas dalam UU PPLH

Pasal 2 huruf n 
UU PPLH

Asas otonomi daerah yang menyatakan 
pemerintah daerah mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengetolaan lingkungan 
hidup.

Pasal 63 ayat (2) 
huruf i dan ayat 
(3) huruf 1 UU 
PPLH tentang tugas 
dan wewenang
pemerintah daerah

Meiakukan pembinaan dan pengawasan 
ketaatan penanggung Jawab usaha dan/ 
atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundang- 
undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 71 ayat (1) UU 
PPLH

Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya wajib meiakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
Jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.

4) Pengawasan dan Sanksi Administratif (Pasal 71 s.d 83 UU 

PPLH)

a) Pemberian kewenangan berlapis (oversight) dalam 

pengawasan dan sanksi administratif dari Pemerintah 

terhadap pemerintah daerah (Pasal 73 dan Pasal 77 UU 

PPLH)

Penguatan terhadap penegakan hukum lingkungan 

dilakukan dengan memperkuat keiembagaan maupun 

substansi penegakan hukum. Arab untuk memperkuat 
keiembagaan penegakan hukum dilakukan dengan 

mengatur pemberian kewenangan berlapis (oversighi^ 

dalam pengawasan dan sanksi administratif dari Pemerintah 

terhadap pemerintah daerah sebagalmana tabel berikut:
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label 10. Pengawasan dan Sanksi Administratif

Perihal Pengawasan Sanksi Administratif

Sutyek Menteri Menteri

Sifat dapat dapat

Otyek melakukan pengawasan 
terhadap ketaatan penanggung 
Jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang izin lingkungannya 
diterbitkan oleh pemerintah 
daerah

menerapkan sanksi administratif 
terhadap penanggung Jawab usaha 
dan/atau kegiatan

Penyebab Jika Pemerintah menganggap 
tegadi pelanggaran yang 
serius di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup

Jika Pemerintah menganggap 
pemerintah daerah secara
seng^a tidak menerapkan sanksi 
administratif terhadap pelanggaran 
yang serius di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup

Kewenangan berlapis (secondline)6Q\axr\ pelaksanaan 

pengawasan dan sanksi administratif yang hanya dapat 

diberikan oleh Pemerintah c.q Menteri kepada pemerintah 

daerah dalam Pasal 77 UU PPLH dianggap belum cukup 

memberikan efekjera kepada pelaku usaha, sehingga perlu 

dilakukan evaluasi dengan memberikan wewenang second 

/mekepadagubernuruntukmemberikan/menerapkan sanksi 

administratif terhadap penanggung Jawab usaha dan/atau 

kegiatanjika pemerintah provinsi menganggap pemerintah 

daerah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan 

sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di 

bidangperlindungandanpengelolaan lingkunganhidup. Hal 

tersebut s^alan dengan asas otonomi daerah berdasarkan 

Pasal 2 huruf n UU PPLH yang berarti pemerintah daerah 

dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

serta s^alan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang 

menyatakan:

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya wajib me/akukan pengawasan
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ter ha dap ketaatan penanggung Jawab usaha dan/ 

alau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang per/indungan 

dan penge/olaan lingkungan hidup. "

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat gubernur 

memiliki perangkat pengawasan yang dekat dan cukup 

efektlfdengankabupaten/kota sertapelanggaran lingkungan 

hidup lebih banyak terjadt di tingkat kabupaten/kota.
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b) Paksaan Pemerintah (Pasal 81 UU PPLH)

"Setiap penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang tidak meiaksanakan paksaan pemerintah dapat 

dikenai denda atas setiap keterlambatan peiaksanaan 

sanksi paksaan pemerintah. "

Pengaturan denda diarahkan untuk memberikan 

kepastian bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 

yang melanggar hukum dalam hal ini tidak meiaksanakan 

paksaan pemerintah membayar denda, sehingga teijadi 

pengenaan sanksi administrasi yang bersifat kumuiatif 

dengan menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah 

dengan sanksi denda. Pengenaan denda dalam Pasal 81 UU 

PPLH bukan merupakan sanksi uang paksa (dwangsom) 

yang tentunya tidak dapat dikumulasikan dengan paksaan 

pemerintah (bestuursdwang). Oleh karena itu, untuk 

memperkuat paksaan pemerintah agar penanggung 

Jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melepaskan 

tanggungjawab atau kew^iban hukumnya, serta untuk 

mempertegas peiaksanaan asas peneemar berbayar 

berdasarkan Pasal 2 huruf J UU PPLH yang mewajibkan 

setiap penanggung Jawab yang usaha dan/atau kegiatan 

menanggung biaya pemulihan lingkungan atas pencemaran 

dan/atau kerusakan, maka perlu menetapkan uang paksa 

(dwangsom) terhadap setiap keterlambatan dari peiaksanaan 

sanksi paksaan pemerintah.
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5) Penegakan Hukum: Penyidikan, Pembuktian dan Ketentuan 

Pidana (Pasal 94 s.d 123 UU PPLH)

Pasal 95

(1) “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan 

hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 
kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan 

hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang- 

undangan. ”

Subslansi penegakan hukum dalam UU PPLH telah 

mengalami penguatan dibandingkan dalam UU Lingkungan 

Hidup 1997 dimana pembentuk undang-undang memandang 

kejahatan lingkungan bukanlah kejahatan biasa, melainkan 

kejahatan yang terorganisir dan berdampak luar biasa. Oleh 

karena itu, UU PPLH mengatur keterkaitan yang lebih jelas 

antara penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana, 
meskipun pada beberapa hal penegakan hukum pidana 

tidak memerlukan upaya penegakan hukum administrasi 
ataupun perdata terlebih dahulu, misalnya untuk tindakan 

yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup yaitu terlampauinya baku mutu dan baku kerusakan 

lingkungan hidup. Namun masih adanya ketidakjelasan norma 

ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH khsuusnya mengenai 
koordinasi penegakkan hukum terpadu menyebabkan lemahnya 

penegakkan UU PPLH. Hal tersebut menjadi salah satu materi 
yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang 

menyatakan sebagai berikut:
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label II. Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014

AMAR PUTUSAN IMPLIKASI

Kata '‘‘dapat9' dalam Pasal 95 ayat (1) 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

Koordinasi dalam penegakan hukum terpadu 
antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di 
bawah koordinasi Menteri LHK merupakan 
suatu keharusandingkungan hidup

Frasa ""tindak pidana lingkungan 
hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) 
bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat sepaajang tidak dimaknai 
iitermasuk tindak pidana lain 
yang bersumber dari pelanggaran 
undang-undang inr

1) Penegakan hukum tidak hanya dibatasi 
terhadap tindak pidana lingkungan, tetapi 
seluruh tindak pidana lain yang bersumber 
dari UU PPLH merupakan ruang lingkup 
penegakan hukum lingkungan, seperti 
tindak pidana korupsi.

2) Penegakan hukum lingkungan tidak 
bersifat tunggal (hanya pidana), karena 
terdapat pelanggaran hukum lingkungan 
yang bersifat administratif, perdata, 
maupun pidana yang harus didayagunakan 
secara optimal.
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Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah sesuai 
bahkan mempertegas asas kejelasan tujuan berdasarkan Pasal 
2 huruf a UU PPLH yang menyatakan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan tujuan UU 

PPLH yang hendak dicapai, serta dilakukan secara terpadu 

berdasarkan asas keterpaduan dalam Pasal 2 huruf d UU PPLH. 
hal tersebut penting sebagai upaya menciptakan penegakan 

hukum yang optimal dan dalam rangka mewujudkan asas tata 

kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 2 huruf m UU 

PPLH yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan keadilan.

Pemerintah c.q KLHK telah melakukan tindak lanjut 
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- 
XII/2014 khususnya terhadap Pasal 95 ayat (I) UU PPLH 

dengan menginisiasi penyusunan Peraturan Presiden tentang 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana 

tercantum dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018.
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b. Aspek Lainnya Dalam UU PPLH yang Memiliki Potensi 
Permasalahan Norma

1) Pengelolaan B3 serta Limbah B3 (Pasal 58 s.d 61 UU 

PPLH)

Kewajiban izin dalam Pengelolaan limbah B3 (Pasal 59 

ayat (4)), yaitu:

"Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya "

Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 59 ayat (4) UU 

PPLH pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin karena 

adanya kew^iban setiap orang yang menghasilkan limbah 

untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya 

berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH, namun belum adanya 

k^elasan atau kepastian hukum terhadap pengelolaan limbah 

B3 yang izinnya sedang dalam proses perparijangan dalam 

Pasal 59 ayat (4) merjadi salah satu materi yang dikabulkan 

oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Mahkamah konstitusi 

menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) UU PPLH bertentangan 

dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang 

tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin 

dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang 

permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses 

harus dianggap telah memperoleh izin." Putusan tersebut 

mengandung arti sebagai berikut:

a) sulyek hukum yang belum memperoleh izin, maka ketika 

yang bersangkutan meng^ukan permohonan izin dan 

proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung, 

maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap 

telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat 

melakukan pengelolaan limbah B3; dan
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b) sut^ekhukumyangtelahmemperolehizinakantetapi izinnya 

tersebut telah berakhir, maka ketika yang bersangkutan 

meng^ukan permohonan perpanjangan izin sesuai dangan 

peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya 

sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang 

belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya 

harus dianggap telah memperoleh izin.

Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
yang sangat substantif mengenal perlunya pengaturan tambahan 

mengenai kepastian hukum perpanjangan izin pengelolaan 

limbah B3 adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan 

transisional. Izin yang baru belum terbit dan izin lama secara 

formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, 
padahal terkait dengan ot^ek hukum dalam permasalahan 

tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk 

dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

2) Hakr Kew^iban dan Larangan (Pasal 65 s.d 69)

Hak setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup 

(Pasal 66)

"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana 

maupun digugat secara perdata."

Ketentuan Pasal 66 UU PPLH yang mengatur khusus 

mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat 
merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap amanat 
Pasal 65 dan Pasal 70 UU PPLH yang dirumuskan untuk 

melindungi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan 

hidup. Namun pada praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut 
masih menimbulkan multitafsir yang disebabkan oleh adanya 

pembatasan makna "setiap orang" dalam Penjelasan Pasal 66 

UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban 

dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum". Dengan
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dibatasinya makna setiap orang dalam Per^elasan Pasal 66 UU 

PPLH maka hal tersebut dapat menyempitkan makna peran serta 

masyarakat dan pertindungan hukum atas hak-hak Mngkungan 

hidup serta berpotensi bertentangan dengan asas partisipatif 

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 huruf k UU 

PPLH yang menyatakan bahwa,

"setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

pertindungan dan pengelolaan Ungkungan hidup, baik 

secara langsung maupun tidak langsung

Apabila keberlakuan pasal tersebut hanya dipahamijika 

korban dan/atau pelapor sudah menempuhjalur hukum, maka 

hal tersebut merupakan suatu ketidakadllan karena tindakan 

mempeguangkan hak lingkungan hidup dapat te^adi baik 

sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuhjalur 

hukum. Perbedaan tafsir "perllndungan" antara komponen 

peradilan Juga membuat Pasal 66 UU PPLH tidak dapat 

diterapkan secara maksimal.

3) Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Pasal 84 s.d 93 UU 

PPLH)

a) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan (Pasal 86 UU PPLH)

Bahwa salah satu bentuk penyelesaian sengketa 

lingkungan hidupadalahadanyaadanya pi I ihan penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) 

UU PPLH, masyarakat diberikan hak (adanya kata "dapat) 

untuk membentuk lembaga penyedia Jasa penyelesaian 

sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak, namun 

efektivitas ketentuan tersebut tidak didayagunakan dengan 

baik atau belum efektif berlaku. Padahal salah satu asas 

PPLH mengatur mengenai asas partisipatif dalam Pasal 2 

huruf k UU PPLH yang dalam Penjelasannya menyatakan 

bahwa,
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"setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan 

aktif dalam proses pengambHan keputusan dan 

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. "

Sebagai contoh, masyarakat beberapa kali meng^ukan 

permohonan pembentukan lembaga tersebut kepada 

Pemerintah melalul Kementerian Hukum dan HAM, tetapi 

permohonan dari masyarakat selalu ditolak dengan aiasan 

adanyaketidakjelasan kedudukanlembagatersebut.Artinya, 

Pasal 86 ayat (2) DU PPLH yang menyatakan "Pemerintah 

dan pemerintah daerah dapat memfasUitasi pembentukan 

lembaga penyedia Jasa penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup"juga belum efektif dan belum serius diberdayakan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Tidak efektifnya 

ketentuan mengenai lembaga penyedia Jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup semakin lengkap ketika amanah 

Pasal 86 ayat (3) UU PPLH untuk mengatur ketentuan 

lebih ianjut mengenai lembaga penyediajasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah 

juga tidak ditetapkan dan dinisiasi oleh Pemerintah.

b) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 

90)

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang 

bertanggung Jawab di bidang lingkungan hidup 

berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan

tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian 

lingkungan hidup. "

Ketentuan Ini secara normatif memiliki tujuan 

yang sangat baik dalam rangka perlindungan lingkungan 

hidup, namun pada praktiknya instansi Pemerintah dan 

pemerintah daerah tidak selalu menggunakan hak gugat
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yang dimilikinya berdasarkan UU PPLH kepada pelaku 

pencemar/perusak lingkungan meskipun diketahui siapa 

pelaku dari pencemaran atau perusakan tersebut. Setidaknya 

terdapat dua faktor belum efektifnya Pasal 90 UU PPLH 

yaitu:

i. Frasa "dan" berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung 

Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup 

dibaca sebagai alternatif.

ii. Frasa "berwenang" belum dimaknai sebagai suatu 

kewajiban dan keharusan bagi instansi Pemerintah dan 

pemerintah daerah.

Oleh karena itu muncul alternatif usulan untuk 

mengubah hak gugat menjadi kewajiban gugat untuk 

menegaskan prinsip pencemar pembayar dan/atau 

menambahkan ketentuan kewajiban gugat setelah hak 

gugat. Hal tersebut penting dilakukan khususnya terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian 

lingkungan hidup yaang sudah dilakukan pemullhan baik 

oleh Pemerintah melalul APBN maupun oleh pemerintah 

daerah melalul APBD.

C. Struktur Hukum/ Kelembagaan dan Hubungan Tata Keija Lingkungan 

Hidup

UU PPLH memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam ketentuan 

Pasal 63 UU PPLH. Pelaksanaan tugas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup tersebut harus dilakukan sesuai denganasas perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 2 UU PPLH, 
tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam 

Pasal 3 UU PPLH dan harus sesuai dengan ruang lingkup perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 4 UU PPLH.
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1. Kelembagaan Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan dan 

pengeloiaan lingkungan hidup dl Indonesia berdasarkan UU PPLH :

a. Pemerintah

Pasal 63 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam
perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup, Pemerintah
bertugas dan berwenang:

1) menetapkan kebijakan nasional;

2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

3) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai RPPLH 

nasional;

4) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai K^ian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

5) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL;

6) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional 
dan emisi gas rumah kaca;

7) mengembangkan standar kerja sama;

8) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

9) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai sumber 
daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, 
sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa 

genetik;

10) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai
pengendalian dampak perubahan ikiim dan perlindungan 

lapisan ozon;

11) menetapkan dan melaksanakan kebyakan mengenai B3, limbah, 
serta limbah B3;

12) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
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perlindungan Mngkungan laut;

13) menetapkandanmeiaksanakan kebyakanmengenai pencemaran 

dan/atau kerusakan Mngkungan hidup Mntas batas negara;

14) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebyakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala 
daerah;

15) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 

Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
Mngkungan dan peraturan perundang-undangan;

16) mengembangkan dan menerapkan Instrumen Mngkungan 

hidup;

17) mengoordinasikan dan memfasilitasi keija sama dan 
penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian 

sengketa;

18) mengembangkan dan meiaksanakan kebyakan pengelolaan 

pengaduan masyarakat;

19) menetapkan standar pelayanan minimal;

20) menetapkan kebyakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 

masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan Mngkungan hidup;

21) mengelola informasi Mngkungan hidup nasional;

22) mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan 

pemanfaatan teknologi ramah Mngkungan hidup;

23) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 

penghargaan;

24) mengembangkan sarana dan standar laboratorium Mngkungan 

hidup;

25) menerbitkan izin Mngkungan;

26) menetapkan wilayah ekoregion; dan

27) melakukan penegakan hukum Mngkungan hidup.
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b. Pemerintah Daerah

Pasal 63 ayat (2) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
provinsi bertugas dan berwenang:

1) menetapkan kebjjakan tingkat provinsi;

2) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

3) menetapkan dan melaksanakan kebjjakan mengenal RPPLH 

provinsi;

4) menetapkan dan melaksanakan kebjjakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL;

5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi 
gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan 

kemitraan;

7) mengoordlnasikan dan melaksanakan pengendal ian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

8) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah 

kabupaten/kota;

9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 

lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

10) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 

hidup;

11) mengoordlnasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 

penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta 

penyelesaian sengketa;

12) melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 

kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

13) melaksanakan standar pelayanan minimal;
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14) menetapkan kebijakan mengenat tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat. kearifan lokal, dan hak 

masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

15) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

16) mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan hidup;

17) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan;

18) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

19) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
provinsi.

Pasal 63 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
daerah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

1) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

2) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

kabupaten/kota;

4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL;

5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi 
gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

6) mengembangkan dan melaksanakan kega sama dan 

kemitraan;

7) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 

hidup;

8) memfasilitasi penyelesaian sengketa;

9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 

Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 

lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
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10) melaksanakan standar pelayanan minimal;

11) melaksanakan kebyakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 

masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

12) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/ 
kota;

13) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

14) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 

penghargaan;

15) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

16) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten/kota.

Menurut PSLH LPPM Unrif terdapat perbedaan tingkat 
kepatuhan dari pemerintah daerah. Dampak dari adanya disharmoni 
undang-undang menyebabkan s^umlah kendala teknis dalam 

penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Riau, 
termasuk rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap 

KLHK apabila dibandingkan dengan kepatuhan dari pemerintah 

daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri.

Perbedaan tingkat kepatuhan dari pemerintah daerah tersebut 
disebabkan oleh adanya keseryangan kewibawaan institusi antara 

KLHK dengan Kementerian Dalam Negeri. Maka, seharusnya 

Kementerian Dalam Negeri dilibatkan secara lebih dalam lagi guna 

mendorong partisipasi dari pemerintah daerah dalam melakukan 

perlindungan lingkungan hidup di wilayahnya.

UU Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan atas 

pengelolaan wilayah laut, yangjuga diatur ketentuan serupa dalam 

UU PPLH yakni dalam menetapkan dan melaksanakan kebjjakan 

mengenai perlindungan lingkungan laut, yang merupakan 

kewenangan Pemerintah. Karena pengaturan dalam UU PPLH
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melingkupi seluruh wilayah Indonesia, terkait dengan peiaksanaan 

otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, maka 

kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah pada wilayah laut, 
daerah kepulauan dan kawasan khusus terkait dengan peiaksanaan 

UU PPLH mengikuti ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah, 
tepatnya pada Pasal 14, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 29, Pasa! 360, 
Pasal 361 UU Pemerintahan Daerah.

Bila dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaturan 

pembagian kewenangan yang ada dalam UU PPLH dengan UU 

Pemerintahan Daerah, masih ada pengaturan dalam UU PPLH yang 

tidak tersinkronkan dengan baik. Mengingat hubungan koordinasi 
dalam perencanaan dan penanganan masalah pembangunan yang 

termasukjuga tentang lingkungan hidup, maka harus ada upaya 

pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah kepada pemerintah 

daerah. Kewenangan dalam mengembangkan dan melaksanakan 

kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat, dalam UU PPLH 

diatur sebagai kewenangan Pemerintah, sedangkan dalam UU 

Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan penyelesaian terhadap 

pengaduan masyarakat, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dengan 

pembagian ruang lingkup yang Jelas. Demikian pula dalam 

pengembangan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup, 
dalam UU PPLH diatur bahwa hal tersebut merupakan kewenangan 

Pemerintah, sedangkan penggunaan laboratorium lingkungan hidup 

dibutuhkan untuk memeriksa kualitas lingkungan, khususnya 

dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dalam proses 

produksinya menghasilkan limbah yang berpotensi merusak 

lingkungan. Penetapan standar memang merupakan kewenangan 

Pemerintah dalam rangka pengaturan secara luas yakni tingkat 
nasional, tetapi pengembangan fasilitasjuga merupakan tanggung 

jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.

Terkait dengan pengakuan masyarakat adat dalam kaitannya 

dengan lingkungan hidup, UU PPLH mengatur dengan baik
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dengan adanya penjer^angan pada kewenangan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ 
kota, meski pengaturannya tidak sejelas ketentuan dalam UU 

Pemerlntahan Daerah. Pengaturan terkait masyarakat adat, UU 

PPLH mengatur tentang penetapan kebljakan mengenal tata cara 

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan 

hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan lingkupnya masing 

masing, yakni pada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota.

UU Pemerintahan Daerah mengatur tentang pengakuan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH serta 

melakukan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat 
terkait dengan PPLH. Pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah 

lebih luas dari pada lingkup pengaturan dalam UU PPLH, yang 

mana dalam UU Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan tentang 

bagaimana pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas 

masyarakat hukum adat.

Ketentuan dalam Pasal 63 UU PPLH tersebut, seharusnya 

diatur secara cermat dengan memperhatikan pengaturan dalam 

pasal'pasai lainnya yang ada dalam batang tubuh UU PPLH 

tersebut. Dalam ketentuan Pasal 63 UU PPLH diatur tentang 

penetapan dan pelaksanaan kebyakan mengenai pencemaran dan/ 
atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan kewenangan 

Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan ketentuan 

Pasal 13 ayat (3) UU PPLH mengatur bahwa pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan penanggungjawab usaha dan/atau keglatan 

sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing- 
masing. Mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah membagi 
kewenangan pemerintahan kepada pemerintah pusatatauyang sering
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disebut Pemerintah, pemerlntah daerah provlnsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota maka harusnya terdapat ketentuan yang 

mengatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penanganan pencemaran lingkungan.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi, terdapat 
beberapa kemeterian/lembaga yang erat kaitannya dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kemeterian/lembaga 

tersebut, antara lain:

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

disebutkan bahwa KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Adapun dalam Pasal 3 Perpres tersebut menyatakan bahwa 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Perpres tersebut, KLHK menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusandan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara 

berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam 

dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran 

sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, 
peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan 

kualltas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan ikiim, 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan 

sosla! dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, 
ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup 

dan kehutanan;

2) Pelaksanaan kebjakan di bidang penyelenggaraan pemantapan 

kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,
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pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, 
peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan 

lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan 

daya salng industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas 

fungsi lingkungan, pengendallan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, pengendallan perubahan ikiim, pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan 

lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan 

pelanggaran hukum di btdang lingkungan hidup dan 

kehutanan;

3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, 
peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan 

lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian
perubahan ikiim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 
kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan 

pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusanpenyelenggaraanpemantapankawasanhutandanpenataan 

lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi 
sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung 

daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan 

produksi lestari, peningkatan daya salng industri primer hasil 
hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendallan dampak 

perubahan ikiim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan 

gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan;

5) Pelaksanaan penelitlan, pengembangan, dan inovasi di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan;

6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
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7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan KLHK;

8) Pembinaan dan pemberiandukunganadministrasi dl lingkungan 

KLHK:

9) Pengeiolaan barang mitik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggungjawab KLHK; dan

10) pengawasan atas pelaksanaan lugas di lingkungan KLHK.

Penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kementerian Kehutanan yang teijadi seperti saat ini dinilai 
tidak dapat menuntaskan akar permasalahan dari perlindungan 

dan pengeiolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut PSLH 

LPPM Unri, khususnya di Provinsi Riau, hal ini mengingal bahwa 

permasalahan perlindungan lingkungan hidup bersifat multi sektor 
(kehutanan, pertambangan, kelautan, dan Iain-lain), sehingga 

dibutuhkan pendekatan yang sifatnya integratif dan juga holistik, 
sedangkan penggabungan keduanya menyebabkan penyelesaian 

permasalahan lingkungan hidup hanya menitikberatkan pada area 

kehutanan saja.

Lebihjauh, terdapat permasalahan dalam Pasal 77 UU PPLH 

yaitu dalam Pasal tersebut menentukan bahwa Menteri KLHK 

dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah 

daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif 
terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan 

pengeiolaan lingkungan hidup. Menurut Kemen ATR/BPN, Pasal 
ini periu ditir^au ulang, apabila kewenangan menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota dirinci lebih lanjut, maka menteri tidak hanya 

menerapkan sanksi jika pemerintah daerah tidak memberikan 

sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang 

dan pengeiolaan lingkungan hidup secara sengaja, tetapi Juga 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran untuk kawasan-kawasan 

strategis atau kawasan pada lintas provinsi.
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Selanjutnya dalam Pasal 4UU Pengelolaan Sampah, djjelaskan 

bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan 

sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah yang tidak benar 

cenderung menjadi penyebab teijadinya pencemaran terhadap 

lingkungan hidup.

Dalam menjaga keadaan lingkungan yang bersih dari sampah 

dan tercemar bukan hanya merupakan kew^iban dan kewenangan 

dari masyarakat saja, akan tetapi turut serta peran Pemerintah dan 

pemerintah daerah, seperti halnya djjelaskan dalam Penjelasan 

Pasal 3 UU PPLH, yang berbunyi:

"...bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai 

tanggungJawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak 

masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (!) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) UU PPLH diungkapkan 

bahwa setiap orang berhak;

1) Huruf a: mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah 

secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung 

Jawab untuk itu.

2) Huruf e: memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan 

pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

3) Larangan Pasal 29 ayat (1) huruf d : Setiap orang dilarang 

mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Dan Sampah S^enis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Materl Muatan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah S^enis Rumah Tangga

170 KAJIAN, ANALISIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI

TAHUN 2018



Dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Perusakan Hutan, diatur 

asas, tujuan, dan ruang lingkup Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan yang diselenggarakan berdasar asas keadilan 

dan kepastlan hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, 
partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, dan keterpaduan 

dan koordinasl. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

bertujuan menjamln kepastian hukum dan memberikan efek 

Jera bagi pelaku perusakan hutan, menjamin keberadaan hutan 

secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keiestarian dan tidak 

merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan 

pengeloiaan dan pemanfaatan hash hutan dengan memperhatikan 

keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat s^ahtera 

dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak 

hukum dan plhak-pihak terkalt dalam menangani pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan. Adapun ruang lingkup pencegahan 

dan pemberantasan perusakan hutan meliputi pencegahan perusakan 

hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta 

masyarakat, kerja sama internasional, pelindungan saksi, pelapor 
dan Informan, pemblayaan, dan sanksi.

Pada Pasal 29 UU Perusakan Hutan, diatur bahwa selain 

Penyidik Poiri, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Pasal 94 ayat (1) UU PPLHjuga mengatur 
bahwa selain Penyidik Poiri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 

Jawabnyadi bidang perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup 

diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan 

hidup. Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH menerapkan 

asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan 

hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan 

hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Pemidanaan bagi 
pelanggaran diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UU 

PPLH. Ketentuan pidana dan dendajuga terdapatjuga dalam UU 

Perusakan Hutan yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan 109.
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Pada Pasal 27 UU KonversI Tanah dan Air, dijelaskan bahwa
setiap orang berhak:

1) memperoleh manfaat atas fungsi tanah pada lahan yang 

dihasMkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;

2) terlibat dalam perencanaan Konservasi Tanah dan Air;

3) berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan 

Air;

4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi 
Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung;

5) mendapatkan pendampingan, advokasi, dan peiayanan dalam 

penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;

6) mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak 

yang berwenang atas penyelenggaraan Konservasi Tanah dan 

Air yang merugikan; dan

7) melakukan gugatan melalul pengadilan terhadap berbagai 
masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Konservasi 
Tanah dan Air yang merugikan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 65 UU PPLH yang mengatur
tentang hak:

1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan 

hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan 

dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.

3) Setiap orang berhak meng^ukan usul dan/atau keberatan 

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sesuat dengan peraturan 

perundang-undangan.
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5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan 

Menteri.

Bahwa UU PPLH Pasal 67 menjelaskan setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. Sejalan dengan Pasal 28 UU Konservasi 

Tanah dan Air, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi 

Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. 

Di dalam UU Konservasi Tanah dan Air mencantumkan pula 

ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di 

luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, pemerintah daerah, 
masyarakat, dan organisasi. Dl dalam Pasal 47 ayat (1) UU 

Konservasi Tanah dan Air, penyelesaian sengketa Konservasi 

Tanah dan Air dilakukan secara musyawarah mufakat di luar 
pengadilan. Pasal 47 ayat (2) UU Konservasi Tanah dan Air, 

dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan UU PPLH, ketentuan 

penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) UU 

PPLH penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 84 ayat (2) 

UU PPLH pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

dilakukan secara sukareta oleh para pihak yang bersengketa. 
Pasal 84 ayat (3) UU PPLH, gugatan melalui pengadilan hanya 

dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah 

satu atau para pihak yang bersengketa.
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b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres KKP) mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan 

dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Adapun dalam Pasal 3 Perpres KKP tersebut 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Perpres KKP, KKP menyelenggarakan 

fungsi:

1) perumusan dan penetapan kebjjakan di bidang pengelolaan 

ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati 
laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan 

perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan 

daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, 
peningkatan keberlar^utan usaha kelautan dan perikanan, 
serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan;

2) pelaksanaan kebgakan di bidang pengelolaan ruang laut, 
pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, 
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan 

perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan 

daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, 
peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, 
serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan;

3)
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pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

kebjjakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan 

keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau- 
pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan 

perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik 

produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan 

usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikanan;
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4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan 

dan perikanan;

5) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan 

pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;

6) pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalianmutu, keamanan 

hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan;

8) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.

Terdapat permasalahan dalam Pasal 87 UU PPLH yaitu belum 

ada metode vaiuasi ekonomi (penentuan niiai ekonomi) akibat 

pencemaran lingkungan dan pengendalian sampah yang masuk ke 

laut. Menurut KKP, tidak adanya metode vaiuasi ekonomi akibat 

pencemaran lingkungan dan pengendalian sampah yang masuk 

ke laut untuk menentukan kew^iban ganti rugi pemulihan fungsi 

lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat (10) UU Kelautan: Perlindungan Lingkungan 

Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah tegadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi 

konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan 

bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, 
serta kerusakan dan bencana.

Pasal 1 ayat 11 UU Kelautan: Pencemaran Laut adalah masuk 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 

lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga
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melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. 
Dalam Pasal 20 ayat (2) UU PPLH telah diatur mengenai batu mutu 

lingkungan hidup yang meliputi :

1) baku mutu air:

2) baku mutu air Mmbah;

3) baku mutu air laut;

4) baku mutu udara ambien;

5) baku mutu emisi;

6) baku mutu gangguan; dan

7) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan llmu pengetahuan 

dan teknologi.

Dimana pada pelaksanaanya mengenai kriteria baku mutu 

lingkungan hidup selebihnya diatur dalam peraturan peiaksanaan 

dibawahnya. seperti pengaturan mengenai kritera baku mutu air 
limbah yang diatur dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Baku Mutu Air Limbah, yang merupakan amanah dari Pasal 20 

ayat (5) UU PPLH. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai 
baku mutu lingkungan hidup yang dimana didalamnya termasuk 

baku mutu air, dan air laut yang merupakan amanah dari Pasal 20 

ayat (4) UU PPLH yang menyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, hurufc, huruf d, 
dan huruf g diatur daiam Peraturan Pemerintah "

hingga saat ini belumjuga diterbitkan oleh Pemerintah. Baku mutu 

air laut yang dimaksud sebagaimana penjelasan Pasal 20 ayat (2) 
huruf c UU PPLH, yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" 

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/ 
atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar 
yang ditenggang keberadaanya di dalam air laut.

Pasal 42 ayat (2) UU Kelautan menyatakan bahwa pengelolaan 

ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, 
dan pengendalian. Sebagaimana telah diaturjuga dalam Pasal 5
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UU PPLH bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPP ^ Pemerintah dan Kementerian terkait satnpai saat m, mas, memproses untuk pembentukan RPP mengenai tata kelola laut sebagaimana amanah dari Pasa, 43 ayat (5) UU Kelautan yang menyatakan bahwa perencanaan ruang laut sebagaimana d,maksud 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewenangan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan ,aut sebagaimana amanat Pasal 56 ayat (2) UU Kelautan: "Perlindungan dan pelestarian iingkungan laut sebaga,mana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan iaut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut", merupakan kewenangan dari Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Pasal ayat
1 huruf (I) UU PPLH.

Pada UU PWP3K, pengaturan dalam UU PPLH telah mengadopsi ketentuan tentang pengelolaan lingkungan h.dup Meskipun UU PPLH dibentuk setelah diundangkannya U PWP3K, namun pengaturan berbasis lingkungan hidup telah banyak dipertimbangkan dan diatur dalam ketentuan-ketentuan UU PWP3K oleh pembentuk undang-undang. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, UU PWP3K telah mengatur asas-asas yang harmonis dengan lingkungan hidup dan tata kelola pemer.ntahan yang telah ada dan diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.
Pasal 4 huruf a UU PWP3K telah mensinkronkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan melalui ketentuan untu melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau keel serta s.stem ekologisnya secara berkelanjutan. Namun ketentuan dalam U 

PWPK3 belum memasukkan "penegakanhukum dalam mekanisme pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecll, hal Ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PPLH. Terkait dengan pembentukan
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peraturan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah, ketentuan 

Pasal 44 UU PPLH telah mengatur,

"Setiappenyusunanperaturanperundang-undanganpadatingkat

nasional dan daerah wajib memperhatikan perUndungan fungsi 

Ungkungan hidup dan prinsip perUndungan dan penge/olaan 

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang ini."

maka tidak adanya frasa "penegakan hukum” dalam ketentuan 

Pasal 5 UU PWP3K ini perlu mendapatkan perhatian, karena 

tanpa adanya ketentuan yang mengatur tentang penegakan suatu 

aturan yang berkaitan dengan PWP3K dapat berpengaruh kepada 

pengelolaan lingkungan ekologi yang berada dalam ruang lingkup 

pengaturan UU PWP3K tersebut.

Pada Pasal 2 UU Perikanan menyatakan salah satu asas dalam 

melakukan pengelolaan perikanan adalah dilakukan dengan asas 

manfaat, keadilan, keterpaduan, kelestarian dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan 

untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan dan 

juga dalam hal kepentingan penangkapan ikan dan pembudiyaan 

ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal 

serta tetap memperhatikan keterlibatan masyarakat. Dalam UU 

Perikanan pun mengatur mengenai larangan bagi setlap orang 

melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan Juga lingkungan. Ha! 

tersebut dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Perikanan yang 

menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya 

ikan dan/atau lingkungannya di wifayah pengelolaan perikanan 

RepubUk Indonesia. "

Dan juga dalam Pasal 23 UU Perikanan mengatur mengenai 

pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, 

bahan penolong dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan
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manusla dan juga lingkungan dalam melaksanakan penanganan 

dan pengelolaan ikan. Pemerintah dalam hal ini menetapkan 

bahan baku, bahan tambahan makanan dan alat yang dikategorikan 

membahayakan bagi kesehatan manusia dan Juga lingkungan. 

Kewajiban Pemerintah pula untuk melakukan soslalisasi mengenal 

hal-hal tersebut. Selain itu dalam rangka mendukung kebljakan 

pengelolaan sumber daya ikan, menterl dalam Pasal 7 ayat (1) dan 

(2) UU Perikanan diamanatkan untuk menetapkan:

(1) "Dalam rangka mendukung kebljakan pengelolaan sumber 

daya ikan, Menterl menetapkan:

a. rencana pengelolaan perikanan,’

b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

e. potensi dan alokasi indukserta benih ikan tertentu di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

f. JeniSfJumiah, dan ukuran alat penangkapan ikan:

g. Jenis, Jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu 

penangkapan ikan:

h. daerah,Jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan:

i. persyaratan atau standar prosedur operasional 

penangkapan ikan:

J. pelabuhan perikanan:

k. sistem pemantauan kapal perikanan:

l. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan:

m. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta 

penangkapan ikan berbasis budi daya:

n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya: 

pencegahan peneemaran dan kerusakan sumber dayao.
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ikan serta Ungkungannya;

p. rehabititasi dan peningkatan sumber daya ikan serta 

Ungkungannya;

q. ukuran atau berat minimum Jenis ikan yang boteh 

ditangkap;

r kawasan konservasi perairan;

s. wabah dan wiiayah wabah penyakit ikan;

t. Jenis ikan yang diiarang untuk diperdagangkan,

dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wiiayah Negara 

Republik Indonesia; dan

u. Jenis ikan yang dilindungi.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengenai:

a. Jenis, Jumiah, dan ukuran aiat penangkapan ikan;

b. Jenis, Jumtah, ukuran, dan penempatan aiat bantu 

penangkapan ikan;

c. daerahfjalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

d. persyaratan atau standar prosedur operasional 

penangkapan ikan;

e. sistem pemantauan kapai perikanan;

f Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

g. Jenis ikan dan wiiayah penebaran kembali serta 

penangkapan ikan berbasis budi daya;

h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya 

ikan serta Ungkungannya;

J. ukuran atau berat minimum Jenis ikan yang boleh 

ditangkap;

k. kawasan konservasi perairan;

/. wabah dan wHayah wabah penyakit ikan;
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m. Jen is ikan yang di la rang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wUayah Negara 

Republik Indonesia; dan

n. Jenis ikan yang dilindungi. "

Pengaturan-pengaturan tersebut tentu sudah sesuai dengan 

asas, tujuan dan Juga larangan sebagaimana tercantum dalam 

pengaturan di UU PPLH yaitu tujuan dari perlindungan dan 

pengelolaan iingkungan hidup saiah satunya bertujuan untuk 

melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan juga kerusakan 

Iingkungan, menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan 

kelestarian ekosistem, mengendaiikan pemanfaatan sumber daya 

alam secara bjjaksana dan Juga mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan.

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun
2016 (Perpres Kemen ESDM) disebutkan bahwa Kemen ESDM 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun dalam Pasal 3 

Perpres Kemen ESDM menyatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres Kemen ESDM, 
Kemen ESDM menyelenggarakan fungsl:

1) perumusan dan penetapan kebjjakan di bidang pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, 
ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi 
terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

2) pelaksanaan kebyakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral 
dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi.
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dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;

3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

kebgakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 

minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, 
energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan 

geologi;

4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi 
dan sumber daya mineral;

5) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

energi dan sumber daya mineral;

6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kemen ESDM ;

7) pembinaandan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 

Kemen ESDM ;

8) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggungjawab Kemen ESDM ; dan

9) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen 

ESDM.

182

Berikut kaitan UU PPLH dengan undang-undang sektoral di 
bidang energi dan sumber daya mineral:

1) UU Minyak dan Gas Bumi

Dalam Pasal 2 UU Minyak dan Gas Bumi disebutkan 

bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi 
berasaskan salah satunya adalah berwawasan lingkungan, 
maksudnya adalah bahwa setiap kegiatan usaha minyak dan 

gas bumi harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam 

setiap penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 3 huruf f UU Minyak dan Gas Bumi mengatur 
tujuan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang salah 

satunya adalah menciptakan lapangan kega, meningkatkan
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kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, 
serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 11 

ayat (3) huruf k UU Minyak dan Gas BumI dinyatakan bahwa 

bagi badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bum! dalam kontrak kerjasama dengan badan 

pelaksana mensyaratkan adanya pengelolaan lingkungan hidup 

terhadap kegiatan usahanya.

Dalam Pasal 39 UU Minyak dan Gas Bumi dinyatakan 

bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap setiap 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk di dalamnya 

aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan. Dalam Pasal 40 

dinyatakan bahwa badan usaha yang melakukan usaha minyak 

dan gas bumi harus mer^amin pengelolaan lingkungan hidup 

yang dimana didalamnya termasuk usaha pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas tegadinya 

kerusakan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kew^iban 

dari badan usaha untuk melal^sanakan kew^iban pasca 

penambangan.

Bahwa UU Minyak dan Gas Bumi terdapat keterkaitan 

dengan UU PPLH yakni dalam setiap pelaksanaan 

penyelenggaraan minyak dan gas bumi sangat memperhatikan 

aspek lingkungan hidup yang terdapat dalam UU PPLH dalam 

setiap kegiatannya, termasuk asas dan tujuan penyelenggaraan 

kegiatan minyakdan gas bumi. Dalam UU Minyakdan Gas Bumi 
dinyatakan adanya kewajiban pasca penambangan sedangkan 

di dalam UU PPLH adanya ketentuan setiap orang yang 

melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan melalui 
antara lain: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan 

unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi dan/atau cara 

lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengtahuan dan 

teknologi. Pemeliharan lingkungan hidup dilakukan melalui 
upaya; konservasi sumber daya aiam; pencadangan sumber 
daya alam; dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Sedangkan
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konservasi sumber daya adalah periindungan sumber daya 

alam; pengawetan sumber daya alam; dan pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam.

2) UU Mineral dan Batubara

Dalam UU Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (16), 

pertambangan harus mengadakan studi kelayakan yang adalah 

tahapan keglatan usaha pertambangan untuk memperoleh 

informasi secara rlnci seluruh aspek yang berkaltan 

untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha 

pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 

serta perencanaan pasca-tambang. Seiar^utnya dalam Pasal 1 

ayat (25) tertera,

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya 

disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan 

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan".

Pasal 3 huruf (b) UU Mineral dan Batubara pertambangan 

harus "meryamin manfaat pertambangan mineral dan 

batubara secara berkelan/utan dan berwawasan lingkungan 

hidup". Kemudian dalam Pasal 8 huruf (g) UU Mineral dan 

Batubara tertera "pengembangan dan peningkatan peran serta 

masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan".

Dewasa ini, isu lingkungan hidup menjadi perhatian 

dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang 

cenderung mengesampingkan aspek-aspek lingkungan 

hidup. Di Indonesia sendiri, Pemerintah terus berupaya agar 

pembangunan yang ramah lingkungan meryadi perhatian utama 

dalam pembangunan. Hal ini terbukti dalam berbagai peraturan 

yang dicanangkan Pemerintah, dari yang bersifat pencegahan 

hingga penegakkan hukum. Antara lain adalah UU Mineral dan
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Batubara, UU PPLH dan berbagai peraturan yang mengatur 
tentang lingkungan hidup. Kendati demiklan, implementasi 
undang-undang dan berbagai peraturan tersebut tidak seindah 

kata-kata yang dirumuskan di dalamnya. Aspek yang paling 

lemah dalam Implementasi undang-undang lingkungan di 
Indonesia adalah aspek penegakan hukumnya. Semua undang- 
undang yang disahkan mengkehendaki adanya penegakkan 

hukum terhadap perijahat-penjahat lingkungan hidup, tetapi 
pelaksanaannya sangat lemah. Isu kerusakaan lingkungan, 
hampir tidak ada penyelesaian hukum secara tegas oieh para 

pemangku kebyakan. Padahal jelas dalam UU PPLH dan UU 

Mineral dan Batubara semua usaha yang bersentuhan dengan 

lingkungan harus menghormati kelestarian alam dan semua 

organisme yang hidup di atasnya. Inilah salah satu faktor 

yang tidak akan ada efekjera bagi para penjahat lingkungan, 
peraturan tidak diiaksanakan dengan tegas.

3) UU Energi

Pada UU Energi, Pasal 2 dinyatakan bahwa energi 
dikelola berdasarkan asas yang salah satunya adalah pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. Maksudnya adalah bahwa setiap 

pengelolaan energi yang ada di Indonesia harus memperhatikan 

pelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 3 huruf i UU Energi 
dinyatakan bahwa tujuan pengelolan energi dalam rangka 

mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan 

meningkatkan ketahanan energi nasional salah satunya adalah 

terjaganya kelestarian funs! lingkungan hidup. Pada Pasal 
8 ayat (1) UU Energi dinyatakan untuk setiap pengelolaan 

energi w^ib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 
Hal ini dimaksudkan agar fungsi lingkungan hidup di tempat 
pengelolaan energi tidak terganggu.

Pada Pasal 13 UU Energi dinyatakan bahwa keanggotaan 

Dewan Energi Nasional harus ada dari kalangan lingkungan 

hidup yang dimaksudkan agar tujuan dari pengeelolaan
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energi di Indonesia hams tetap menjaga fungsi kelestarian 

Mngkungan hidup. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Energi 
disebutkan bahwa pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan 

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Energi 
dengan mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, 
konservasi, dan lingkungan.

Dalam UU Energi sangat berkaitan dengan UU 

PPLH, dimana dalam setiap aspek pengelolaan energi telah 

memperhatikanfaktorlingkunganhidupdalampelaksanaannnya. 
Bahkan dalam menentukan kebyakan di bidang energi Juga 

telah memperhatikan faktor lingkungan hidup.

d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Perpres Kemen 

ATR/BPN) disebutkan bahwa Kemen ATR/BPN mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ 
pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun dalam Pasal 
3 Perpres Kemen ATR/BPN tersebut menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres 

Kemen ATR/BPN, Kemen ATR/BPN menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan 

hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, 
pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan 

penguasaan tanah, serta penanganan masaiah agraria/ 
pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kemen ATR/BPN;

3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggungjawab Kemen ATR/BPN;
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4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KemenATR/ 
BPN;

5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan Kemen ATR/BPN di daerah; dan

6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kemen ATR/BPN.

Keterkaltan UUPA dengan UU PPLH adalah mengenai 
kewilayahan. Berdasarkan Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa atas 

dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan 

hal'hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bahwa bumi air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak untuk menguasai dari 
negara tersebut member! wewenang negara untuk:

1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut;

2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan burn!, air dan ruang angkasa;

3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 2 UUPA tersebut memiliki keterkaitan dengan UU 

PPLH yaitu negara memberikan pengaturan terhadap perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam 

Bab I Ketentuan Umum UU PPLH yang menyatakan bahwa 

lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan 

baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, 
dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus 

dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang 

dilakukanberdasarkanprinsipkehati-hatian,demokrasi lingkungan, 
desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan 

lokal dan kearifan lingkungan.
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Selaryutnya, berdasarkan Pasal 4 UU PPLH mengatur bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi enam 

ruang lingkup yaitu:

1) perencanaan;

2) pemanfaatan;

3) pengendalian;

4) pemeltharaan;

5) pengawasan; dan

6) penegakan hukum.

Selanjutnya keterkaitan antara UUPA dengan UUPLH 

adalah mengenal tata ruang. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPA 

dinyatakan bahwa Pemeritah dalam rangka sosiallsme Indonesia, 
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan 

dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya:

1) untuk keperluan negara;

2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terkait 
dengan UU PPLH yang terkait dengan tata ruang yang berdasarkan 

Pasal 14 UU PPLH merupakan sebagai instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam UU Penataan Ruang terdapat beberapa ketentuan yang 

berkaitan dengan UU PPLH yang memiliki peran penting dalam 

menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan 

dalam UU Penataan Ruang yang berkaitan dengan UU PPLH antara 

lain pada isi dari Pasal 1 angka 21 UU Penataan Ruang yang berisi 
mengenai Kawasan Lindung merupakan wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 

yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, hal 
tersebut berkaitan dengan isi dari Pasal 23 ayat (1) huruf e UU
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PPLH, yang berlsi mengenai kriteria usaha dan/atau keglatan yang 

berdampak penting yang waj ib dilengkapi dengan Amdal, yaitu cara 

proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 

kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar 
budaya.

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Penataan Ruang berlsi 
mengenai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, 
hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta llmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, hal ini memiliki 
keterkaitan dengan isi darl Paragraf 2 tentang Tata Ruang pada 

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU PPLH, yang menyatakan 

bahwa untuk mer^aga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah 

wajib didasarkan pada KLHS, perencanaan tata ruang wilayah 

sebagalmana dimaksud, ditetapkan dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Mengenai penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional 
terdapat pada Pasal 19 huruf c UU Penataan Ruang yang harus 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 
terdapat juga pada Isi Pasal 22 ayat (2) huruf d UU Penataan 

Ruang mengenai daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup 

dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Lalu pada 

penyusunan rencana tata ruang pada wilayah kabupaten terdapat 
pada isi Pasal 25 ayat (2) huruf d UU Penataan Ruang. Dan dalam 

pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

harus dilakukan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi 
rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis, 
perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur 
ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis, pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah 

dan kawasan strategis, dalam hal ini dilaksanakan sesuai dengan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini 
berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU PPLH dimana pelestarian
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fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memellhara 

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 
lalu terdapat pula di dalam isi Pasal 1 angka 7 UU PPLH mengenai 
keterkaitannya dengan daya dukung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, 
serta pada Pasal 1 angka 8 UU PPLH yang memiliki keterkaitan 

dalam daya tamping lingkungan hidup, daya tampung lingkungan 

hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen tain yang masuk atau dimasukkan ke 

dalamnya.

Tata ruang memi I i ki korelasi yang sangat erat kaitannya dengan 

pengeloiaan lingkungan hidup agar menciptakan suatu integrasi 
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam penataan 

ruang, aspek lingkungan merupakan aspek yang sangat penting 

disamping aspek sosial budaya, yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, 
tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang yang aman, 
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hambatan penegakan hukum lingkungan dikaitkan dengan 

penataan ruang:

1) Penentuan dalam pemanfaatan ruang yang tertuang dalam 

pola ruang terkadang berbenturan dengan kebijakan dari lintas 

sektor.

2) Penegakan pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan 

berbenturan dengan penggunaan lahan eksisting, dimana 

penggunaan lahan tersebuttelah beriangsung lama danterkadang 

memiliki kekuatan hukum, padahal apabila ditinjau lebih lar^’ut, 
penggunaan lahan tersebut dapat merusak lingkungan.

Penegakan pemanfaatan ruang juga sering kali berbenturan 

dengan penggunaan lahan yang masif dan telah beriangsung lama, 
contohnya adalah permukiman di sempadan sungai yang apabila 

ditirijau dapat merusak lingkungan. Akan tetapi tumbuhnya
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permukiman tersebut sudah sangat masif dan berlangsung lama, 
sehingga apabila dilakukan penegakan dengan melakukan relokasi 
akan timbul konfllk sosial.

Kendala yang dihadapi Kemen ATR/BPN terkait implementasi 
Pasal 22 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 19 UU Penataan Ruang 

adalah masih lemahnya kedudukan tata ruang terhadap posisi 
Amdal. Seharusnya kajian Amdal mempertimbangkan pola ruang 

dalam RTRW, sehingga lokasi kegiatan tidak berada pada kawasan 

lindung ataupun terdapat syarat-syarat tertentu dalam bentuk 

pengendallan untuk membatasi pemanfaatan ruangnya. Selain itu, 
dalam penyusunan penataan ruang telah terdapat KLHS, sehingga 

dalam RTRW telah mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 
Dengan begitu seharusnya Amdal mengacu pada RTRW, bukan 

sebaliknya RTRWyang mengikuti hasil Amdal. Periode berlakunya 

RTRW juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Amdal, 
sehingga perlu ada kesepakatan dalam penyusunan Amdal Jika 

RTRW dalam masa revisl/peninjauan kembali.

Kemen ATR/BPN membutuhkan ketentuan lebih rinci dalam 

UU PPLH terkait pembaglan tugasdan kewenangan antara menteri, 
gubernur, bupati/walikota khususnya terkait:

1) Pembaglan kewenangan perizinan bidang lingkungan hidup.

2) Kewajiban pendataan berbagai parameter kualitas lingkungan 

hidup dalam status lingkungan hidup daerah secara rutin dan 

akurat.

Selain itu, diperlukan Juga upaya integrasi kebgakan yang 

dihasilkan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Salah 

satunya adalah pada Pasal 14 UU PPLH yang mengatur bahwa 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup termasuk KLHS dan tata ruang. Norma tersebut belum secara 

Jelas menyebutkan keterkaitan yang bersifatsekuensial dengan UU 

Penataan Ruang.

Pada Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 34 UU PPLH 

menyatakan bahwa penyusunan rencana dan pemanfaatan ruang
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harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung Hngkungan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat klausul terkait proses 

analisis daya dukung lingkungan hidup yang berbentuk KLHS. 
Oleh karena itu, integrasi tahapan analisis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup dalam penyususnan RTRW maupun 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat diintegrasikan ke 

dalam KLHS sehingga tahap pengesahan RTRW dan RDTR dapat 
dipersingkat.

Untuk dapat tebih lanjut mewujudkan keselarasan perundang- 
undangan terhadap kebijakan-kebijakan lainnya dari level pusat 
hingga daerah, mekanisme KLHS, Amdal, hingga UKL-UPL 

dapat menjadi satu rangkaian dalam kegiatan perencanaan dan 

pemanfaatan ruang termasuk dalam rangkaian dalam kegiatan 

perencanaan dan pemanfaatan ruang termasuk dalam rangkaian 

perizinan pemanfaatan ruang dalam semangat meringkas tahapan 

perizinan.

Dalam dimensi penataan ruang sebagaimana diatur dalam 

Permen ATR/BPN bahwa analisis fisik lingkungan dilakukan 

dengan mengkaji daya dukung dan daya tampung yang meliputi 
analisis SKL, analisis neraca sumber daya alam, ekosistem 

esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut serta udara. Analisis ini 
dapat menjadi masukan untuk KLHS. Dalam hal ini perlu adanya 

penegasan apakah penyusunan KLHS mengacu pada RTRW karena 

di dalamnya ada analisis daya dukung dan daya tampung atau 

penyusunan RTRW yang mengacu pada KLHS. Disamping itujuga 

melihat periode masa berlakunya RTRW dan KLHS. Masa periode 

untuk KLHS maupun RTRW tidak boleh melebihi masa berlaku, 
sehingga perlu adanya penegasan terhadap kedudukan RTRW dan 

KLHK dan masa berlakunya.

Penambahan muatan mitigasi dan adaptasi untuk mereduksi 
risiko bencana terutama pada saat melakukan KLHS. Dengan 

begitu dalam KLHS terdapat integrasi antara mitigasi dan adaptasi 
perubahan ikiim danjuga mitigasi dan adaptasi untuk mereduksi 
risiko bencana.
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e. K^aksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) disebutkan 

bahwa:

(7) "Kejaksaan Republik Indonesia yang selaryutnya da tarn 

Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah tembaga 

pemerintahan yang mefaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- 

undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah satu 

dan tidak terpisahkan. "

Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Kejaksaan 

tersebut dikatakan bahwa Kejaksaan dalam bidang pidana dapat 

melakukan penuntutan, dan dalam bidang perdata dapat bertindak 

baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau Pemerintah. Selengkapnya Pasal 30 UU K^aksaan 

sebagal berikut:

(7) "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang:

a. melakukan penuntutan;

b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat;

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang;

melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

d.

e.
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pengadHan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 

dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 

kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk dan alas nama negara atau pemerintah."

Kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam hal melakukan 

penuntutan dalam perkara PPLH dapat dilihat pada Pasal 94 ayat 
(5) dan ayat (6) yaltu :

(5) "Penyidik pejabat pegawai negeri sipii memberitahukan 

dimulainya penyidikan kepada penuniut umum dengan 

tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Repubiik 

Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah diiakukan oleh penyidik pegawai 

negeri sipii disampaikan kepada penuniut umum."

Dalam pasal tersebutditegaskan bahwa kewenangan penuntutan 

dalam perkara PPLH tetap pada Kejaksaan selaku Penuntut Umum 

dengan berkoordinasi dengan PPNS dan Penyidik Polri.

Selanjutnya Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menegaskan mengenai 

penegakan hukum terpadu antar penegak hukum, termasuk Jaksa 

Penuntut Umum.

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap peiaku tindak 

pidana lingkungan hidup, dapat diiakukan penegakan hukum 

terpadu antara penyidik pegawai negeri sipii, kepoHsian, dan 

kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. "

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- 

XII/2014, kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sehingga penegakan 

hukum terpadu yang diiakukan oleh institusi penegak hukum 

menjadi w^ib hukumnya.

Lebihjauh dalam hal perdata dan tata usaha negara Kejaksaan 

dapat menjalankan fungsinya untuk mewakili Pemerintah sesuai
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yang diatur dalam Bab XIII UU PPLH tentang Penyelesalan 

Sengketa Lingkungan. Hal ini sebagai pelaksanaanfungsi K^aksaan 

sebagai Pengacara Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Poiri) 

disebutkan bahwa:

"Fungsi kepolisian adaiah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pe/ayanan kepada masyarakat. "

Pasal 13 UU Kepolisian menegaskan salah satu tupoksi Poiri 

adaiah menegakan hukum,

"Tugaspokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adaiah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. "

Pasal 14ayat (1)huruff danhuruf gUU Kepolisianmenjelaskan 

lebih lanjut tupoksi tersebut,

"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

f melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya; "

Kewenangan Poiri dikaitkan dengan UU PPLH yaitu terdapat 

dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU PPLH yaitu :

KAJIAN. ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI 
TAHUN 2018

195



(1) "Selain penyidik pejabat poUsi Negara Repubtik Indonesia, 

pejabat pegawai negeri sip/I tertentu di Nngkungan instansi 

pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung Jawabnya di 

bidang perlindungan dan pengefo/aan lingkungan hidup diberi 

wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud da/am 

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana lingkungan hidup.

(2) ........

(3) Dafam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai 

negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat poUsi 

Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam ha! penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan 

penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil 

member!tahukan kepada penyidik pejabat polls! Negara 

Republik Indonesia dan penyidik pejabatpolisi Negara Republik 

Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 

dimulainyapenyidikan kepadapenuntutumumdengantembusan 
kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. "

Oapat dilihat bahwa sama dengan K^aksaan, Poiri Juga 

berwenang dalam ha! penegakan hukum perkara PPLH berdasarkan 

tugas pokokdanfungsi lembaga-lembaga tersebutjuga menjalankan 

ketentuan Pasal 95 mengenai penegakan hukum terpadu bersama 

dengan PPNS dan Penuntut Umum.

196

3. Hubungan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Menurut KKP, terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur 

tentang Competent Authority dalam SDl, yaitu:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 yang mengatur 

competent authority SD\ adalah KLH.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 yang mengatur 

competent authority SD\ adalah KKP.
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Kedua Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku sehingga 

membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Selanjutnya, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup beijalan 

sesuai tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga serlng 

tumpang tindih.

Menurut KKP, kendala koordinasi antara lain yaltu:

a) Penanganan pencemaran minyak di lautr misalkan kasus Montara;

b) Koordinasi penegakan hukum lintas kementerian/lembaga; (Pasal 
76 UU PPLH - tidakjelas siapa leading sectordalam menerapkan 

sanksi administatif)

c) Perencanaan yang belum terintegrasi.

Hubungan koordinasi antar kelembagaan antara pusat dan daerah 

maupun antar daerah belum sepenuhnya dapat begatan linier, karena 

pada beberapa daerah masih ada ego sektoral instansi teknis.

Menurut Kemen ATR/BPN, kewenangan yang dilakukan menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya dirinci lebih 

lanjut mana yang menjadi kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota. Klasifikasi kewenangan secara lebih rinci dapat berdasarkan 

fungsi dari kawasan tersebut, secara sektoral, atau kepemilikan lahan.

Menurut DLHK Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau tidak 

mengetahui adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/ 
kota akibat kurangnya koordinasi di antara keduanya. Serta berdasarkan 

UU Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam garis pantai 0-12 mil 
menjadi milik pemerintah provinsi termasuk dalam penerbitan izin 

lingkungan. Lalu hal ini akan berdampak dengan keberlakukan izin 

yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Contoh lain misalnya Koordinasi antara DKP Provinsi Riau 

dengan DLHK Provinsi Riau serta institusi penegak hukum lainnya 

dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang berada 

di wilayah pesisir atau laut masih belum teijalin dengan baik. Menurut
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DKPProvinsi Riau, DKPProvinsi Riau melaksanakan tugaspengawasan 

lingkungan hidup secara mandiri tanpa melibatkan unsur-unsur lain, 
adapun pelibatan Kepoilsian dan TNI AL dilakukan hanya dalam 

rangka penegakan hukum tindak pidana perikanan yang melakukan 

Illegal Unreported Unregulated Fishing (lUU Fishing), namun untuk 

penegakan hukum belum pernah dilaksanakan secara bersama-sama. 
Sehingga diperlukan instrumen hukum sebagai dasar untuk koordinasi 
secara kelembagaan dalam pengawasan secara terpadu.

Terdapat permasalahan dalam Pasal 74 ayat (2) UU PPLH, 
bahwa banyak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang tidak mau 

melaporkan langsung indikasi adanya tindak pidana kepada PPNS 

atau Penyidik Poiri hal ini tentunya tidak s^'alan dengan amanah Pasal 
74 ayat (2) UU PPLH, sehingga yang terjadi adalah penerbitan sanksi 
administrasi yang dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup daerah 

tidak menimbulkan efek Jera sehingga pelanggaran tersebut terus 

tetjadi yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

terus berlanjut. Sehingga Pasal tersebut perlu untuk diperkuat.

Menurut KLHK, koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Poiri 
yang belum optimal dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 94 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU PPLH. 
Hal ini menghambat pemberlan efekjera kepada pelaku pelanggaran. 
KLHK mengharapkan agar Rancangan Peraturan Presiden tentang 

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dapat segera 

disahkan untuk menguatkan koordinasi antara PPNS, Poiri, dan 

Kejaksaan.

Lebih jauh, terdapat permasalahan dalam Pasal 95 UU PPLH 

yaitu berdasarkan Pasal 95 UU PPLH diatur bahwa penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan 

penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan 

dibawah koordinasi Menteri KLHK. Menurut Poiri, hingga saat ini 
belum ada badan/lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam bentuk 

penegakan hukum terpadu penanganan tindak pidana I ingkungan hidup. 
Koordinasi antara penegak hukum di bidang lingkungan hidup Juga 

belum teijalin, balk permintaan tenaga ahli maupun dalam koordinasi
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dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Sehingga, diperlukan hubungan 

blrokrasi langsung dengan KLHK sehingga teyalln koordinasi 

khususnya dalam penegakan hukum.

4. Pengawasan Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan yang diberlkan 

oleh UU PPLH kepada para pemangku kepentingan, diperlukan sebuah 

sistem pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi dalam 

sebuah undang-undang. Pengawasan sebagai baglan dari fungsi dasar 

manajemen diperlukan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik (good governance) agar dapat mencapai tujuannya dengan 

efektif dan efislen.

UU PPLH memberl kewenangan pengawasan kepada Menteri 

LHK, gubernur, atau bupatl/walikota sesuai dengan kewenangannya 

untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 

di bidang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana 

ketentuan Pasal 71 UU PPLH, yaltu;

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "

Kewenangan pengawasan yang diberikan oleh UU PPLH 

merupakanJenis pengawasan melekat pada p^abat untuk mengawasi 
ketaatan/kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 63 UU PPLH memberlkan kewenangan melakukan pembinaan 

dan pengawasan ketaatan atas izin yang dikeluarkan sesuai dengan 

der^at kewenangannya.

Menurut DLHK Provinsi Riau, terkait pengawasan melekat ini 

sebaiknya lebih diperiuas tidak hanya sebatas pada izin lingkungan 

yang dikeluarkan sesuai derajat kewenangannya saja. DLHK Provinsi
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Riau yang membawahi dinas-dinas lingkungan hidup di kabupaten/ 

kota, tidak mengetahui adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota akibat kurangnya koordinasi antara dinas tingkat 

provinsi dengan dinas tingkat kabupaten/kota.

Pengawasan yang demikian seharusnya termasuk dalam kategori 
pengawasan melekat meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU 

PPLH. Pasal 91 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(3) "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah 

kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/ 

kota:

b. melakukan monitoring, evaiuasi, dan supervisi terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 

yang ada di wiiayahnya;

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di 

wiiayahnya;

d. melakukan evaiuasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/ 

Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, 

pajak daerah, dan retribusi daerah;

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan."
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Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, norma terkait 
pengawasan melekat yang dimiliki oleh gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat dilaksanakan dengan melakukan monitoring, 
evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Lingkungan hidup merupakan 

urusan wajib Pemerintah dalam pembagian urusan pemerintahan 

yang konkuren sebagalmana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e 

UU Pemerintahan Daerah, sehingga secara substansi norma tidak 

terdapatpermasalahan disharmoni. Namun demiklan, akibat kurangnya 

koordinasi antar kementerian/lembaga terkait urusan lingkungan 

hidup, maka norma pengawasan melekat tersebut menjadi sullt untuk 

dilaksanakan. UU PPLH juga tidak menegaskan bahwa dalam Bab 

XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, diperlukan adanya 

pengawasan terhadap instansi di bawah koordinasinya melainkan 

sebatas hanya pengawasan sesuai der^at kewenangannya saja. Hal 
ini menyebabkan adanya bias kewajiban bagi dinas lingkungan hidup 

di tingkat kabupaten/kota untuk melaporkan kepada dinas lingkungan 

hidup di tingkat provinsi atas izin lingkungan yang dikeluarkan.

Pasal 71 UU PPLH menimbulkan masalah karena perlunya 

penjelasan mengenai slapa Itu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. 
Ketentuan mengenai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam 

Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup. Adapun Pengawas Lingkungan Hidup 

merupakan jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang tergolong dalam 

rumpun Jabatan Fungsional. Menurut Kemen ATR/BPN, P^abat 
Pengawas Lingkungan Hidup sebaiknya terdiri atas lintas sektoral dan 

lintas pemangku kepentingan. Dengan demiklan Kemen ATR/BPN 

dapat menjadi baglan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk 

menilai pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang telah 

sesuai dengan kebyakan RTRW.

Jumlah sumber daya manusia pejabat pengawas lingkungan hidup 

Juga tidak memadai mengingat banyaknya Jumlah kasus lingkungan 

hidup. DLH Provinsi DKl Jakarta memiliki kendala dalam kekurangan 

Jumlah ini yang dirasa masih sangat kurang untuk melaksanakan 

pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, kekuranganjumlah Pejabat
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Pengawas Lingkungan Hidup menyebabkan pelaksanaan sanksi 
administratif menjadi kurang efektif, dan juga minimnya sarana 

prasarana dalam peiaksanaan kegiatan pengawasan sehingga kegiatan/ 
usaha yang ada kurang diawasi dengan baik.

5. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

UU PPLH disusun sebagai respon atas DU Lingkungan Hidup 

1997 yang tidak lagi memadai dengan kebutuhan hukum masyarakat 
dengan menambahkan materi muatan yang dipandang lebih progresif, 
salah satunya adalah ketentuan tentang penegakan hukum.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan 

kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Hal ini sebagaimana tujuan yang dirumuskan oleh pembuat 
UU PPLH pada Pasal 3 yang memuat sebelas tujuan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yaitu diantaranya adalah melindungi 
wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan 

perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakan 

hukumnya, apabila penegakan hukum tidak beijalan dengan baik 

maka peraturan perundang-undangan yang sempurna tetap tidak akan 

mencapai tujuan undang-undang tersebut karena penegakan hukum 

merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.55

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat 
beberapa permasalahan yaitu:

a. Ketidakpahaman Penegak Hukum Atas UU PPLH

Ketidakpahaman sumber daya manusia penegak hukum 

atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merijadi salah satu penyebab sulitnya pelaksanaan penegakan 

hukum. Polri mengatakan bahwa belum semua Penyidik Polri 
memiliki kemampuan menyidik tindak pidana lingkungan hidup 

dan kemampuan untuk mengambil samplekasus lingkungan hidup. 
Sehingga yang perlu diperlukan adalah dilakukannyasosiaiisasi UU

56 Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum 
Universiias Pai^a^aran, Bandung, 18 Agustus 1997, him. 8.
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PPLH dan peiatihan terhadap penegak hukum dl bldang lingkungan 

hidup.

b. Jumlah PPNS Tidak Memadai

Penegak hukum dalam UU PPLH terdiri atas Penyidik 

Poiri dan PPNS yang bertanggung jawab di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dan diberi wewenang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai 
Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 UU 

PPLH.

DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala dalam 

kurangnyajumlah PPNS, karena seluruh PPNS di DLHK Provinsi 
Jawa Tengah seluruhnya telah pensiun dan belum ada PPNS 

pengganti hingga saat ini meskipun sudah dilakukan permintaan 

kepada KLHK. Ketiadaan PPNS di DLHK Provinsi Jawa Tengah 

menyebabkan kendala bagi proses penegakan hukum lingkungan 

dl Jawa Tengah. Selain itu, ketiadaan PPNS tersebut mer^adikan 

seluruh penyidikan lingkungan hidup dilakukan oleh Penyidik 

Poiri pada Polda Jawa Tengah, balk atas laporan/informasi dari 
DLHK Provinsi Jawa Tengah maupun berdasarkan temuan dari 
Polda Jawa Tengah.

Selain itu, pemahaman birokrat dan aparat yang masih lemah 

juga menjadi permasalahan tersendiri. Menurut Walhi pemahaman 

birokrasi pemerintahan serta aparat dalam rantai penegakan hukum 

masih sangat lemah, Contohnya dalam hal Jumlah PPNS versus 

jumlah izin. Sehingga Walhi memberikan saran yaitu sebaiknya 

Badan Penyidik dan Penuntut bisa mereplikasi kebyakan 

Mahkamah Agung (MA) dengan melakukan sistem sertifikasi, 
sehingga pemahaman komponen peradilan terhadap substansi 
berikutjaringan keijanya bisa lebih maksimal.

c. Fungsi Penyidikan PPNS Tidak Sepenuhnya Efektif

PPNS dalam melakukan penyidikan didasarkan pada ketentuan 

Pasal 94 UU PPLH. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa PPNS
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diharuskan berkoordinasi dengan Penyidik Poiri dalam melakukan 

penangkapan dan penahanan, memberitahukan kepada Penyidik 

Poiri dan Penuntut Umum terkait adanya penyidikan yang sedang 

dilakukan oieh PPNS. Namun, pada Pasal 94 ayat (6) UU PPLH 

dinyatakan bahwa PPNS dapat menyampaikan basil penyeiidikan 

secara iangsung kepada penuntut umumr tanpa harus berkoordinasi 
terlebih dahulu dengan Penyidik Poiri.

Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan bahwa selama UU PPLH 

diberiakukan sejak 2009, hingga kini beium pernah ada peiimpahan 

berkas perkara iingkungan hidup iangsung dari PPNS kepada 

K^aksaan Tinggi Riau mengenai adanya basil penyidikan tindak 

pidana Iingkungan hidup. Peiimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi 
Provinsi Riau mengenai tindak pidana Iingkungan hidup selama ini 
hanya dilakukan oleh Penyidik Poiri.

d. Penegakan Hukum Satu Atap Tidak Efektif

Pasal 95 UU PPLH mengatur ketentuan alur mekanisme 

koordinasi penegakan hukum Iingkungan hidup antara instansi 
penegak hukum yang terkoordinasi dalam satu atap. Penegakan 

hukum satu atap tersebut merupakan gabungan yang terdiri dari 
PPNS, Penyidik Poiri, dan Jaksa yang koordinasinya dibawah 

koordinasi Menteri LHK. Kebgakan pembentukan tiga fungsi 
di dalam satu atap diharapkan oleh pembentuk undang-undang 

agar penegakan hukum Iingkungan hidup mer^adi iebih balk. 
Keterpaduan pengawasan, penyidikan dan penuntutan dalam satu 

atap diharapkan dapat menyatukan persepsi antar penegak hukum 

dan sinergisitas pemanfaatananggaranyang Iebih efektif di masing- 
masing sektor.

Dalam UU PPLH, alur mekanisme penegakan hukum satu atap 

merupakan satu-satunya mekanisme penegakan hukum Iingkungan 

hidup pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- 
XI1/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan batal 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas frasa "dapat" 

dan Inkonstituslonal bersyarat atas frasa "tindak pidana Iingkungan
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hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH. Selengkapnya Pasal 95 

ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa,

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku iindak 

pidana Ungkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum 

terpadu antara penyidik pegawai negeri s/pil, kepolisian, dan 

kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. "

Pasal 95 ayat (1) UU PPLH pasca Putusan MK selengkapnya 

menjadi;

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana Ungkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang 

bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan 

penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipii, 

kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri"

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya 

frasa "dapat" maka koordinasi penegakan hukum Ungkungan 

hidup menjadi suatu kebjjakan pilihan, yang dalam praktiknya 

maslng-masing penegak hukum beijalan sendiri-sendiri. Dengan 

adanya kewajiban untuk berkoordinasi dalam satu atap, diharapkan 

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan 

bersamaan dengan Itu terdapat peluang untuk mewigudkannya. 
Sehingga dengan awalnya terdapat dua mekanisme penegakan 

hukum yaitu secara masing-masing instansi dan koordinasi dalam 

satu atap, sekarang hanya terdapat satu mekanisme s^a yaitu 

penegakan hukum satu atap di bawah koordinasi Menteri LHK.

Pada 26 Juli 2011, penegakan hukum satu atap sebagai 

pelaksanaandari Pasal 95 ayat (1) UU PPLH telah dilakukan dengan 

adanya Kesepakatan Bersama Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor 
B/20/V11/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011 

antara Menteri Lingkungan Hidup, Kapoiri, dan Jaksa Agung, yang 

disahkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 209 

Tahun 2011 tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
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e.

Menurut ICEL, pada pe^alanannya pernah dibentuk tim 

satu atap pada kasus kebakaran hutan dan iahan pada tahun 2014. 
Koordinasi timtersebuthanya sebatas penyamaan persepsi subtansi 
tanpa mengurangi kewenangan masing-masing Instansi. Selanjutnya 

rancangan peraturan presiden teiah disusun oleh KLHK pada 2016 

untuk merespon Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 dan sebagal 
aturan tentang koordinasi antar instansi penegak hukum dalam satu 

atap. Namun demikian, hingga kini rancangan peraturan presiden 

tersebut belumjuga ditetapkan.

Informasi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau menyebutkan 

bahwa pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup satu atap 

menjaditerkendalaakibatketidalgelasanmekanismepelaksanaannyd 

sebagaimana yang akan diatur dalan rancangan peraturan presiden 

tersebut. Sehingga yang teijadi hingga saat ini, koordinasi antar 
penegak hukum dilakukan secara reguler tanpa adanya koordinasi 
khusus dibawah Menteri LHK, dan bagi Polda Riau tetap beracara 

penegakan hukum lingkungan hidup menggunakan KUHAP.

Putusan Pengadilan Diabaikan oleh Pemerintah Daerah

Menurut Andri G. Wibisana, dalam diskusi dengan akademisi 
sebagai narasumber pusat, pemerintah daerah terkesan tidak sesual 
daiammenjalankanputusanpengadilanterkaitgugatanadministratif 
terhadap izin lingkungan (atau izin PPLH), sebagai contoh adalah 

kasus gugatan izin pembuangan limbah cair di Cikicing (anak 

sungai citarum) yang digugat oleh WALHI karena dianggap 

kurang memperhatikan aspek lingkungan, dan gugatan tersebut 
dimenangkan WALHI sehingga Izin Lingkungan yang dimiliki oleh 

Tergugat dibatalkan. Namun, kemudian keluar Izin Lingkungan 

baru yang secara substantif tidak berbeda dari Izin yang dibatalkan 

sebelumnya, dan izin baru tersebut sudah dianggap sebagai bentuk 

pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Narasumber, hal tersebut 
seperti bentuk pengelabuan terhadap putusan pengadilan. Kemudian 

di lain kasus seperti kasus Kendeng, izin Lingkungan baru yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut tidak lagi dapat
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digugat karena telah dianggap sebagai suatu bentuk menjalankan 

putusan pengadilan, meskipun secara substansi, Izin Lingkungan 

yang baru tersebut tidak berbeda dari sebelumnya.

Menyikapi hal demikian, seharusnya pemerintah daerah tidak 

begitu saja menerbitkan izin lingkungan yang baru tetapi harus 

benar-benar sesuai meryalankan putusan pengadilan, dimana izin 

lingkungan yang baru akan dikeluarkan apabila tergugat telah 

lebih memperhatikan dan mematuhi aspek-aspek lingkungan yang 

tidak ada dalam substansi izin lingkungan yang sudah dibatalkan 

sebelumnya.

D. Pendanaan Lingkungan Hidup

Aspek pendanaan dalam UU PPLH mencakup tiga hal, yaitu 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU 

PPLH., Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dalam Pasal 45 UU PPLH., 
dan Dana Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46jo. Pasal 90 UU 

PPLH.

1. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42 UU PPLH mengamanatkan kepada Pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup (lELH). Pengaturan lebih lar^ut mengenai 
lELH terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP lELH) yang mulai 
berlaku sejak tanggal 10 November 2017. lELH meliputi tiga aspek, 
yaitu perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan 

lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif.

Ketiga cakupan instrumen Perencanaan Pembangunan dan 

Kegiatan Ekonomi tersebut membutuhkan koordinasi antar-organ 

negara. Neraca sumber daya aiam dan lingkungan hidup dapat dis^ikan 

dalam satuan mata uang setelah adanya koordinasi antara minimal tiga 

kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Keuangan,56 Badan Pusat 
Statistik sebagai penyusun, dan KLHK sebagai penyedia data dan

56 Pasal 7 ayat (3) PP lELH
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informasi. 57 Kompensasi/imbal Jasa iingkungan hidup diberikan oleh 

pemanfaat jasa Iingkungan hidup kepada penyedia jasa Iingkungan 

hidup. yang dapat berupa Pemerintah, pemerintah daerah, maupun 

orang.58 Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi yang optimal 
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga 

negara.

InternalisasI blaya Iingkungan hidup dipahami sebagal proses 

memasukkan biaya-biaya pencemaran dan/atau kerusakan Iingkungan 

hidup ke dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/ 
atau keglatan.59 Dengan adanya internalisasi tersebut, maka konsumen 

sebagai penikmat suatu produk atau keglatan yang mencemarl atau 

merusak Iingkungan hidup turut serta dalam menanggung biayanya. 
Hal ini merupakan wujud dari salah satu prinsip substansi Iingkungan 

hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/1I/2013 tentang Pemberlakuan 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yaitu Prinsip 

Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle).

Gambar22. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hldup-1

e Perencanaan Pembangunan dan 
Kegiatan Ekonomi

<Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup)

<

C
<

Produk domestik bruto dan produk domestik 
regional bruto

Kompensasi/imbaljasa lingkungan hidup antar- 
daerah

Internalisiasi biaya lingkungan hidup

)

)

57 Pasal 6 ayat (4) PP lELH
58 Pasal 10 ayat (3) PP lELH
59 Pasal 18 ayat (DPP lELH
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Gambar 23. Instrumen Ekonomt Lingkungan Hldup-2

^ 2. Pendanaan Lingkungan Hidup ^

------^ Danajaminan pemulihan lingkungan hidup ^

-cDana penangguiangan pencemaran dan/atau 
kerusakan dan pemulihan lingkungan hidupDc Dana amanah/bantuan konservasi 1

Pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme 

penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan 

upaya perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup.60 Dana tersebut 

dapat berbentuk jaminan keuangan yang diberikan oleh penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan, dana yang disiapkan oleh Pemerlntah 

dan pemerlntah daerah melalui APBN, APBD, atau sumber lainnya, 
hibah, maupun donasi. Pengaturan mengenal dana jaminan dalam 

Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 PP (ELH merupakan amanat darl 

Pasal 55 ayat (4) UU PPLH, yang dapat berbentuk deposito beyangka, 

tabungan bersama, bank garansi, polls asuransl, atau bentuk lainnya 

sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam forum diskusi dengan Andri G. Wibisana pada tanggal 30 

Juli 2018, beliau mengemukakan bahwa perumusan pendanaan dalam 

lingkungan hidup khususnya untuk dana pemulihan lingkungan atau 

dana kompensasi harussangathati-hati dan harusmemegang eratprinsip 

konstribusi proposional. Pendanaan pemulihan lingkungan tidak boleh 

bertentangan dengan "prinsip pencemar membayar", caranya dengan 

menekankan bahwa kompensasi harus ada hanya pada peningkatan 

resiko pencemaran (pelaku pencemaran) dan besaran kompensasi 

harus proposional dengan konstribusinya dalam pencemaran, sehingga 

semakin banyak andil si pencemar dalam pencemaran lingkungan 

maka semakin besar konstribusi dana kompensasi yang harus diberikan 

kepadanya.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b UU PPLH

KAJIAN, ANALISIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 209 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl 
TAHUN 2018



Kemudian Andri G. Wibisana berpendapat bahwa sebaiknya 

danajaminan akan dikembalikan pada akhir kegiatan apabila pelaku 

kegiatan/usaha dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu terkait 
perlindungan/pengelolaan lingkungan hidup.61 Namun ketentuan 

mengenai danajaminan, baik dl UU PPLH maupun PP lELH, tidak 

menyebutkan secara tegas mengenai pengembalian dana Jaminan. 
Peluang untuk mengatur hal tersebut terbuka melalui ketentuan Pasal 
22 ayat (4) PP lELH yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut 
mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besarnya 

danajaminan oleh menteri yang membidangi masing-masing usaha 

dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam bidang pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengenai adanya 

Dana Jaminan Reklamasi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha/ 
kegiatan pertambangan sebagaijaminan bahwa mereka akan melakukan 

reklamasi, yaitu mengembalikan kondisi lokasi pertambangan ke 

kondisi sebelum ditambang. Apabila dianggap berhasil, maka dana 

tersebut akan dikembalikan.62

Dalam bidang migas, pada saat diskusi tanggal 18 Juli 2018 Tim 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan adanya 

dana ASR (Abandonment and Site Restoration) yang diwajibkan oleh 

Pemerintah dan akan dikembalikan. Aturan mengenai ASR tersebut 
tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan 

Usaha Hulu Migas yang diundangkan pada tanggal 23 Februari 2018. 
Dalam aturan tersebut, Pemerintah mewajibkankontraktorkontrakkeija 

sama untuk melakukan kegiatan setelah operasi dengan menggunakan 

dana kegiatan pasca operasi. Dana tersebut wajib dicadangkan oleh 

kontraktor sesuai dengan perkiraan biaya dari rencana kegiatan dan 

wajib disetorkan untuk pertama kalinya pada tahun dimulainya produksi 
migas secara komersial. Pada akhir kegiatan pasca operasi, Jika dana 

tersisa dan kontrak kerja sama (PSC - production sharing contract)

61 Andri G. Wibisana, Penataan Hukum Lingkungan: Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan 
Penataan Sukarela, hal. 13

62 Ibid., hal. 14
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menggunakan skema gross split, maka dana ASR akan dikembalikan 
kepada kontraktor.

Gambar 24. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup-3

C 3. Insentif dan/atau Disintensif

Pengadaar^arang danjas^an^^mai^ingkiingan ^

Penerapan pajak^^^busi, dan subsidi lingkungar^^

c
C

Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar 
modal yang ramah lingkungan hidup

)

:)Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan 
limbah dan/atau emisi

^^Pengembangar^Isterr^embayaranjasa lingkungan ^

Pongembanganasuransilingkunganhidup ^<_____________________________^
-^PengembanganTistem'^aberramah"Nngkungan*hidu'p‘^

)<Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup

Instrumen insentif dan/atau disinsentif diterapkan oleh Pemerintah 

dan pemerintah daerah sebagai pengakuan atau dorongan kepada 

setiap orang untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada 

lingkungan dan/atau sebagai beban atau ancaman agar mengurangi 
kegiatanyang berdampaknegatif pada lingkungan. Instrumen-instrumen 

tersebut merupakan suatu terobosan yang menarik bagi pelaku usaha 

untuk tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 
Contohnya iaiah instrumen perdagangan izin pembuangan limbah 

dan/atau yang memungkinkan antar-pelaku usaha untuk melakukan 

jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang 

ke media lingkungan hidup. Dengan kata lain, jika seorang pengusaha 

berhasil mengurangi limbah yangdihasilkan maka iaakan mendapatkan 

keuntungan dengan mer^ual kuota izin pembuangan limbah yang 

tersisa kepada pengusaha lainnya. Contoh lainnya iaiah pengenaan 

p^ak lingkungan kepada produk yang tidak mendapatkan label ramah 

lingkungan oleh Pemerintah akan menjadikan harga produk tersebut 
naik. Dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan beralih kepada
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barang substitusi (jika ada)63 berlabel ramah lingkungan yang lebih 

murah dan pada akhirnya akan mendorong produsen untuk berlomba 

menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Secara umum, instrumen-lnstrumen ekonomi lingkungan hidup 

adalah berbagai upaya untuk memasukkan biaya-biaya pencemaran atau 

kerusakan lingkungan yang dihasilkan sebagai akibat dari keglatannya 

di mana pencemar harus membayar biaya tersebut. Instrumen- 
instrumen ekonomi tersebut sangat dibutuhkan mengingat banyak 

kegiatan perekonomian yang bersumber dari alam. Sebagalmana di 
daerah ProvinsI Riauyang perekonomiannya ditopang oleh pengelolaan 

sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa 

sawit, dan perkebunan serat. Jika Pemerintah tidak menerapkan 

kebyakan dengan hati-hati maka dapat mempengaruhi kes^ahteraan 

masyakarat dan pendapatan daerah. lELH seolah menjadijawaban atas 

permasalahan yang disampalkan oleh PSLH LPPM Unri bahwa perlu 

adanya penyeimbang antara kepentingan lingkungan dan kepentingan 

perekonomian.

Sayangnya peraturan pelaksanaan terkait lELH sebagalmana 

amanat Pasal 42 UU PPLH baru diundangkan tujuh tahun setelah UU 

PPLH berlaku, padahal Pasal 126 UU PPLH memberikan batasan paling 

lambat satu tahun setelahnya. Dengan umur PPIELH yang belum genap 

setahun, wajar dikatakan bila sosialiasi terhadap instrumen-lnstrumen 

ekonomi lingkungan hidup belum optimal. Sebagalmana disampalkan 

oleh DLHK ProvinsI Jawa Tengah bahwa pelaku usaha masih belum 

dapat membedakan antara danajaminan dengan dana CSR (Corporate 

Social Responb/lity) akibat belum adanya sosialiasi mengenai PP 

lELH oleh KLHK. Hal tersebut juga menyebabkan terbentuknya 

pola pikir pemerintah daerah bahwa pendanaan urusan lingkungan 

hidup bukan merupakan prioritas karena mengeluarkan biaya yang 

besar dan berbanding terbalik dengan pemberdayaan ekonomi daerah 

untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagalmana disampalkan

63 Lihat Andri G. Wibisana, ibid., him, 12 yang menyebulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu 
dipertiatikandaiam penerapan pajak lingkungan, salahsatunya iaiah ketersediaan barang substitusi. Jika tidak 
ada barang substitusi yang tidak dikenai pajak, maka kurva permintaan menjadi tidak elastis dan penerapan 
pajak lingkungan tidak akan memiliki dampak yang signifikan.
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oleh KLHK. Oleh karena itu diperlukan sosialiasi secara menyeluruh 

tentang instrumen-lnstrumen tersebut, tidak hanya kepada pelaku 

usaha namun juga kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan 

Juga Pemerintah-pemerintah daerah, temtama terkait koordinasi antar- 
instansi.

2. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU PPLH mewajibkan Pemerlntah 

bersama DPR Rl, dan pemerintah daerah bersama DPRD untuk 

mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program 

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. WALHl dan DKP 

Provinsi Riau berpendapat bahwa anggaran berbasis lingkungan hidup 

masih belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PPLH, 
baik dalam kebljakan anggaran Pemerintah maupun pemerintah daerah. 
Hal tersebut tecermin alokasi anggaran belanja fungsi perlindungan 

hidup sebesar Rp. 15,7 Milyar dari keseluruhan anggaran belanja 

Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1,5 Triliun, atau hanya sebesar 1,1% 

(satu koma satu persen)64 dan anggaran belarja KLHK tidak menempati 
sepuluh besar anggaran belanja kementerian/lembaga terbanyak.

Hal yang samajuga tecermin di daerah Provinsi Riau dan Provinsi 
Jawa Tengah. Anggaran Belanja pada APBD Provinsi Riau untuk tahun 

anggaran 2018 begumlah Rp. 10,091 Triliun dengan pagu untuk DLHK 

Provinsi Riau sebesar Rp. 166 Milyar atau setara 1,6% (satu koma 

enam persen).65 Sedangkan anggaran belanja untuk urusan lingkungan 

hidup di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 218 

Milyar dari total belanja daerah sebesar Rp. 24 Triliun, atau sebesar 
0,9% (nol koma sembilan persen) .66

Menurut WALHl, anggaran yang belum berbasiskan lingkungan 

hidup sebagaimana amanat dari Pasal 45 UU PPLH disebabkan karena

M Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018.

“ Lihat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

66 Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
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perencanaan lingkungan hidup yang tidakjelas dan adanya benturan 

kepentingan antar-lembaga dan instansi pemerintahan yang tiap daerah 

masih memprioritaskan Pendapatan Asll Daerah (PAD) masing-masing 

sehingga alokasi anggaran lingkungan hidup kurang dtperhatikan. 

Selain Itu DLHK Provinsi DKI Jakarta mengemukakan bahwa belum 

adanya pengaturan dari Pemerintah terkait pengalokasian penganggaran 

untuk lingkungan hidup menimbulkan kesulitan bag! Pemda untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 45 DU PPLH.

3. Dana Pemulihan Lingkungan Hidup

Ketentuan Pasal 46 UU PPLH mew^tbkan Pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pemulihan 

kondisi lingkunganhidupyangkualitasnyatelahmengalami pencemaran 

dan/atau kerusakan. Menurut KKP, Pasal tersebut tidak memberlkan 

secara rinci besaran anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk 

pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar sehingga pada 

penerapannya hanya berupa anggaran darurat yang bersifat kasuistis.

Jika kemudian teijadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatan, dan Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah melakukan pemulihan dengan menggunakan dana 

yang telah dianggarkan sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, Pemerintah dan/atau67 pemerintah daerah 

berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu untuk 

mengganti dana APBN dan/atau APBD. Kewenangan ini sebagai wujud 

dari "prinsip pencemar membayar" di mana pemulihan lingkungan 

tidak dibiayai oleh korban atau masyarakat pada umumnya sebagai 

pembayar pajak.

Berdasarkan "prinsip pencemar membayar” tersebut, Andri G. 

Wibisana memberlkan rekomendasi untuk mengubahfrasa "berwenang" 

menjadi "w^ib" dalam kententuan Pasal 90 ayat (1) UUPLH agar 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendapatkan penggantian
67 Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup him, 16, bahwa frasa "dan" daiam Pasal 
90 UU PPLH dibaca sebagai altematif artinya instansi Pemerintah dan/atau pemerintah dapat mengajukan 
gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena 
kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.
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dana APBN dan/atau APBD yang telah dikeluarkan. Jlka masih 

menggunakan frasa ”berwenang" maka pelaku usaha pencemaran dan/ 

atau pengrusakan lingkungan ada di posisi yang diuntungkan karena 

tidak pernah digugat oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, 

seperti yang terjadi untuk kasus lumpur Lapindo dan pencemaran 

Sungai Citarum.

UU PPLH tidak memiliki permasalahan yang berarti terkait 

perumusan normatif ketentuan-ketentuan mengenal aspek pendanaan 

dalam pengelolaan dan perlindungan hidup. Berdasarkan data dan 

informasiyangdiperoleh,terdapat permasalahan ditataranimplementasi 

dengan kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai 

aspek-aspek pendanaan dalam UU PPLH. Oleh karena Itu diperlukan 

sosialiasi yang leblh Intensif terutama terkait dengan instrumen- 
instrumen ekonomi lingkungan hidup, balk di kalangan K/L di tingkat 

pusat, pemerintahan daerah, para pelaku usaha, maupun setiap orang 

yang menggunakan produk dan/atau Jasa lingkungan hidup. Dengan 

terbukanya forum diskusi dan meningkatnya intensitas diskusi antara 

pemangku kepentingan, maka diharapkan koordinasi di antara mereka 

semakin optimal dan pelaksanaan darl ketentuan UUPLH sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

E. Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan 

sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara 

Indonesia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku 

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penur^'ang 

hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menjadi landasan bagi 

negara untuk menguasai sumber daya alam. Penguasaan negara tersebut 

mempunyai makna bahwa negara melakukan berstuursdaad sebagai 

pengelola dan tidak melakukan tindakan sebagai memiliki. Sebagai
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pengelola, negarajuga bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus 

sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Sementara, ketentuan Pasal 
33 ayat (4) UUDTahun 1945 adalah landasan bagi penyelenggaraan negara 

agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan/ 
pencemaran lingkungan.68

Secara kualitas dan kuantitas, ketersediaan sumber daya alam di 
Indonesia tidak merata, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan 

sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan 

mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan 

mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah 

meningkatkan produksi llmbah bahan berbahaya dan beracun. Begitu 

pula industrialisasi, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bag! 
masyarakat, juga menimbulkan dampak antara lain dihasilkannya limbah 

bahan berbahaya dan beracun yang apabila dibuang ke dalam media 

lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Kondisi yang demikian 

dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas 

lingkungan hidup menurun.

Secara ekologis, lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas 

untuk menerlma perubahan. Batas-batas kemampuan lingkungan untuk 

menerima perubahan secara teknis disebut nilal ambang batas, yang pada 

prinsipnya merupakan ukuran untuk menetukan s^auh mana lingkungan 

masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya atau berfungsi menuryang 

pembangunan berkelaiyutan. Jadi, nilai ambang batas merupakan tolak 

ukur secara teknis iimiah untuk menentukan s^auh mana lingkungan balk 

atau tidak baik, rusak atau tidak, dan tercemar atau tidak. Ukuran atau 

batas yang dibakukan secara yurldis inilah yang dikenal sebagai baku mutu 

lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Baku mutu lingkungan terkaitdengan ukuran batas atau kadar makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

ke dalam lingkungan, sedangkan kriteria baku kerusakan berkaltan dengan

68 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
him. 93.

916 KAJIAN, ANALiSIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUN6AN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl

TAHUN 2018



batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup.69 
Apabila baku mutu terlampaui maka teijadilah pencemaran, dan bila 

kriteria baku kerusakan terlampaui maka teijadilah kerusakan lingkungan. 
Jadi, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan merjadi tolak ukur 
yuridis untuk menentukan telah teijadinya pencemaran atau kerusakan 

lingkungan.

Dalam rangka untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, khususnya agarsuatu lingkungan atau wilayah 

tetap sesuai parameter baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, 
maka perlu dilakukan pengujian dan analisis terhadap lingkungan yang 

bersangkutan. Data yang akurat, valid, dan reliable, tidak terbantahkanserta 

dapatdipertanggungjawabkansecara ilmiah maupun hukumdapatdiperoleh 

apabila pengujian dan analisis dilakukan dalam suatu laboratorium. Disini 
peran dan fungsi laboratorium sangat vital dalam mendukung perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menyediakan data 

kualitas lingkungan yang akurat dan valid balk untuk mengetahui atau 

memonitor ada tidaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan di suatu 

wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

Data pengujian kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh laboratorium 

lingkungan yang kompeten memiliki akuntabilitas secara hukum dan 

ilmiah, sehingga dapat digunakansebagai dasar kebijakan berkaitan dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan 

UU PPLH.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH bahwa 

perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup merupakanupayasistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah tegadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. Upaya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adanya laboratorium lingkungan merupakan tugas dan wewenang 

dari Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (1) 
huruf X UU PPLH yang menentukan bahwa:

69 Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU PPLH
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"Dalam perlindungan dan pengetofaan lingkungan hidup, Pemerintah 

bertugas dan berwenang:

X. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan 

hidup. "

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan belum ada ketentuan lebih 

lanjut mengenai laboratorium lingkungan yang mendasarkan pada UU 

PPLH. Namun demikian, telah ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan (Permen 

Laboratorium Lingkungan). Berdasarkan konsideran Mengingat dari 

Permen Laboratorium Lingkungan, undang-undang yang menjadi dasar 

pembentukannya adalah UU Lingkungan Hidup 1997, yang mana telah 

dicabutoleh UU PPLH. Meskipun demikian, terdapat ketentuan Pasal 124 

UU PPLH yang menentukan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 

perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penge/olaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- 

Undang ini."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 124 UU PPLH tersebut maka 

Permen Laboratorium Lingkungan masih tetap berlaku untuk mengatur 

mengenai laboratorium lingkungan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Permen Laboratorium Lingkungan terdapat 

pengaturan yang menyatakan bahwa:

"Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai 

sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas 

lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. "
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Artinya, Permen Laboratorium Lingkungan menghendaki bahwa 

laboratorium lingkungan yang dimaksud adalah laboratorium yang 

mempunyai sertifikat akreditasi, artinya ada standar tertentu yang diterapkan 

pada suatu laboratorium untuk dapat disebut sebagai laboratorium 

lingkungan, yaitu bahwa laboratorium itu adalah laboratorium pengujian 

parameter kualitas lingkungan. Pengujian parameter kualitas lingkungan 

yang dimaksud adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan 

dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, suatu laboratorium harus mendapatkan pengakuan 

kompetensi laboratorium lingkungan. Adapun mekanisme pengakuan 

kompetensi laboratorium lingkungan diatur dalam Permen Laboratorium 

Lingkungan dan dapat digambarkan sebagai berikut :70

Gambar25. Mekanisme Pengakuan Kompetensi Laboratorium Lingkungan
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Pengajuan akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas 

lingkungan harus memenuhi :71

1. Penerapan SNI ISO/IEC 17025 termutakhir (edisi saat ini adalah SNI 
ISO/IEC 17025:2017)

70 Lampiran-l Petunjuk Pelaksanaan Permen Laboratorium Lingkungan
71 Pusai Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. “Laboratorium Lingkungan”, dalam httD://standardisasi. 

menlhk.go.id/index.php/barangiasateknologi-ramah-lingkungan/lembaea-Denvedia-iasa-Dengelolaan-  
lingkungan-lpjl/penguiian-parameter-lingkunganlabeling/. diakses pada tanggal 25 September 2018.
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2. Jumlah minimum parameter yang akan diakreditasi berdasarkan kriteria 

media yang akan dianalisis sesuai Lampiran-2 Petunjuk Pelaksanaan 

Permen Laboratorium Lingkungan, yaitu :
a. Mediaair,minimal5(lima)parameterpengujianyangdipersyaratkan 

(1 parameter lapangan dan 4 parameter laboratorium).
b. Media udara (ambien), minimal 1 (satu) parameter pengujian.

c. Media udara (emisi sumber tidak bergerak), minimal 3 (tiga) 

parameter pengujian.
d. Kebisingan dan getaran, minimal 1 (satu) parameter pengujian.
e. Pengujian B3 dan limbah B3, minimal 1 (satu) parameter untuk uji 

karakteristik dan minimal 5 (lima) parameter uji lainnya.
f. Media tanah untuk pengujian kerusakan tanah/lahan, minimal 2 

(dua) parameter pengujian.
g. Pengujian biologi, minimal 1 (satu) parameter.

3. PersyaratansebagaimanadiaturdalamLampiran-1 Permen Laboratorium 

Lingkungan, yang meliputi organisasi, sistem manajemen mutu, 
pengendalian dokumen, pengaduan, personil, kondisi akomodasi dan 

lingkungan, peralatan, metode pengujian dan validasi, ketertelusuran 

pengukuran, pengambilan contoh uji, penanganan contoh uji, jaminan 

mutu basil pengujian, pelaporan basil, pengelolaan limbab, serta 

keselamatan dan kesebatan kerja laboratorium.

Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup 

parameter kualitas lingkungan diterbitkan oleb Komite Akreditasi Nasional 
(KAN).

Disamping memiliki kompetensi sebagai laboratorium pengujian 

parameter kualitas lingkungan, ditentukan pula babwa laboratorium 

tersebut mempunyai identitas registrasi. Registrasi yang dimaksud adalab 

rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium 

yang telab terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium 

lingkungan. Adapun pengajuan registrasi laboratorium lingkungan 

dilakukan secara online melalui website Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

KLHK (PTSP KLHK).
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Saat ini telah ada Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Pusarpedal) sebagai Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional yang 

didirikan tanggal 12 Agustus 1993 melalui keijasama dalam bentuk hibah 

antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang penggabungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Pusarpedal 
diubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan 

Laboratorium Lingkungan (P3KLL),yang beradadibawah Badan Penelitian 

Pengembangan dan Inovasi, KLHK. Sebagai Laboratorium Lingkungan 

Rujukan Nasional, P3KLL memiliki laboratorium terakreditasi, yaitu :72
a. Laboratorium Air dan Limbah Cair
b. Laboratorium Udara
c. Laboratorium Tanah dan Limbah Padat

d. Laboratorium Kebisingan dan Getaran
e. Laboratorium Kalibrasi

f. Laboratorium Toksikologi

g. Laboratorium Biologi.

Peran dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam 

mendukung tugas-tugas Pemerintah terutama yang berwenang dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menyediakan data kualitas 

lingkungan yang akurat dan valid baik untuk mengetahui atau memonitor 
ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat 
bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan 

tidak akan begalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium.

Adanya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan kandasnya kasus- 
kasus lingkungan melalui proses pengadilan, seringkail disebabkan 

oleh kurangnya data-data dan Informasi serta tidak validnya data yang 

dikumpulkan dari lapangan maupun yang dihasilkan dari anaiisis 

laboratorium, yang berakibat data sebagai alat bukti pencemaran sangat 
lemah, dimana selanjutnya sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum 

lingkungan. Sebagaimanadisampaikan oleh Poiri bahwa dalam penanganan 

tindak pidana lingkungan hidup terdapat kendala-kendala diantaranya

72 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan dalam httotZ/pSklUitbang. 
menlhk.eo.ld/. diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.
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belum semua laboratorium untuk penunjukan pembuktian terakreditasi 

oleh KAN.

S^alandengan ltu,di Provinsi Riaumengalami hal yangserupa. DLHK 

ProvinsI Riau menyampaikan bahwa telah dibentuk DPT Laboratorium 

Lingkungan Hidup KelasA, namun laboratorium tersebutmasih mengalami 

kekurangan sarana dan prasarana, sehingga untuk melakukan pengujian 

dalam pemantauan kulaitas lingkungan, DLHK Provinsi Riau menggunakan 

laboratorium mi lik Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang belum terakreditasi, 

Dinas Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Riau, laboratorium 

Pusat Pengendalian Ekoregion Sumatera (P3ES), dan laboratorium swasta 

yang terakreditasi. Sementara K^ati Riau menyatakan bahwa laboratorium 

yang digunakan dalam penanganan perkara yang merupakan dellk materlil, 

yang membutuhkan penghitungan akurat perihal ambang batas baku mutu, 

merupakan laboratorium yang belum memiliki akreditasi.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Polda Jawa Tengah, 

yang menyampaikan bahwa sarana laboratorium di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah yang digunakan untuk pembuktian dalam menangani tindak pidana 

lingkungan adalah laboratorium yang telah terakreditasi, yaltu Balai Besar 

Teknologi dan Pencemaran Industri, yang ada di Kota Semarang, dan 

laboratorium yang ada pada DLHK Provinsi Jawa Tengah, dan laboratorium 

forensik Polda Jawa Tengah. Hanya s^a belum tersedia fasilitas untuk 

melakukan pengujian terkait limbah B3 (Toxicity Characteristic Leaching 

Procedure [TCLP]).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan laboratorium 

pengujian lingkungan yang adadi Indonesia saat ini belum merata, terlebih 

yang memenuhi akreditasi sebagai laboratorium penguji parameter 

kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Permen Laboratorium 

Lingkungan. Hal ini berdampak kurang efektif dan efisiennya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal penyediaan data 

kualitas lingkungan yang akurat dan valid, balk yang dipergunakan untuk 

memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan maupun sebagai alat bukti 

dalam penegakan hukum lingkungan.
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F. Budaya Hukum Lingkungan Hidup

Salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup adalah partisipatif,73 bahwa setiap anggota masyarakat didorong 

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam seiuruh 

ruang lingkup pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, pemerintah daerah wajib mendorong peran aktif masyarakat, mulai 
dari aspek perencanaan hingga aspek penegakan hukum.

K^ati Jawa Tengah mengungkapkan bahwa partisipatif masyarakat 
di Provinsi Jawa Tengah dalam aspek penegakan hukum dirasa kurang 

optimal. Hal tersebut tercermin dari sedikitnya perkara tindak pidana 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperiksa oleh 

pengadilan menandakan bahwa partipasi masyarakat untuk melaporkan 

adanya tindak pidana lingkungan hidup sangat kecil.

Pada aspek pemeliharaan, peran serta masyarakat untuk menjaga 

kelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah. Perbuatan kecil 
seperti membuang sampahsembarangan, namunjika dilakukan secara masif 
maka akan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Hal senada 

juga disampaikan oleh DKP Provinsi Riau yang masih menemukan banyak 

nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan. 
Rendahnya partisipasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh beberapa 

hal.

Penyebab pertama iaiah lemahnya mental masyarakat itu sendiri. 
WALHl berpendapat bahwa masyarakat cenderung untuk menikmati 
haknya saja untuk menikmati lingkungan tetapi tidak pedull dengan 

kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga, 
dibutuhkan semacam revolusi mental untuk menguatkan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi lingkungan hidup.

Penyebab lainnya dapat berasal dari eksternal dimana masih 

kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Jargon 

"Jangan Membuah Sampah Sembarangan" atau pemasangan papan

73 Pasal 2 huruf k UU PPLH
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Informasi mengenai sanksi membuang sampah sembarangan tidak 

lagj memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk patuh terhadap 

lingkungan. Permasalahan Ini membutuhkan keterlibatan peran Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

untuk mendorong partisipasi masyarakat74 dan melibatkan peran serta 

masyaarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.75

Namun masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang 

memiliki kepeduiian terhadap lingkungan hidup, seperti di Provinsi Jawa 

Tengah. Peran serta masyarakat muiai tumbuh dengan inisiatif-inisiatif 
lokal seperti Bank Sampah, Komunitas Sungal, Sekolah Sungal, dan 

kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Inisiatif-inisiatif lokal 
tersebul perlu difasilltasi dan diintegrasikan dalam perencanaan pemerintah 

kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat turut memberikan dampak terhadap 

kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 

ayat (2) UU PPLH memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan 

lokal masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar. Penjelasan ketentuan Pasal tersebut memberikan batasan 

bahwa pembakaran lahan hanya diperbolehkan untuk luas lahan maksimal 
2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanamanjenis varietas lokal 
dan dikelilingi oleh sekatbakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah 

sekelilingnya.

Permasalahan yang tegadi terkait implementasi ketentuan Pasal 69 

ayat (2) UU PPLH tersebut iaiah terdapat beberapa kasus pelanggaran 

pembakaran lahan yang tidak mengikuti teknik pembakaran sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 

berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketentuan tersebut 
Juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuka lahan dengan tidak 

memperhatikan syarat-syarat yang diberikan, baikoleh UU PPLH maupun

u Pasal 354 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. 
75 Pasal 278 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah.
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Peraturan Menteri tersebut dengan mengatasnamakan masyarakat adat, 
sebagaimana yang teijadi di Provinsi Riau. Oleh karena Itu perlu adanya 

sosialiasi kepada masyarakat adat yang tinggal di sekitarkawasan mengenal 
syarat dan teknik pembakaran untuk pembukaan lahan sebagaiman diatur 

oleh Pemerlntah.

Peran serta masyarakatjuga diberikan secara tegas oleh Pasal 86 ayat 
(1) UU PPLH yang dapat membentuk lembaga penyedlajasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 
Pemerintah dan pemerlntah daerah dapat memfasilitasi pembentukan 

lembaga tersebut yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pengaturan lebih 

lanjut mengenai ha! tersebut terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan yang merupakan amanah 

dari UU Lingkungan Hidup 1997 dan masih berlaku hingga saat ini.

KLHK meryelaskan bahwa Pemerintah akan melaksanakan 

pembentukan sesuai dengan ketentuan tersebut, jika ada permintaan 

langsung dari masyarakat. Akantetapi hingga saat Ini belum ada permintaan 

dari masyarakat. KLHK meyakini bahwa ketiadaan permintaan tersebut 
disebabkan oleh adanya syarat pembentukan lembaga yang sulit dipenuhi 
oleh masyarakat, terutama mengenai pendanaan.

Agar dapat mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

perubahan atas peraturan pelaksana dari Pasal 86 UU PPLH tersebut. Selain 

itu perlu adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait adanya fasilitas 

yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk membentuk 

lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih tergolong rendah. 
Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah untuk dapat mendorong peran serta masyarakat, seperti 
dengan mengintegrasikan program-program kelompok swadaya masyarakat 
ke rencana pembangunan daerah dan memberikan apresiasi kepada 

masyarakat yang telah berpartisipasi. Selain itu diperlukan sosialisasi yang
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lebih intensif terutama terkait ketentuan-ketentuan mengenai pembukaan 

lahan dengan cara membakar dan pembentukan lembaga penyediajasa 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, analisis, dan evaluasi UU PPLH yang telah 

dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

UU PPLH tidak optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek 

substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan 

budaya hukum masyarakat yang diurai sebagai berikut:

1. Substansi Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan uraian analisis dan evaluasi aspek substansi, terdapat 
pemetaan masalah substansi/norma dalam UU PPLH berdasarkan 

indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan 

dan inkonsistensi serta berdasarkan aspek ruang lingkup UU PPLH 

seperti diurai sebagai berikut:

Label 12. Permasalahan UU PPLH dari Substansi Hukum

INDIKATOR ASPEK/RUANG
LINGKUP PASAL UU PPLH

Pengendalian Pasal 48 tentang Audit Lingkungan
Hidup

Ketidakjelasan
Rumusan

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
otonomi daerah” berdasarkan Pasal 2 
hurufnUU PPLH

Berpotensi 
disharmoni dengan 
“Asas Kejelasan 
mmusarT 
berdasarkan Pasal 5 
huruffUUPPP

Pengawasan dan Sanksi 
Administratif

Pasal 73 dan Pasal 77 tentang 
pemberian kewenangan berlapis dalam 
pengawasan dan sanksi administratif 
dari pemerintah terhadap pemerintah 
daerah

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
otonomi daerah” berdasarkan Pasal 2 
hurufnUU PPLH

Pasal 81 tentang Paksaan Pemerintah

Berpotensi disharmoni dengan 
pencemar berbayar"' berdasarkan Pasal
2 hurufj UU PPLH
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Hak, Kewajiban 
dan Larangan

Pasal 66 tentang hak setiap orang yang 
memperjuangkan lingkungan hidup

Berpotensi disharmoni dengan uAsas 
partisipaiif berdasarkan Pasal 2 huruf kUU 
PPLH

Penyelesaian
Sengketa
Lingkungan

Pasal 90 tentang Hak Gugat Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah

Berpotensi disharmoni dengan "^'Asas 
partisipatif’ berdasarkan Pasal 2 huruf k UU 
PPLH

Perencanaan

Pasal 10 ayat (3) huruf a

Berpotensi disharmoni dengan ,'iAsas 
keserasian dan keseimbangari'’ dan <tAsas 
manfaat" berdasarkan Pasal 2 huruf c dan e
UU PPLH

PemanfaataD

Pasal 12 ayat (I)

Berpotensi disharmoni dengan '‘'Asas 
keserasian dan keseimbangan”, “Asas 
keterpaduan” dan “Asas kehati-hatian" 
berdasarkan Pasal 2 huruf c, d dan f UU
PPLH

Pengendalian

Pasal 36 s.d Pasal 41 tentang Perizinan

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
keserasian dan keseimbangan" dan “Asas 
keterpaduari' berdasarkan Pasal 2 huruf c dan 
d UU PPLH

Penyidikan, 
Pembuktian dan 
Ketentuan Pidana

Pasal 95 tentang penegakan hukum terpadu

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
kejelasan tujuan ”, “Asas keterpaduan ” dan 
“Asas tata kelola pemerintahanyang baik’ 
berdasarkan Pasal 2 huruf a, d dan m UU
PPLH

Penyelesaian
Sengketa
Lingkungan

Pasal 86 tentang Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup di Luar

Berpotensi disharmoni dengan “Asas 
partisipatif berdasarkan Pasal 2 huruf k UU 
PPLH

Tidak Operasional

Berpotensi disharmoni 
dengan Asas 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
yang baik berdasarkan 
Pasal 5 UU PPP, yaitu:
1. Asas kejelasan tujuan 

(hurufa)
2. Asas kesesuaian 

antara jenis, hierarki, 
dan materi muatan 
(huruf c)

3. Asas dapat 
dilaksanakan (huruf d)

4. Asas kedayagunaan 
dan kehasilgunaan 
(huruf e)
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2. Struktur Hukum/Kelembagaan Lingkungan Hidup

a. Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

1) Terdapat tumpang tindih kewenangan, karena cakupan dari 
Lingkungan H idup yang sangat luas sehingga banyak pemangku 

kepentingan yang memiliki kepentingan berkaitan dengan 

lingkungan hidup itu sendiri.

2) Permasalahan kewenangan yang berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu 

menciptakan perbedaan tingkat kepatuhan dari pemerintah 

daerah kepada Pemerintah sehingga hal ini menghambat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. Hubungan Keiembagaan/Tata Kerja Perlindungan dan Pengelolaan 

Hidup

1) Hubungan koordinasi antar kelembagaan antara pusat dan 

daerah maupun antar daerah belum sepenuhnya dapat begatan 

linier karena pada beberapa daerah masih ada ego sektoral 
instansi teknis.

2) Koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri yang belum 

optimal dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 94 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) DU 

PPLH. Hal ini menghambat pemberian efekjera kepada pelaku 

pelanggaran.

c. Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup 

Kewenangan pengawasan yang diberikan oleh PPLH merupakan 

Jenis pengawasan melekat pada pejabat untuk mengawasi ketaatan/ 
kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau keglatan terhadap 

ketentuan perizinan Iingkungan dan peraturan perundang-undangan 

sesuai der^at kewenangannya. Namun demikian, akibat kurangnya 

koordinasi antar kementerian/lembaga terkait urusan lingkungan 

hidup, maka norma pengawasan melekat tersebut metijadi sulit 
untuk dilaksanakan. Hal ini menyebabkan adanya bias kew^iban 

bagi dinas lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota untuk 

melaporkan kepada dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi
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atas izin lingkungan yang dikeluarkan. Selain iturJumlah pejabat 
pengawas tidak memadai Jika dibandingkan banyaknya kasus 

lingkungan hidup, sehingga fungst pengawasan lingkungan hidup 

) meryadi kurang efektif.

V

d. Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat
beberapa permasalahan yaitu:

1) Ketidakpahaman Penegak Hukum Atas UU PPLH 

Ketidakpahaman sumber daya manusia penegak hukum atas 

ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

menjadi salah satu penyebab sulitnya pelaksanaan penegakan 

hukum. Sehingga diperlukansosialisasi UU PPLH dan pelatihan 

terhadap penegak hukum di bidang lingkungan hidup.

2) Jumlah PPNS Tidak Memadai

DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala dalam 

kurangnya jumlah PPNS, dan menyebabkan kendala bagi 
proses penegakan hukum lingkungan di Jawa Tengah. Selain 

itu, ketiadaan PPNS tersebut menjadikan seluruh penyidikan 

lingkungan hidup dilakukan oleh Penyidik pada Polda jawa 

Tengah.

3) Fungsi Penyidikan PPNS Tidak Sepenuhnya Efektif

Pasal 94 ayat (6) UU PPLH dinyatakan bahwa PPNS dapat 
menyampaikan hasil penyelidikan secara langsung kepada 

penuntut umum, tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan Penyidik Polri. Namun demikian, hingga kini belum 

pernah ada pelimpahan berkas perkara lingkungan hidup 

langsung dari PPNS kepada K^aksaan Tinggi Provinsi Riau 

mengenai adanya hasil penyidikan tindak pidana lingkungan 

hidup.

4) Penegakan Hukum Satu Atap Tidak Efektif

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 

hanya terdapat satu mekanisme penegakan hukum lingkungan

230 KAJIAN, ANALISIS. DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl

TAHUN 2018



hidup yaitu melalui penegakan hukum satu atap yang merupakan 

gabungan atas PPNSf Penyidik Polri dan Jaksa. Namun 

demikian, terdapat kendala rancangan peraturan presiden yang 

mengatur mekanisme koordinasi penegakan hukum satu atap 

tersebut belum ditetapkan hingga saat ini.

5) Putusan Pengadilan Diabaikan oleh Pemerintah Daerah

Izin iingkungan yang telah dibatalkan oieh pengadilan, 
seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah dengan munculnya 

izin Iingkungan baru yang secara substansi tidak berbeda 

dengan izin Iingkungan yang lama.

3. Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

Bahwa keberadaan laboratorium pengujian lingkungan yang 

ada di Indonesia saat ini belum merata, terlebih yang memenuhi 
akreditasi sebagai laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Permen Laboratorium Lingkungan 

Hal ini berdampak kurang efektif dan efisiennya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal penyediaan data 

kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik yang dipergunakan 

untuk memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan maupunsebagai 
alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

4. Pendanaan Lingkungan Hidup

DU PPLH tidak memiliki permasalahan yang berarti terkait 
perumusan normatif ketentuan-ketentuan mengenai aspek pendanaan 

dalam pengelolaan dan perlindungan hidup. Berdasarkan data dan 

informasi yang diperoleh, terdapat permasalahan di tataran implementasi 
dengan kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai 
aspek-aspek pendanaan dalam UU PPLH.

5. Budaya Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapatdisimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan
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perlindungan dan pengelolaan Mngkungan hidup masih tergoiong 

rendah. Hal Ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kesadaran dari 
masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam dengan pola-pola yang 

ramah lingkungan

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dengan ini Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI memberikan 

rekomendasi sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

a. Mendorong Pemerintah segera melaksanakan amanah Pasat 10 

ayat (3) huruf a UU PPLH untuk menyusun dan menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional agar dapat mer^adi 
dasar hukum bagi penyusunan RPPLH provinsi/kabupaten/kota 

berdasarkan amanah Pasal 9 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 10 ayat (3) 
huruf b dan huruf c UU PPLH.

b. Peraturan Pemerintah tentang RPPLH nasional harus segera 

ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan pemanfaatan dan 

penggunaan sumber daya alam yang byak adil dan dilandasi oleh 

tiga pilar pembangunan berkelaryutan.

c. Mendorong Pemerintah c.q Menteri LHK untuk segera menetapkan 

Perpres tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu 

yang telah diagendakan dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018.

d. Mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan berbagai 
peraturan pelaksana yang belum diterbitkan.

e. Soslalisasi UU PPLH dan pelatihan perlu dilakukan kepada penegak 

hukum agar memiliki pemahaman yang komprehensif.

f. Perekrutan pejabat pengawas lingkungan hidup yang disesuaikan 

dengan banyaknya potensi kasus lingkungan hidup.

g. Penetapan mekanisme koordinasi dalam penegakan hukum satu 

atap dl bidang lingkungan hidup.
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2. Jangka Panjang

a. UU PPLH harus mempeijelas kewenangan dari masing-masing 

Instansi baik Pemerlntah maupun Pemerintah Daerah, hal ini 
penting dllakukan karena cakupan dari Lingkungan Hidup yang 

sangat luas sehingga melibatkan banyak stakeholder/ pemangku 

kepentingan.

b. Peningkatan sumber daya manusia di bldang lingkungan hidup
terutama di instansi pemerintahan.

c. Melakukan revisi atas UU PPLH dengan rincian masukan sebagai 
berikut:

1) Penambahan wewenang pemerintah daerah dalam Pasal 48
untuk mendorong penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk melakukan audit lingkungan hidup dapat dilakukan
dengan mendasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh
pemerintah daerah berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf I dan
ayat (3) huruf I serta Pasal 71 ayat (1) UU PPLH.

2) Pemberian wewenang second line kepada gubernur untuk
memberikan/menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan Jika pemerintah 

provinsi menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota 

secara seng^a tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 

pelanggaranyangseriusdi bidang perlindungandan pengelolaan 

lingkungan hidup;

3) Perlu menetapkan instrumen uang paksa (dwangsom) terhadap 

setiap keterlambatan dari peiaksanaan sanksi paksaan 

pemerintah. Uang paksa dapat dgadikan tambahan dan/atau 

mengganti denda yang selama ini diterapkan.

4) Alternatif usulan untuk mengubah hakgugat menjadi kewajiban 

gugat untuk menegaskan prinsip pencemar pembayar dan/atau 

menambahkan ketentuan kewajiban gugat setelah hak gugat. 
Hal tersebut penting dilakukan khususnya terhadap usaha dan/ 
atau kegiatan yang mengakibatkan keruglan lingkungan hidup
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yaang sudahdilakukan pemulihan balkoleh Pemerintah meialui 
APBN maupun oleh pemerintah daerah meialui APBD.
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